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KATA PENGANTAR

Buku Memperkuat Kemampuan Wilayah Menghadapi Perubahan Iklim
menyajikan 12 tulisan yang merupakan hasil pemikiran dan pengalaman
pemikir dan peneliti dari berbagai bidang kepakaran namun memiliki
muatan terkait dengan upaya meningkatkan kemampuan mitigasi dan
adaptasi terhadap perubahan iklim. Tulisan-tulisan tersebut membahas
perlunya peningkatan kemampuan sektor pertanian dalam menghadapi
ancaman dan risiko dampak perubahan iklim yang semakin besar.
Peningkatan kemampuan dalam menghadapi perubahan iklim dikupas
secara utuh dan mendalam, mulai dari perlunya inovasi sistem dan usaha
pertanian, membangun kemampuan adaptasi berbasis kearifan lokal,
berbagai inovasi pertanian untuk menghadapi dampak perubahan iklim,
dan instrumen kebijakan yang perlu dilaksanakan.

Pada bab awal, buku ini mengupas ancaman dampak perubahan
iklim terhadap sektor pertanian, khususnya pangan, dan perlu
diwujudkannya sistem usahatani inovatif yang menerapkan inovasi
teknologi pengelolaan air, tanah dan tanaman serta dilengkapi dengan
kelembagaan dan kearifan lokal dalam menghadapi dampak perubahan
iklim dan iklim. Pertanian organik dan pengembangan agroforestri
ditawarkan sebagai salah satu alternatif respon terhadap perubahan iklim.
Pemetaan sumber daya pertanian dan pengembangan sistem asuransi
pertanian adalah aspek lain yang diulas dalam mitigasi dan penanganan
risiko usaha pertanian yang meningkat. Selanjutnya buku ini mengulas
secara mendalam kearifan lokal sebagai landasan peningkatan kemampuan
masyarakat. Kearifan lokal “palintangan” dapat diselaraskan dengan
teknologi modern untuk adaptasi kalender dan pola tanam yang sesuai
dengan pola perubahan iklim. Pemanfaatan modal sosial yang telah dimiliki
masyarakat perlu digali dan dikembangkan untuk mengatasi degradasi
ekosistem yang terjadi. Demikian pula disajikan berbagai inovasi pertanian
yang dapat diterapkan dalam menghadapi dampak perubahan iklim, antara
lain inovasi pengelolaan sumber daya air, sistem usaha pertanian
konservasi, inovasi budidaya inter-cropping, inovasi terkait dengan sistem
asuransi pertanian. Pada bagian akhir diulas perlunya sinergi antara inovasi
pertanian modern dengan kearifan lokal dalam menghadapi dampak
perubahan iklim. Dukungan kebijakan diperlukan dalam membangun
kerangka serta instrumen kebijakan yang efektif, terkait dengan
pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, meningkatkan kemampuan



dan kemandirian masyarakat dalam mengadaptasi dan beradaptasi
terhadap perubahan iklim.

Akhirnya semoga buku ini dapat menambah pandangan terkait
dengan adaptasi dan mitigasi terhadap dampak perubahan iklim. Ucapan
terima kasih dan penghargaan yang tinggi disampaikan kepada para
kontributor makalah yang disajikan dalam buku ini beserta pihak-pihak
yang terlibat dan membantu kelancaran proses dari awal sampai
terlaksanakanya penerbitan huku ini.

Jakarta, Desember 2017

Editor.
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PENDAHULUAN






PENDAHULUAN

Dengan semakin kuatnya ancaman dan resiko perubahan iklim,
Indonesia tetap optimis untuk mencapai swasembada dan kedaulatan
pangan. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu diwujudkan suatu sistem
usahatani inovatif meliputi inovasi teknologi pengelolaan air, tanah dan
tanaman, dilengkapi dengan sistem kelembagaannya, dengan tetap
mempertimbangkan kearifan lokal yang selama ini telah berkembang di
masyarakat, sehingga sektor pertanian mampu menghadapi tantangan
perubahan iklim dan iklim ekstrem yang semakin rapat frekuensi
kejadiannya. Untuk mendukung peningkatan kapasitas adaptasi terhadap
perubahan iklim serta mitigasi emisi gas rumah kaca, juga diperlukan
peningkatan kapasitas baik dalam hal memahami dampak dari perubahan
iklim, maupun dalam menginventarisasi dan mengaplikasikan inovasi
teknologi adaptasi dan mitigasi.

Sampai saat ini, aspek adaptasi masih menjadi prioritas di sektor
pertanian.  Karena pertanian mempunyai kewajiban untuk menjaga
keberlanjutan ketahanan pangan di tengah tantangan perubahan iklim.
Namun demikian sektor pertanian tetap berkomitmen untuk berkontribusi
terhadap penurunan laju emisi. Oleh karena itu inovasi teknologi yang
dikembangkan diprioritaskan pada teknologi adaptasi yang memiliki co-
benefit mitigasi. Apalagi di Sektor pertanian berbagai tindakan adaptasi
seringkali sulit dipisahkan dari mitigasi.

Kajian ini mempelajari berbagai inovasi teknologi yang dapat
mendukung peningkatan kemampuan sektor pertanian dalam menghadapi
perubahan iklim, serta menggali adanya potensi kemampuan sektor
pertanian dalam mitigasi emisi GRK. Hasil kajian ini juga diharapkan bisa
dijadikan salah satu dasar pengambilan keputuasan dalam memperkuat
kemampuan sektor pertanian dalam mengantisipasi berbagai dampak
negatif dari perubahan iklim. Beberapa aspek yang dikaji dalam studi ini
diantaranya data dan informasi serta alternatif inovasi teknologi yang
cerdas iklim, menggali kearifan lokal yang dapat mendukung kemampuan
adaptasi sektor pertanian dan berpeluang untuk berkonribusi terhadap
mitigasi emisi gas rumah kaca. Berdasarkan hasil studi ini dirumuskan
suatu implikasi kebijakan dan agenda ke depan untuk lebih meningkatkan
kemampuan sektor pertanian dalam menghadapi perubahan iklim.
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Bedarsarkan hasil kajian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dan
perbaikan sumber daya alam, terutama sumber daya lahan dan air
termasuk membalikkan degradasi sumber daya alam yang terlanjur rusak
merupakan strategi pertama dalam meningkatkan kapasitas petani dalam
adaptasi. Strategi kedua adalah peningkatan kemampuan untuk memahami
(dan menginterpretasi), memprediksi keragaman dan variabilitas iklim
dalam berbagai tataran dan skala waktu terutama musiman dan antar
tahunan, dan memanfaatkan informasi iklim dalam merencanakan aktivitas
pertaniannnya secara bertanggungjawab dan ramah lingkungan. Strategi
ketiga merupakan penyiapan dan penyediaan inovasi teknologi adaptif dan
ramah lingkungan. Masing-masing strategi tentu didukung oleh aspek
kelembagaan atau kebijakan, dan khusus untuk strategi kedua dan ketiga
didukung oleh pelatihan dan pembinaan, termasuk dalam bentuk sekolah
lapang iklim pertanian (SLIP).

Untuk menjawab tantangan dan permasalahan perubahan iklim,
dapat dilakukan dengan membangun kerangka serta instrumen kebijakan
yang diperlukan yang dapat dianggap layak dan efektif untuk menghadapi
masalah dan tantangan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan di
masa sekarang dan yang menjadi semakin kompleks karena terjadinya
perubahan iklim. Kearifan lokal dapat dijadikan basis dalam memperkuat
ketangguhan masyarakat dalam beradaptasi terhadap perubahan iklim,
sekaligus mengembangkan kemampuan mitigasi. Praktek praktek kearifan
lokal yang terkait dengan iklim khususnya praktek yang bersifat adaptif di
antanya: (a) praktek-praktek sekolah lapangan dalam mengadaptasi
perubahan iklim yang berbasis kearifan lokal. Berdasarkan pelajaran
pelajaran yang diperoleh dapat dibangun kerangka kebijakan yang
mencerminkan berbagai strategi yang perlu di tempuh dalam jangka
pendek dan jangka panjang; dan (b) membangun kemampuan adaptif dan
mitigatif.

Dalam kerangka adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang
menjadi sarana belajar utama adalah indikator perubahan alam seperti
perubahan karakteristik aliran air, karakteristik musim seperti musim
kemarau yang panjang, musim hujan semakin tidak menentu, dan wilayah
banjir yang semakin meluas. Belajar dari pengalaman tokoh masyarakat
juga diperlukan terutama tokoh tokoh yang menginisiasi kearifan lokal atau
yang mempunyai pengetahuan yang dalam dan luas mengenai kearifan
lokal. Informasi dan teknologi yang berasal dari luar juga dikaji bersama
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sebagai bahan kajian untuk dianalisis dan disimpulkan. Proses
pembelajaran hanya dapat dimulai apabila ada kesadaran individu yang
kemudian dikembangkan menjadi kesadaran kelompok berdasarkan
keingintahuan (curiosity) yang mendorong petani untuk bertanya atau
mengamati, serta kebijakan memperkuat kemampuan petani.

Secara global perubahan iklim telah menjadi isu politik dan menjadi
perhatian publik, namun masih ada perbedaan dalam hal langkah-langkah
kebijakan yang diperlukan karena pemahaman yang bersifat parsial dan
cenderung berorientasi kepentingan ekonomi nasional. Oleh karena itu
perlu dibuat kerangka dasar kebijakan yang ditunjang oleh dukungan
kelembagaan nasional yang dijadikan rujukan berbagai produk perundang-
undangan yang terkait dan peraturan peraturan yang memungkinkan
terjadinya pendekatan keterpaduan antar berbagai pihak seperti birokrasi
pemerintah, pihah swasta, dan lembaga swadaya masyarakat. Tujuan
kebijakan didasarkan pada strategi kebijakan yang bersifat pencegahan,
kebijakan yang memperkuat kemampuan prediksi dan antisipasi, serta
program program adaptasi dan mitigasi.
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MENGHADAPI TANTANGAN PERUBAHAN IKLIM

Perubahan iklim merupakan suatu fenomena yang tidak bisa
dihindari. Oleh karena itu, semua sektor termasuk sektor pertanian yang
rentan terhadap terjadinya perubahan iklim harus segera meningkatkan
kemampuan beradaptasi terhadap berbagai perubahan yang terjadi,
disamping berbagai usaha mitigasi untuk menghambat laju perubahan
iklim juga perlu terus dilakukan. Namun tindakan mitigasi yang dilakukan
di sektor pertanian, tidak boleh menghambat produktivitas pertanian.

Bab ini menguraikan berbagai inovasi teknologi yang mampu
meningkatkan adaptasi sektor pertanian terhadap berbagai dampak yang
timbul akibat terjadinya perubahan iklim, termasuk data dan informasi
yang diperlukan untuk mendukung pengembangan inovasi teknologi
pertanian yang cerdas iklim. Salah satu sub bab dalam bab ini memuat
berbagai pokok pikiran terkait dengan gambaran umum kajian terkini
tentang proyeksi perubahan iklim dan dampaknya, tingkat kerentanan
usahatani pangan di Indonesia, serta beberapa pokok pikiran terkait
dengan konsep dan strataegi pengembagan sistem pertanian cerdas iklim
sebagai sistem usahatani pangan inovatif dan modern.

Salah satu contoh sistem pertanian yang cerdas iklim dikemukakan
dalam bab ini adalah sistem pertanian organik. Beberapa hasil penelitian
menujukkan bahwa pertanian organik mampu meningkatkan daya adaptasi
pertanian terhadap perubahan iklim, juga dapat menekan tingkat emisi
GRK. Namun demikian rata-rata produksi yang dicapai dalam sistem
pertanian organik masih relatif rendah dibanding rata-rata produksi sistem
pertanian konvensional. Sampai saat ini sistem pertanian organik belum
bisa diadopsi secara penuh, walaupun beberapa prinsip dari pertanian
organik sudah bisa diterapkan meski belum secara penuh, atau baru pada
tahap menuju sistem berbasis organik. Input organik sudah dijadikan
komponen utama dari sistem usahatani. Disisi lain penggunaan input
anorganik masih dilakukan dengan takaran yang lebih efisien.

Pemanfaatan data dan informasi yang dihasilkan dari kegiatan
pemetaan dan evaluasi sumber daya lahan perlu dimanfaatkan secara
optimal untuk mendukung peningkatan produksi di era perubahan iklim
dengan mempertimbangkan berbagai perubahan yang terjadi sebagai
dampak terjadinya perubahan iklim. Dari data sumber daya lahan tingkat
semi detail dapat dihasilkan kesesuaian lahan berbagai komoditas unggulan
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atau komoditas prioritas yang dapat dikembangkan, baik untuk
meningkatkan produksi maupun untuk pengembangan agribisnis di era
perubahan iklim. Pilihan komoditas yang dapat dikembangkan perlu
ditindaklanjuti dengan berbagai upaya pengelolaan lahannya melalui
pemanfaatan inovasi teknologi yang tersedia dengan memperhatikan
upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Inovasi teknologi remote
sensing juga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan sektor
pertanian dalam menghadapi resiko perubahan iklim, diantaranya untuk
mendukung pengembangan asuransi pertanian.  Teknologi ini dapat
menjadi bagian yang penting dalam pelaksanaan asuransi tanaman
pangan, hortikultura, dan perkebunan. Dengan memerhatikan arah
pengembangan asuransi pertanian untuk mencakup lebih banyak
komoditas, kebutuhan pemanfaatan teknologi ini dapat membuat kegiatan
perasuransian menjadi lebih efekti
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MEWUJUDKAN SISTEM USAHATANI INOVATIF MENGHADAPI
TANTANGAN PERUBAHAN IKLIM DAN IKLIM EKSTREM

Elza Surmaini, Woro Estiningtyas, dan Irsal Las

PENDAHULUAN

Problematika sumber daya lahan, keterbatasan dan pergeseran
tenaga kerja, serta ancaman perubahan iklim terhadap penyediaan pangan
nasional dan dunia kedepan semakin nyata. Berbagai kajian terkini serta
penguatan perhatian dunia terhadap aspek adaptasi dan mitigasi
perubahan iklim mengisyaratkan bahwa gejala perubahan iklim semakin
nyata dengan ancaman yang lebih serius, jika tidak dilakukan upaya
terintegrasi antara adaptasi dan mitigasi. Indikasi lain yang menunjukkan
kekhawatiran dan sekaligus peningkatan kepedulian atau perhatian dunia
terhadap ancaman perubahan iklim adalah ditetapkannnya Paris
Agreement pada COP 21 di Paris tahun 2016. Penekanan Kesepakatan
Paris tersebut terkait dengan penguatan upaya adaptasi melalui
peningkatan kapasitas adaptasi perubahan iklim yang lebih terukur,
terutama pada sektor pertanian.

Ditengah kekuatiran dan kegalauan masyarakat dunia terhadap
pangan serta makin kuatnya ancaman dan resiko perubahan iklim,
Indonesia tetap yakin untuk segera mencapai swasembada dan kedaulatan
pangan. Bahkan Indonesia berambisi untuk bisa menjadi salah satu
lumbung pangan dunia di masa yang akan datang. Ambisi tersebut tentu
saja dengan memperhatikan berbagai faktor strategis dan potensi sumber
daya, antara lain memanfaatkan potensi dan peluang di wilayah
perbatasan (Kementerian Pertanian 2017). Pertanyaannya, bagaimana
sistem usaha pertanian (SUP) dibangun dan dikembangkan, khususnya
dalam menghadapi berbagai ancaman dan tantangan tersebut.

Tantangan dan ancaman tersebut akan semakin berat jika
perhatian masih didominasi atau hanya mengandalkan SUP pada lahan
sawah irigasi dan kurang memperhatikan aspek daya saing, kesejahteraan
petani, dan aspek sosial ekonomi lainnya. Dengan tantangan perubahan
iklim yang semakin berat, target swasembada pangan akan sulit dicapai
jika hanya mengandalkan sitem usaha tani yang masih konvensional. Salah
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satu indikasinya ditunjukan hasil analisis dan telaahan terhadap tingkat
kerentanan sistem usaha tani tanaman pangan terhadap ancaman
perubahan iklim dan iklim esktrim.

Oleh sebab itu selain lahan sawabh irigasi, perhatian juga akan lebih
ditujukan pada lahan sawah tadah hujan dan lahan kering. Badan Litbang
Pertanian mengidentifikasi adanya potensi lahan tadah hujan dan lahan
kering potensial untuk ditingkatkan indeks pertanamannya (IP) dengan
memanfaatkan teknologi dam parit atau embung untuk meningkatkan
ketersediaan airnya. Tentu saja teknologi tersebut perlu didukung atau
dibarengi dengan pengembangan SUP Inovatif. Pengembangan SUP
inovatif, cerdas, dan tangguh iklim (Cliimate Smart Agriculture) yang terkait
pola pikir atau konsepsi, sumber daya, inovasi, dan teknologi sangat
diperlukan untuk pertanian masa depan. Pendekatan dan strategi umum
pengelolaan resiko iklim menuju sistem pertanian cerdas iklim harus
bertitik tolak dari kompleksitas keterkaitan pertanian dan perubahan iklim
yang menuntut integrasi adaptasi dan mitigasi. Kompleksitas tersebut
terkait dengan posisi strategis sektor pertanian terhadap pembangunan
nasional (pangan dan ekonomi), di sisi lain sektor pertanian adalah sektor
utama yang menjadi korban, namun sekaligus ikut berkontribusi dalam
memicu perubahan iklim.

Sejalan dengan obsesi pengembangan lumbung pangan dunia,
pemikiran inovatif yang patut dikembangkan adalah mengupayakan agar
perubahan iklim dan iklim ekstrem tidak selalu hanya dipadang sebagai
ancaman dan risiko belaka, tetapi dialihkan menjadi suatu tantangan dan
peluang. Makalah ini memuat berbagai pokok pikiran terkait dengan
gambaran umum kajian terkini tentang proyeksi perubahan iklim dan
dampaknya, tingkat kerentanan usahatani pangan di Indonesia, serta
beberapa pokok pikiran terkait dengan konsep dan strategi pengembangan
sistem pertanian cerdas iklim sebagai sistem usahatani pangan inovatif dan
modern.

PERUBAHAN IKLIM DAN PERTANIAN: KAJIAN TERKINI

Tren kondisi iklim historis

Laporan kajian ke 5 (Assessment Rerport, AR5) dari
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) mempubikasikan
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bahwa suhu bumi meningkat sekitar 0,8°C selama satu abad terakhir, dan
dalam tiga dekade terakhir ini kondisinya lebih hangat daripada dekade
sebelumnya (Gambar 1). Peningkatan suhu tersebut cenderung
menurunkan curah hujan di kawasan benua maritim, terutama wilayah
Indonesia bagian Selatan dan Timur.
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Gambar 1. Peningkatan suhu global tahun 1850-2012( IPCC, 2013)

Faktor utama yang menjadi pemicu adalah meningkatnya emisi gas
rumah kaca (GRK), seperti karbon dioksida, metana, nitrogen oksida, dan
sejumlah gas industri, sebagai akibat ledakan penduduk dan modernisasi
yang mendorong deforestasi dan aktivitas lainnya. Konsentrasi gas CO,
sekarang tertinggi dalam sejarah, yaitu lebih tinggi 40% dibandingkan
pada era pra-industri.

Penelitian lain menunjukkan bahwa dalam 50 tahun terakhir terjadi
peningkatan suhu vyang lebih cepat vyaitu sebesar 0,16°C/dekade.
Peningkatan tinggi muka air laut, khususnya di bagian tengah dan Timur
Indonesia sebesar 0,2-0,6 cm/tahun. Selama kurun waktu 1999-2010 telah
terjadi peningkatan intensitas hujan di sebagian besar Pulau Jawa,
Kalimantan, dan Papua. Sementara itu di sebagian wilayah pesisir
Sumatera, sebagian besar wilayah Sulawesi dan Maluku terlihat penurunan

Memperkuat Kemampuan Wilayah Menghadapi Perubahan Iklim 13



tren curah hujan. T7rend Penurunan (peningkatan) curah hujan tersebut
berkaitan erat dengan kejadian El Nifio (La Nina). Peningkatan (penurunan)
suhu muka laut sebesar 1°C dapat menyebabkan penurunan (peningkatan)
curah hujan sebesar 20 mm/bulan diluar pengaruh monsun dan faktor
pengendali iklim lainnya (Boer ef a/ 2014). Perubahan pola hujan yang
terjadi secara langsung mempengaruhi awal dan panjang musim.

Di samping peningkatan suhu bumi, terdapat bukti kuat bahwa
kondisi suhu ekstrem dan gelombang panas menjadi lebih sering terjadi
sejak tahun 1950. Gejala lain juga menunjukkan bahwa kejadian
kekeringan dan banjir yang lebih parah dan lebih sering dibanding dekade
sebelumnya. Dari berbagai dampak perubahan iklim, kejadian iklim
ekstrem El Nifio (La Nina) yang berasosiasi dengan kemarau panjang
(hujan ekstrem) yang paling besar pengaruhnya terhadap sektor pertanian.
Menurut Faqih et al. (2016), trend selama 30 tahun menunjukkan bahwa
hari kering maksimum meningkat 2-3 dasarian sebagian besar wilayah di
Lampung, sebagian Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimatan, dan Sulawesi.
Sedangkan trend hujan ekstrem meningkat di sebagian besar wilayah
Indonesia (Gambar 2).
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Gambar 2. Tren kejadian iklim ekstrem dalam 30 tahun terakhir (Faqih et a/.
2016)
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Proyeksi Jangka Pendek Iklim Indonesia

IPCC telah melakukan kajian skenario iklim untuk mengetahui
proyeksi perubahan iklim global dan regional sampai tahun 2100 yang
disebut sebagai skenario perubahan iklim generasi terbaru yang dikenal
dengan istilah Representative Concentration Pathways/RCP (Moss et al.
2008; 2010). Skenario ini menggunakan faktor pengendali yang
berkontribusi terhadap perubahan keseimbangan energi di bumi vyaitu
Radiative Forcing (RF dalam satuan Wm-2). Peningkatan nilai RF dapat
menyebabkan pemanasan yang menyebabkan terjadinya peningkatan suhu
rata-rata global.

Skenario RCP memiliki representasi menyeluruh dari perkiraan
rentang alur RF di masa depan. Skenario ini dibagi menjadi empat mulai
dari skenario terendah yang optimis hingga skenario yang paling ekstrem
atau pesimis, yaitu RCP 2,6 (strategi mitigasi agresif, kenaikan RF 2,6 W
m-2), RCP 4,5 (menengah-ringan, kenaikan RF 4,5 W m-2), RCP 6.0
(menengah-tinggi, kenaikan RF 6,0 W m-2) dan RCP 8,5 (business as
usual, kenaikan RF 8,5 W m-2) (Gambar 3). Skenario tersebut dibangun
dari besaran emisi yang masih dapat dihasilkan agar kenaikan temperatur
rata-rata bumi tidak melebihi 2°C. Skenario RCP menggantikan skenario
emisi (SRES) yang diterbitkan pada tahun 2000. Skenario-skenario tersebut
mendorong kesepakatan semua negara untuk melakukan skenario mitigasi
agresif.
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Gambar 3. Proyeksi suhu global dengan scenario RCP (IPCC,2013)
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Skenario ideal yang diharapkan adalah skenario RCP 2,6 dimana
pada skenario ini upaya mitigasi yang dilakukan akan mampu menstabilkan
konsentrasi GRK sebesar 450 ppm, yaitu konsentrasi GRK dengan kenaikan
suhu diatas 2 °C di bawah 50%. Namun dengan kondisi emisi GRK saat ini,
target skenario RCP 2,6 sulit dicapai. Skenario yang diharapkan terjadi
adalah skenario RCP 4,5. Kalau upaya mitigasi tidak dilakukan, skenario
yang terjadi adalah RCP 8.5. Proyeksi iklim mempunyai tingkat
ketidakpastian yang tinggi, oleh karena itu kajian perlu menggunakan
berbagai model (ansambel) untuk melihat kecenderungannya.

Keragaman iklim antar musim dan tahunan, terutama yang
menyebabkan iklim ekstrem juga diproyeksikan akan semakin menguat.
Hasil proyeksi Cordex-Sea menunjukkan kejadian hujan ekstrem (curah
hujan > 50 mm/hari) akan meningkat di wilayah utara Indonesia, terutama
di Kalimatan, Sulawesi, Maluku, dan Papua (Gambar 4). Sebaliknya,
kejadian hari tanpa hujan diproyeksikan meningkat di wilayah Jawa dan
Sumatera. Pada skenario RCP 8.5 kejadian hari tanpa hujan semakin tinggi
intensitasnya dan luas wilayahnya mencakup Sumatera, Jawa, Bali dan
Nusa Tenggara, bagian Selatan Sulawesi dan Papua (Gambar 5).
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Gambar 4. Proyeksi hujan ekstrem periode 2016-2035 (BMKG, 2017)
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Gambar 5. Proyeksi hari tanpa hujan periode 2016-2035 (BMKG, 2017).
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Hasil kajian KLH (2012) untuk Kota Tarakan, dibanding tahun 2000
diproyeksikan kenaikan muka air laut sekitar 14,7 cm (dengan
ketidakpastian sekitar 6,25 cm) pada tahun 2030. Kenaikan muka air laut
juga terjadi akibat La-NMina dan gelombang badai (storm surges)
diproyeksikan masing-masing sebesar 15 cm dan 30 cm. Sedangkan untuk
wilayah Sumatera Selatan kenaikan permukaan air laut berkisar antara 0,5-
0,7 cm/tahun.

Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian Pangan di Masa
Depan

Pada tahun-tahun mendatang, akan lebih banyak cuaca ekstrem
dan bencana alam yang disebabkan oleh berubahnya iklim dan atau
kejadian iklim ekstrem, seperti banjir dan kekeringan. Kejadian tersebut
berkonsekuensi terhadap umat manusia, baik pangan dan ekonomi,
maupun sosial, dan ekosistem. Ratusan juta masyarakat khususnya di
negara berkembang akan mengalami berbagai dampak yang hebat akibat
perubahan iklim. Pada sektor pertanian, ketersediaan air bersih dan
produksi pangan merupakan ancaman terbesar. Untuk mengantisipasi hal
diperlukan berbagai upaya antisipasi, inovasi dan rekayasa, sehingga
dampak negatif perubahan iklim dapat ditanggulangi.

Sebagian besar daerah sentra pertanian merupakan daerah-daerah
yang dipengaruhi secara signifikan oleh perubahan iklim dan iklim ekstrem.
Dampak multi-dimensi akan dihadapi pada masa yang akan datang,
seperti: 1) pergeseran musim yang menyebabkan waktu tanam
konvensional tidak dapat diterapkan, 2) peningkatan suhu dan perubahan
pola hujan menyebabkan daerah potensial bagi budidaya komoditas
pangan akan menjadi kurang optimal, 3) peningkatan suhu juga
menyebabkan turunnya produktivitas tanaman, 4) pergeseran musim
secara tidak langsung mendorong peledakan (eksplosi) OPT tertentu atau
munculnya OPT baru, dan 5) kenaikan permukaan laut dan salinitas akan
menyebabkan turunnya produksi dan berkurangnya lahan pertanian di
pesisir pantai.

Peningkatan suhu udara diproyeksikan akan meyebabkan
penurunan produktivitas padi di berbagai wilayah, dimana kenaikan
sebesar suhu 1°C dapat menurunkan produksi padi sebesar 0,6 ton/ha dan
tidak mampu dikompenasi oleh peingkatan produktivitas akibat kenaikan
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CO,, terutama pada musim kemarau. Proyeksi produksi padi pada tahun
2015 dengan skenario SRESB2 atau setara dengan skenario RCP 4.5 pada
tahun 2025 menunjukkan penurunan produksi di seluruh kabupaten di
Pulau Jawa sebesar 12.500-162.500 ton (Boer et al 2008). Penurunan
tertinggi diproyeksikan terjadi di Pantura Jawa Barat seperti Indramayu,
Karawang, dan Subang (Gambar 6). Artinya, peningkatan produktivitas
melalui inovasi dan penyediaan saprodi akan tidak berarti jika terjadi
ancaman perubahan iklim dan iklim ekstrem.

Tanpa fertilisasi CO, Dengan fertilisasi CO,

Ton
-162500 -132500 -102500 -72500 42500 -12500 0

Gambar 6. Proyeksi penurunan produksi padi per kabupaten di Pulau Jawa tahun
2025 (sumber: Boer et al. 2011).

Menurut Apriyana et al. (2016) untuk Provinsi Sulawesi Selatan dan
Nusa Tenggara Barat, diproyeksikan akan terjadi penurunan produksi padi
gogo 20-25% pada tahun 2050. Dengan perlakuan adaptasi melalui
skenario SRESB1 penurunan produksi dapat diminimalkan hanya menjadi
7-10%. Penurunan produksi jagung menurut skenario SRESA2 hingga
tahun 2050 antara 9-15%, sedangkan dengan menggunakan skenario
SRESB1 penurunan produksi menjadi 5-8%.

Di Indonesia, terutama dalam kaitannya dengan pertanian yang
paling banyak dicermati adalah perubahan perilaku curah hujan. Di
beberapa lokasi terbuktikan bahwa sejak beberapa dekade terakhir
permulaan musim hujan mundur, sementara itu di beberapa lokasi lainnya
lebih awal (Ibrahim, 2003). Selain itu, perubahan pola hujan, awal dan
panjang musim hujan akan menyebabkan pola tanam padi saat ini tidak
sesuai lagi pada masa datang. Pada kondisi iklim ekstrem kering,
ketersediaan air irigasi menjadi sangat terbatas. Hal ini menyebabkan
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gagal tanam atau kehilangan produksi akibat puso. Contoh kasus di DAS
Brantas Jawa Timur, jika lahan sawah terkena banjir dan kekeringan,
diproyeksi kehilangan hasil mencapai 5,2 ton/ha (Boer et al 2011).
Mundurnya awal musim hujan selama 30 hari akibat pergeseran musim
dan kejadian iklim esktrem yang semakin sering terjadi, terutama di sentra
produksi padi di Pulau Jawa dan Bali (Naylor et a/ 2007). Seharusnya,
kejadian kekeringan yang bersifat slow onset berpeluang diprediksi lebih
akurat. Apabila informasi prediksi yang akurat tersebut dapat diberikan
lebih awal kepada pengguna, maka kerugian dapat diminimalkan (Surmaini
et al. 2015.) Informasi tersebut sangat diperlukan, karena ketersediaan
dan distribusi air irigasi sangat menentukan, termasuk optimaliisasi dan
panen hujan dan air permukan menjadi sangat penting.

Peningkatan suhu dan perubahan pola hujan di masa datang juga
akan mendorong perkembangan hama dan penyakit tanaman. Sebagai
contoh, populasi hama penggerek batang akan mengalami ledakan apabila
curah hujan pada musim peralihan meningkat. Perubahan pola tanam
sebagai upaya adaptasi juga dapat menimbulkan masalah hama dan
penyakit tanaman. Munculnya hama dan penyakit baru juga dapat terjadi
pada kondisi iklim yang berubah. Selain itu, perubahan suhu dan curah
hujan juga mempengaruhi dominasi hama dan penyakit.

Kenaikan muka air laut yang diproyeksikan meningkat sekitar 5
mm/tahun akan berdampak terhadap lebih dari 81.000 km garis pantai di
Indonesia dan 400.000 lahan pertanian di pesisir pantai (ADB dan IFPRI
2009). Sekitar 60% penduduk Indonesia hidup di daerah pesisir pantai
dan dataran rendah yang akan terdampak kenaikan muka air laut.
Sebagian besar lahan pertanian yang subur terletak di daerah pesisir pantai
seperti Pantura Jawa. Proyeksi kenaikan muka air laut setinggi 1 m akan
mengakibatkan kehilagan produksi padi di daerah pesisir Utara dan Timur
Aceh, pantai Timur Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan Jambi, pesisir
Selatan Lampung, pantai Utara Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur,
pesisir Kalimatan Barat, Kalimatan Selatan, dan Sulawesi Selatan.
Kehilangan produksi akibat genangan dan salinitas, tertinggi diproyeksikan
terjadi di Propinsi Jawa Barat yang mencapai lebih dari 16.000 ton, Jawa
Tengah sekitar 8.000 ton, Jawa Timur 4.000 ton, Kalimantan Selatan 3.200
ton, dan Sumatera Utara sekitar 2.300 ton dan provinsi lainnya total sekitar
9.000 ton (Gambar 7).
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Gambar 7. Proyeksi kehilangan produksi padi dengan kenaikan tinggi muka air
laut setinggi 1 mm (Sumber : (http://cigrasp.pik-potsdam.de/maps/)

Secara umum berbagai kajian mengindikasikan bahwa kenaikan
suhu udara global memberikan konsekuensi yang serius tidak saja terkait
dengan sistem metabolisme dan daya adaptasi tanaman, tetapi juga
terhadap berbagai unsur iklim, seperti kecenderungan perubahan curah
hujan. Jika kenaikan suhu lebih dari 2°C maka dampak perubahan iklim
akan sulit diatasi.

Komunikasi Internasional Dalam Mengatasi Masalah Perubahan
Iklim

Sebagian besar aspek perubahan iklim akan tetap bertahan selama
berabad-abad walaupun emisi gas rumah kaca sudah dapat dikendalikan.
Mempertahankan kenaikan suhu di bawah batas 2°C akan semakin sulit
dilakukan apabila tidak semua pihak berkontribusi sesuai dengan
kompetensi dan potensi masing-masing. Untuk tujuan tersebut Konferensi
Tingkat Tinggi (KTT) Bumi di Rio de Janeiro, Brazil tahun 1992,
menghasilkan Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa
tentang Perubahan Iklim (United Nations Framework Convention on
Climate Change, UNFCCC). Konvensi perubahan iklim bertujuan untuk
menstabilisasi konsentrasi GRK di atmosfer pada tingkat yang tidak
membahayakan sistem iklim. Untuk menjalankan tujuan Konvensi, UNFCCC
membentuk badan pengambil keputusan tertinggi yaitu Pertemuan Para
Pihak (Conferenceof the Parties, COP).
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Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi Perubahan Iklim
melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan United
Nations Framework Convention on Climate Change (Konvensi Kerangka
Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim) dan termasuk
dalam negara Non-Annex I. Dengan demikian Indonesia secara resmi
terikat dengan kewajiban dan memiliki hak untuk memanfaatkan berbagai
peluang dukungan yang ditawarkan UNFCCC atau Kerangka Kerja PBB
dalam upaya mencapai tujuan konvensi tersebut. COP telah melaksanakan
21 kali pertemuan penting, diantaranya COP3 yang menghasilakan Protokol
Kyoto. Protokol Kyoto merupakan dasar bagi negara-negara industri untuk
mengurangi emisi gas rumah kaca paling sedikit 5 persen dari tingkat emisi
tahun 1990 menjelang periode 2008-2012. Indonesia telah melakukan
ratifikasi Protokol Kyoto melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004.
Dengan meratifikasi Protokol Kyoto, Indonesia dapat berpartisipasi melalui
salah satu mekanisme Protokol Kyoto yaitu Mekanisme Pembangunan
Bersih atau Clean Development Mechanism (CDM).

Selanjutnya COP 13 di Bali yang menghasilkan Bali Action Plan,
yang diantaranya menyepakati pembentukan 7he Ad Hoc Working Group
on Long-term Cooperative Action under the Convention (AWG-LCA). AWG-
LCA bertujuan mengefektifkan kerangka kerjasama jangka panjang sampai
dengan tahun 2012 dan setelah tahun 2012. Selanjutnya pada COP 21 di
Paris, Negara Pihak telah menyepakati untuk mengadopsi Paris Agreement
(Perjanjian Paris) yang bertujuan untuk menahan peningkatan suhu rata-
rata global jauh di bawah 2°C di atas tingkat masa pra-industrialisasi dan
melanjutkan upaya untuk menekan kenaikan suhu ke 1,5°C diatas tingkat
pra—industrialisasi. ~ Selain itu, Perjanjian Paris diarahkan untuk
meningkatkan kemampuan adaptasi terhadap dampak negatif perubahan
iklim, menuju ketahanan iklim dan pembangunan rendah emisi tanpa
mengancam produksi pangan, dan menyiapkan skema pendanaan untuk
menuju pembangunan rendah emisi dan berketahanan iklim.

Eratnya kaitan dampak perubahan iklim dengan kehidupan umat
manusia menjadikan isu perubahan iklim menjadi pemersatu negara-
negara di dunia dan bernegosiasi untuk mencari jalan terbaik dan
kompromi dalam mengendalikan perubahan iklim dan menangani
dampaknya. Mitigasi dan adaptasi merupakan dua aspek kegiatan yang
digunakan sebagai instrumen utama dalam menangani dampak perubahan
iklim. Tindakan untuk mengurangi emisi sangat penting dan mendesak
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untuk dilakukan guna menghindari bahaya perubahan iklim. Adaptasi
sangat penting untuk dilakukan guna menghadapi risiko perubahan iklim.
Tingkat adaptasi yang diperlukan bergantung pada keberhasilan kegiatan
mitigasi.

Indonesia sudah meratifikasi Perjanjian Paris, oleh karena itu
semua sektor harus mendukung komitmen penurunan emisi GRK Indonesia
sebesar 29% dengan kemampuan sendiri dan 41% dengan dukungan pada
tahun 2030. Sektor pertanian harus ikut berkontribusi dalam target
pengurangan emisi tersebut. Disamping itu, upaya adaptasi menjadi sangat
penting dalam mengurangi dampak Perubahan iklim. Namun, program dan
aksi adaptasi yang dikembangkan dan dilaksanakan harus memperhatikan
tingkat dan bentuk risiko, serta ancaman di masa yang akan datang.
Program dan aksi adaptasi yang sifatnya segera, diarahkan pada wilayah
yang saat ini tingkat risiko iklimnya tinggi, dan di masa depan diperkirakan
tetap tinggi atau cenderung meningkat, sedangkan yang sifatnya jangka
panjang diarahkan pada wilayah yang saat ini rendah dan di masa depan
tetap rendah atau akan meningkat (Boer et a/. 2015).

KERAGAAN DAN KERENTANAN USAHATANI PANGAN

Dampak perubahan iklim dan iklim ekstrem bersifat multi-dimensi,
beririsan dengan berbagai aspek, baik teknis maupun sosial ekonomi, baik
fisik maupun non fisik, baik sistem produksi pertanian maupun sumber
daya dan infrastruktur. Semua dampak tersebut terpatri dan terindikasikan
dua aspek, vyaitu keterpaparan dan sensitivitas kerentanan usatani,
khususnya usahatani tanaman pangan. Oleh sebab itu kajian dan analisis
dari keragaan dan kerentanan usatani merupakan dasar utama untuk
membangun kapasitas dan melaksanakan upaya adaptasi dan sekaligus
mitigasi perubahan iklim dan iklim ekstrem.

Konsep Kerentanan

Dalam konteks perubahan iklim, kerentanan sektor pertanian
didefinisikan sebagai tingkat kekurangberdayaan suatu sistem usahatani
dalam mempertahankan dan menyelamatkan tingkat produktivitasnya
secara optimal dalam menghadapi cekaman perubahan iklim. Menurut
IPCC (2001), kerentanan adalah derajat atau tingkat kemudahan suatu
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sistem terkena atau ketidakmampuannya menghadapi dampak buruk dari
perubahan iklim, termasuk keragaman dan iklim esktrem. Kerentanan
merupakan resultan dari sensitivitas, keterpaparan, dan kemampuan
adaptif sistem. Menurut Boer (2015b) tingkat kerentanan menunjukkan
besarnya selang toleransi (coping range) sistem terhadap perubahan iklim.
Semakin sempit selang toleransi, maka semakin rentan sistem tersebut
terhadap dampak perubahan iklim. Lebar selang toleransi berubah dengan
waktu sejalan dengan berubahnya faktor yang menentukan selang tolerasi
ini. Farhangfar et al. (2015), mendefinisikan kerentanan sebagai
kemampuan individu untuk merespon, pulih dari atau beradaptasi dengan
tekanan penghidupan sebagai akibat dari dampak perubahan lingkungan.
Sedangkan akibat dan dampak ditentukan oleh keragaan dan kapasitas
intervesi manusia (petani) melalui upaya adaptasi yang didukung oleh
teknologi, pengelolaan dan pemahaman petani terhadap perubahan iklim
dan resiko yang akan dihadapi (Gambar 8).

Tingkat Kerentanan Sistem
Usahatani Pangan

Tingkat Tingkat Kapasitas
Keterpaparan Sensitivitas Adaptasi

Keragaman Karakteristik Teknologi/

iklim dan genetik dan pengelolaan,

iklim ekstrem fenotip Sistem
tanaman dan usahatani,
ternak sosial

ekonomi

Gambar 8. Faktor-faktor yang mempengaruhi kerentanan

IPCC (2012) mendefinisikan kerentanan terhadap perubahan iklim
sebagai interaksi antara tiga komponen, yaitu: 1) Bobot dan durasi tingkat
keterpaparan (exposure) terkait iklim, 2) sensitivitas (sensitivity) dari
sistem, dan 3) kemampuan sistem untuk menahan atau pulih dari
keterpaparan (adaptive capacity). Tingkat keterpaparan menunjukkan
derajat, lama dan/atau besar peluang suatu sistem untuk kontak terhadap
goncangan atau gangguan. Tingkat sensitivitas merupakan kondisi internal
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dari sistem yang menunjukkan derajat kerawanannya terhadap gangguan.
Kemampuan adaptif menunjukkan kemampuan dari suatu sistem untuk
melakukan penyesuaian terhadap perubahan iklim atau dengan kata lain
kemampuan untuk mengatasi konsekuensi dari perubahan iklim (fo cope
with the consequences) (IPCC 2001; Boer 2015). Farhangfar et a/ (2015)
juga menyatakan bahwa sensitivitas mencerminkan sejauh mana sistem
yang diberikan merespon fluktuasi baik positif maupun negatif. Kapasitas
adaptif didefinisikan sebagai kapasitas sistem untuk menyesuaikan diri
dengan perubahan dan mengambil manfaat dari perubahan tersebut,
sedangkan keterpaparan adalah kemungkinan sistem yang terkena
perubahan dalam sebuah tekanan.

Dalam analisis kerentanan, data masukan merepresentasikan 3
komponen vyaitu keterpaparan, sensitifitas dan kapasitas adaptasi.
Penelitian Estiningtyas et al (2016, 2017) menggunakan 15 parameter
untuk mewakili keterpaparan dan sensitifitas (IKS) dan 6 parameter untuk
mewakili kapasitas adaptasi (IKA) sebagai faktor determinan menentukan
tingkat kerentanan. Parameter tersebut terdiri dari sumber daya lahan,
iklim, air, dan sosial ekonomi. Metode yang sering digunakan dalam kajian
kerentanan adalah metode kuadran dengan pendekatan pembobotan oleh
expert judgement. Setiap kuadran menghasilkan status tingkat kerentanan
serta faktor determinan yang berkontribusi paling besar pada kelas
kerentanan tersebut.

Wilayah yang memiliki indeks keterpaparan dan sensitifitas tinggi
sementara indeks kemampuan adaptif rendah merupakan wilayah dengan
tingkat kerentanan sangat tinggi atau selang toleransi terhadap perubahan
iklim sangat kecil. Sebaliknya wilayah dengan IKS rendah dan IKA tinggi
memiliki tingkat kerentanan sangat rendah. Selain itu pemilihan indikator
untuk ketiga komponen tersebut sangat penting. Pengetahuan tentang
keterkaitan antara komponen dan indikator sangat diperlukan agar
indikator yang dipilih dapat mewakili dengan baik komponen-komponen
kerentanan tersebut. Indikator bisa dikembangkan tergantung pada satuan
wilayah dan tingkat analisis yang dilakukan.

Berbagai Kajian Kerentanan Pangan

Badan Ketahanan Pangan dengan dukungan World Food
Programme (WFP) pada tahun 2009 telah membuat Peta Ketahanan dan
Kerentanan usaha tani pangan yang mencakup 346 Kabupaten di 32
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provinsi. Peta ini bertujuan untuk memberikan sarana bagi pengambil
kebijakan dalam menentukan sasaran dan memberikan rekomendasi untuk
intervensi kerawanan pangan dan gizi di tingkat provinsi dan kabupaten.
Tingkat kerentanan terhadap kerawanan pangan pada Prioritas 1 terutama
disebabkan oleh tingginya angka kemiskinan, tidak ada akses listrik,
tingginya underweight pada balita, tidak ada akses jalan kendaraan roda
empat, dan tidak ada sumber air bersih. Dari 30 kabupaten Prioritas 1, 11
kabupaten terdapat di Provinsi Papua, 6 kabupaten di NTT, 5 kabupaten di
Papua Barat, dan 8 kabupaten di 5 provinsi lainnya, dengan jumlah
penduduk sekitar 5,3 juta.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyusun
peta kapasitas adaptasi menggunakan berbagai indikator bentuk lahan
sawah, kepemilikan lahan, varietas, pupuk, intensitas tanam, dan jenis
irigasi. Semakin tinggi nilai kapasitas adaptasi menunjukkan kemampuan
adaptasi daerah tersebut makin tinggi. Daerah dengan kapasitas adaptasi
paling rendah adalah Kabupaten Karang Asem dan yang paling tinggi
adalah Kabupaten Badung dan Kota Denpasar (Aldrian et al. 2013).

Kementerian  Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)
bekerjasama dengan Center for Climate Risk and Opportunity Management
(CCROM)-IPB telah menyusun peta kerentanan dan pengelolaan risiko iklim
pada level desa di Provinsi NTT. Pendekatan dan metode yang dilakukan
adalah berdasarkan IPCC 2014, dimana indeks kerentanan dinilai
berdasarkan tiga komponen vyaitu keterpaparan, sensitivitas, dan
kemampuan adaptif serta dihubungkan dengan perubahan iklim, risiko, dan
upaya adaptasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kerentanan
desa-desa di NTT secara umum mengalami penurunan sebagai dampak
berhasilnya pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur dan
memperbaiki faktor-faktor penentu tingkat kerentanan. Namun demikian
frekuensi dan intensitas kejadian iklim ekstrem sebagai ancaman akan
meningkat akibat perubahan iklim, sehingga jika kondisi tingkat kerentanan
bersifat tetap maka sebagian besar desa di NTT akan memiliki tingkat risiko
yang semakin meningkat (Boer et a/. 2015).

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan)
melalui kegiatan penelitian Konsorsium Litbang Perubahan Iklim (KP3I)
telah mulai melakukan penelitian dan kajian awal kerentanan usaha tani
pangan tahun 2013 yang kemudian berkembang dan berlanjut hingga
tahun 2016. Dalam prosesnya selalu dilakukan pembaharuan terutama
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pada metode dan input datanya dengan level wilayah administrasinya yang
semakin detil. Pada awalnya Peta Kerentanan Pangan disusun berdasarkan
indeks konsumsi dan indeks produksi, faktor sumber daya lahan (tanah,
iklim, dan air) yang kemudian dikembangkan menjadi Peta Kerentanan
Usahatani Pangan dan Risiko Iklim dengan menginput faktor iklim dan
ancaman iklim ekstrem. Data sumber daya lahan yang diperhitungkan
dalam analisis adalah kesuburan tanah, tipe agroklimat Oldeman, dan
tingkat kekritisan air. Risiko iklim dinilai berdasarkan ¢rend banjir dan
kekeringan, yaitu luas lahan sawah yang terkena banijir dan kekeringan
selama periode 1989-2015 dari data Direktorat Perlindungan Tanaman
Pangan.

Kerentanan Usatani Pangan dan Risiko Iklim

Hasil kajian Estiningtyas et al (2016), pada kelas kerentanan
“Sangat Tinggi” di Pulau Jawa, semua parameter IKA harus ditingkatkan,
kecuali panjang jalan berdasarkan kondisi permukaan dan jenis alsintan.
Sebaliknya untuk indikator IKS, masih banyak parameter yang harus
diturunkan vyaitu Entropi, Rasio konsumsi beras terhadap total pangan
karbohidrat, rasio pengeluaran untuk beras terhadap total pengeluaran
untuk pangan, persentase penduduk miskin, rasio luas lahan pertanian
pangan terhadap luas wilayah, ketersediaan air, tingkat kesuburan tanah,
dan kepadatan penduduk. Contoh peta Kerentanan dan Usaha Tani Pangan
serta Risiko Iklim di Pulau Jawa disajikan dalam Gambar 9 dan 10.

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
DAN RISIKO BANJIR KABUPATEN/HKOTA D1 PULAL JAVA,

Gambar 9. Peta Kerentanan Usaha Tani Pangan dan Risiko Banjir Kabupaten/Kota
di Pulau Jawa
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PETA KERENTANAN USAHA TANI PANGAN
DAN RISIKO KEKERINGAN KABUPATEMKOTA DI PULAL LAWA,

Gambar 10. Peta Kerentanan Usaha Tani Pangan dan Risiko Kekeringan
Kabupaten/Kota di Pulau Jawa

Gambar 9 dan 10 mengindikasikan bahwa wilayah dengan tingkat
kerentanan tinggi terhadap resiko kekeringan hampir-hampir berhimpit
dengan wilayah yang tingkat kerentanan tinggi terhadap resiko banjir. Hal
tersebut menunjukkan bahwa ada faktor yang berperan terhadap
keduanya adalah mirip atau sama, seperti halnya faktor biofisik atau
kondisi umum wilayah, infrastruktur dan faktor sosial ekonomi masyarakat.
Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa strategi adaptasi pertanian
pangan menghadapi ancaman perubahan iklim dan iklim ekstrem
(kekeringan dan kebanjiran) seyogyanya sama, walaupun teknologi adaptif
yang diterapkan bisa berbeda.

Dalam kerangka adaptasi terhadap perubahan iklim, tingkat
kerentanan digunakan sebagai ukuran untuk memformulasikan pendekatan
dan tindakan adaptasi. Sedangkan dalam membangun sistem usahatani
yang adaptif perubahan iklim, hasil kajian kerentanan pangan dapat
digunakan sebagai dasar penentuan wilayah priorotas. Wilayah dengan
tingkat kerentanan “sangat tinggi” tentu memerlukan upaya adaptasi yang
jauh lebih besar dibandingkan wilayah dengan tingkat kerentanan
“sedang”. Titik awal yang bisa digunakan sebagai pengungkit upaya
adaptasi adalah dengan mengetahui faktor determinannya, apakah perlu
ditingkatkan atau dikurangi selaras dengan 3 komponen kerentanan yaitu
sensitifitas, keterpaparan, dan kapasitas adaptasi.

Rekomendasi teknologi adaptasi disusun berdasarkan faktor
determinan serta diselaraskan dengan program dan aksi adaptasi di daerah
yang tertuang dalam Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
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yang bertujuan untuk menurunkan tingkat kerentanan melalui opsi
adaptasi terhadap perubahan iklim. Oleh karena itu, rekomendasi bersifat
spesifik lokasi serta diupayakan untuk berpeluang bisa diimplementasikan
di daerah. Untuk memperkuat rekomendasi, perlu dilakukan verifikasi
lapang melalui survey dan wawancara ke beberapa stake holder seperti
Balai Pengkajian dan Penerapan Teknologi Pertanian (BPTP), Badan
Perencana Daerah (Bappeda), Dinas Pertanian, Balai Proteksi Tanaman dan
Pengendalian Hama (BPTPH), Balai Penyuluh Pertanian (BPP), Gapoktan,
Kelompok tani dan petani.

SISTEM USAHATANI INOVATIF DAN ADAPTIF PERUBAHAN IKLIM:
PERTANIAN CERDAS IKLIM (SiPeCI)

Pertanian merupakan salah satu sektor pembangkit ekonomi
sekaligus pilar penyangga ketahanan pangan dan ketahanan sebuah
bangsa atau negara. Pengaruh perubahan Iklim pada sektor pertanian
yang bersifat multi-dimensional berdampak terhadap sistem produksi
pertanian, seperti ketersediaan air, waktu tanam, produktivitas, degradasi
sumber daya lahan, air dan infrastruktur terutama irigasi. Dampak dari
perubahan iklim yang disertai dengan menurunnya kualitas, kesuburan,
dan daya dukung lahan menyebabkan turunnya produksi pangan. Kondisi
ini semakin diperparah oleh ketersediaan air yang semakin terbatas dan
kualitasnya yang semakin menurun yang penyebab semakin anjloknya
produksi pertanian.

Namun disisi lain, aktivitas pertanian juga berkontribusi terhadap
peningkatan emisi rumah kaca Pertanian merupakan sektor yang
mengalami dampak paling serius akibat perubahan iklim. Di lain pihak,
sumbangan emisi dari sektor pertanian sebesar 8,2 % (110,51,20 juta ton
CO,e) dari total emisi sebesar 1.334 MTon CO,e (Metric Tons Carbon
Dioxide Equivalent), bila emisi dari degradasi hutan, kebakaran gambut,
dan dari drainase lahan gambut tidak diperhitungkan. Berdasarkan tingkat
emisi terbaru, Indonesia menargetkan pengurangan emisi tanpa syarat
sebesar 29% dan dengan syarat sebesar 41% dari baseline pada tahun
2030. Emisi sektor pertanian pada tahun 2030 ditarget sebesar 119 MTon
CO,e dengan skenario Business As Usual. Dengan skenario mitigasi tanpa
syarat ditargetkan penurunan emisi sebesar 9 MTon CO,e (0,32%) dan
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skenario mitigasi bersyarat penurunan emisi ditargetkan sebesar 4 MTon
CO,e (0,13%) (KLHK 2016).

Dalam penanganan dampak perubahan iklim, perlu dibangun sistem
pengelolaan pertanian yang dapat mengintegrasikan adaptasi dan mitigasi.
Interkoneksi sistem pertanian pangan dan iklim dalam konteks adaptasi
dan mitigasi perubaan iklim (Beddington et a/l 2012) membawa
konsekuensi  terhadap posisi keamanan pangan dan strategi
penyediaannya. Secara logika, peningkatan produksi pangan jelas akan
memperluas ruang aman, tetapi sekaligus juga akan mempersempit akibat
pengaruh sistem produksi pangan yang berdampak terhadap emisi GRK,
terutama pada tanaman padi sawah. Oleh sebab itu, strategi yang
ditempuh selain meningkatkan produksi padi dengan sistem usahatani yang
ramah lingkungan (mengurangi emisi), juga harus diimbangi dengan
peningkatan produksi non padi sejalan dengan upaya diversifikasi pangan
untuk mengurangi permintaan pangan yang rentan dan boros input/air
seperti padi (Gambar 11).

Interkoneksi Sistem Iklim- versikost & kranas
3 iversifikasi urangi

Pangan & Strategi A-M permintaan pangan

Sumber: Beddington et al (2012) komoditas rentan &

boros input serta
i limbah
Pengaruh Pertanian urangriimba
terhadap
Perubahan iklim

Permintaan |
pangan s
‘ Kurangi emisi
i GRK

Produksi
pangan
maksimum

UEREEIED]

Pangan

wet

2050

Saat ini kita masih di luar
ruang aman-kekurangan
pangan masih terjadi

peningkatan

Rendah Perubahan iklim Ekstrim ﬂ hasil &efisiensi

Gambar 11. Interkonekasi sistem iklim-pangan dan strategi adaptasi dan mitigasi
Interkoneksi tersebut juga dapat mengarahkan strategi jitu

penyediaan pangan berdasarkan tiga skenario kejadian atau fakta, yaitu:
(1) pengamanan produksi dengan mengurangi dampak atau hindari
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kegagalan panen akibat perubahan iklim atau iklim ekstrem, (2) tingkatkan
produkivitas atau kapasitas produksi untuk mengimbangi peningkatan
permintaan pangan, terutama melalui ekstensifikasi, dan (3) kurangi
permintaan komoditas pangan yang rentan dan/atau boros air dan input
(seperti beras melalui percepatan diversifikasi pangan.

Sistem Usaha Pertanian Inovatif

SUP inovatif, adaptif atau cerdas dan tangguh iklim merupakan
konsep mengintegtrasikan pemahamamn terhadap keragaman dan
perubahan iklim, karakteristik lahan, dan faktor pengungkit yang harus
diterapkan dalam mencapai produktivitas dan keuntungan ekonomi
optimal. Secara teknis dan manajemen, SUP inovatif terkait dengan
pemanfaatan sumber daya pertanian lahan dan air, penetapan komoditas,
teknologi dan sarana produksi secara optimal dan berkelanjutan.
Sedangkan dari aspek kelembagaan meliputi pemberdayaan kelompok
tani/gapoktan dan penumbuhan serta pengembangan kelembagaan
pendukung, diantaranya kelembagaan permodalan, penyuluhan, jasa
alsintan, dan pemasaran.

SUP inovatif dicirikan oleh (a) implementasi tiga sub-sistem
agribisnis secara utuh, (b) produktivitas, kualitas tinggi, dan beragam
mendukung kemandirian pangan, (c) efisiensi produksi sehingga mampu
memberikan nilai tambah ekonomi dan keuntungan, (d) berkelanjutan, dan
(e) diikuti dengan penguatan kelembagaan (Las et al. 2017). Secara
operasional, SUP inovatif pada dasarnya menuju sistem pertanian menuju
pertanian modern vyang terintegrasi (holistik dan spasial) dan
dikembangkan pada berbagai agroekosistem yang menggerakkan atau
mengakomodasikan pemberdayaan dan partisipasi aktif petani.

Pertanian modern secara teknis dicirikan oleh skala usaha yang
memenuhi skala ekonomi, menerapkan teknologi maju dan spesifik lokasi
termasuk mekanisasi pertanian, berorientasi  pasar, dikelola secara
professional, berkelanjutan dan adaptif perubahan iklim, memiliki brand
dan mampu berproduksi di luar musim. Manajemen pertanian modern
harus mampu mengambil keputusan rasional dan inovatif, memiliki jiwa
kewirausahaan, memiliki kemampuan manajemen professional, networking
yang luas, memiliki informasi pasar dan posisi tawar yang baik. Ditambah
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lagi kelembagaan petani mendukung pertanian modern harus mampu
mengakses lembaga keuangan dan lembaga bisnis lainnya.

Sistem Pertanian Cerdas Iklim Versi Baru (SiPeCI Baru)

Climate Smart Agriculture atau Sistem Pertanian Cerdas Iklim
(SiPeCI) merupakan suatu pendekatan untuk merubah dan mereorientasi
sistem pertanian dibawah kondisi (ancaman) perubahan iklim dan atau
iklim ekstrem (Lipper et al 2014). Menurut the Food and Agricultural
Organisation of the United Nations (FAO), SiPeCl adalah sistem pertanian
yang berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan
ketahanan (adaptasi) serta mengurangi emisi GRK (mitigasi) untuk
meningkatkan ketahanan pangan. SiPeCl juga membangun daya tahan dan
kemampuan adaptasi secara optimal serta "kesadaran berkontribusi"
terhadap mitigasi perubahan iklim serta memperhatikan kelestarian sumber
daya dan lingkungan. SiPeCI didukung tiga pilar untuk mencapai tujuan
yaitu produktivitas, adaptasi, dan mitigasi (FAO 2013; Lipper et al. 2014)
yaitu :

e Produktivitas: PeCl bertujuan untuk meningkatkan produktivitas
pertanian secara berkelanjutan dan meningkatkan pendapatan petani
tanpa terpengaruh oleh dampak lingkungan, dan pada gilirannya akan
meningkatkan ketahanan pangan.

e Adaptasi : PeCI bertujuan untuk mengurangi tingkat keterpaparan
petani terhadap perubahan iklim dalam jangka pendek dan sekaligus
memperkuat kapasitas untuk beradaptasi. Kemampuan ini sangat
penting untuk mempertahankan produktivitas dan kemampuan untuk
beradapatasi terhadap perubahan iklim.

e Mitigasi : Jika memungkinkan PeCI juga seharusnya dapat
mengurangi emisi GRK setiap kalori atau kilogram makanan, serat atau
bahan bakar yang dihasilkan. Menghindari deforestrasi dari sektor
pertanian dan mengelola tanah dan tanaman dengan memaksimalkan
potensi dalam meningkatkan simpanan karbon dan absorsi CO, dari
atmosfir.

Dalam upaya mengurangi tingkat kerentanan terhadap perubahan

iklim, upaya adaptasi dan mitigasi harus diintegrasikan dalam perencanaan
dan implementasi program dan kebijakan secara berkelanjutan (Lipper et
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al. 2014). Upaya tersebut akan bermanfaat dan lebih efektif bila laju
perubahan iklim tidak melebihi kemampuan upaya adaptasi. Oleh karena
itu perlu diimbangi dengan implementasi teknologi adaptasi yang bersinergi
dengan mitigasi yang tetap mengutamakan peningkatan produktivitas.
Gambar 12 menunjukkan contoh upaya sinergi untuk mencapai ke tiga
tujuan tersebut.

Produksi Pangan

e ——_

Perluasan lahan
pertanian, pengunaaan
alsitan, pupuk dan dll

Perbaikan ;
jaringan irigasi.
dan prediksi /

iklim  Restorasi lahan \ tinggi
terdegradasi,
teknlogi hara
makro dan
Diversifikasi | mikro tanah
pangan , varietas |
unggul, teknologi . Reforestasi,
budidaya dan Produksi Agroforestry
penyimpan on-farm,
pengguan

angan \
e * bio-fuel
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~ Adaptasi Mitigasi

Gambar 12. Sinergi Produksi Pangan dengan Upaya Adaptasi dan Mitigasi
(Campbel et al. 2011)

Jika disangkutkan dengan konsep SUP inovatif, kedepan SiPeCI
akan dicirikan oleh pedekatan yang juga memberi muatan yang lebih
inovatif, baik teknologi, pengeloaan pertanaman, dan kelembagaan petani.
Teknologi unggul yang merupakan sinergi antara produksi pangan,
adaptasi dan mitigasi telah dikembangkan oleh Kementerian Pertanian.
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Beberapa teknologi sekaligus dapat memenuhi ke tiga kriteria tersebut,
sedangkan teknologi lainya hanya memenuhi dua kriteria tapi memiliki co-

benefit lain.

pangan disajikan pada Tabel 1.

Contoh sinergi teknologi adaptasi, mitigasi dan produksi

Tabel 1. Teknologi yang Bersinergi Produksi Pangan Dengan Adaptasi dan
Mitigasi

Teknologi Unggul

Adaptasi

Mitigasi

Produksi Pangan

Teknologi irigasi
berselang

Efisien air irigasi
pada lahan sawah

Penurunan emisi
CH,

produksi lebih tinggi
dan pendapatan petani
meningkat.

Pupuk berimbang

Meningkatan vigor

Penurunan emisi

Meningkat produksi,

waktu tanam,
pemilihan komoditas

dan efisiensi tanaman dan daya CO, dan NO, menekan biaya
penggunaan tahan terhadap usahatani

pupuk penyakit

Prediksi Iklim Untuk perencanaan - Meningkat produksi,

menekan biaya dan
risiko gagal panen

Kalender Tanam

Perencanaan waktu
tanam, rekomendasi
pupuk, varietas,
risiko kekeringan
dan banjir

Meningkat produksi,
menekan risiko gagal
panen

Rotasi Tanaman

Mengurangi ledakan
OPT

Diversifikasi pertanian
pangan pangani dan
meningkatkan
pendapatan petani

Pemetaaan
wilayah
pengembangan
komoditas

Mencari alternatif
wilayah yang lebih
sesuai dengan
kondisi iklim pada
masa yang akan
datang, lebih tahan
terhadap bencana
terkait iklim

Menekan risiko
kehilangan produksi
akibat kondisi ekstrem
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dan rehabilitasi
hutan mangrove

kenaikan muka air
laut

serapan CO2 dan
mengurangi emisi
GRK

Teknologi Unggul Adaptasi Mitigasi Produksi Pangan
Penggunaan Mengurangi Mengurangi emisi Mengurangi cekaman
Naungan cekaman suhu GRK dan panas, mengurangi
(vegetatif) ekstrem peningkatan serap resiko penuruan

Co2 produksi
Mempertahankan | Mengatasi dampak Meningkatkan Mengurangi risiko

berkurangan luas areal
pertanian di pesisir dan
menekan risiko
kehilangan produksi

Organik farming,

Memperbaiki struktur

Penurunan emisi

Meningkatkan

erosi

produktivitas tanah

pada lahan
pertanian

penggunaan tanah, meningkatkan | N,O, CO, karena kesuburan tanah ,
bahan organic, kapasitas tanah pengurangan meningkatkan produksi
mulsa dll. memegang air, KTK, | penggunaan bahan

kandungan nutrient | kimia

tanah.
Pengontrolan Mempertahankan Mengurangi intrusi Meningkatkan

produksi

SiPeCI bertitik tolak dari kompleksitas keterkaitan pertanian dan
perubahan iklim. Oleh sebab itu, selain bertitik tolak pada integrasi
adaptasi dan mitigasi, efektivtas penerapan SiPeCl juga sangat tergantung
kepada berbagai aspek sosial dan budaya, termasuk pesepsi
petani/masyarakat terhadap perubahan iklim dan resikonya, sehingga
diperlukan pendekatan terpadu yang bersifat teknis-ekonomi-sosial-
budaya. Dalam aspek sosial, konsep G-RAP (good and responsible
agriculture) menjadi sangat relevan, yaitu petani dan masyarakat tidak
hanya dibina dalam aspek teknis tetapi juga motivasi, kesadaran atau
tanggungjawab dalam melaksanakan SUP-nya dengan semua ikutannya,
dalam berbagai latar belakang.

Terkait dengan hal tersebut, perlu adanya modifikasi/perbaikan
SiPeCI yang diboboti dengan berbagai apsek sosial-budaya, terkait dengan
habit/kebiasaan, motivasi, kesadaran dan tanggungjawab yang dikemas
dalam "Sistem Pertanian Cerdas Iklim Versi Baru" atau SiPeCI-
Baru. Dalam hal ini ada dua klaster tanggungjawab petani atau
masyarakat dalam menerapan SUP ionvatifnya, yaitu: Pertama adalah
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tanggungjawab dan "kesadaran" diri sendiri bahwa upaya adaptasi pada
prinsipnya bertitik tolak dari pemahaman terhadap resiko dan ancaman
yang akan dialami dalam jangka pendek. Sedangkan yang Kedua, adalah
tanggungjawab dan kesadaran dalam konteks mitigasi, bahwa dalam
cakrawala jangka panjang perubahan iklim akan semakin serius dan
mengancam, tidak saja untuk generasi saat ini tetapi juga generasi yang
akan datang (Las et al/ 2017). Generasi yang sekarang mempunyai
tanggungjawab untuk menyelamatkan dan harus mewarisi yang terbaik
bagi generasi yang akan datang.

Sepuluh Acuan "Dasa Rambu" SiPeCI Baru

SiPeCI-Baru dapat terwujud dan dilaksanakan secara efektif jika
petani berkemampuan dalam melakukan adaptasi, yang secara simultan
berorientasi pada upaya mitigasi perubahan iklim dengan tetap menjaga
kesinambungan peningkatan produksi, kelestarian sumber daya, dan
lingkungan. Kebijakan dan strategi peningkatan kapasitas adaptasi petani
harus berbasis penguatan sinergi antara adaptasi yang secara historis telah
dikembangkan mandiri oleh petani dengan adaptasi terencana yang
diintroduksikan oleh pemerintah (Sumaryanto 2012). Peningkatan
kapasitas adaptasi masyarakat petani harus dimulai dengan pendekatan
sosial dan membutuhkan kerangka kebijakan dan kelembagaan yang
terintegrasi baik di tingkat nasional maupun lokal. Berdasarkan berbagai
pengertian terkait dengan pertanian adaptif perubahan iklim, Las et al.
(2017) memformulasikan secara konseptual sepuluh foo/ "dasa rambu”
terkait dengan kosep, pendekatan, dan parameter penentu SiPeCI-Baru,
sebagaimana dituangkan Tabel 2.

Dalam konteks SiPeCI-Baru, pengelolaan dan perbaikan sumber
daya alam terutama sumber daya lahan dan air atau membalikkan
degradasi sumber daya alam yang terlanjur rusak, merupakan strategi
pertama dalam meningkatkan kapasitas petani dalam adaptasi. Strategi
kedua adalah peningkatan kemampuan untuk memahami (dan
menginterpretasi), memprediksi keragaman dan variabilitas iklim dalam
berbagai tataran dan skala waktu terutama musiman dan antar tahunan,
dan memanfaatkan informasi iklim dalam merencanakan aktivitas
pertaniannnya secara bertanggungjawab dan ramah lingkungan.
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Tabel 2. Sepuluh Acuan ("dasa rambu”) dalam penerapan konsep SiPeCi-

Baru
Komponen Arah dan sasaran
1. Konsepsi Pelaksanaan adaptasi dan mitigasi didasarkan pada
tanggung jawab dan kesadaran terhadap resiko jangka
pendek (SUT/SUP ) dan resiko jangka panjang
(perubahan iklim)
2. Orientasi Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dan iklim

ekstrem untuk penyelamatan dan peningkatan
produksi

3. Sasaran SUP

Produksi, ekonomi, dampak lingkungan dan penurunan
emisi GRK (mitigasi)

4. Dampak dan Arah

Konservasi dan pemulihan kesuburan/kapasitas

Pengelolaan produksi lahan serta penggunaan SDA
bekelanjutan/lebih lestari
5. Model SUP Sistem pertanian (model farming) terpadu (SUP

Inovatif) yang mengintegrasikan beberapa komoditas
(tanaman-ternak) dengan sistem pengelolaan sumber
daya, input dan output (termasuk limbah) secara
terintegrasi dan efisien

6. Penggunaan SD Lahan

Lebih mengintensifkan /optimalisasi lahan eksisisting
dan perluasan lahan lebih ditujukan pada lahan sub-
optimal dan reklamasi lahan terdegradasi/terlantar

7.Teknologi Penggunaan teknologi yang lebih efisien energi dan
sumber energi berbasis non-BBM, termasuk biogas),
serta hemat air

8. Input SUP Penggunaan pupuk anorganik lebih efisien diimbangi

dengan penggunaan pupuk organik dan optimalisasi
pemanfaatan limbah organik berbasis konsep “zero
waste”

9. Penanganan Panen dan
Pasca Panen

Kehilangan hasil pasca panen rendah (rendemen
tinggi), jenis produk semakin beragam, strategi
pemasaran yang lebih baik

10. Penggunaan Sistem
Informasi Iklim dan
Teknologi

Informasi (prakiraan) iklim digunakan secara efektif
dalam mengelola risiko iklim dan dijadikan
pertimbangan dalam pengembangan kegiatan UT
(didukung pengembangan sistem informasi Kalender
Tanam Terpadu dan Peringatan Dini)

Sumber: Las et al. 2017 (dimodifikasi dari Las 2013; 2015, dan FAO 2013)
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Dalam konteks SiPeCI-Baru, pengelolaan dan perbaikan sumber
daya alam terutama sumber daya lahan dan air atau membalikkan
degradasi sumber daya alam yang terlanjur rusak, merupakan strategi
pertama dalam meningkatkan kapasitas petani dalam adaptasi. Strategi
kedua adalah peningkatan kemampuan untuk memahami (dan
menginterpretasi), memprediksi keragaman dan variabilitas iklim dalam
berbagai tataran dan skala waktu terutama musiman dan antar tahunan,
dan memanfaatkan informasi iklim dalam merencanakan aktivitas
pertaniannnya secara bertanggungjawab dan ramah lingkungan. Strategi
ketiga merupakan penyiapan dan penyediaan inovasi teknologi adaptif dan
ramah lingkungan. Masing-masing strategi tentu didukung oleh aspek
kelembagaan atau kebijakan dan khusus untuk strategi kedua dan ketiga
didukung oleh pelatihan dan pembinaan, termasuk dalam bentuk sekolah
lapang iklim pertanian (SLIP).

Ketiga strategi tersebut di atas sangat memadai, jika peningkatan
integritas sumber daya alam pada skala besar diharapkan dapat
meningkatkan prediktabilitas keragaman dan ketidakpastian iklim. Oleh
sebab itu, pengembangan kapasitas pembelajaran untuk mendorong kurva
variabilitas iklim yang diperlukan sebagai pionir untuk memperbaiki
ketahanan sosial dan ekologis dalam menanggapi variabilitas iklim dan
dalam membalikkan kecenderungan degradasi sumber daya alam.
Semuanya tentu membutuhkan kebijakan dan dukungan kelembagaan
yang konkrit dan pengelolaan secara menyeluruh berbagai faktor yang
terlibat dalam sistem pertanian.

Selain itu, pengelolaan faktor produksi berupa sumber daya lahan
dan infrastruktur (biofisik, regulasi dan kebijakan/politik pertanian, aspek
kepemilikan atau /and tennur serta reforma agraria, sumber daya air dan
sistem irigasi, serta penyediaan sarana dan prasaran pertanian menjadi
kunci utama penerapan SiPeCI-Baru. Peningkatan kapasitas adaptasi petani
dan SUP menghadapi perubahan iklim (teknologi dan sosial) dan
pengembangan inovasi kelembagaan petani termasuk sekolah lapang,
asuransi resiko iklim dan lainnya. Dalam hal penyiapan teknologi
inovatif/adaptif, kunci keberhasilannya tergantung pada logistik inovasi,
seperti benih dan formula/produk pupuk dan segala derivasinya seperti
biochar, pembenah tanah, amelioran, dan lain-lain.

Konsep lain yang perlu menjadi perhatian dalam mendukung
prakarsa cerdas mansyarakat untuk ketangguhan iklim berupa SiPeCi_Baru
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adalah indegenous knowledge atau kearifan lokal masyarakat yang tahan
terhadap deraan iklim. Beberapa contoh antara lain: 1) Upaya komunitas
adat menyelamatkan keamanan air di Pulau Semau (Nusa Tenggara Timur)
atas dasar tata kuasa adat dalam memproteksi dan mengatur distribusi
sumber mata air yang ada, 2) Upaya Terminal Benih, Cibinong
menyelematkan benih warisan sebagai modal keamanan pangan di pusat
kota yang justru semakin tergerus oleh kebijakan pemerintah yang
cenderung berorientasi pada pertumbuhanan  ekonomi  dalam
penyelenggaraan pembangunan, 3) Inisiatif masyarakat adat Ciptagelar,
Sukabumi dalam mempertahankan nilai adat agar warga mengelola alam
secara seimbang untuk keamanan pangan, air, serta energi, dan tidak
terpengaruh oleh pertumbuhan ekonomi yang semakin pesat. Banyak lagi
contoh prakarsa masyarakat dalam beradaptasi terhadap dampak
perubahan iklim. Diperlukan kebijakan pemerintah untuk mendukung dan
melindungi prakarsa cerdas masayarakat dalam menangani dampak
perubahan iklim.

IMPLIKASI DAN DUKUNGAN KEBIJAKAN

Pertanian tangguh dan cerdas iklim tidak akan ada artinya apabila
penyelenggaraan pembangunan terus menghasilkan emisi GRK, menggerus
fungsi ekosistem, dan merusak lingkungan. Upaya perlu terus dilakukan
untuk mengurai dan menuntaskan masalah terkait pengelolaan tanah dan
air dan eksploitasi kekayaan alam yang menghambat terwujudnya
pembangunan rendah karbon dan meningkatkan kualitas pembuatan
kebijakan dan pengambilan keputusan dengan mengacu pada data dan
informasi yang akurat.

Luas lahan garapan merupakan salah satu penyebab eksploitasi
sumber daya yang belebihan yang secara signifikan berpengaruh trehadap
terhadap peningkatan kerentanan usahatani pangan. Oleh sebab itu, salah
satu kunci dan titik ungkit (entry point) penanggulangan perubahan iklim
dan iklim esktrem, khususnya melalui pengembangan SiPeCI dan SiPeCI-
Baru adalah regulasi dan kebijakan yang berkaitan dengan tata kelola
lahan dan air dalam mendukung reforma agraria dan peluasan lahan
pertanian.

Ketersediaan dan akurasi informasi iklim (air, lahan, dan
inovasi/teknologi) yang lengkap dan akurat merupakan entry point utama
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dalam pengembangan SiPeCI dan SiPeCI-Baru. Oleh sebab itu kebijakan
pengembangan sistem informasi iklim, sumber daya air, dan teknologi
merupakan salah satu prasyarat yang didukung oleh kebijakan yang
konsisten, terutama dalam sistem yang sinergi dalam sistem informasi
pertanian lainnya.

Mulai tahun 2017, pemerintah akan mengembangkan infrastruktur
air berupa embung, dam parit, long-storage dan lainnya untuk
mengamankan pertanian dari ancaman kekeringan (sekaligus banijir) dan
atau meningkatkan IP dan produksi sekitar 3,9 juta lahan sawah tadah
hujan dan lahan kering, termasuk menerapkan SiPeCI. Untuk itu
dibutuhkan kebijakan khusus, seperti Inpres, baik dalam pelaksanaan
maupun masalah tata ruang dan tata kelola lahan, khususnya dalam
membangun embung dan /ongstorage, dam parit dan jaringan air bagi, dan
lain-lain.

PENUTUP

Dampak perubahan iklim dan iklim esktrim di sektor pertanian yang
semakin nyata bersifat multi dimensi dan saling kait mengkait, dicerminkan
oleh tingkat kerentanan usahatani pangan. Oleh sebab itu dituntut suatu
strategi atau pendekatan yang bersifat holistik dalam aspek teknis, sosial,
budaya, dan ekonomi. Suatu pendekatan inovatif yang dimunculkan dalam
mengelola SUP dalam menghadapi perubahan iklim dan iklim ekstrim
adalah Ciimate Smart Agriculture (Sistem Pertanian Cerdas Iklim, SiPeCI)
dan kemudian dikembangkan menjadi New Climate Smart Agriculture
(Sistem Pertanian Cerdas Iklim Versi Baru, SiPeCI-Baru). Novelti dari
SiPeCI-Baru adalah suatu SUP Inovatif yang bermuatan Responsible
Agriculture Practices (RAP), yaitu membangun motivasi dan tanggungjawab
dalam melaksanakan SUP dengan dorongan pemahaman dan kesadaran
terhadap resiko jangka pendek terhadap SUP (adaptasi) dan resiko jangka
panjang terhadap sumber daya (mitigasi) akibat perubahan iklim dan iklim
ekstrim. Sistem informasi iklim dan pertanian, serta regulasi dan kebijakan
tata kelola lahan menjadi entry point utama dalam peningkatan daya
adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dan iklim ekstrim, melalui penerapan
SiPeCi-Baru dengan sepuluh acuan atau dasa rambu.
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PERTANIAN ORGANIK SEBAGAI UPAYA
MITIGASI EMISI GAS RUMAH KACA DAN PENINGKATAN
ADAPTASI TERHADAP PERUBAHAN IKLIM

Ai Dariah dan Muhammad Prama Yufdi

PENDAHULUAN

Setelah diratifikasi DPR dan diundangkan dalam UU No. 16 tahun
2016 tentang Pengesahan Persetujuan atas Konvensi Kerangka Kerja
Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim, pada tanggal 31
Oktober 2016 Indonesia secara resmi bergabung dengan 88 negara lainnya
untuk melaksanakan sepenuhnya Perjanjian Paris (COP/Conference of
Parties). Artinya Indonesia tercatat sebagai negara ke 89 yang sudah
resmi berkomitmen untuk berperan aktif dalam mitigasi perubahan iklim.
Tujuan Perjanjian Paris adalah untuk membatasi kenaikan suhu global 2°C
pada tahun 2100 dari tingkat pra-industrialisasi dan melakukan upaya
membatasinya hingga 1,5°C.

Berdasarkan penjelasan UU No. 16 tahun 2016, kontribusi yang
ditetapkan secara nasional (NDC/Nationally Determined Contributions)
mencakup mitigasi dan adaptasi. Pada periode pertama target NDC
Indonesia adalah mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 29%
dengan upaya sendiri dan 41% jika ada kerjasama internasional dari
kondisi tanpa ada aksi (business as usual) pada tahun 2030, yang akan
dicapai antara lain melalui sektor kehutanan, energi termasuk transportasi,
limbah, proses industri dan penggunaan produk, serta pertanian.
Sehubungan dengan adanya target serta peran yang harus dipenuhi sektor
peranian, diantaranya sebagai tumpuan utama dalam penyediaan pangan
nasional, maka di sektor pertanian adaptasi terhadap perubahan iklim
menjadi prioritas (Kementrian Pertanian, 2015). Namun demikian
berdasarkan penjelasan UU No. 16 tahun 2016, sektor pertanian tetap
mempunyai kewajiban untuk berperan aktif dalam aksi mitigasi perubahan
iklim.

Emisi GRK merupakan penyebab utama terjadinya percepatan
perubahan iklim, sehingga mitigasi perubahan iklim senantiasa disejajarkan
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dengan mitigasi emisi GRK. UNDP (2007) menyatakan bahwa mitigasi
meliputi cara-cara untuk memperlambat emisi GRK atau menahannya, atau
menyerapnya ke hutan atau penyerap karbon lainnya. Agar dapat
berkontribusi dalam mitigasi emisi GRK, sektor peranian perlu
mengidentifikasi dan mempraktekan berbagai sistem pertanian yang
mampu memitigasi emisi GRK. Aksi mitigasi yang dipilih harus yang tidak
berdampak terhadap terjadinya penurunan produktivitas pertanian,
sehingga target capaian diantaranya untuk swasembada pangan tidak
terganggu. Oleh karena itu, tindakan yang paling tepat dilakukan adalah
melakukan tindakan mitigasi sekaligus juga dapat meningkatkan adaptasi
sektor pertanian terhadap perubahan iklim. Di Sektor Pertanian mitigasi
juga bisa merupakan co-benefit dari tindakan adaptasi. Setyanto et al
(2013) menyatakan bahwa melalui teknologi budidaya, sektor pertanian
mampu memenuhi penurunan emisi melebihi yang ditargetkan, yaitu
sebesar 8-11 juta ton CO,-egivalen pertahun sebelum tahun 2020.

Beberapa hasil studi menunjukkan bahwa pertanian organik
merupakan salah satu sistem pertanian yang mempunyai kemampuan
memitigasi emisi GRK, baik karena kemampuannya dalam menekan atau
mengurangi emisi, maupun dalam meningkatkan sekuestrasi atau
simpanan karbon tanah (FAO, 2011). Pertanian organik juga berpeluang
meningkatkan kemampuan pertanian untuk dapat berdaptasi terhadap
perubahan iklim, diantaranya karena kemampuannya dalam perbaikan
sifat-sifat tanah dan efisiensi penggunaan air (Boron 2006, Gattinger 2012;
Chatterjee dan Thirumdasu 2015). Tulisan ini utamanya membahas
berbagai praktek yang dilakukan dalam sistem pertanian organik yang
bisaberdampak terhadap mitigasi emisi GRK, maupun peningkatan kualitas
lahan, yang selanjutnya berpengaruh terhadap peningkatan kemampuan
pertanian untuk beradaptasi terhadap perubahan iklim.

SUMBER EMISI GRK SEKTOR PERTANIAN

Secara garis besar Bellarby et a/ (2008) membagi sumber emisi
pertanian dalam dua kelompok yaitu emisi yang secara langsung dihasilkan
dari aktivitas pertanian (agriculture’s direct emission) dan yang bersifat
tidak langsung (agricufture’s indirect emission). — Emisi yang secara
langsung dihasilkan dari kegiatan pertanian atau aktivitas on-farm
diantaranya bersumber dari penggunaan pupuk an-organik, penggenangan
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lahan sawah, pembakaran biomas, dan kegiatan peternakan (respirasi
enterik dan pengeloaan kotoran hewan); sedangkan emisi yang besifat
tidak langsung terutama bersumber dari penggunaan bahan bakar fosil,
proses produksi agrokimia, serta akibat perubahan penggunaan lahan,
perubahan penggunaan lahan dari jenis penggunaan lahan bercadangan
karbon yang relatif lebih tinggi. Bentuk GRK Utama yang bersumber dari
sektor pertanian adalah karbon dioksida (CO,), metana (CH4), dan
dinitrogen oksida (N,O).

Secara global, emisi metana (CH4) dan nitrous oxide (N,O) dari
pertanian telah meningkat sebesar 17% dari tahun 1990 sampai 2005, dan
diproyeksikan meningkat 35 - 60% pada tahun 2030, peningkatan ini
didorong oleh pertumbuhan penggunaan pupuk nitrogen dan peningkatan
produksi ternak (IPCC, 2007). Hal ini dilakukan untuk menggenjot
produksi, sehingga dapat memenuhi kebutuhan pangan yang semakin lama
semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk.

Berdasarkan First Biennial Update Repport (2015) tingkat emisi dari
sektor pertanian di Indonesia pada tahun 2012 adalah sekitar 112.722 Gg
CO, eq, meningkat sekitar 14,6% dibandingkan tahun 2000 yang besaran
emisinya sekitar 96.305 Gg CO, eq. Pada skala nasional proporsi emisi dari
sektor pertanian pada tahun 2012 adalah sekitar 7,8%, dari segi proporsi
terhadap total emisi nasional mengalami penurunan dibanding tahun 2000
yang proporsinya mencapai 9,6% (Gambar 1).

Tahun 2000, total emisi 1.001.422 Gg CO,eq Tahun 2012, total emisi 1.453.957 Gg CO,eq

mEnergi Windustri mPertanian WLULUCF mLimbah mEnergi Windustri mPertanian WLULUCF mLimbah

Gambar 1. Proporsi emisi sektor pertanian terhadap emisi nasional tahun 2000
dan 2012 berdasarkan First Biennial Update Repport (2015)
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Sumber emisi terbesar bersumber dari lahan sawah (31%), direct
N,O tanah yang bersumber dari penggunaan pupuk N yaitu urea, ZA, dan
NPK (29%), dan peternakan (27%), Indirect N,O (7%), sisanya berasal
dari emisi CO, dari aplikasi urea (4%), pembakaran biomas (3%) dan
kapur (2%) (Gambar 2). Oleh karena itu, guick win tindakan mitigasi dari
sektor pertanian (khususnya dari aktivitas pertanian/on-farm) bisa
difokuskan pada penerapan inovasi yang dapat mengurangi emisi dari
sumber emisi dengan proporsi terbesar, yaitu pupuk, lahan sawah, dan
peternakan, disamping meningkatkan sekuestrasi karbon dan menekan
perubahan penggunaan lahan dari bentuk penggunaan lahan yang
bercadangan karbon tinggi.

2012, Total emisi dari sektor pertanian
112.727 Gg CO2eq

Pembakaran j“ﬁ”
biomas
3%
Kapur
2%
Pemupukan

urea
4%

Indirect N20
tanah
7%

Gambar 2. Sumber emisi sektor pertanian dan proporsi emisi yang dihasilkan
berdasarkan First Biennial Update Repport (2015)

Berbagai upaya mitigasi yang dapat dilakukan di sektor pertanian
dikemukakan Setyanto et al (2013), diantaranya adalah: (a) optimalisasi
lahan pertanian untuk meningkatkan produkivitas, indeks pertanaman, dan
teknologi hemat air, contohnya melalui PTT (Pengelolaan Tanaman
terpadu) dan SRI (System of Rice Intecsification); (b) Perluasan areal
pertanian dan perkebunan di lahan yang tidak produktif/terdegradasi; (c)
pemanfaatan lahan gambut terlantar terdegradasi untuk pertanian
berkelanjutan melalui tata kelola air dan ameliorasi yang mampu
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menurunkan emisi GRK; (d) pengembangan teknologi lahan tanpa bakar;
(e) pengembangan ISPO (Zndonesian Sustainable Palm Oil); (f) Teknologi
integrasi tanaman-ternak; (g) teknologi mina padi terutama untuk daerah
dengan sumber air cukup; (h) teknologi pemupukan tepat sasaran
(presicion farming); (i) penggunaan pupuk organik untuk meningkatkan
simpanan karbon dalam tanah, (j) teknologi pengembangan biogas dan
pakan untuk mengurangi emisi dari subsektor peternakan. Beberapa
komponen teknologi yang dipraktekan dalam pertanian organik yang juga
dapat mendukung terwujudnya program carbon credit, diantaranya (1)
Replacement (penggantian) pupuk kimia, (2) produksi dan aplikasi kompos,
(3) aplikasi legume dalam rotasi tanaman, (4) menghindari pembakaran
residu dan limbah pertanian, (5) pembatasan pengolahan tanah untuk
menekan kehilangan karbon dalam tanah, (6) meningkatkan kandungan C
organik tanah (sekuestrai karbon tanah),diantaranya dengan pengembalian
bahan organik ke dalam tanah.

PENGERTIAN DAN PERKEMBANGAN PERTANIAN ORGANIK

Menurut International Federation of Organic Agriculture Movement
atau IFOAM (2008) sistem pertanian organik merupakan sistem produksi
yang berifat holistik untuk meningkatkan dan mengembangkan kesehatan
agroekosistem, termasuk keragaman hayati, siklus biologi, dan aktivits
biologi tanah. Pertanian organik menekankan penerapan praktek-praktek
pengelolaan yang lebih mengutamakan penggunaan input dari limbah
kegitan budidaya yang berifat insitu dengan mempertimbangkan daya
adaptasi terhadap keadaan/kondisi setempat. Sertifikasi produk organik
yang dihasilkan, termasuk proses budidaya, penyimpanan, pengolahan,
pasca panen dan pemasaran harus sesuai standar yang ditetapkan oleh
badan standarisasi. Pemerintah telah menerbitkan SNI 6729 tentang
Sistem Pertanian Organik (BSN, 2002).

SNI sistem pangan organik disusun dengan mengadopsi seluruh
materi dalam dokumen standar CAC/GL 32-1999, Guidelines for the
production, processing, labeling, and marketing of organically produced
foods dan dimodifikasi sesuai dengan kondisi Indonesia (Gribaldi, 2009).
Kementerian Pertanian juga telah menerbitkan Permentan Nomor
64/permentan/ 0OT.140/5/2013 tentang Sistem Pertanian Organik di
Indonesia.  Praktek pertanian organik berdasarkan peraturan tersebut
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menekankan penerapan praktek-praktek managemen yang lebih
mengutamakan input yang bersumber dari limbah kegiatan budidaya,
dengan mempertimbangkan daya adaptasi terhadap keadaan atau kondisi
setempat. Untuk mendukung kesehatan lingkungan, Susanto (2015)
menyebutkan beberapa keungggulan dari sistem pertanian organik dalam
mendukung kesehatan lingkungan, termasuk diantaranya untuk
pemeliharaan dan peningkatan kualitas tanah, kualitas air, kualitas udara,
kualitas pangan, dan perbaikan pengelolaan sampah (waste management).

Sistem pertanian organik di Indonesia dimulai sekitar tahun 1990.
Namun demikian sebenarnya sistem pertanian organik bukan suatu teknik
budidaya baru (Rochayati dan Husnain, 2015), sistem ini sudah
dipraktekkan jauh sebelum era revolusi hijau. Daya tarik pertanian organik
kembali meningkat, dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat
terhadap pelestrarian lingkungan dan keamanan pangan terutama bahaya
yang ditimbulkan oleh bahan kimia sintetis yang digunakan di sektor
pertanian (Mayrowani 2012; Gribaldi 2009; Bartol et al. 2005), baik dalam
bentuk pupuk maupun obat-obatan yang jumlah pemakaiannya dari waktu
ke waktu semakin meningkat.

Di era perubahan iklim, daya tarik pertanian organik semakin
meningkat, karena beberapa tindakan yang dilakukan dalam sistem
pertanian organik berpeluang untuk menurunkan kontribusi sektor
pertanian dalam mengemisikan GRK, dan dapat lebih berperan dalam
mengsekuestrasi atau menambat karbon, sehingga dapat menekan laju
peningkatan konsentrasi GRK di atmosfer, yang mana peningkatan
konsentrasi GRK di atmosfir merupakan penyebab utama terjadinya
percepatan perubahan iklim.

Meskipun pada skala global proporsi luasan pertanian organik baru
mencapai sekitar satu persen dari total luas areal pertanian, namun dengan
berjalannya waktu luasnya menunjukkan kecenderungan yang terus
meningkat. Berdasarkan hasil survey The Research Institute of Organic
Agriculture (FiBL) bekerjasama dengan The International Federation of
Organic Movement (IFOAM) (2017), luas lahan pertanian organik pada
tingkat global pada tahun 2015 tercatat sekitar 50,9 juta ha. Wilayah
dengan areal organik terluas adalah Ocenia (22,8 juta ha, sekitar 45% dari
total luas lahan pertanian organik) dan Eropa (12,7 juta ha, 25%).
Wilayah lainnya berdasarkan luasan areal pertanian organik tertinggi
berturut-turut adalah Amerika Latin (6,3juta ha, 13%), Asia (4 juta ha,
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8%), Amerika Utara (3 juta ha, 6%), dan Afrika (1,7 juta ha, 3%). Negara
dengan luasan lahan pertanian organik tertinggi adalah Australia (22,7 juta
ha), Argentina (3,1 juta ha), dan Amerika Serikat (1,7 juta ha) (Gambar 3).

25

Total luasan 50,9 juta ha

Afrika

3% 20

Luas (juta ha)

Amerika Utara Amerika Latin 5
W
6% 13%

Gambar 3. Distribusi pertanian organik berdasarkan region dan negara dengan
luasan pertanian organik tertinggi pada tahun 2015 (FiBL/The
Research Institute of Organik Agriculture, 2017)

Berdasarkan Aliansi Organik Indonesia da/am Husnain et al. (2015),
sampai tahun 2012 luas areal yang mempratekan sistem pertanian organik
di Indonesia lebih dari 200.000 ha. Namun hasil survey FiBL 2017 (Julia
dan Willer, 2017) menunjukan luas lahan pertanian organik di Indonesia
yang relatif lebih rendah (Gambar 4) dibanding dengan yang dinyatakan
oleh Aliansi Organik Indonesia. Posisi Indonesia saat ini berada pada
peringkat 42 dalam luasan areal pertanian organik. Perbedaan ini
kemungkinan disebabkan karena adanya data luasan yang belum
dilaporkan, utamanya untuk areal yang masih dalam proses konversi.
Gambar 4 menunjukan perkembangan luas lahan yang menerapkan sistem
pertanian organik, termasuk yang sedang dalam proses konversi pada
skala global dan nasional.
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Gambar 4. Perkembangan luas lahan pertanian organik pada skala global dan
nasional berdasarkan survey FiBL (The Research Institute of Organik
Agriculture) tahun 2015 (Julia dan Willer, 2017)
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Berdasarkan data statistik yang dikemukakan oleh FiBL&IFOAM
(Julia dan Willer, 2017), pada tahun 2012 Indonesia merupakan salah satu
negara yang masuk dalam kelompok 10 negara dengan luas lahan
pertanian organik tertinggi di Asia (berada pada peringkat ke 4 setelah
Tiongkok, India, dan Kazastan). Namun pada tahun 2015 Indonesia
mengalami penurunan peringkat yaitu menjadi peringkat ke 5, berada di
bawah Philipina yang pada tahun 2012 belum masuk dalam kategori 10
besar di Asia (Gambar 5). Tiongkok masih berada di peringkat satu, meski
dari segi luasan mengalami penurunan. India merupakan negara di Asia
yang mengalami peningkatan sangat pesat, dalam kurun waktu tiga tahun
luasan pertanian organiknya mengalami peningkatan lebih dari dua kali
lipat.

Tiongkok I ——— Tiongkok
India Inclia |
Kazastan | Kazastan |
Indonesia Philiping  —
Iran W Indonesia N
Vietnam B Srilinka E
Thailand § Vietnam
Korea 1 Thailand W
Timor leste 1 2012 Aerbaijan | 2015
Saudi Arabia W
1] 500000 1000000 1500000 2000000
0 500000 1000000 1500000 2000000
Luas (ha) Luas (ha)

Gambar 5. Sepuluh negara dengan luasan area organik tertinggi di Asia pada
tahun 2012 berdasarkan survey FiBL 2014 dan tahun 2015
berdasarkan survey FiBL 2017

PERTANIAN ORGANIK SEBAGAI UPAYA MITIGASI EMISI GRK

Tantangan pertanian di masa yang akan datang adalah baaimana
menghasilkankemampuan untuk beradaptasi terhadap perubahan iklim
yang demikian bervariasi, meningkatkan produksi, dan pada saat
bersamaan juga harus mampu menekan emisi gas rumah kaca (Basse et
al. 2009; Setyanto et al 2013), artinya pertanian disamping harus
melakukan berbagai tindakan adaptasi agar produktivitas tidak menurun,
juga harus melakukan berbagai tindakan mitigasi agar mampu
berkontribusi dalam memperlambat terjadinya perubahan iklim.
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Berdasarkan First NDC/Nationally Determined Contribtion (2016)
target penurunan emisi sektor pertanian adalah 8 MT CO,eq, dari segi
proporsi relatif kecil yakni sekitar 0,32% dari dari total emisi pada kondisi
BAU (business as usual), bandingkan dengan sektor kehutanan yang target
penurunan emisinya adalah sekitar 17,2% dari total emisi pada kondisi
BAU. Target penurunan emisi di sektor pertanian yang relatif kecil
diantaranya untuk menghindari terganggunya produktivitas pertanian.
Meskipun target penurunan emisi tergolong relatif kecil, namun diperlukan
upaya yang tidak mudah untuk mencapainya.

Dalam beberapa kasus tindakan mitigasi sering bersifat kontradiktif
dengan peningkatan produktivitas. Di sektor pertanian, tindakan seperti ini
semaksimal mungkin harus dihindari.  Aspek produktivitas di sektor
pertanian tetap harus menjadi prioritas karena Sektor Pertanian menjadi
tumpuan utama dalam penyediaan pangan bagi 245 juta penduduk
Indonesia, penyedia 87% bahan baku industri kecil dan menengah, serta
penyumbang 10,7% PDB dengan nilai devisa sekitar US$ 16,7 Milyar.
Selain itu, Sektor Pertanian menyerap sekitar 39,9% tenaga kerja dan
menjadi sumber utama pendapatan dari sekitar 70% rumah tangga
pedesaan (Kementan, 2013). Opsi paling ideal adalah tindakan adaptasi
juga bisa berrdampak terhadap pengurangan emisi dan atau peningkatan
sekuestrasi karbon. Artinya mitigasi merupakan co-benefit dari aksi
adaptasi, demikian pula sebaliknya.

Dalam menghadapi perubahan iklim IPPC Fourth Assessment
Report (FAO, 2011) merekomendasikan beberapa tindakan, vyaitu:
Revegetasi, perbaikan nutrisi (nutrient amendement) , aplikasi kompos dan
pupuk kandang, mencegah erosi tanah dan mineralisasi karbon dengan
mengaplikasikan teknik-teknik konservasi seperti pengolahan tanah
terbatas, tanpa olah tanah, pertanian sistem kontur (contour farming), strip
cropping, penterasan, penggunaan sisa tanaman untuk mulsa, konservasi
air, sekuestrasi karbon melalui peningkatan kadar bahan organik tanah.

Sebagian besar dari opsi yang diusulkan tersebut sudah diterapkan
dalam sistem pertanian organik, yaitu aplikasi kompos dan pupuk kandang
sebagai pupuk organik, yang juga bisa berkontribusi terhadap peningkatan
sekuestrasi karbon. Dalam sistem pertanian organik peningkatan serapan
juga dilakukan dengan rotasi tanaman pokok dengan tanaman legume dan
tanaman penutup. Sistem olah tanah konservasi termasuk penggunaan
mulsa juga merupakan sistem pengolahan tanah yang dianjurkan dalam
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sistem pertanian organik. Mitigasi dalam sistem pertanian organik juga
dicapai dengan menghindari praktek seperti pembakaran biomas secara
terbuka, penggunaan pupuk anorganik, serta penggunaan bahan bakar
fosil (Muller et al., 2012).

Beberapa hasil studi menunjukkan bahwa pertanian organik selain
merupakan sistem pertanian yang secara holistik mendukung biodiversitas
(keragaman hayati) dan mempercepat siklus dan aktivitas biologi tanah
(IFOAM, 2008), juga banyak diakui sebagai praktek pertanian yang mampu
meningkatkan adaptasi sekaligus berkontribusi dalam mitigasi emisi GRK
(Muller et al 2012; FAO, 2008; Gattinger, 2012). FAO (2013)
menunjukkan tingkat emisi GRK per kg produk pertanian pada sistem
pertanian organik dibandingkan dengan sistem pertanian konvensinal
berdasarkan beberapa hasil studi yang dilakukan di negara Asia
(Tiongkok), Eropa (German), dan Amerika (USA) (Gambar 6).
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Gambar 6. Emisi GRK per kg produk pertanian (FAO, 2013 berdasarkan hasil
studi Knudsen et a/. 2006; Meisterling et al. 2009; Hirchfield et al.
2008 dan LCA Food 2001)

Berikut diuraikan beberapa praktek yang dilakukan dalam pertanian
organik yang berdampak terhadap mitigasi emisi GRK:

a. Substitusi pupuk an-organik dengan pupuk organik

Hasil studi Nemecek et al. (2005) menunjukkan akibat substitusi
pupuk anorganik dengan pupuk organik, emisi GRK yang dihasilkan
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menjadi 36% lebih rendah. Optimalisasi penggunaan bahan organik dalam
sistem pertanian organik juga berdampak terhadap terwujudnya sistem
pengelolaan bahan organik yang bersifat zerowaste, sehingga bisa
terhindar dari peluang terjadinya penumpukan bahan organik yang bisa
menyebabkan terjadinya proses dekomposisi secara anaerob dan menjadi
sumber emisi gas metan. Pengurangan emisi akibat subtitusi pupuk
organik utamanya terjadi melalui dua mekanisme, yaitu pengurangan emisi
N,O akibat tidak digunakannya pupuk urea dan terjadinya peluang
peningkatan sekuestrasi karbon tanah akibat pengembalian bahan organik
dalam jumlah yang relatif tinggi.

Pengurangan emisi N20 sebagai dampak substitusi pupuk N
sintetik

Konsentrasi N,O di atmosfer terus mengalami peningkatan.
Sebagai gambaran Foster et a/. (2007) menunjukkan konsentrasi N,O
global di atmosfer sekitar 320 ppbv, sementara pada masa pra
industrialisasi hanya sebesar 270 ppbv. Sektor pertanian merupakan
kontributor utama emisi N,O akibat penggunaan pupuk nitrogen. Bentuk
pupuk nitogen sintetis yang digunakan utamanya dalam bentuk urea, ZA,
dan pupuk majemuk NPK. Sejak dicanangkannya revolusi hijau,
penggunaan pupuk an-organik termasuk urea terus meningkat dari tahun
ketahun, Husnain et al. (2015) menyatakan bahwa peningkatan
penggunaan pupuk an-organik sejalan dengan perluasan lahan pertanian
dan digunakannya varietas unggul dengan hasil tinggi yang berimplikasi
pada kebutuhan pupuk yang juga tinggi. Data pada Tabel 1 menunjukkan
perkembangan konsumsi pupuk N dari tahun 2007 sampai dengan 2016.
Irawan et al (2013) memprediksi pada tahun 2020 kebutuhan pupuk N
untuk padi sawah saja mencapai 2 juta ton, prediksi tersebut dilakukan
pada kondisi business as usual artinya tidak ada perubahan kebijakan atau
prilaku dalam penggunaan pupuk. Dengan adanya kebijakan upaya khusus
(UPSUS) padi sawah, kemungkinan penggunaan urea bisa lebih tinggi
dibanding dengan hasil prediksi. Dengan peningkatan target capaian
produksi tanaman pangan seperti jagung, kedelai, komoditas hortikultura,
penggunaan pupuk N pada areal pangan di lahan kering juga akan
meningkat pesat. Selain areal tanaman pangan dan hortikultur, pengguna
pupuk N yang tergolong tinggi adalah sub sektor perkebunan, yang
perluasannya cukup signifikan terutama untuk komoditas kelapa sawit.
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Tabel 1.

Perkembangan penggunaan pupuk nitrogen di Indonesia untuk
tanaman pangan dan perkebunan

Tahun

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

t/th

t/th

t/th

t/th

t/th

t/th

t/th

t/th

t/th

t/th

Urea

5.028.818

5.133.220

5.411.462

5.131.287

5.245.493

5.119.133

4.771.070

4.993.060

4.790.930

5.020.625

ZA

746.062

773.668

935.828

731.044

962.970

1.049.898

1.094.742

1.008.525

9.947.59

1.021.348

NPK

732.599

1.175.027

1.666.517

1.804.413

2.124.474

2.478.399

24.434.56

2.672.052

2.705.807

2.933.716

Sumber: APPI, 2017

Peluang kontribusi emisi dari penggunaan pupuk N sintetik semakin
tinggi akibat tingkat efisiensi penggunaan pupuk N yang relatif rendah.
Beberapa hasil penelitian menunjukkan rendahnya efisiensi penggunaan
pupuk Nitrogen di negara-negara berkembang seperti Indonesia,
ditunjukan oleh tingkat kehilangan nitrogen yang relatif tinggi, diperkirakan
pada tahun 2050 tingkat kehilangan pupuk N dari sektor pertanian di
negara berkembang bisa mencapai >55 juta ton (Sutton dan Bleeker
2013). Widowati et al (2011) menunjukkan efisiensi penggunaan pupuk
pada lahan usahatani sayuran yang lebih rendah dari 20%. Tingginya
tingkat kehilangan pupuk N bukan hanya menimbulkan kerugian dari aspek
ekonomi, namun juga berdampak negarif terhadap lingkungan, karena
pupuk N yang hilang selain meresap ke dalam tanah dan terbawa aliran
permukaan, selain mencemari badan-badan air, juga teremisi dalam bentuk
gas N,O, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Gas N,O yang diemisikan volumenya relatif kecil dibanding CO,.
namun N,O mempunyai global warming potential (GWP) 265 kali CO,
(IPCC, 2014). Berdasarkan IPCC (2006) faktor emisi langsung dari pupuk
N adalah sekitar 1% atau 0.01, artinya dari total pupuk N yang diberikan
sekitar 1% N teremisi menjadi N,O. Tim RAN GRK (Agus et al 2014)
menunjukkan besaran emisi GRK yang besumber dari penggunaan pupuk
berdasarkan data aktivitas 2006-2011 adalah sekitar 20,5 juta ton per
tahun.

Dalam sistem pertanian organik kebutuhan hara tanaman termasuk
kebutuhan nitrogen semaksimal mungkin dipenuhi dari bahan organik,
terutama yang mengandung N relatif tinggi seperti tanaman legum dan
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menggunakan pupuk hayati yang menggandung mikroorganisme yang
mampu menambat N. Penggunaan bahan mineral alami untuk pembenah
tanah masih diperbolehkan dalam sistem pertanian organik meski
jumlahnya dibatasi. Bahan pembenah tanah atau penyubur yang masih
boleh digunakan khusunya dalam sistem pangan organik sesuai dengan
SNI 6729 tahun 2013 (Setyorini, 2015) adalah: dolomit, gypsum, kapur
chloride, bantuan fosfat, guano, terak baja, batuan magnesium,
magnesium kalkareous, batu kalium garam kalium tambang, sulfat
kalium, magnesium sulfat/garam Epsom, natrium klorida, unsur mikro,
stode meal, liat/clay (bentonit, perlit, zeolit), vermikulit, dan batu apung.

Peningkatan simpanan dan konservasi karbon tanah

Dengan mensubstitusi pupuk an-organik dengan pupuk organik
bukan berarti emisi GRK dari pupuk menjadi nihil, karena selama proses
dekomposisi pupuk organik yang mengandung unsur N juga mengemisikan
N,O, demikian pula dengan emisi karbon. Namun demikian, digunakan
maupun tidak digunakannya bahan organik sebagai pupuk atau pembenah
tanah, bahan organik akan tetap mengalami dekomposisi dan
menghasilkan GRK. Namun jika digunakan sebagai pupuk, masih ada
peluang sebagian karbon yang terkandung dalam bahan organik akan
tersimpan sebagai cadangan C tanah. Selain itu jika dikembalikan ke dalam
tanah, baik sebagai sumber hara maupun pembenah tanah, masih ada
azas manfaat yang didapatkan dari terjadinya proses dekomposisi.

Mitigasi emisi GRK dalam sistem pertanian organik juga terjadi
akibat peningkatan simpanan karbon tanah. Namun belum ada angka
pasti proporsi karbon yang tersekuestrasi dan menjadi simpanan C dalam
tanah sebagai dampak dilakukannya aplikasi pupuk organik. Sangat
banyak faktor yang memperngaruhi tersimpannya bahan organik dalam
tanah, selain sifat dari bahan organiknya juga dipengaruhi oleh sifat-sifat
tanah, khususnya kemampuan tanah untuk mengikat karbon, kepekaan
tanah terhadap erosi, iklim ,dan lain sebagainya.

Berdasarkan data base yang bersumber dari 74 studi (dominan
dilakukan di wilayah temperate), Gattinger et a/ (2012) membandingan
data berpasangan sistem pertanian organik dengan sistem pertanian
konvensional, yang menunjukkan rata-rata angka yang nyata lebih tinggi
pada sistem pertanian organik, yaitu untuk parameter kadar C organik
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tanah (0,18+0,06 %), cadangan/simpanan karbon tanah (3,50+1,08 Mg
C/ha), dan sekuestrasi karbon (0,45+0,21 Mg C/ha/tahun). Selanjutnya
dengan memperhitungkan input karbon eksternal dan rotasi tanaman,
maka dengan menggunakan analisis zero net input system masih
didapatkan perbedaan angka yang signifikan lebih tinggi untuk sistem
pertanian organik, yaitu sebagai berikut: 0,13 £ 0,09% untuk kadar C
tanah dan 2,16 + 1,65 Mg C ha™' untuk stok karbon, namun demikian
perbedaan untuk sekuestrasi karbon tidak berbeda nyata yaitu 0,27 +
0,37 Mg C ha™* tahun™.

Tabel 2. Hasil perbandingan data berpasangan antara sistem pertanian
organik VS sistem pertanian konvensional (Gattinger et a/. 2012)

Perbedaan antara
Satuan Sistem pertanian Organik VS

Parameter Konvensional

Tanpa memperhitungkan input organik ekternal dan
rotasi tanaman

Kadar C tanah % 0,18+0,06%*)

Cadangan C Mg C/ha 3,50+1,08*

Sekuestrasi C Mg C/ha/tahun 0,45+0,21*
Memperhitungkan input organik ekternal dan rotasi

tanaman

Kadar C tanah % 0,13 £ 0,09*

Cadangan C Mg C/ha 2,16 + 1,65%*

Sekuestrasi C Mg C/ha/tahun 0,27 = 0,37

*) nyata lebih tinggi pada system pertanian organik

Peranan sekuestrasi karbon dalam menentukan GWP (globa/
warming potensial) dari sistem pertanian organik sangatlah menentukan.
Hasil penelitian Kusterman et a/. (2007) menunjukkan bahwa ketika
sekuesrasi kabon dikeluarkan dari sistem /ife cycle analysis, maka GWP
pertanian organik menjadi 53% lebih tinggi dibanding sistem konvensional,
namun jika sekuetrasi karbon dimasukan dalam penilaian, maka GWP
sistem pertanian organik menjadi 80% lebih rendah dibanding sistem
konvensional.

Lebih tingginya cadangan karbon tanah pada sistem pertanian
organik bisa terjadi akibat lebih terjaminnya konservasi karbon tanah
dalam sistem pertanian organik, artinya tingkat kehilangan karbon tanah
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relatif lebih rendah dibanding dalam sistem pertanian konvensional. Tidak
digunakannya pupuk sintetik N pada sistem pertanian organik, berpeluang
menurunkan tingkat kehilangan C tanah. Beberapa hasil penelitian
menunjukkan aplikasi pupuk nitrogen sintetis mempercepat kehilangan
bahan organik tanah (Khan et al. 2007) akibat terjadinya percepatan
proses dekomposisi, oleh karena itu substitusi pupuk nitrogen sintetis
dalam sistem pertanian organik, dapat menekan kehilangan karbon
tersimpan dalam tanah.

Praktek olah tanah yang dianjurkan untuk diterapkan dalam sistem
pertanian organik juga berpeluang untuk berengaruh nyata terhadap
pengurangan kehilangan karbon tanah. Olah tanah konservasi selain
bermanfaat untuk mengkonservasi kelembaban tanah, menurunkan erosi
tanah, menjaga kualitas dan kesuburan tanah, serta mencegah terjadinya
degradasi lahan (Peigne et al 2007), juga bisa menekan proses
dekomposisi bahan organik tanah, sebagai akibat gangguan mekanis yang
menyebabkan kerusakan struktur tanah dapat diminimalisir. Sehingga
bahan organik tetap terlindung dalam agregat tanah, sehingga sulit diakses
mikroba dan menjadi relatif sulit didekomposisi. Perbaikan aerasi tanah
yang umumnya sifatnya sesaat juga bisa menyebabkan oksigen menjadi
lebih tersedia, sehingga aktivitas mikroorganisme meningkat, sehingga
berdampak terhadap terjadinya percepatan proses dekomposisi bahan
organik tanah (Dao 1998; Jastrow et a.1996).

Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa olah tanah
konservasi yang salah satu syaratnya harus dikombinsikan dengan
penggunaan mulsa, menunjukkan tingkat sekuestrasi C yang nyata lebih
tinggi dibanding sistem olah tanah konvensional, hasil penelitian yang
dilakukan di berbagai bagian negara Amerika menunjukkan perbedaan
sekustrasi C berkisar antara 0,27-0,48 t ha'tahun™ dibandingkan dengan
cara olah tanah konvensional (Franluebbers 2005; Johnson et al/. 2005;
Martens et al. 2005; Liebig et a/ 2005). Hasil studi ini dudukung hasil
penelitian Yan et al (2006) di Tiongkok yang menunjukkan penerapan
tanpa olah tanah pada 50% areal garapan dengan pengembalian sisa
tanaman 50% dari total sisa tanaman dapat meningkatkan sekuestrasi C
sebesar 32,5 Tg t C atau setara dengan 4% emisi tahunan Tiongkok.
Penerapan TOT menghasilkan laju dan keberlanjutan sekuestrasi yang
lebih tinggi dibanding hanya menerapkan praktek pengembalian sisa
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tanaman. Potensi sekuestrasi bervariasi antar region, tergantung iklim,
kondisi tanah, dan produktivitas tanaman.

Aplikasi olah tanah konservasi seringkali dihadapkan pada masalah
gulma, sehingga praktek OTK sering dikombinasikan dengan penggunaan
obat-obatan seperti herbisida yang tidak diperbolehkan untuk digunakan
dalam sistem pertanian organik. Oleh karena itu aplikasi mulsa sisa
tanaman menjadi suatu keharusan, sehingga fungsi mulsa bukan hanya
untuk meningkatkan pengembalian karbon ke dalam tanah, namun juga
untuk pengendalian gulma. Namun demikian, Panday dan Singh (2016)
menyatakan beberapa hal yang perlu diantisipasi dari aplikasi sistem OTK,
karena meski banyak manfaat yang bisa diambil, namun aplikasi OTK
seringkali dihadapkan pada beberapa permasalahan terutama pada masa
transisi, apalagi jika struktur tanah tergolong lemah (mudah rusak)
menyebabkan tanah mudah memadat sehingga menyebabkan drainase
terhambat. Dengan aplikasi bahan organik sebagai sumber utama hara,
diharapkan berdampak terhadap penguatan strutur tanah, sehingga masa
transisi bisa diperpendek.

Pembakaran biomasa merupakan sumber emisi dari sektor
pertanian. Berdasarkan First Biennial Update Repport (2015), kontribusi
emisi yang dihasilkan dari proses pembakaran biomasa adalah sekitar 3%
dari total emisi sektor berbasis lahan atau sekitar 3.381,8 Gg CO, eq.
Dalam sistem pertanian organik pembakaran biomasa tidak diperbolehkan.
Oleh karena itu aspek mitigasi lainnya dari sistem pertanian organik adalah
tidak dilakukannya pembakaran biomasa. Pembakaran biomasa selain
dapat menghasilkan emisi GRK juga menyebabkan penurunan kandungan
karbon maupun hara, data pada Tabel 3 menunjukkan perbedaan
kandungan C organik pada jerami segar dan jerami yang dibakar.
Kandungan C jerami setelah dibakar turun drastis bisa mencapai <1%,
demikian pula halnya dengan kandungan hara makro maupun mikro,
sehingga fungsi bahan organik baik sebagai sumber karbon maupun hara
menurun drastis.
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Tabel 3. Perbedaan kandungan C dan hara pada jerami segar dan jerami

hasil pembakaran

Jerami segar | Jerami hasil pembakaran
Parameter (%)
C 35-55 0,71-1,01
N 0,87 -1,35 0,08-0,14
C/N 28-42 7-12
Unsur makro
P 0,08-0,18 0,006-0,08
K 1,79-1,92 0,021-0,82
Ca 0,24-0,37 0,015-0,31
Mg 0,14-0,19 0,006-0,23
S 0,08-0,15 0,02-0,05
Ppm
Unsur mikro
Fe 559-4080 7-834
Mn 437-1475 21-677
Cu 6-14 0,3-4
Zn 23-38 0,75-87

* kisaran dari 4 sample yang dimabil dari Subang,jateng, Jatim dan bali;

Sumber : Adiningsih dalam Hartatik dan Setyorini (2015)
b. Pengurangan penggunaan bahan bakar fosil

Dalam banyak kasus, sistem pertanian organik menggunakan energi
fosil yang lebih kecil dibanding sistem konvensional, baik untuk per satuan
luasan lahan maupun per unit pangan yang dihasilkan. Hasil studi yang
dilakukan Pimentel et al (2005) menunjukkan energi yang digunakan per
satuan luas tanaman jagung dan kedelai dalam sistem pertanian organik
20-30% lebih rendah dibanding sistem konvensional. Menurut Lampkin
(2007) rendahnya penggunaan energi dalam sistem pertanian organik
sangat ditentukan tidak adanya penggunaan energi pada proses industri
pupuk dan pestisida. Pernyataan tersebut diperkuat hasil studi Klistermann
et al. (2007) yang menunjukkan bahwa tambahan emisi dari sistem
konvensional sebanyak 637 kg CO, eq ha™ tahun™ bersumber penggunaan
mesin pada industri hilir pembuatan pupuk mineral N dan pestisida.

Praktek OTK(singkatan apa) dalam sistem pertanian organik juga
berkontribusi terhadap pengurangan penggunaan bahan bakar fosil, akibat

60 Memperkuat Kemampuan Wilayah Menghadapi Perubahan Iklim



penurunan penggunaan alsintan. Hasil penelitian Yan et a/ (2007) di
Tiongkok mmenunjukan praktek OTK dapat menghemat penggunaan
bahan bakar fossil sebanyak 1,9-3,8 Tg C tahun™. Pengurangan
penggunaan bahan bakar fosil dalam sistem pertanian organik juga bisa
terjadi jika dalam sistem pertanian organik terjadi substitusi penggunaan
bahan bakar fosil dengan biogas. Oleh karena itu untuk mengoptimalkan
fungsi mitigasi pupuk organik dalam sistem pertanian organik,
direkomendasikan untuk mengaplikasi biogas, sehingga GRK yang
dihasilkan dari proses dekomposisi (khususnya dalam bentuk gas metan)
bisa ditangkap dan dimanfaatkan sebagai pengganti bahan bakar fosil,
sehingga secara tidak langsung aspek mitigasi dihasilkan dari adanya
subtitusi bahan bakar fosil, selain itu melalui proses ini, terjadi perubahan
bentuk metan menjadi karbondioksida yang mempunyai GWP jauh lebih
rendah

PERTANIAN ORGANIK UNTUK PENINGKATAN ADAPTASI
TERHADAP PERUBAHAN IKLIM DAN PRODUKTIFITAS LAHAN

Pertanian merupakan sektor yang rentan terhadap perubahan iklim.
Sehingga perubahan iklim merupakan salah satu ancaman serius bagi
keberlanjutan ketahanan pangan jika tidak mampu beradaptasi terhadap
perubahan iklim. Oleh karena itu, selain telah menyusun Rencana Aksi
Nasional (RAN) penurunan emisi GRK, Sektor Pertanian juga telah
menyusun Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN API)
SektorPertanian, yaitu dengan sasaran utama: (1) menghindari penurunan
produksi akibat cekaman, keragaman dan perubahan iklim, (2)
meningkatkan kapasitas dan sumber pertumbuhan produksi pangan,
terutama pada daerah dengan risiko iklim dan dampak lingkungan
minimum, (3) Mengurangi permintaan terhadap komoditas pangan yang
rentan perubahan iklim dan boros sumber daya (seperti beras) dan
mensubstitusi dengan pangan lokal yang lebih tahan dan efisien.
Selanjutnya dikemukakan bahwa strategi utama untuk mencapai sasaran
tersebut dapat dilakukan melalui: (a) penyesuaian dan pengembangan
sistem usahatani terhadap perubahan iklim, (b) perakitan, pengembangan
dan penerapan teknologi adaptif terhadap cekaman iklim, dan (c)
pengembangandan optimalisasi sumber daya lahan, air dan genetik, dan
(d) diversifikasi pangan (Kementrian Pertanian, 2013).
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Penerapan sistem pertanian organik dapat dijadikan sebagai salah
satu bentuk penyesuaian dan pengembangan sistem usahatani yang
berpeluang bisa lebih beradaptasi terhadap perubahan iklim.  Perbaikan
status bahan organik tanah pada sistem pertanian organik bisa berdampak
terhadap perbaikan kualitas tanah baik fisik, kimia, maupun biologi.
Perbaikan sifat fisik tanah diantaranya ditandai dengan perbaikan struktur
tanah, yang bisa berdampak terhadap peningkatan kemampuan tanah
memegang air, sehingga menjadi lebih tahan terhadap kondisi kering, disisi
lain porositas tanah juga menjadi baik, sehingga aerasi tanah menjadi
optimal, dan drainase bisa berjalan dengan baik sehingga mampu
membuang kelebihan air.

Penggunaan mulsa juga bisa meningkatkan daya adaptasi terhadap
perubahan iklim ekstrim. Mulsa yang dapat berfungsi sebagai buffer
temperature tanah (Agus dan Widianto 2004), sangat bermanfaat dalam
peningkatan adaptasi pertanian terhadap perubahan iklim. Untuk
mendapatkan pengaruh yang signifikan, mulsa harus diberikan dalam
jumlah yang memadai. Mulsa yang menutupi permukaan tanah juga bisa
menekan kehilangan air melalui evaporasi atau penguapan, sehingga bisa
menekan dampak kekeringan yang ekstrim.

Meskipun sistem pertanian organik banyak memberikan dampak
positif terhadap lingkungan maupun kualitas produk yang dihasilkan, dan
pada beberapa kasus juga lebih menguntungkan (Reganold dan Wacher.
2016), namun dalam banyak kasus tingkat produksi yang dicapai seringkali
masih lebih rendah dibanding hasil yang dicapai sistem pertanian
konvensional. Hasil penelitian Famia et a/ (2008) di lima kecamatan di
Kabupaten Bantul menunjukkan bahwa dengan menerapkan sistem
pertanian padi organik menghasilkan trend produksi yang meningkat dari
tahun ke tahun, namun tingkat produksinya masih lebih rendah dibanding
pada sistem konvensional. Mondelaers et a/. (2009) dan Tuomisto et al.
(2012) menunjukkan tingkat produksi pada sistem pertanian organik yang
rata-rata 20-25% lebih rendah dibanding sistem konvensional, artinya
untuk menghasilkan tingkat produksi yang sama dibutuhkan areal 20%
lebih tinggi pada sistem pertanian organik. Ciccarese dan Silliy (2016)
menunjukkan perbedaan tingkat produksi pada sistem pertanian organik
dan konvensional bervariasi berdasarkan jenis komoditi. Untuk buah
organik 3% lebih rendah, oi/ seed rata-rata 10% lebih rendah, sereal dan
sayuran rata-rata lebih rendah sekirtar 25% dan 35%. Selanjutnya

62 Memperkuat Kemampuan Wilayah Menghadapi Perubahan Iklim



dinyatakan bahwa tingkat produksi yang lebih rendah pada sistem
pertanian organik umumnya berhubungan dengan ketersediaan N dan P
yang relatif lebih rendah. Terutama pada tipe tanah tertentu yang
membutuhkan masukan hara relatif tinggi, yang mana pada sistem
pertanian konvensional bisa dilakukan dengan memberikan pupuk kimia.

Hasil studi jangka panjang di Jerman (Flessa et al 2002)
menunjukkan penurunan laju emisi N,O pada sistem pertanian organik,
namun demikian rasio panen terhadap emisi tidak mengalami penurunan
secara signifikan. Dengan menggunakan parameter tingkat efisiensi
penggunaan input, beberapa pihak menyimpulkan produktivitas sistem
pertanian organik masih bersifat kompetitip dibanding sistem konvensional.
Mader et al. (2002) menunjukkan peningkatan efisiensi penggunaan input
dalam sistem pertanian organik, yakni dengan produksi tanaman yang
mengalami penuruna sebanyak 20%, penggunaan input mencapai 50-60%
lebih rendah dibanding sistem konvensional. Dalam hubunganya dengan
emisi GRK, Nemecek et a/ (2005) menunjukkan untuk per kg produk, emisi
GRK yang dihasilkan pada sistem pertanian organik 18% lebih rendah,
meski produksi tanaman yang dicapai 22% lebih rendah dibanding sistem
konvensional

PERTANIAN BERBASIS ORGANIK UNTUK MENDUKUNG
KEBERLANJUTAN KETAHANAN PANGAN

Salah satu prioritas pembangunan pertanian adalah tercapainya
keberlanjutan ketahanan pangan, oleh karena itu dalam menghadapi
perubahan iklim, aspek adaptasi masih menjadi prioritas utama sektor
pertanian. Namun demikian, sektor pertanian juga tetap berkomimen
untuk melakukan upaya penurunan emisi dengan catatan opsi yang
ditempuh tidak mengganggu pencapaian target produksi.

Dalam Rencana Aksi Nasional Mitigasi Perubahan Iklim (RAN-GRK),
beberapa pendekatan yang telah disarankan antara lain adalah: (1)
Optimalisasi pemanfaatan lahan, karena selain dapat menurunkan tekanan
untuk ekstensifikasi ke lahan dengan areal dengan cadangan karbon tinggi,
(2) Peningkatan efisiensi peggunaan pupuk dan pestisida, (3) Pemanfaatan
pupuk organik dan biopestisida, (3) Pengembangan areal perkebunan
(kelapa sawit, karet, kakao) di lahan tidak berhutan atau lahan semak
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belukar yang rendah cadangan karbonnya, lahan terlantar dan
terdegradasi, (4) Pendaur-ulangan bahan organik, (5) Pemanfaatan
kotoran ternak sebagai bahan baku biogas, dan (6) Pengelolaan lahan
gambut secara tepat guna untuk pertanian berkelanjutan.

Berdasarkan beberapa pendekatan RAN GRK sektor Pertanian,
sistem pertanian organik belum diusulkan untuk diterapkan secara penuh
pada sebagian besar areal pertanian, karena berdasarkan beberapa hasil
kajian, rata-rata tingkat produksi yang dicapai masih di bawah capaian
sistem konvensional. Karena banyak aspek positif yang bisa didapat dari
penerapan sistem pertanian organik, maka beberapa praktek yang
diterapkan dalam sistem pertanian organik dijadikan pilihan aksi mitigasi,
diantaranya opsi untuk meningkatkan efisiensi penggunaan pupuk dan
pestisida, artinya sudah ada upaya pengurangan penggunaan pupuk dan
pestisida, namun tidak berdampak terhadap penurunan produksi karena
adanya substitusi dengan pupuk organik. Oleh karena itu pendaur-ulangan
bahan organik merupakan pendekatan lainnya yang dilakukan dalam RAN
GRK. Untuk meningkatkan peran bahan organik dalam mitigasi emisi GRK,
biogas dilibatkan dalam prantek pendaur-ulangan bahan organik. Artinya
meskipun sistem pertanan organik tidak disebutkan dalam pendekatan RAN
GRK namun bebeapa opsi yang ditempuh sudah menuju ke sistem
pertanian organik atau opsi yang dipilih masih pada tahap sistem pertanian
berbasis organik, yaitu tetap mengutamakan penggunaan input organik,
namun penggunaan input non organik masih belum ditinggalkan
sepenuhnya, atau dalam jumlah yang lebih rendah, sehingga selain bisa
berkontribusi terhadap penurunan emisi juga bisa meningkatkan efisiensi
penggunaan input pertanian, sehingga keuntungan yang didapat petani
bisa meningkat.

Pengembangan sistem pertanian berbasis organik juga merupakan
opsi yang bisa ditempuh untuk memulihkan lahan pertanian yang sebagian
besar telah mengalami proses degradasi lahan, yang salah satu
indikatornya ditunjukan oleh kemerosotas status bahan organik tanah.
Pengembangan sistem pertanian organik (yang menerapkan prinsip
pertanian organik secara penuh) tetap dilakukan, namun fokusnya masih
untuk mendukung pemenuhan permintaan pasar yang frend-nya semakin
meningkat dari tahun ke tahun. Belakangan pengembangan sistem
pertanian organik juga dilakukan bukan hanya untuk memenuhi pasar

64 Memperkuat Kemampuan Wilayah Menghadapi Perubahan Iklim



dalam negeri, nhamun juga sudah diarahkan untuk pemenuhan pasar luar
negeri.

Beberapa program pemerintah dalam mendukung sistem pertanian
organik diantaranya dilakukan melalui pengembangan seribu desa organik.
Untuk mendukung pengembangan sistem pertanian berbasis organik
(menuju sistem pertanian organik) beberapa program yang telah dilakukan
pemerintah di antaranya adalah dengan memberikan subsidi terhadap
pupuk organik (meski sifat subsidinya belum berkelanjutan seperti halnya
subsidi yang diberikan pada pupuk anorganik).  Namun demikian,
ketergantungan petani pada subsidi sebetulnya harus dihindari, selama
masih terbuka peluang bagi petani untuk mengadakan pupuk organik
secara mandiri.

Sebagai upaya untuk mendukung petani agar bisa mengadakan
pupuk oraganik secara mandiri, pemerinth juga telah mengembangkan dan
memperkenalkan petani dengan alat pengolah pupuk organik (APPO),
disamping beberapa pelatihan untuk meningkatkan kemampuan petani
dalam membuat pupuk organik yang berkualitas. Sampai dengan tahun
2016 jumlah APPO yang telah diditribusikan sekitar 2500 an unit. Selain
APPO pemerintah juga telah mengembangkan alat pengolah biogas yang
diberi istilah Batamas, sampai tahun 2016 tercapat jumlah batamas yang
telah didistribusikan sekitar 1500 an unit. Untuk keberlanjutan
pengembangan sistem pertanian berbasis organik, pendampingan terhadap
petani perlu terus dilakukan. Evaluasi terhadap berbagai bantuan yang
telah diberikan juga perlu dilakukan. Sehingga dapat diketahui azas
manfaat dari bantuan-bantuan tersebut dan dapat digunakan sebagai
dasar penyusunan program selanjutnya.

PENUTUP

Dalam upaya menghadapi perubahan iklim, penerapan sistem
pertanian organik merupakan opsi yang bisa ditempuh, karena selain
mampu meningkatkan kontribusi pertanian dalam menekan tingkat emisi
GRK, juga mampu meningkatkan daya adaptasi pertanian terhadap
perubahan iklim. Namun demikian rata-rata produksi yang dicapai dalam
sistem pertanian organik masih lebih rendah dibanding rata-rata produksi
sistem pertanian konvensional. Oleh karena itu untuk tidak mengganggu
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target produksi nasional, sehingga masih dapat mempertahankan capaian
ketahanan pangan, maka opsi yang bisa ditempuh adalah dengan
penerapan sistem pertanian “berbasis” organik, yaitu dengan mengadopsi
beberapa prinsip pertanian organik namun belum secara penuh, misal
penggunaan pupuk an-oragnik masih dilakukan meski dalam jumlah yang
lebih efisien. Demikian pula dengan penggunaan pestisida yang sudah
diarahkan pada pemilihan jenis yang lebih ramah lingkungan.

Pengembangan sistem pertanian organik tetap dilakukan, selain
untuk memenuhi permintaan pasar yang terus meningkat, baik pasar
dalam maupun luar negeri, juga untuk menciptakan sistem pertanian yang
lebih ramah lingkungan. Pengembangan inovasi teknologi pertanian
organik yang dapat mendukung pencapaian produksi yang lebih tinggi,
minimal bisa menyamai sistem konvensional perlu terus dilakukan.
Demikian pula untuk mendapatkan alternatif pengganti pupuk dan obat-
obatan yang lebih ramah lingkungan. Pendampingan terhadap petani
untuk mengembangkan sistem pertanian berbasis organik perlu bersifat
berkelanjutan, termasuk pendampingan dalam pengadaan input pertanian
untuk mendukung sistem pertanian berbasis organik.
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MEMBANGUN DATABASE MENDUKUNG ASURANSI
PERTANIAN DALAM RANGKA MENGHADAPI PERUBAHAN
IKLIM

Rizatus Shofiyati dan Sahat M. Pasaribu

PENDAHULUAN

Perubahan iklim merupakan suatu fenomena yang ditandai dengan
berubahnya pola iklim dunia yang mengakibatkan terganggunya
kelangsungan hidup manusia, dan tanaman. Pertanian merupakan sektor
yang rawan terdampak terhadap perubahan iklim. Pengaruh perubahan
iklim ini terjadi karena menurunnya sumber daya (lahan dan air),
infrastruktur pertanian (irigasi) hingga produksi melalui produktivitas, luas
tanam dan panen. Dampaknya akan mengancam ketahanan pangan
nasional.

Pertanian yang merupakan sektor yang rentan terhadap perubahan
iklim, sehingga perlu mendapat perlindungan dari peluang kegagalan.
Asuransi pertanian merupakan salah satu alternatif perlindungan terhadap
petani. Asuransi pertanian berkembang pesat di negara-negara maju dan
cukup efektif untuk melindungi petani dari kegagalan panen yang berasal
dari kejadian perubahan iklim ekstrem dan serangan hama penyakit
tanaman.

Sebenarnya perjalanan program asusransi pertanian di Indonesia
sudah cukup lama. Sejak tahun 1982 telah tiga kali, yaitu 1982, 1984, dan
1985, dibentuk Kelompok Kerja Persiapan Pengembangan Asuransi Panen.
Tahun 1999 dilakukan pengembangan Asuransi Pertanian (Sumaryanto dan
Nurmanaf, 2007). Akan tetapi menurut Pasaribu (2013), tahap
implementasi atau uji coba secara resmi baru dilakukan pada akhir tahun
2015 melalui program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP), disusul tahun
2016 Asuransi Usaha Tani Sapi (AUTS), dan akan terus dikembangkan
hingga 2019.

Ketersediaan data dan informasi, serta teknologi sangat diperlukan
untuk mempercepat pemantauan tanaman pertanian. Oleh karenanya
perlu dibangun database pertanian dan dukungan teknologi untuk program
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asuransi pertanian di Indonesia. Pemerintah memerlukan sistem database
pertanian pada setiap tingkat administrasi di Indonesia untuk mendapatkan
informasi faktor - faktor risiko di tingkat petani. Database ini harus mampu
menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan yang dapat
membantu program asuransi pertanian di Indonesia. Data tersebut dapat
membantu proses bisnis Asuransi Pertanian yang sedang berjalan, untuk
monitoring risiko klaim yang terjadi di provinsi dan kabupaten (Suhendra et
al. 2013). Dukungan teknologi penginderaan jauh juga diperlukan untuk
mempercepat pemantauan tanaman pertanian melalui pemetaan resiko
pertanian. Teknologi penginderaan jauh yang mempunyai kemampuan
dapat memberikan informasi secara keruangan resolusi tinggi sampai
rendah, berseri waktu (histori dan real time), berbagai sensor (optik dan
SAR), bisa membantu mempercepat tahapan proses pada program asuransi
pertanian.

Dalam tulisan ini disajikan pentingnya dukungan database pertanian
untuk asuransi pertanian dalam menghadapi perubahan iklim.

DAMPAK PERUBAHAN IKLIM TERHADAP PERTANIAN

CRED/OFDA International Disaster Database (2015) melaporkan
bahwa seperti yang digambarkan pada grafik (Gambar 1), perubahan iklim
menyebabkan meningkatnya frekuensi kekeringan, banjir, suhu ekstrem,
dan kebakaran. Kejadian iklim ekstrim yang menimbulkan bencana
kekeringan dan banjir telah meningkat secara konsisten di Indonesia (Boer
dan Perdinan, 2008). Banjir khususnya di lahan sawah semakin sering
terjadi. Menurut Boer (2012), berdasarkan data Badan Nasional
Pengendalian Bencana, dalam periode 2001 — 2004 telah terjadi 530
bencana banjir di berbagai wilayah di Indonesia dan cenderung terjadi
peningkatan jumlah daerah yang mengalami banjir. Dalam periode 1844-
1960 kejadian kemarau panjang yang menyebabkan bencana kekeringan
terjadi dengan frekuensi satu kali dalam empat tahun. Frekuensinya
meningkat menjadi 1 kali dalam 2-3 tahun dalam periode 1961-2006 (Boer
et al, 2007). Fenomena El Nino telah terjadi sebanyak lebih dari 75%
kejadian (Boer dan Subbiah, 2005).
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Gambar 1. Frekuensi bencana di dunia (1950 — 2014)

Pertanian merupakan sektor yang rentan terhadap perubahan iklim
karena berpengaruh terhadap pola tanam, waktu tanam, indeks
pertanaman, produksi dan kualitas hasil. Perubahan iklim akibat adanya
kekeringan, banjir, dan serangan OPT berdampak terhadap produksi
tanaman melalui menurunnya luas panen dan produktivitas tanaman.
Perubahan jumlah dan pola curah, serta pergeseran musim berpengaruh
terhadap pola dan waktu tanam serta intensitas pertanaman (Badan
Litbang Pertanian, 2011). Menurut Las et a/ (2008), iklim ekstrim dapat
menyebabkan: (a) kegagalan panen dan tanaman, penurunan indeks
pertanaman yang berujung pada penurunan produktivitas dan produksi;
(b) kerusakan sumber daya lahan pertanian; (c) peningkatan frekuensi,
luas, dan intensitas kekeringan; (d) peningkatan kelembaban; dan (e)
peningkatan intensitas gangguan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT).
Sedangkan menurut Sumaryanto (2012), dampak perubahan iklim terhadap
pertanian bersifat langsung dan tidak langsung dan mencakup aspek
biofisik maupun sosial ekonomi. Dampak biofisik antara lain mencakup: (i)
efek fisiologis pada tanaman maupun ternak/ikan, (ii) perubahan sumber
daya lahan dan air, (iii) meningkatnya gangguan OPT, dan (iv) peningkatan
permukaan laut dan salinitas, dan sebagainya. Dampak sosial ekonomi lain
meliputi: (i) turunnya produktivitas dan produksi, (ii) fluktuasi harga
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komoditas pangan, (iii) meningkatnya jumlah penduduk rawan pangan,
dan sebagainya.
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Gambar 3. Produktivitas pajale di Indonesia (1993 — 2015)

Berdasarkan data BPS (1993 — 2015) yang disajikan pada Gambar 2
dan Gambar 3, El-Nino dan kekeringan berdampak lebih dominan terhadap
penurunan luas areal panen seluruh komoditas dibanding terhadap
penurunan produtivitas. Rata-rata untuk tingkat nasional penurunan luas
areal panen seluruh komoditas pangan 0,25-11.25 %, sedangkan
produktivitas mengalami penurunan 0,08-2,27 %. Data nasional
menunjukkan bahwa pada tahun El Nifio, luas tanaman padi yang terkena
kekeringan berkisar antara 300-850 ribu ha. Pada tahun La Nifa, luas
tanaman padi yang terkena banjir berkisar antara 200-350 ribu Ha. Luas
areal padi sawah terkena kekeringan meningkat dari 0.3-1,4% menjadi
3,1-7,8% kejadian El Nino. Sedangkan saat La Nifia, areal yang puso
meningkat dari 0.004-0,41% menjadi 0.04-1,87% dan yang terkena banjir
dari 0.75-2,68% menjadi 0,97-2,99%. Penurunan produksi akibat banjir
dan kekeringan meningkat dari 2,4-5% menjadi lebih dari 10% (Badan
Litbang Pertanian, 2011).
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Indonesia sebagai negara agraria akan menderita akibat perubahan
iklim terutama kekeringan dan banjir, karena fenomena ini akan
menurunkan produksi pangan dan kapasitas produksi. Indonesia akan
memiliki masalah serius akibat perubahan iklim jika tidak segera dilakukan
penanganan teknis maupun non teknis melalui kebijakan yang dilakukan.
Hasil kajian FAO (2005) menunjukkan variabilitas dan perubahan iklim
mempengaruhi 11% lahan pertanian di negara-negara berkembang yang
dapat mengurangi produksi bahan pangan.

ASURANSI PERTANIAN DAN PERMASALAHANNYA

Usaha pertanian merupakan sektor yang rentan terhadap perubahan
iklim dan dihadapkan pada risiko ketidakpastian yang cukup tinggi. Oleh
karenanya diperlukan perlindungan bagi petani dengan memberikan
jaminan bagi petani dari kerusakan tanaman atau gagal panen;
menyediakan modal kerja; menghindari kredit dari pelepas uang; dan
meningkatkan kinerja usaha pertanian. Asuransi pertanian menjadi penting
sebagai upaya untuk melindungi petani. Asuransi Pertanian merupakan
instrumen kebijakan pembangunan pertanian untuk melindungi petani dan
usaha pertanian.

Kebijakan perlindungan usahatani diamanatkan oleh UU No. 19/2013
tentang Perlindungan dan Pembiayaan Petani. Perlindungan usahatani
semakin penting untuk merespon dampak perubahan iklim global terhadap
keberhasilan usaha pertanian. Kementerian Pertanian akan terus
melaksanakan pembangunan pertanian pada 7 (tujuh) komoditas utama,
yaitu padi, jagung, kedelai, tebu, sapi, cabai, dan bawang merah
(Kementerian Pertanian, 2015). Diantara instrumen kebijakan yang saat ini
mendapatkan perhatian dan terus disosialisasikan adalah program asuransi
pertanian. Program asuransi usahatani padi dan ternak sapi kini telah
berlangsung dan semakin diminati petani/peternak dan semakin
membutuhkan berbagai inovasi terapan sebagai pendukung teknis dalam
pengembangannya.

Berbagai jenis asuransi pertanian, dimana menurut Insyafiah dan
Indria Wardhani (2014) terdapat tiga jenis asuransi, yaitu :

1) Asuransi tanaman berbasis ganti rugi (Indemnity-based crop insurance) :
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a. Asuransi dengan risiko bernama (named peril insurance)
b. Asuransi tanaman dengan beberapa risiko (multi peril crop
insurance/MPCL)

2) Asuransi tanaman berbasis indeks (Index-based crop insurance) :

a. Asuransi berdasarkan hasil dalam suatu wilayah (area-yield
insurance)
b. Asuransi berdasarkan iklim (weather insurance)

3) Asuransi pertanian yang lain :

a. Asuransi ternak (livestock insurance)

b. Asuransi perikanan (aquaculture insurance)
c. Asuransi Perkebunan (forestry insurance)

d. Asuransi rumah kaca (greenhouse insurance)

Dalam pelaksanaannya asuransi pertanian masih mengalami
berbagai permasalahan. Keterbatasan dalam pemrosesan asuransi
pertanian merupakan salah satu permasalahan yang sering terajdi, dimana
periode antara tanggal penerbitan notifikasi dan cut off date yang pastinya
tidak mencukupi bagi petani untuk mengetahui dan memilihnya.

Asuransi pertanian telah diterapkan di beberapa negara berkembang
seperti Argentina, Brazil, Cyprus, India, Malaysia, Mauritius, Philippines,
Syria, Windward Islands (Robert, 2005) dan negara maju seperti Cina
(Colea dan Gibson, 2010). Di beberapa negara maju yang telah
memanfaatkan asuransi pertanian, permasalahan terjadi dengan tidak ada
standar pemberitahuan tetap. Setiap wilayah mengeluarkan notifikasi
dengan caranya sendiri yang sekali lagi menghambat proses penyiaran
informasi ini kepada petani yang berada jarak jauh. Sementara di negara-
negara berkembang, permasalahan yang sering terjadi adalah penyelesaian
klaim memerlukan waktu yang lama, membutuhkan tenaga penilai yang
banyak yang menyebabkan tingginya biaya administrasi, terutama untuk
verifikasi ke lapangan ketika gagal panen, dan tinggi moral hazard di
lapangan. Oleh karenanya, asuransi pertanian ini memerlukan banyak data
yang berkualitas tinggi dan biaya investasi yang tinggi, misalnya biaya
mesin pencatat curah hujan/iklim di beberapa wilayah.

Di Indonesia, skim asuransi usahatani padi (AUTP) yang saat ini
dilaksanakan mengadopsi model berdasarkan biaya pengeluaran usahatani
(indemnity-based) dengan tingkat kerusakan tanaman padi (yang
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ditanggung) mencapai 75% per unit luasan dan nilai pertanggungan
sebesar Rp. 6 juta/ha/musim tanam. Nilai premi sebesar Rp.
180.000/ha/musim tanam (3% dari nilai biaya produksi yang ditetapkan
sebesar Rp. 6 juta/ha), nilai pertanggungan diatas diduga sudah cukup
memadai. Dalam kaitan ini, luas lahan yang diajukan sebagai obyek yang
ditanggung oleh setiap peserta program AUTP menjadi salah satu faktor
yang sangat penting yang perlu didukung oleh ketersediaan teknologi.

Program AUTP dilaksanakan untuk melindungi petani dari risiko
kerugian akibat banjir, kekeringan, dan atau serangan organisme
penganggu tumbuhan (OPT) (Gambar 5). Program ini diharapkan dapat
membantu petani menyediakan modal kerja pokok (/initial working capital)
untuk memulai kembali kegiatan usahataninya tanpa harus mencari
pinjaman kepada pelepas uang yang berbunga tinggi. Petani akan merasa
tenang melaksanakan kegiatan usahatani karena jaminan ketersediaan
biaya usahatani jika terjadi risiko kerusakan tanaman/gagal panen.

Banjir ©

_ Program AUTP:

Kekeringan Melindungi petani dari

kerusakan tanaman/gagal
nanen

Serangan OPT w

Gambar 5. Skim AUTP melindungi petani dari kerusakan tanaman

DATABASE ASURANSI PERTANIAN UNTUK PERUBAHAN IKLIM

Menurut Organisasi Pangan dan Pertanian PBB, FAO (2017),
informasi tentang keadaan dan kesehatan biofisik lahan sebagai faktor
utama untuk menghasilkan produktivitas tanaman berkelanjutan
merupakan sebuah ukuran yang akan membantu mengurangi perubahan
iklim. Informasi biofisik lahan memperkuat kapasitas adaptasi terhadap
perubahan iklim dan mitigasi dampak negatifnya terhadap sektor
pertanian. Bencana-bencana, seperti kekeringan dan banjir, hama dan
penyakit tanaman, penggenangan pantai, naiknya kadar garam, serta
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pengikisan lapisan tanah yang terjadi akibat perubahan iklim, dapat
mengancam ketahanan pangan lokal. Faktor biofisik, genetik, dan
pengelolaan merupakan tiga faktor utama yang terpengaruh dengan
adanya perubahan iklim. Gangguan yang terjadi pada faktor biofisik dan
genetik dapat diatasi melalui teknologi dan pengelolaan pertanian yang
beradaptasi terhadap perubahan iklim.

Database informasi kondisi lahan pertanian termasuk petaninya juga
dapat digunakan untuk merampingkan proses dan mengotomatisasi fungsi
administratif. Input yang diperlukan oleh sebuah database asuransi
pertanian dapat dikelompokkan ke dalam empat kelompok yaitu: kelompok
data iklim, kelompok data tanah, kelompok data tanaman dan kelompok
data teknik budidaya. Dari keempat kelompok tersebut, data iklim
merupakan kelompok data yang sangat dinamis dan memiliki variasi yang
sangat tinggi, tidak hanya secara spasial tetapi juga secara temporal.
Kelompok data kedua yang dinamis adalah data tanaman atau kondisi
tanaman. Penampilan suatu tanaman dari waktu ke waktu dan dari suatu
tempat sangat bervariasi terutama karena adanya variasi iklim secara
temporal dan spasial. Sedangkan data tanah lebih konstan dimana
perubahannya nya relatif tidak terlalu cepat atau besar, kecuali jika terjadi
bencana seperti tanah longsor, gunung meletus, tsunami, dan lain-lain.
Adapun kelompok data teknik budidaya mengikuti ketiga kelompok lainnya.

penentuan

penentuan
tingkat
kerusakan

seleksi perusahaan
asuransi

Gambar 6. Kelompok data dan manfaatnya dalam asuransi pertanian
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Database yang berisi informasi terpadu memberikan kesempatan
bagi pengambil kebijakan, pengelola pertanian dan jasa asuransi, maupun
petani untuk dapat dimanfaatkan dalam mendukung layanan asuransi
pertanian. Database asuransi pertanian ini sudah sangat dibutuhkan,
karena dapat mempercepat pengiriman layanan, menyatukan database
terfragmentasi, mencapai satu tampilan data, mengurangi atau bahkan
menghilangkan proses manual. Dengan demikian pemerintah dan
pengelola asuransi pertanian dapat memberikan layanan asuransi kepada
petani lebih cepat dari sebelumnya.

Terdapat tiga komponen yang bisa memanfaatkan database asuransi
pertanian, yaitu 1) penentuan jenis tanaman dan areanya, 2) penentuan
tingkat kerusakan, dan 3) seleksi perusahaan asuransinya (terkait dengan
penawaran premi dan klaim). Melalui database asuransi pertanian,
pemerintah (pemberi subsidi) dan petani dapat memanfaatkan informasi
yang tersedia untuk melakukan tiga hal tersebut. Manfaat database
asuransi pertanian dapat memberikan solusi pada pengguna pada tiga
tingkat, yaitu : 1) Pemerintah Pusat dan Daerah, 2) Penyedia atau
Perusahaan Asuransi, dan 3) Petani. Ketiga pengguna tersebut dapat juga
berperan sebagai menyuplai data pada database asuransi pertanian.

Pemerintah Pusat dan
Daerah

Database
Asuransi
Pertanian

Penyedia / Perusahaan

Asuransi Petani

Gambar 7. Pengguna dan Pensuplai data pada database asuransi pertanian
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Database asuransi pertanian dapat digunakan untuk memetakan
resiko pertanian, sehingga dapat membantu proses bisnis asuransi
pertanian yang sedang berjalan. Selanjutnya klaim yang terjadi di provinsi
dan kabupaten dilakukan atau dipantau melalui pemetaan risiko klaim.
Dalam sistem database dapat dikembangkan pendaftaran dan klaim
asuransi pertanian secara online dan dapat memberikan informasi secara
interaktif kepada pengguna.

Beberapa database informasi pertanian yang dapat dikembangkan
atau dimanfaatkan untuk mendukung asuransi pertanian telah
dikembangkan di Badan Litbang Pertanian. Database tersebut dibangun
dalam bentuk Sistem Informasi berbasis Web-GIS yang mempermudah
pengguna untuk mendapatkan informasi baik secara spasial, maupun seri
waktu. Sistem Informasi KATAM (Kalender Tanam) dan SC (Standing Crop)
merupakan sistem informasi yang berisi database pertanian. Informasi
yang disajikan pada kedua sistem tersebut berupa kondisi lahan pertanian
yang diperoleh dari citra satelit dan prediksi kondisi iklim yang akan terjadi.
Kombinasi dari kedua sistem tersebut dapat digunakan untuk memantau
wilayah-wilayah yang sudah terdampak atau potensi terkena kekeringan
atau banjir, atau kemungkinan serangan OPT. Data yang tersedia dapat
digunakan mendukung asuransi pertanian. Salah satu peta hasil integrasi
KATAM dan SC yang disajikan dalam bentuk spasial (Gambar 8).

PETA FASE PERTUMBUMAN
PADI SAWAH IRIGAS] PERIGDE
RET 1

PADA WILATAH RAWAN KEKERINGAN
BERDASARKAN PREDIKS! CURAH HUJAN

MK 2015
P. JAWA DAN BALI

0 3570 140 210 280 A
— —— A

Sumber : Pengelahan Citra MODIS MARET 2015 (LAPAN), Cverlay sawah endemis kekeringan dan predis curah bujan
MK 2015 (Balibangtan) | welbsite: hipfkatanm Hbang. pestanion oo d/

Gambar 8. Peta Integrasi Standing Crop dari citra satelit dan Kalender Tanam
(KATAM, 2015)
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TEKNOLOGI PENGINDERAAN JAUH UNTUK MENDUKUNG
DATABASE ASURANSI PERTANIAN

Program asuransi pertanian pada dasarnya memindahkan risiko ke
pihak lain yang tidak mengalami kerugian melalui kegiatan asuransi.
Dengan mekanisme pelaksanaan yang disepakati, sejak pendaftaran
kepesertaan per kelompok hingga pengumpulan premi (20% berasal dari
petani), luas areal yang diajukan untuk diasuransikan harus sahih (data
validity). Harus diakui bahwa validitas data tentang luas areal yang
diajukan petani, termasuk luas pada petak alami diduga tidak terperiksa
dengan baik dan belum menjadi bagian yang penting sebagai data dasar
yang memengaruhi kelancaran pelaksanaan skim asuransi pertanian.

Risiko dan ketidakpastian usaha pertanian akibat perubahan iklim
global memerlukan adopsi dan adaptasi dengan adanya inovasi dan
teknologi. Penginderaan jauh merupakan salah satu teknologi yang bisa
dimanfaatkan untuk Asuransi Pertanian (Herbold, 2014, Setiyono dan
Nelson, 2014). Terdapat beberapa jenis asuransi pertanian yang bisa
memanfaatan teknologi penginderaan jauh, vyaitu asuransi tanaman
berbasis ganti rugi, asuransi tanaman berbasis indeks, dan asuransi
perkebunan. Skema asuransi pertanian menggunakan teknologi
penginderaan jauh disajikan pada Gambar 9. Penggunaan penginderaan
jauh dapat mempercepat beberapa tahapan proses pada asurasi pertanian,
antara lain saat pengecekan luas lahan saat pendaftaran dan klaim.

Beberapa negera seperti Amerika Serikat, Canada dan jepang telah
memanfaatkan teknologi inderaja untuk asuransi pertanian berbasis indeks
(Smith dan Watts, 2010). Indeks Vegetasi dan Indeks Curah Hujan yang
digunakan di Amerika Serikat untuk asuransi pertanian menggunakan
teknologi inderaja. Indeks Vegetasi (VI) didasarkan pada data U.S.
Geological Survey's Earth Resources Observation and Science (EROS)
Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) yang dianalisis dari data
satelit yang mengamati perubahan jangka panjang kondisi kehijauan
vegetasi di permukaan bumi sejak tahun 1989. Indeks lainnya yang
menggunakan citra satelit adalah Indeks Curah Hujan (RI). Indeks ini
didasarkan pada data cuaca yang dikumpulkan dan dipelihara oleh Pusat
Ramalan Cuaca National Oceanic (NOAA). Indeks tersebut mencerminkan
jumlah curah hujan yang diterima relatif terhadap rata-rata jangka panjang
untuk area dan kerangka waktu tertentu. Kedua indeks tersebut dapat
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membagi pola cuaca yang berbeda pada negara tersebut menjadi enam
wilayah, dengan petunjuk yang tersedia di negara-negara bagian tertentu
(USDA, 2010).

— — — —] [— ]
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- Pemda Asu:zlqu?:s - Kelompok tani - Pemda - Perusahaan - Perusahaan
- Penahaan . - Petugas daerah - Petugas Asuransi Asuransi melalui
Petugas daerch yang kompeten Asuransi kelompok tani

yang kompeten

Asuransi

_ Database Asuransi Pertanian

Gambar 9. Skema implementasi penginderaan jauh untuk asuransi pertanian

Fakta menunjukkan bahwa dalam beberapa kali melakukan uji coba,
sering terjadi ketidakcocokan data luas lahan yang diklaim saat penutupan
asuransi. Ketidakcocokan data antara luas areal yang diklaim (menurut
polis) dengan luas areal menurut fakta lapangan telah mengakibatkan
terjadinya ketidaksesuaian antara luas areal yang diajukan untuk
mendapatkan santunan atau ganti kerugian dengan luas areal yang dapat
diklaim, sehingga mengakibatkan perselisihan/konflik diantara para pelaku
di lapangan. Pertanyaannya adalah mengapa hal tersebut terjadi? Pada
masa pendaftaran menjadi peserta AUTP, petani hanya memberikan
informasi luas areal yang akan diasuransikan secara lisan atau menurut
sertifikat lahan yang dimiliki. Luas areal yang dicantumkan dalam formulir
pendaftaran tidak mengalami verifikasi. Selanjutnya, luas lahan yang
ditanami tidak selalu sama dengan luas areal yang diakui atau sesuai
dengan luas areal yang tercantum dalam sertifikat lahan yang dimiliki dan
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diajukan petani. Selisih luas areal yang ditanam dengan luas areal yang
didaftarkan menjadi nyata setelah terjadi klaim kerusakan tanaman/gagal
panen. Hal ini akan memengaruhi besarnya jumlah klaim yang diterima
petani. Untuk menghindari terjadinya perselisihan karena perbedaan luas
lahan tersebut, disarankan agar pada saat pendaftaran dilakukan verifikasi
data terlebih dahulu atau menyepakati bahwa luas lahan yang diklaim akan
diukur kembali sebelum dilakukan penutupan asuransi.

Perusahaan asuransi memerlukan alat yang dapat digunakan untuk
mengukur luas lahan vyang didaftarkan atau diklaim. Teknologi
penginderaan jauh (penginderaan jauh) yang menghasilkan citra sangat
bermanfaat untuk membantu pengukuran luas lahan yang diasuransikan
dengan tingkat akurasi yang tinggi. Selain sebagai alat pengukur luas,
teknologi ini juga diharapkan dapat memberikan informasi indikatif tentang
perubahan yang terjadi atas tanaman yang diamati, khususnya perubahan
warna tanaman yang bersangkutan. Terjadinya perubahan warna dapat
diikuti oleh tindakan pemeriksaan di lapangan sebelum diambil kesimpulan
(kerusakan tanaman/gagal panen) yang bermanfaat bagi para peserta
asuransi. Dalam teknologi penginderaan jauh menggunakan wahana,
seperti pesawat nirawak (drone) dan pesawat berawak jenis glinder
(LAPAN Surveilance Aircraft / LSA) dinilai dapat membantu pengukuran
yang akurat tentang luas lahan yang diasuransikan (Goroshi dan Aggarwal,
2017). Drone atau LSA merupakan salah satu teknologi terapan yang
berfungsi sebagai alat bantu dalam skim asuransi pertanian (AUTP). Selain
sebagai alat yang dapat membantu mengukur luas lahan, teknologi ini juga
bermanfaat untuk memberikan informasi indikatif melalui kondisi tanaman
yang diasuransikan, sehingga dapat dilakukan langkah-langkah tindak
lanjut atas informasi indikatif tersebut, misalnya pengecekan lapangan,
penentuan serangan hama atau penyakit tanaman, dan lain-lain.

Penggunaan wahana tersebut untuk mengukur luas areal lahan yang
diasuransikan tampaknya cukup efektif menyediakan citra atau gambar
yang dibutuhkan perusahaan asuransi. Citra ini dapat dijadikan database
yang kelak dapat digunakan di kemudian hari pada lokasi yang sama,
misalnya untuk asuransi komoditas sejenis atau komoditas lain yang
ditanam pada lahan tersebut. Gambar 10 menunjukkan luas areal tertentu
dari kemungkinan satu sertifikat lahan. Komoditas bawang merah
(diasumsikan telah dilaksanakan skim asuransi usahatani bawang merah)
tidak memanfaatkan seluruh lahan yang tersedia, sebagian lahan juga
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digunakan untuk komoditas lain. Jika terjadi klaim atas komoditas bawang
merah yang rusak misalnya, maka luas areal yang diajukan untuk diklaim
hanyalah luas areal yang ditanami dengan komoditas bawang merah,
bukan keseluruhan arealnya. Gambar 11 menunjukkan citra hasil
pemotretan menggunakan wahana LSA pada kegiatan kajian pemantauan
Standing Crop padi sawah di daerah Subang. Wahana tersebut dapat
digunakan untuk memantau wilayah yang lebih luas dengan tingkat
kedetailan yang bisa digunakan untuk mengukur lahan yang diasuransikan.
Demikian pula kejadian banjir dan kekeringan dalam wilayah yang cukup
luas dapat dipantau menggunakan alat tersebut.

Selain itu, asuransi berbasis indeks dapat memanfaatkan kemampuan
teknologi penginderaan jauh dalam menentukan daerah yang mengalami
bencana akibat perubahan iklim, seperti kekeringan, banjir, longsor,
kebakaran, dan lain-lain. Salah satu kemampuan data satelit penginderaan
jauh dalam mengidentifikasi wilayah-wilayah terdampak ElI Nino yang
disajikan secara spasial diperlihatkan pada Gambar 12. Hipple (2007)
menjelaskan data indeks vegetasi, indeks air, dan indeks air permukaan
dari satelit IRS AwiFS dan NOAA AVHRR dan data mining dapat digunakan
untuk meningkatkan integritas program asuransi pertanian.

2. Y
o H -

Gambar 10. Citra hasil pemotretan drone pada lahan yang ditanami bawang merah
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Gambar 11. Citra hasil pemotretan LAPAN Surveilance Aircraft (LSA) pada lahan
sawah (LAPAN, 2014)
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Gambar 12. Wilayah terdampak El Nino dari data satelit Landat TM
(Roswintiarti et al., 2010)

Membangun database dengan dukungan teknologi penginderaan
jauh diharapkan dapat bermanfaat untuk berbagai keperluan di luar skim
asuransi pertanian, seperti data luas untuk mendapatkan bantuan program
atau kredit. Diluar perusahaan asuransi, pemanfaat utama database ini
adalah dinas terkait/pemda setempat yang dapat berbagi (share) informasi
tentang luas areal suatu komoditas pada suatu periode waktu tertentu.
Informasi ini akan menjadi salah satu masukan yang sangat berharga
dalam perencanaan pembangunan ekonomi wilayah, terutama
perencanaan pembangunan pertanian dan perdesaan.

KESIMPULAN

Database untuk Asuransi Pertanian sangat diperlukan, terutama
untuk memberikan ketepatan data saat pendaftaran dan klaim Asuransi
Pertanian. Pemanfaatan teknologi sangat dibutuhkan untuk mendukung
pembangunan pertanian. Teknologi penginderaan jauh (penginderaan
jauh) dapat digunakan untuk membantu para pemangku kepentingan
mengukur luas lahan yang ditanami komoditas tertentu secara akurat.
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Selain sebagai alat pengukur luas lahan, teknologi ini juga
bermanfaat untuk memberikan informasi indikatif melalui kondisi tanaman
yang diasuransikan, sehingga dapat dilakukan langkah-langkah tindak
lanjut atas informasi indikatif tersebut. misalnya pengecekan lapangan,
penentuan serangan hama atau penyakit tanaman, dan lain-lain. Data
tersebut dapat digunakan untuk pemetaan resiko pertanian yang dapat
membantu untuk monitoring risiko klaim yang terjadi di provinsi dan
kabupaten, yang selanjutnya dapat membantu proses bisnis Asuransi
Pertanian yang sedang berjalan.

IMPLIKASI KEBIJAKAN

Teknologi tepat guna perlu digunakan oleh perusahaan asuransi
dalam pelaksanaan skim asuransi pertanian. Teknologi penginderaan jauh
disarankan dapat digunakan perusahaan untuk mengukur luas lahan yang
diasuransikan. Data luas lahan ini sangat bermanfaat mengurangi
terjadinya perselisihan (konflik) antar pemangku kepentingan, khususnya
dalam proses klaim asuransi.

Teknologi peninderaan jauh juga dapat digunakan sebagai instrumen
untuk membangun database pertanian oleh para pemangku kepentingan,
terutama oleh instansi pemerintah seperti dinas pertanian dan dinas terkait
lainnya di daerah. Penggunaan alat seperti drone misalnya akan sangat
bermnanfaat, terutama dalam perencanaan pembangunan pertanian dan
perdesaan.
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PEMETAAN DAN EVALUASI SUMBER DAYA LAHAN
MENDUKUNG PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN DALAM
MENGHADAPI PERUBAHAN IKLIM

Sukarman, Anny Mulyani dan Erna Suryani

PENDAHULUAN

Berdasarkan kepada agenda prioritas Kabinet Kerja seperti yang
tercantum dalam NAWA CITA, sektor pertanian telah menetapkan sasaran
pembangunan pertanian ke depan yang perlu disesuaikan terkait dengan
cakupan pembangunan pertanian yang lebih luas dan skala yang lebih
besar guna mengungkit peningkatan pendapatan dan kesejahteraan
petani. Dengan mencermati hasil evaluasi selama periode lima tahun
terakhir dan perubahan paradigma sebagaimana tertuang dalam Strategi
Induk Pembangunan Pertanian (SIPP) 2015-2045, maka sasaran strategis
Kementerian Pertanian tahun 2015-2019 adalah (1) Pencapaian
swasembada padi, jagung dan kedelai serta peningkatan produksi gula dan
daging, (2) peningkatan diversifikasi pangan, (3) peningkatan komoditas
bernilai tambah dan berdaya saing dalam memenuhi pasar ekspor dan
substitusi impor, (4) penyediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi, (5)
peningkatan pendapatan keluarga petani, serta (6) akuntabilitas kinerja
aparatur pemerintah yang baik (Kementerian Pertanian 2015).

Dalam wupaya untuk mencapai sasaran strategis Kementerian
Pertanian seperti tersebut di atas, sektor pertanian menghadapi tantangan
berat yaitu adanya perubahan iklim (climate change). Perubahan iklim
yang ditandai dengan gejala semakin tidak menentunya onset (awal)
musim hujan dan kemarau, serta meningkatnya suhu udara berdampak
pada pembangunan pertanian di berbagai negara, termasuk Indonesia.
Perubahan onset musim hujan dan musim kemarau berpengaruh terhadap
penyediaan air bagi tanaman. Peningkatan intensitas dan durasi hujan
berpengaruh terhadap peningkatan erosi, pencucian hara, dan banijir.
Musim kemarau yang panjang berakibat pada terbatasnya pilihan tanaman
yang dapat ditanam, bahkan dapat menyebabkan kekeringan, gagal panen
dan peningkatan bahaya kebakaran terutama di lahan gambut.
Peningkatan suhu udara dapat menurunkan produksi pertanian dan
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meningkatkan serangan hama dan penyakit tanaman. Dengan demikian
sebenarnya sektor pertanian merupakan sektor yang menjadi korban
(victim) dari perubahan iklim (Syakir, 2017).

Agar sasaran strategis Kementerian Pertanian tersebut di atas dapat
memenuhi sasaran serta memperhatikan dampak perubahan iklim, maka
diperlukan dukungan data dan informasi sumber daya lahan yang terdiri
dari tanah, iklim, air, dan biofisik lainnya sebagai dasar perencanaan
pembangunan pertanian sesuai dengan SIPP 2015-2045. Sumber daya
lahan merupakan sumber daya yang bersifat renewable, namun
mempunyai batas kemampuan untuk suatu penggunaan tertentu sesuai
dengan potensinya. Setiap penggunaan lahan yang melebihi kemampuan
dan potensinya secara cepat atau lambat akan mengakibatkan kerusakan
lahan tersebut. Pemilihan lahan-lahan yang sesuai dengan potensinya
memerlukan instrumen yang secara ilmiah dapat dipertanggung-jawabkan
yaitu melalui metode evaluasi kesesuaian lahan (Sukarman dan Mulyanto
2016).

Menurut Pasandaran dan Suherman (2015) mengingat sumber daya
lahan yang tersedia untuk tanaman pangan kecenderungannya semakin
menipis, maka upaya pengelolaan lahan di suatu wilayah untuk menopang
kemandirian pangan tidak saja menjadi kepentingan satu sektor atau
sistem birokrasi tertentu saja, tetapi menjadi kepentingan berbagai pihak.
Demikian juga mengingat sumber daya lahan adalah bagian integral
sumber daya alam maka kebijakan sumber daya lahan dalam suatu wilayah
hendak disorot dari berbagai persepektif, oleh karena itu menjadi
kepentingan semua pihak. Sumber daya lahan juga terkait dengan sumber
daya lainnya seperti air dan vegetasi, dan sumber daya manusia yang
mengelolanya. Oleh karena itu data sumber daya lahan diperlukan oleh
berbagai sektor yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dan
dampak perubahan iklim.

Saat ini data sumber daya lahan yang diperlukan harus yang bersifat
operasional terutama untuk perencanaan pembangunan pertanian di
tingkat kabupaten/kota. Oleh karena itu data sumber daya lahan yang
diperlukan adalah peta pada tingkat semi detail (skala 1:50.000). Pada
peta tanah berskala tersebut terkandung informasi lebih detil tentang sifat-
sifat tanah, luas, dan penyebarannya di suatu wilayah. Dengan didukung
oleh data sumber daya lahan lainnya terutama iklim (curah hujan dan
temperatur udara) dan ketersediaan air, dapat digunakan sebagai informasi
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dasar dalam penyusunan peta tematik, seperti peta kesesuaian lahan. Peta
kesesuaian lahan skala 1:50.000 mempunyai peranan penting dalam
memberikan informasi berbagai komoditas pertanian yang sesuai untuk
dikembangkan, faktor pembatas pertumbuhan, luas dan penyebarannya di
suatu wilayah, sehingga pemerintah dan pelaku agribisnis mempunyai
banyak pilihan dalam menentukan komoditas unggulan yang akan
dikembangkan. Demikian pula dengan rekomendasi pengelolaan lahan,
Peta Tanah skala 1:50.000 selain dapat dijadikan acuan dasar penyusunan
rekomendasi pengelolaan lahan dalam upaya peningkatan produktivitas
lahan, juga ditujukan untuk tujuan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
Implementasinya di tingkat pemerintah daerah kabupaten/kota, Peta
Tanah skala 1:50.000 digunakan untuk penyusunan atau revisi Rencana
Tata Ruang Wilayah Daerah, sehingga daerah dapat mengalokasikan ruang
yang lebih tepat sesuai dengan potensinya.

Tulisan ini bertujuan untuk membahas permasalahan data sumber
daya lahan tingkat semi detail (skala 1 : 50.000) dan pemanfaatannya
untuk mendukung peningkatan produksi pertanian dan agribisnis dalam
menghadapi perubahan iklim.

PEMETAAN SUMBER DAYA LAHAN TINGKAT SEMI DETAIL

Data sumber daya lahan dihasilkan melalui kegiatan survei dan
pemetaan tanah. Hasil dari survei dan pemetaan tersebut terdiri dari
laporan lengkap keadaan sumber daya lahan dan peta tanah wilayah yang
dipetakan. Peta tanah adalah peta yang menggambarkan penyebaran
jenis-jenis tanah di suatu daerah. Pada peta ini terdapat legenda yang
secara singkat menerangkan satuan tanah dan faktor-faktor lingkungannya
dari masing-masing satuan peta tanah, serta dilengkapi dengan buku
laporan yang memuat uraian-uraian yang lebih lengkap. Pada dasarnya
peta tanah dibuat untuk tujuan pertanian maupun non pertanian seperti
dalam bidang perekayasaan dan pengembangan daerah rekreasi.

Peta tanah dibuat untuk tujuan tertentu, sehingga peta yang
dihasilkan dibuat pada skala peta tertentu. Semakin detil skala peta, maka
data/informasi yang disajikan semakin rinci. Secara spasial penyebaran dari
masing-masing satuan peta tanah yang digambarkan juga semakin rinci
menurut ukuran luasnya. Kerincian dari data/informasi yang dihasilkan

Memperkuat Kemampuan Wilayah Menghadapi Perubahan Iklim 95



sangat ditentukan oleh intensitas pengamatan di lapangan dan skala peta.
Atas dasar tersebut, Soekardi et a/. (1989) telah membagi jenis peta tanah
di Indonesia yang dilaksanakan oleh Pusat Penelitian Tanah dan Agroklimat
(nama pada waktu itu) atau Balai Besar Penelitian dan Pengembangan
Sumber daya Lahan Pertanian (nama sekarang) kedalam 7 jenis peta tanah
seperti yang tersaji dalam Tabel 1.

Tabel 1. Jenis peta tanah dan satuan peta tanah di Indonesia

Jenis peta Skala Manfaat

Super Detail >1:5.000 Untuk perencanaan penelitian
lapangan.

Detil 1:5.000 - 10.000 Untuk perencanaan proyek

tertentu, kebun
percobaan, rencana pengairan.

Semi detil 1: 25.000 - 50.000 Perencanaan di tingkat
Kabupaten/kota

Tinjau 1:100.000 - 500.000 Perencanaan di tingkat provinsi
Eksplorasi 1:1.000.000 - 2.500.000 Perencanaan di tingkat nasional
Bagan <1 : 2.500.000 Sebagai petunjuk kasar

penyebaran tanah tanah
di suatu negara.

Sumber: : Soekardi et a/. (1989)

Dari Tabel 1 terlihat bahwa dalam upaya mendukung peningkatan
produksi pertanian dan pengembangan agribisnis, peta tanah tingkat semi
detail merupakan peta yang sesuai karena pengembangan komoditas
unggulan saat ini yang diperlukan adalah perencanaan pada tingkat
kabupaten/kota. Peta tanah semi detail (skala 1 : 50.000) merupakan peta
yang harus dijadikan data dasar dalam menentukan jenis-jenis komoditas
unggulan yang akan dikembangkan. Mengingat bahwa berbagai program
pemerintah baik tingkat pusat maupun di tingkat kabupaten/kota yang
sedang dijalankan saat ini, banyak memerlukan data sumber daya lahan
yang lebih operasional, maka pemetaan sumber daya lahan/tanah pada
tingkat semi detail (skala 1 : 50.000) berbasis wilayah kabupaten atau
kota sangat diperlukan dan perlu diselesaikan secara cepat dan tepat.
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Peta Tanah Semi Detail

Peta tanah semi detail adalah peta berskala 1 : 50.000 — 1 : 25.000
yang menyajikan penyebaran (spasial) karakteristik sumber daya tanah
suatu wilayah yang terdiri dari satuan (karakteristik) tanah, relief/lereng,
bentuk lahan (/andform), dan bahan induk. Karakteristik tanahnya
meliputi klasifikasi tanah dan sifat-sifat tambahan seperti tekstur,
kedalaman tanah, drainase, reaksi tanah, kapasitas tukar kation, dan
kejenuhan basa. Peta tanah dapat diinterpretasi untuk berbagai macam
peta tematik, antara lain peta kesesuaian lahan untuk berbagai jenis
komoditas pertanian, peta arahan penggunaan lahan untuk pengembangan
pertanian pada tingkat kabupaten, peta wilayah prioritas pengembangan
pertanian, peta pewilayahan komoditas pertanian, peta zona agroekologi
(AEZ), peta ketersediaan lahan untuk perluasan areal pertanian, peta
tingkat bahaya erosi, peta lahan kritis, dan peta tunggal sifat tanah (single
value). Contoh peta single value adalah peta kandungan C organik, peta
pH tanah,dan peta status hara, misal P atau K (Hikmatullah et al. 2014).

Sebagai penjabaran dari kebijakan One Map Policy, seluruh peta
tanah semi detail yang dibuat oleh Balai Besar Penelitian dan
Pengembangan Sumber daya Lahan Pertanian disusun pada peta dasar
rupa bumi Indonesia (RBI) digital yang dikeluarkan oleh Badan Informasi
Geospasial (BIG) skala 1 : 50.000 atau skala 1 : 25.000. Standar format
peta tematik memiliki karakteristik antara lain bentuk dan ukuran peta,
skala peta, judul peta, instansi pembuat peta, arah utara peta, indeks
peta, peta situasi, legenda peta, keterangan umum, letak geografis/UTM,
ukuran garis (poligon satuan peta, jalan, sungai, hama tempat, garis
pantai, batas administrasi, batas pemukiman), dan lainnya. Penyajian peta
tanah tersebut di atas mengikuti standar seperti yang tertuang dalam
Standar Nasional Indonesia (SNI) No. 6502.3:2010, tentang Spesifikaksi
Penyajian Peta Rupabumi Bagian 3, skala 1 : 50.000 (Badan Standarisasi
Nasional 2010).

Dengan meningkatnya peranan data spasial dan permintaan
informasi sumber daya tanah untuk mendukung pembangunan pertanian,
serta semakin pentingnya peranan basis data sumber daya tanah/lahan,
maka dipandang perlu untuk melakukan reorientasi pelaksanaan survei
dan pemetaan tanah. Oleh karena itu saat ini metode survei dan
pemetaan tanah sebagai cara untuk menghasilkan peta tanah semi detail
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(skala 1 : 50.00) telah mengikuti metode terbaru seperti dihasilkan oleh
Hikmatullah et a/ (2014), sedangkan untuk pengamatan tanah di lapangan
telah di terbitkan pedoman pengamatan terbaru yang dipublikasi oleh
Sukarman et al. (2016). Buku pedoman metode survei dan pengamatan
tanah di lapangan tersebut saat ini sedang diproses menjadi standar
nasional baku mengikuti Standar Nasional Indonesia (SNI). Salah satu
metode survei dan pemetaan tanah yang sudah distandarisasi secara
nasional adalah Pemetaan Lahan Gambut skala 1 : 50.000, yaitu Metode
Pemetaan Berbasis Citra Penginderaan Jauh, SNI 7925:2013 (Badan
Standarisasi Nasional 2013). Salah satu peta tanah gambut skala semi
detail (1: 50.000) yang dihasilkan dengan metode tersebut adalah Peta
Tanah Gambut di Kecamatan Danau Paris dan Singkil Utara, Kabupaten
Singkil, Provinsi Aceh (Sukarman, 2015).

Kondisi Eksisting Pemetaan Tanah Semi Detail Saat Ini.

Kegiatan survei dan pemetaan tanah tingkat semi detail skala
1:50.000 telah dimulai sejak tahun 1975, namun karena keterbatasan
sumber daya (dana, manusia), wilayah yang telah dipetakan sampai akhir
tahun 2015 tercatat sebanyak 262 kabupaten dari 511 kabupaten di
seluruh Indonesia. Peta-peta tanah semi detail yang dihasilkan tersebut
sangat beragam baik format maupun isi dan legenda petanya, karena
berasal dari berbagai sumber instansi pemerintah dan swasta serta dibuat
dengan metodologi dan waktu yang berbeda. Sebagian dari peta-peta
tersebut memiliki data kurang lengkap data spasial maupun data
tabularnya, sehingga perlu diverifikasi, diperbaiki dan dilengkapi.

Pada peta tanah semi detail yang telah dihasilkan perlu
keseragaman, perbaikan dan kelengkapan data spasial maupun tabularnya
sehingga menjadi peta tanah yang berkualitas dan akurat, melalui kegiatan
korelasi dan updating peta tanah. Berdasarkan kondisi data/peta tanah
semi detail yang telah dihasilkan tahun sebelumnya, pada Tahun Anggaran
2017 dilakukan korelasi dan wpdating peta tanah sebanyak 275
kabupaten/kota di Indonesia. Dari peta tanah tersebut diturunkan peta
kesesuaian lahan komoditas pertanian strategis dan unggulan serta
penyusunan rekomendasi pengelolaan lahan mendukung komoditas
pertanian stretegis. Salah satu contoh peta tanah semi detail (skala 1 :
50.000) berbasis kabupaten adalah Peta Tanah Semi Detail Kabupaten
Ciamis (Gambar 1).
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Gambar 1. Peta Tanah Semi Detail Kabupaten Ciamis (BBSDLP, 2016a)

PETA TANAH SEBAGAI SUMBER INFORMASI DATA SUMBER DAYA
LAHAN

Peta Tanah, selain menyajikan data penyebaran spasial satuan peta
tanah dan luasannya di suatu wilayah, juga memuat berbagai karakteristik
sifat tanah dan biofisik lainnya yang disusun dalam suatu tabel yang
disebut sebagai legenda peta tanah. Unsur-unsur yang digunakan dalam
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menyusun satuan peta tanah terdiri dari unsur satuan tanah, proporsi,
satuan /andform, satuan relief/lereng, dan satuan bahan induk.

Satuan tanah adalah tanah-tanah yang mempunyai sifat-sifat sama
atau hampir sama, sifat-sifat tersebut berkaitan dengan potensinya,
khususnya untuk pertanian. Satuan tanah terdiri dari : Macam tanah
(Klasifikasi Tanah Nasional), kedalaman tanah, drainase, tekstur, reaksi
tanah (pH), kapasitas tukar kation (KTK) tanah dan kejenuhan basa (KB).
Klasifikasi tanah nasional yang digunakan adalah kalasifikasi tanah versi
terbaru tahun 2016 (Subardja et al 2016). Selain itu disajikan juga
padanannya dengan sistem Soil Taxonomy (Soi/ Survey Staff 2014) sampai
kategori subgrup.

Proporsi tanah diprediksi dari hasil pengamatan lapang melalui
transek /andscape untuk menduga pola penyebaran tanah di lapangan
dengan memperhatikan hubungan tanah-/andscape (Steers dan Hajek,
1979; Van Wambeke dan Forbes, 1986). Proporsi satuan tanah pada setiap
SPT dibedakan menurut CSR/FAO (1983) dengan simbol dan arti sebagai
berikut: P = sangat dominan (>75%), D = dominan (50-75%), F = sedang
(25-49%), M = sedikit (10-24%), dan T = sangat sedikit (< 10%). Di
dalam peta, tanah yang dimunculkan dalam setiap SPT hanya yang
mempunyai proporsi minimal 25% atau dengan simbul, P, D dan F.

Selain sumberdata karakteristik seperti yang tercantum dalam
legenda peta tanah, peta tanah juga disertai dengan laporan lengkap yang
menguraikan tentang keadaan biofisik dan sosial ekonomi daerah yang
dipetakan atau disurvei. Kedaan biofisik tersebut berupa data iklim, rincian
relief atau bentuk wilayah, uraian mengenai bahan induk yang ditunjang
oleh uraian mengenai bahan induk dari peta geologi, keadaan hidrologi,
penggunaan lahan, dan vegetasi.

Data iklim yang disajikan dalam laporan pemetaan sumber daya
lahan adalah curah hujan, suhu udara, kelembaban udara, dan
evapotranspirasi rata-rata bulanan selama 5-10 tahun terakhir. Data
tersebut dikumpulkan dari beberapa stasiun pengamat iklim/pencatat curah
hujan yang ada di dalam wilayah kabupaten yang dipetakan atau yang
terdekat. Sumber data berasal dari BMKG atau instansi lain yang
berkepentingan terhadap data tersebut, antara lain PU dan Dinas
Pertanian. Peta zone Agroklimat Oldeman et a/. (1975; 1977; 1978; 1980),

100 Memperkuat Kemampuan Wilayah Menghadapi Perubahan Iklim



tipe hujan menurut Schmidt dan Ferguson (1951), dan pewilayahan curah
hujan menurut Balitklimat (2003), juga disajikan dalam laporan ini.

Berdasarkan karakteristik seperti yang tercantum dalam legenda
peta tanah, dan laporan hasil pemetaan maka dari hasil pemetaan tanah
dapat diinterpretasikan untuk berbagai macam peta tematik, antara lain
peta kesesuaian lahan untuk berbagai jenis komoditas pertanian, peta
arahan penggunaan lahan untuk pengembangan pertanian pada tingkat
kabupaten, peta wilayah prioritas pengembangan pertanian, peta
pewilayahan komoditas pertanian, peta zona agroekologi (AEZ), peta
ketersediaan lahan untuk perluasan areal pertanian, peta tingkat bahaya
erosi, peta lahan kritis, dan peta tunggal sifat tanah (single value). Contoh
peta single value adalah peta kandungan C organik, peta pH tanah,dan
peta status hara (misal P atau K).

DAMPAK PERUBAHAN IKLIM TERHADAP SUMBER DAYA LAHAN

Secara umum, perubahan iklim akan berdampak terhadap
penciutan dan degradasi (penurunan fungsi) sumber daya lahan, air, dan
infrastruktur terutama irigasi yang diantaranya menyebabkan terjadinya
ancaman kekeringan atau banjir. Di sisi lain, kebutuhan lahan untuk
berbagai penggunaan seperti pemukiman, industri, pariwisata, transportasi,
dan pertanian terus meningkat, sejalan dengan meningkatnya jumlah
penduduk dan kemajuan zaman. Secara absolut, lahan yang tersedia relatif
tetap, bahkan cenderung menciut dan terdegradasi, baik akibat tidak
tepatnya pengelolaan maupun dampak perubahan iklim. Kondisi tersebut
menyebabkan laju konversi lahan akan semakin sulit dibendung dan sistem
pengelolaan lahan akan semakin intensif, bahkan cenderung melebihi daya
dukungnya (Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, 2011).

Sementara itu Yustika dan Agus (2014) mengemukakan bahwa
perubahan iklim mempunyai pengaruh terhadap degradasi tanah, air, dan
pertumbuhan serta produksi tanaman. Degradasi tanah dapat dipicu oleh
berbagai faktor kemunduran sifat fisik, kimia, dan proses biologi tanah.
Kemunduran sifat fisik tanah disebabkan karena erosi, pemadatan,
rekahan, dan kerusakan struktur tanah. Kemunduran sifat kimia tanah
disebabkan pencucian hara, pengasaman, dan salinisasi, sedangkan
kemunduran sifat biologi tanah karena berkurangnya bahan organik tanah
dan biodiversitas biota tanah.
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Perubahan pola hujan yang mengakibatkan intensitas hujan
meningkat dapat menimbulkan peningkatan aliran permukaan dan erosi
(Nearing et al. 2004). Aliran permukaan berasal dari kelebihan infiltrasi
(/nfiltration excess overland flow) yang terjadi bila intensitas hujan melebihi
laju infiltrasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi sifat aliran permukaan
antara lain: (@) curah hujan: jumlah, intensitas dan distribusi; (b)
temperatur; (c) tanah: tipe, jenis substratum dan topografi (tanah berpasir
akan mempunyai laju aliran permukaan yang lebih rendah dibandingkan
dengan tanah berliat); (d) luas daerah aliran dan panjang lereng (laju
aliran permukaan akan lebih tinggi dengan semakin panjangnya lereng);
(e) keberadaan, tinggi dan bentuk kanopi serta kerapatan
tanaman/tumbuhan penutup tanah; dan (f) sistem pengelolaan tanah
(Arsyad, 2010).

Dampak perubahan iklim terhadap sektor yang berkaitan dengan
sumber daya air antara lain meningkatnya kejadian cuaca dan iklim ekstrim
yang berpotensi menimbulkan banjir, tanah longsor, dan kekeringan.
Kondisi tersebut diperparah oleh semakin menurunnya daya dukung lahan
akibat meningkatnya tekanan terhadap lahan. Data dari Badan Nasional
Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukan bahwa kejadian bencana di
Indonesia dalam  periode 1815-2011 didominasi oleh  faktor
hidrometeorologi dan interaksinya Data inventarisasi kejadian banjir
menunjukkan kejadian antar-musim mengalami peningkatan dari tahun ke
tahun dengan pertumbuhan eksponensial. Data kekeringan berdasarkan
pemantauan pada tahun 2002 menunjukkan bahwa fluktuasi kejadian
kekeringan terjadi antar musim dan mengalami peningkatan walaupun
belum terlihat frend yang nyata. Menurut Kartiwa et al (2013) salah satu
resiko dari terjadinya iklim ekstrim akibat perubahan iklim adalah resiko
penurunan ketersediaan air, resiko banjir, resiko kekeringan, resiko tanah
longsor, dan intrusi air laut. Selain itu curah hujan yang berlebihan dapat
juga menyebabkan terjadi erosi dipercepat yang melebihi nilai erosi yang
dapat ditolerir.

Sementara itu Sutrisno et a/ (2002) mengemukakan bahwa akibat
dari curah hujan yang tinggi pada Daerah Aliran Sungai (DAS) dapat
menyebabkan kerusakan sumber daya lahan oleh erosi dan sedimentasi.
Erosi yang besar pada lahan pertanian di suatu DAS akan terbawa oleh
aliran permukaan ke sungai dan dapat menimbulkan masalah yang
merugikan. Kerusakan tanah di tempat terjadinya erosi berupa sifat-sifat
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fisik, kimia, maupun biologi dan mengakibatkan turunnya produktivitas
lahan. Kerusaan-kerusakan di tempat pengendapan adalah tertimbunnya
lahan pertanian, pelumpuran, pendangkalan sungai, dan pendangkalan
waduk yang menyebabkan umur guna waduk berkurang.

Di sisi lain sektor Pertanian yang paling terdampak akibat
perubahan iklim, juga dianggap sebagai penyebab terjadinya perubahan
iklim karena adanya kegiatan pertanian, yang menghasilkan emisi gas
rumah kaca (GRK). Meskipun pada kenyataannya, kontributor sektor
pertanian hanya sekitar 4% jauh lebih kecil dari sektor industri dan energi
sebesar 24% (Syakir 2017). Hasil penelaahan Tim Bappenas (2011 dalam
Supiandi dan Sukarman, 2012) mendapatkan bahwa rata-rata emisi selama
periode tahun 2000 — sampai dengan 2006 yang diduga sebesar 928 Mt
CO, tahun'yang paling besar bersumber dari kebakaran dan hilangnya
biomassa dan kerusakan hutan yaitu 552 Mt CO, tahun™. Sisanya berasal
dari oksidasi bahan organik.

Sebaran Wilayah Yang Rentan Terhadap Perubahan Iklim

Indonesia dengan luas daratan sekitar 191 juta ha, mempunyai keragaman
sumber daya lahan dan iklim, wilayah Barat yang beriklim basah dan
wilayah Timur yang berikilm kering, serta variasi tanah dari pegunungan
sampai pesisir pantai. Seluruh wilayah tersebut sebagian rentan terhadap
perubahan iklim dan kejadian iklim ekstrim. Beberapa wilayah yang rentan
terhadap perubahan pola curah hujan dan iklim ekstrim baik itu bila
perubahannya menjadi lebih basah atau menjadi lebih kering, sebagai
berikut:

Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang jumlahnya 17.000 pulau,
akan menjadi sasaran utama dan terdampak langsung akibat perubahan
pola curah hujan ataupun iklim ekstrim, terutama kejadian robb atau
naiknya permukaan air laut dan intrusi air laut berupa peningakatan kadar
garam (salinitas). Berdasarkan data tanah eksplorasi nasional
(Puslitbangtanak 2000), landform yang akan terkena dampak perubahan
iklim berupa naiknya permukaan air laut dan intrusi adalah landform basin
alluvial (lakustrin), delta/dataran estuarine, dataran pasang surut dan
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pesisir pantai, yang luasnya mencapai 23,9 juta ha atau 12,85% dari total
daratan Indonesia. Daerah pesisir pantai dan dataran pasang surut
menyebar hampir di seluruh Indonesia, sedangkan delta (estuarine)
menyebar di seluruh provinsi di Kalimantan dan beberapa di Sumatera.
Sedangkan untuk lahan gambut, perubahan pola curah hujan yang lebih
kering (EI-Nino), berdampak terhadap meningkatnya titik api dan
kebakaran lahan gambut. Sebaran gambut terluas berada di Pulau
Sumatera, Kalimantan dan Papua.

Tabel 2. Sebaran landform yang rentan terhadap perubahan iklim di lahan
basah (diolah dari Puslitbangtanak 2000)

Landform Sub Landform Luas
- ha- - % -

Aluvial Basin aluvial (lakustrin) 1.007.857 4,2
Fluvio-marin Delta atau dataran estuarine 2.225.391 9,3
Gambut Dataran gambut 4,955.971 20,7
Kubah gambut 6.934.406 29,0

Marin Dataran pasang surut 7.312.813 30,6
Pesisir pantai 1.474.924 6,2

Total 23.911.362 100,0

Wilayah perbukitan dan pegunungan

Sebagian besar wilayah Indonesia terdiri dari perbukitan dan
pegunungan dengan lereng 25%. Tabel 3 menyajikan sebaran landform
yang mempunyai sub landform perbukitan dan pegunungan, seluas 87,8
juta ha atau 47,20% dari total daratan Indonesia. Kedua sub landform
perbukitan dan pegunungan tersebut menyebar di seluruh Indonesia,
terluas berada di 5 pulau besar Papua, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi,
dan Jawa. Kedua landform tersebut terutama yang berada di wilayah
beriklim basah dengan curah hujan tinggi diiringi dengan intensitas tinggi
dan durasi lama akan memicu erosi dan longsor.
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Tabel 3. Sebaran landform yang rentan terhadap perubahan iklim di lahan
kering (diolah dari Puslitbangtanak 2000)

Landform Sub Landform Luas
ha %

Karst Pegunungan karst 4.648.137 53
Perbukitan karst 4.203.597 4,8

Tektonik/Struktur Pegunungan tektonik 30.096.065 34,3
Perbukitan tektonik 21.728.632 24,7

Volkan Kerucut volkan 3.818.924 4,3
Pegunungan volkan 14.698.530 16,7

Perbukitan volkan 8.650.182 9,8

Total 87.844.067 100,0

Tabel 4 menyajikan sebaran lahan yang berada di perbukitan dan
pegunungan serta jenis tanahnya. Masing-masing jenis tanah
mencerminkan karakteristik tanah dan kepekaannya terhadap perubahan
pola curah hujan dan iklim ekstrim. Di antara jenis tanah yang tertera pada
Tabel 3, maka tanah yang paling rentan terhadap pola curah hujan yang
lebih tinggi dan iklim ekstrim adalah Haplusterts. Tanah ini mempunyai
sifat mengembang pada saat musim hujan dan mengkerut pada musim
kemarau serta mempunyai bidang luncur (slickenside). Karena
mempunyai sifat tersebut, serta posisinya yang berada pada lahan yang
berlereng, maka kepekaan tanah ini terhadap pola curah hujan dan iklim
ekstrem akan semakin tinggi, sehingga kejadian longsor pada tanah ini
akan semakin sering terjadi.

Dari Tabel 4 terlihat bahwa sebaran tanah terluas di perbukitan dan
pegunungan adalah Hapludults dengan luas 28,9 juta ha, terluas di
Kalimantan dan Papua. Tanah ini juga mempunyai sifat yang rentan
terhadap perubahan pola curah hujan yang tinggi, karena tanah ini
mempunyai lapisan argilik, yang padat dan kedap air, sehingga tanah
lapisan atasnya lebih mudah tergerus erosi dan longsor.
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Tabel 4. Sebaran landform dan tanah yang rentan terhadap perubahan
iklim di lahan kering (diolah dari Puslitbangtanak 2000)

Great group Perbukitan dan pegunungan Luas

tanah Karst Tektonik Volkan ha - -% -
Dystrudepts 39.556 | 15.284.077 1.720.511 17.044.144 19,4
Eutrudepts 493.564 | 3.239.759 1.465.695 5.199.018 5,9
Eutrudox - - 317.419 317.419 0,4
Haplohumults - 144.860 1.135.645 1.280.505 1,5
Hapludalfs - 55.860 - 55.860 0,1
Hapludands - -| 5.333.403 5.333.403 6,1
Hapludolls - | 4.393.322 212.547 4.605.869 5.2
Hapludox - | 2.953.801 2.070.781 5.024.582 5,7
Hapludults - | 21.739.389 7.181.050 | 28.920.439 32,9
Haplustepts 188.571 2.879.779 | 3.956.559 7.024.909 8,0
Haplusterts - - 690.150 690.150 0,8
Haplustolls 1.009.615 263.063 470.715 1.743.393 2,0
Haprendolls 2.337.474 - - 2.337.474 2,7
Kandiudults - 710.444 | 2.247.855 2.958.299 3,4
Kanhapludults - 160.343 - 160.343 0,2
Udivitrands - - 28.133 28.133 0,0
Udorthents 4.782.954 - - 4.782.954 54
Ustipsamments - - 337.173 337.173 0,4

Total 8.851.734 | 51.824.697 | 27.167.636 | 87.844.067 | 100,0

106

KESESUAIAN LAHAN DAN ARAHAN PENGEMBANGAN KOMODITAS
PERTANIAN

Kementerian Pertanian melalui Permentan No 19/2015 tentang
Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2015-2019 fokus pada
pengembangan 9 komoditas strategis, yaitu padi, jagung, kedelai, bawang
merah, cabai merah merah, gula/tebu, daging/pakan ternak, kakao, dan
kelapa sawit. Pengembangan setiap komoditas ini memerlukan instrumen
peta kesesuaian lahan sebagai panduan untuk menerapkan teknologi yang
diperlukan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman. Peta
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ini dapat diperoleh melalui kegiatan pemetaan sumber daya lahan yang
dilanjutkan dengan evaluasi kelas kesesuaian lahannya.

Evaluasi kesesuaian lahan merupakan proses penilaian keragaan
(performance) lahan jika digunakan untuk penggunaan tertentu (FAO,
1976). Evaluasi dilakukan dengan cara membandingkan (matching), antara
karakteristik/kualitas lahan dengan persyaratan tumbuh tanaman. Proses
penilaian evaluasi lahan ini menggunakan sifat dan karakteristik tanah
serta iklim untuk setiap satuan peta tanah sebagai input utama. Sementara
peta status kawasan, peta penggunaan lahan, dan data kebijakan lainnya
digunakan sebagai input pendukung penetapan komoditas yang diarahkan
untuk suatu hamparan lahan.

Mengingat bahwa evaluasi lahan untuk 9 komoditas strategis
dilakukan untuk setiap kabupaten/kota maka data sumber daya
lahan/tanah yang diperlukan adalah pada skala yang operasional, yaitu
skala 1 : 50.000 atau semi detail. Selain jumlah kabupaten/kota jumlahnya
sangat banyak (511 kabupaten/kota), maka diperlukan perangkat lunak
kesesuaian lahan yang handal sehingga bisa diolah secara terkomputerisasi
dengan hasil cepat dan presisi tinggi. Oleh karena itu proses evaluasi
lahan dilakukan secara terkomputerisasi menggunakan perangkat lunak
SPKL versi 2.0 (Bachri et a/. 2015).

Penyusunan Peta Kesesuaian Lahan

Evaluasi kesesuaian lahan menggunakan dataset dari hasil kegiatan
pemetaan tanah semi detail skala 1 : 50.000. Pendekatan, teknik, dan
prosedur evaluasi kesesuaian lahan mengikuti BBSDLP (2011). Evaluasi
dilakukan  dengan cara  membandingkan  (matching),  antara
karakteristik/kualitas lahan dengan persyaratan tumbuh tanaman.
Klasifikasi kesesuaian lahan dilakukan hingga tingkat subkelas ditambah
faktor pembatas (tingkat subkelas, contoh: S2wa). Proses evaluasi lahan
dilakukan secara terkomputerisasi menggunakan perangkat lunak SPKL
versi 2.0 (Bachri et al. 2015).

Hasil pemrosesan di perangkat lunak ini adalah subkelas kesesuaian
lahan masing/masing komoditas untuk setiap satuan peta tanah.
Selanjutnya data ini diolah menggunakan perangkat lunak GIS (Geographic
Information System), disajikan dalam peta kerja untuk verifikasi di
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lapangan. Jadi, hasil dari tahap ini adalah peta kesesuaian lahan
sementara yang kemudian menjadi peta kerja saat verifikasi lapangan.

Kegiatan verifikasi peta kesesuaian lahan di lapangan dilakukan
terhadap peta kesesuaian lahan sementara. Lokasi verifikasi adalah areal
yang : (i) belum memiliki titik pengamatan tanah, (ii) berada pada
penggunaan lahan sawah, tegalan, kebun campuran, perkebunan, atau
semak belukar, (iii) berada pada lahan hutan produksi (HP), hutan
produksi konversi (HPK), dan areal penggunaan lain (APL), dan (iv)
mewakili kelas relief dan posisi lereng. Selain verifikasi di lapangan,
dilakukan juga diskusi dengan para pengambil kebijakan di daerah yaitu
Dinas Pertanian dan Bappeda, untuk memperoleh informasi komoditas
unggulan daerah dan pengumpulan data-data pendukung, seperti
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD), dan Statistik Kabupaten Dalam Angka.

Data pendukung lainnya diambil dari hasil wawancara dengan petani
meliputi hasil tanaman, perlakuan terhadap tanaman, ketersedian
infrastruktur jalan usaha tani dan jaringan irigasi serta pemanfaatan alat
dan mesin pertanian, stabilitas harga dan kemudahan pemasaran hasil
pertanian, serta kemauan petani setempat untuk menanam komoditas
tanaman tertentu (preferensi petani).

Data hasil verifikasi lapang digunakan untuk meninjau ulang dataset
karakteristik lahan yang disiapkan pada tahap sebelumnya, jika hasil
evaluasi lahan tidak sesuai dengan kondisi lapangan, maka dataset hasil
update ini selanjutnya diproses kembali dengan SPKL versi 2.0 (Bachri et
al. 2015) guna memperoleh kelas kesesuaian lahan setiap komoditas versi
final.

Legenda peta menyajikan kelas kesesuaian lahan dan faktor-faktor
pembatasnya. Jika faktor pembatas lebih dari satu, maka hanya 3 faktor
pembatas yang dimasukan ke dalam legenda peta. Pembeda kelas pada
Peta Kesesuaian Lahan ini disimbolkan dengan warna dan kode. Peta
kesesuaian lahan dibuat per komoditas. Selain itu, luas kelas kesesuaian
lahan per kecamatan dihitung, disajikan dan dibahas dalam naskah atlas
peta kesesuaian lahan dan arahan komoditas. Contoh legenda Peta
Kesesuaian Lahan untuk Komoditas tanaman kedelai di Kabupaten Hulu
Sungai Selatan disajikan dalam Tabel 5
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Tabel 5. Sebaran Kelas Kesesuaian Lahan dan Faktor Pembatas Tanaman
Kedelai di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan

KECAMATAN | N—eh | N-rc | S3-wa wa?gr/ na waiir/eh wajfc/na was/fc/xs Total

Angkinang 5.849 5.849
Daha Barat 4.272 9.622| 3.093| 16.987
g;:an 2.002 23223 | 1491 | 26.716
Daha Utara 4,119 20.054 968 | 25.140
Kalumpang 12.060 12.060
Kandangan 8.814 8.814
Loksado 9.114 22.567 154 356 32.192
;:‘:j:gg 7.887 3364 | 2879 | 2334 3.646 20.109
Simpur 8.603 8.603
Sungairaya 727 905 4.598 6.231
I::uaggs:m 2.909 1.776 1.311 5.995
Total 20637 | 10392 | 25.931| 4.809| 3.240| 98.137| 5.551 | 168.696

Penyusunan Peta Arahan Pengembangan Komoditas dan
Rekomendasi Pengelolaan

Kesesuaian lahan untuk pengembangan 9 komoditas telah tersedia

untuk seluruh kabupaten yang dievaluasi. Kesesuaian lahan ini merupakan
kesesuaian lahan secara biofisik sehingga dimungkinkan suatu hamparan
lahan sesuai untuk lebih dari satu komoditas. Untuk tujuan optimalisasi
pemanfaatan lahan dan keberlanjutan sistem budidaya (farming system),
komoditas yang direkomendasikan perlu ditetapkan. Faktor-faktor yang
dipertimbangkan dalam penyusunan arahan pengembangan komoditas
pertanian adalah peta kesesuaian lahan, peta status kawasan hutan, peta
status penguasaan lahan, tipe penggunaan lahan, dan kebijakan
pemerintah daerah tentang komoditas unggulan daerah, serta minat
petani. Gambar 2 menyajikan diagram alir penyusunan peta arahan
pengembangan komoditas.

Memperkuat Kemampuan Wilayah Menghadapi Perubahan Iklim 109



Data Atribut:
Karakteristik “— dBSDL |
Lahan

| I
Data Spasial: | Peta

Peta Tanah/Satuan 1 ASAN
Lahan I W

Model Kriteria:
9 Komaditas

)

HE, HPK,

A

‘ OVERLAY Peta STATUS
TERBANGUN L)

Gambar 2. Diagram Alir Penyusunan Peta Arahan Pengembangan Komoditas
Strategis

Pada tahun anggaran 2016 penyusunan peta kesesuaian lahan dan
arahan komoditas pertanian untuk 9 komoditas pertanian strategis telah
diselesaikan sebanyak 262 kabupaten/kota dan pada tahun anggaran 2017
direncanakan akan diselesaikan sebanyak 275 kabupaten/kota di seluruh
Indonesia. Namun sampai pertengahan tahun 2017, peta tanah,
kesesuaian lahan serta arahan pengembangan komoditas pertanian baru
dikerjakan sebanyak 120 kabupaten/kota (Tabel 6). Salah satu contoh
dari Atlas Peta Kesesuaian Lahan dan Arahan Komoditas Pertanian yang
sudah diselesaikan pada tahun anggaran 2016 adalah Kabupaten Ciamis
(Gambar 3, 4, dan 5), sedangkan pada tahun anggaran 2017 salah satu
peta kesesuaian lahannya adalah Peta Kesesuaian Lahan Kabupaten
Bandung Barat untuk untuk beberapa komoditas.
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ATLAS PETA KESESUAIAN LAHAN
DAN ARAHAN KOMODITAS PERTANIAN

Gambar 3. Contoh Atlas Peta Kesesuaian Lahan dan Arahan Komoditas Pertanian
Berbasis Kabupaten (BBSDLP 2016b).
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Gambar 4. Peta Kesesuaian Lahan untuk Sawah Irigasi dan Tanaman Kakao
(BBSDLP, 2016b)
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Gambar 5. Peta Arahan Komoditas Pertanian Strategis Kabupaten Ciamis
(BBSDLP, 2016b)

Tabel 6. Jumlah kabupaten/kota yang sudah dinilai kesesuaian lahan
dan arahan pengembangan komoditas pertanian pada tahun

2016-2017
Pulau Bali/Nusa
Utama/ | Sumatera | Jawa | Kalimantan Sulawesi T Maluku | Papua Jumlah
enggara
Tahun
2016 55 40 47 65 29 11 15 262
2017 58 57 - 5 - - - 120

Sumber : diolah dari data Atlas Kesesuaian Lahan dan Arahan Pengembangan
Pertanian (BBSDLP 2016) dan Draft Atlas Kesesuaian Lahan dan
Arahan Pengembangan Pertanian (BBSDLP 2017)

Dari uraian di atas terlihat bahwa dari data sumber daya lahan
tingkat semi detail dapat dihasilkan kesesuaian lahan lahannya untuk
berbagai komoditas unggulan atau komoditas prioritas yang dapat
dikembangkan, baik untuk meningkatkan produksi maupun untuk
pengembangan agribisnis. Pilihan komoditas yang dapat dikembangkan
tersebut perlu ditindaklanjuti dengan berbagai upaya pengelolaan lahannya
melalui pemanfaatan teknologi yang tersedia dengan mempertimbangkan
upaya adaptasi perubahan iklim.

Sebagai tindak lanjut dari arahan komoditas yang dihasilkan dari
kegiatan pemetaan tanah dan evaluasi lahan adalah menyusun
rekomendasi pengelolaan lahan (RPL). Informasi yang disajikan dalam
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RPL mencakup deskripsi agroekosistem, faktor-faktor pembatas lahan
disertai dengan upaya penanggulangannya, varietas rekomendasi, dan
teknologi budidaya. Informasi lengkap dalam RPL ini diharapkan dapat
mempercepat pemahaman aplikasi inovasi teknologi oleh berbagai
pemangku kepentingan di lapangan, sehingga peningkatan produksi
pertanian dan agribisnis dapat segera terwujud. Paket-paket rekomendasi
pengelolaan untuk setiap kabupaten disajikan dalam bentuk kumpulan
buku paket rekomendasi pengelolaan lahan. Tabel 7 menyajikan
ringkasan hasil evaluasi dan arahan pegembangan lahan pertanian di
Kabupaten Cirebon.

Tabel 7. Ringkasan hasil evaluasi dan arahan pengembangan pertanian di
Kabupaten Cirebon

No | Arahan Keterangan
1 Lahan direkomendasikan
- Luas 79.513,31 ha (74,9%)
- Komoditas rekomendasi Padi, jagung, kedelai, bawang merah,
cabai merah, tebu dan pakan ternak
- Jumlah paket 171 paket RPL
- Sistem pengelolaan Intensifikasi (I), Ekstensifikasi (E), dan
Diversifikasi (D)
2 Lahan tidak direkomendasikan
- Luas 26.641,3 ha (25,1%)
- Lahan tidak sesuai (N) Lahan tidak sesuai secara biofisik
- Tidak Rekomendasi (TR) Lahan tidak sesuai karena status lahan
berupa kawasan hutan
- Lain-lain Lahan berupa pemukiman, tubuh air dan
lain-lain

Sumber : Tim Peneliti Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (2016)

Paket rekomendasi pengelolaan lahan tergolong sangat lengkap dan
rinci, meliputi rekomendasi varietas, musim, penyiapan benih, penyiapan
lahan, jarak tanam, pupuk (dosis dan waktu pemupukan), cara memupuk,
amelioran, pemeliharaan, pengendalian OPT, dan cara panen serta pasca
panen dengan mempertimbangkan adaptasi perubahan iklim. Diharapkan
dengan rekomendasi terinci dan lengkap tersebut maka produksi setiap
komoditas pertanian yang ditanam dapat akan menghasilkan produksi yang
optimal
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Rekomendasi Adaptasi Perubahan Iklim

Dalam kaitannya dengan dampak perubahan iklim terhadap sektor
pertanian, sesuai dengan Pedoman Umum Adaptasi Perubahan Iklim Sektor
Pertanian (Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, 2011), maka
beberapa hal yang disarankan dalam rekomendasi tersebut adalah sebagai
berikut :

1. Teknologi adaptasi tanaman pangan dan hortikultura

e Perbaikan manajemen pengelolaan air, termasuk sistem dan
jaringan irigasi.

e Pengembangan teknologi panen air (embung, dam parit) dan
efisiensi penggunaan air seperti irigasi tetes dan mulsa.

e Pengembangan jenis dan varietas tanaman yang toleran terhadap
stres cekaman lingkungan seperti kenaikan suhu udara, kekeringan,
genangan (banjir), dan salinitas.

e Pengembangan teknologi pengelolaan tanah dan tanaman untuk
meningkatkan daya adaptasi tanaman.

e Pengembangan sistem perlindungan usahatani dari kegagalan
akibat perubahan iklim atau crop weather insurance.

2. Teknologi adaptasi tanaman perkebunan

e Pengembangan komoditas yang mampu bertahan dalam kondisi
cekaman kekeringan dan kelebihan air.

e Penerapan teknologi pengelolaan tanah dan tanaman untuk
meningkatkan daya adaptasi tanaman.

e Pengembangan teknologi hemat air.

e Penerapan teknologi pengelolaan air, terutama pada lahan yang
rentan terhadap kekeringan.

3. Teknologi adaptasi menghadapi ancaman kelangkaan air dan
kekeringan

e Penyesuaian waktu dan pola tanam berdasarkan atlas kalender
tanam.

e Teknologi panen hujan (water harvesting).

e Teknologi irigasi.

Inovasi teknologi adaptif untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim
antara lain adalah:

e Varietas unggul yang rendah emisi GRK, toleran kekeringan dan
genangan, berumur genjah (ultra genjah), dan toleran salinitas.
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e Teknologi pengelolaan lahan dan air, pengolahan tanah, sistem
irigasi /ntermitten, pengelolaan lahan gambut secara berkelanjutan,
dan pengomposan.

e Teknologi zero waste dan pemanfaatan limbah (organik) pertanian,
pupuk organik, pakan ternak, teknologi biogas, bioenergi dan jajar
legowo.

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019
Kementerian Pertanian terutama dalam meningkatan kedaulatan pangan
dan adaptasi perubahan iklim memerlukan dukungan data sumber daya
lahan yang bersifat operasional untuk tingkat kabupaten atau kota. Data
dasar sumberberdaya lahan yang operasional untuk tingkat kabupaten/kota
adalah hasil survei dan pemetaan pada tingkat semi detail atau skala 1 :
50.000- 1: 25.000, vyaitu berupa peta tanah semi detail dengan
laporannnya. Dari 511 kabupaten/kota yang ada di seluruh Indonesia,
sampai akhir tahun 2016 baru 262 kabupaten/kota yang data sumber daya
lahannya tersedia dengan baik dan akan diselesaikankan lagi 120
kabupaten/kota pada tahun 2017.
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BAB III.

KEARIFAN LOKAL MENGHADAPI PERUBAHAN
IKLIM






KEARIFAN LOKAL MENGHADAPI PERUBAHAN IKLIM

Pengaruh perubahan iklim terhadap produksi pertanian dapat
secara langsung ataupun tidak langsung. Peningkatan temperatur udara
dapat memperpendek fase generatif dan meningkatnya hama dan
penyakit, terjadinya banjir dan kekeringan yang semakin meluas,
seluruhnya akan menyebabkan pengurangan produksi. Untuk mengatasi
perubahan iklim, diperlukan politik Pertanian dalam menghadapi perubahan
iklim nasional dan perubahan iklim global. Tetapi sampai saat ini, Indonesia
belum memiliki politik terhadap perubahan iklim yang effektif. Untuk
maksud tersebut diperlukan suatu kerangka instrumen kebijakan yang
layak. Kearifan lokal dapat dijadikan basis untuk memperkuat ketangguhan
masyarakat dalam mengadaptasi perubahan iklim dan kemampuan
mitigasi. Dalam melakukan penanggulangan perubahan iklim, diperlukan
berbagai strategi pendekatan yang bersifat terpadu yang meliputi
pendekatan teknis-teknologi, biofisik, sosial dan ekonomi, serta pendekatan
politis.

Praktek praktek kearifan lokal yang terkait dengan iklim khususnya
praktek yang bersifat adaptif di antaranya: (@) praktek-praktek sekolah
lapangan dalam mengadaptasi perubahan iklim yang berbasis kearifan
lokal; (b) membangun kemampuan adaptif dan mitigatif, (c) kebijakan
memperkuat kemampuan petani. Untuk menerapkan saran tersebut,
diperlukan kerangka dasar kebijakan yang ditunjang oleh dukungan
kelembagaan nasional yang dijadikan rujukan berbagai produk perundang
undangan  memungkinkan terjadinya pendekatan keterpaduan antar
berbagai pihak seperti birokrasi pemerintah, swasta, dan lembaga
swadaya masyarakat.

Pada dasarnya, kearifan lokal berperan lebih dulu dalam
mengantisipasi  kerusakan lingkungan/ekosistem serta perubahan
iklim. Dalam hal tertentu kearifan lokal lebih berperan dalam menjaga
ekosistem dari pada hukum vyang ditetapkan dalam mengatur pola
masyarakat. Mitos, ritual, dan pitutur luhur erat kaitannya dengan alam,
mampu mengatur masyarakat sedemikian rupa dalam hubungannya
dengan lingkungan.

Kearifan lokal yang berkaitan dengan upaya pencegahan bencana
alam, pelestarian hutan dan pengelolaan sumber daya air, antara lain
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bertujuan guna mengurangi dampak negatif perilaku dan perubahan iklim,
termasuk bencana alam. Namun demikian praktek adaptasi perubahan
iklim harus melibatkan seluruh elemen masyarakat melalui kolaborasi
jangka panjang. Dengan demikian pendekatan untuk mencegah atau
mengurangi dampak perubahan iklim terhadap ekosistem memerlukan
strategi integratif yang melibatkan berbagai sektor, bidang keilmuan dan
profesi, dan aspek-aspek lain yang terlibat di dalamnya.

Bentuk-bentuk kearifan lokal di masyarakat dapat berupa nilai,
norma, kepercayaan, dan aturan-aturan khusus. Berdasarkan bentuk
tersebut kearifan lokal mempunyai fungsi yang bermacam-macam. Kondisi
demikian menunjukkan betapa luas ranah kearifan lokal, mulai dari yang
sifatnya sangat teologis sampai yang sangat pragmatis dan teknis.

Sebagai contoh, kearifan lokal pa/intangan dapat dijadikan rujukan
untuk menentukan pergerakan matahari. Pada waktu siang hari,
pergerakan matahari menunjukkan arah timur dan barat, dan pergerakan
bulan pada malam hari menuntun manusia dalam menentukan hari dalam
hitungan bulan. Selanjutnya bintang Crux (pari), Scorpio, dan Biduk, dapat
dijadikan rujukan untuk menunjuk arah selatan, menunjukkan arah
tenggara, dan menunjuk arah utara. Rasi Orion (luku, waluku) digunakan
untuk menentukan musim atau kalender kegiatan bercocok tanam.

Kearifan lokal yang dapat dihubungkan dengan perubahan iklim
pada umumnya menekankan pada upaya pencegahan degradasi lahan dan
lingkungan dalam berbagai bentuk dan strategi. Kearifan lokal untuk
mencegah degradasi lahan akibat erosi/longsor adalah nyabuk gunung.
Antisipasi terhadap banjir juga dapat dilakukan dengan penerapan nasehat
atau larangan, tabu, dan pikukuh yang berkaitan dengan pencegahan
banjir dan longsor melalui pendidikan untuk tidak merambah hutan.

Adaptasi keragaman iklim yang dipertajam oleh adanya perubahan
iklim sudah biasa dilakukan oleh masyarakat yang memiliki kearifan lokal
seperti Subak. Pada saat terjadi iklim ekstrim seperti el nino sudah biasa
dilakukan sistem peminjaman air antar daerah hulu dan hilir.

Dalam hal sistem pinjam air, tidak berlaku antar para petani saja, bahkan
juga bisa antar Subak. Jika salah satu subak kekurangan pasokan air, maka
mereka akan meminjam air ke subak lainnya yang airnya cukup. Kearifan
lokal lainya yang masih dirujuk oleh masyarakat petani di berbagai wilayah
Sulawesi Selatan antara lain mappalili atau appalili, tudang sipulung atau
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empo sippitangari, dan mappadendang. Kontribusi kearifan lokal sebagai
budaya lokal dan kapital sosial dalam pembangunan pertanian jangka
pendek memberikan manfaat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan

pengelolaan usaha pertanian, khususnya pada usaha pertanian tanaman
pangan padi
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KEARIFAN LOKAL SEBAGAI LANDASAN MEMBANGUN
KEMAMPUAN PETANI MENGHADAPI PERUBAHAN IKLIM

Effendi Pasandaran dan Muhammad Syakir

PENDAHULUAN

Menurut pengkajian terakhir dari Intergovernental Panel on Climate
Change (IPCC) tahun 2014 tingkat emisi gas rumah kaca (GRK) adalah
tertinggi sepanjang sejarah. Produksi Pertanian dan pergeseran tataguna
lahan sebagai akibat pembangunan pertanian adalah salah satu sumber
utama terjadinya emisi. Dampak perubahan iklin terhadap produksi
pertanian akan menjadi semakin buruk terutama pada negara negara
berpenghasilan rendah karena banyak penduduknya yang sangat
tergantung pada ketahanan pangan. Karena itu Paris Agreement yang
disponsori oleh United Nations Framework Convention on Climate change
(UNFCCC) telah menetapkan prioritas utama untuk menyelamatkan
ketahanan pangan dan mengurangi kelaparan sebagai akibat ancaman
terhadap proses produksi pertanian sebagai dampak prubahan iklim
(UNFCC, 2015). Hal tersebut sudah lama diperingatkan misanya oleh IPCC
2007, dan Stern, 2007, kalau tidak dilakukan upaya mitigasi dan adaptasi
baik secara global, nasional, maupun di tingkat lokal oleh elemen-elemen
masyarakat sendiri.

Indonesia dianggap merupakan salah satu penyumbang GRK
terbesar setelah Amerika, Cina dan Eropa. Lahan Pertanian Sawah
merupakan penyumbang gas CH, yang cukup signifikan karena kondisi
sawah yang tergenang air memudahkan terjadinya pembentukan gas CHs.
Menurut laporan World Bank , 2007, sektor pertanian merupakan
penyumbang utama emisi metana yaitu sebanyak 59 persen dari total
emisi metana nasional dan sawah dapat mengemisi 70 persen dan 86
persen N,O.

Selanjutnya disebutkan bahwa emisi yang bersumber dari lahan
sawah dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain pengelolaan hara,
pengelolaan air, serta pengelolaan tanam tanaman pada usahatani sawah.
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FAO, 2017. Menyebutkan bahwa emisi metana juga dipengaruhi oleh
fermentasi dalam proses pencernaan ternak ruminansia.

Pengaruh perubahan iklim terhadap produksi pertanian dapat
secara langsung ataupun tidak langsung (Kang, et a/, 2009). Peningkatan
temperatur udara dapat memperpendek fase generatif dan meningkatnya
hama dan penyakit yang dapat menyebabkan pengurangan produksi.
Ditambahkan oleh FAO (2017), terjadinya penyebaran hama dan penyakit
antar wilayah (transboundary) akan semakin meningkat. Demikian pula
terjadinya risiko banjr dan kekeringan yang semakin meluas akan
mengurangi produksi. Inundasi permukaan air laut dimasa yang akan
datang akan mempengaruhi lahan lahan pertanian didaerah pesisir (Amien
dan Runtunuwu, 2008).

Indonesia sendiri telah mengalami gejala keragaman iklim seperti
pola musim hujan dan kemarau yang tidak menentu,seperti makin
panjangnya musim kemarau atau mekin pendeknya musim hujan dan
demikian juga sebaliknya. Dampak elnino terhadap produksi pertanian
Indonesia khususnya produksi padi telah dikaji oleh Naylor, et a/ 2007,
khususnya di daerah persawahan Jawa dan Bali dapat menjadi acuan
untuk menetapkan langkah langkah adaptasi dan mitigasi yang diperlukan.

Politik Pertanian dalam menghadapi perubahan iklim nasional
diperlukan untuk mendukung politik menghadapi perubahan iklim global.
Menurut Giddens (2008) dewasa ini kita belum memiliki politik terhadap
perubahan iklim yang effektif.

Oleh karena itu tulisan ini tidak bermaksud menjawab tantangan
permasalahan perubahan iklim secara menyeluruh tetapi berupaya
membangun kerangka serta instrumen kebijakan yang diperlukan yang
dapat dianggap layak dan efektif untuk menghadapi masalah dan
tantangan pengelolaan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan di
masa sekarang dan yang menjadi semakin kompleks di masa yang akan
datang karena terjadinya perubahan iklim. Tulisan ini juga mengasumsikan
kearifan lokal dapat dijadikan basis dalam memperkuat ketangguhan
masyarakat dalam mengadaptasi dan beradaptasi terhadap perubahan
iklim dan sekaligus mengembangkan kemampuan mitigasi.  Tujuan
spesifiknya adalah mengulas praktek-praktek kearifan lokal yang terkait
dengan iklim khususnya praktek yang bersifat adaptif selanjutnya
mengulas praktek-praktek sekolah lapangan dalam mengadaptasi
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perubahan iklim. Berdasarkan pelajaran pelajaran yang diperoleh, akan
dibangun kerangka kebijakan yang mencerminkan berbagai strategi yang
perlu di tempuhdalam jangka pendek dan jangka panjang.

SEKOLAH LAPANGAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL

Sekolah lapangan adalah wahana belajar bagi masyarakat petani
untuk membangun kemampuan dan ketangguhan mereka secara
berkelompok dalam mengelola usahataninya secara ekologis dan
berkelanjutan (Wienarto, et a/, 2009). Beberapa contoh sekolah lapangan
dalam membangun kemampuan berbasis kearifan lokal adalah sekolah
lapangan jasa lingkungan untuk melindungi DAS mikro baik di hulu dan
hilir secara terpadu (Thorburn and Craig, 2009). Perintisan sekolah
lapangan di Indonesia dimulai dari SLPHT. Dimulai dengan pilot proyek
dengan bekerjasama dengan FAO pada tahun 1989 selanjutnya
dilanjutkan oleh dukungan finansial World Bank dalam melatih petani
petani yang berpartisipasi dalam pelaksanaan sekolah lapangan (Maryono,
2008, Kuswara, et a/ 2009). Menurut van den Berg (2004) sejak
pelaksanaan di Indonesia, SLPHT telah di praktekan di tigapulau negara
tidak saja pada komoditi padi tetapi juga komoditi lainnya seperti sayur
sayuran dan kapas. Dampak SLPHT meliputi aspek teknis, sosial dan
politik. Dari segi teknis diperoleh pemahaman tentang ciri ciri ekologi,
peningkatan hasil, dan pengurangan risiko produksi, sedangkan dari aspek
sosial diperoleh pemahaman tentang dinamika kelompok dan keterampilan,
sedangkan dari segi politik diperoleh pemahaman tentang keterkaitan
antara penelitian dan penyuluhan, serta kemampuan bernegosiasi.

Abbas et al/ (2006) membahas peran sekolah lapangan sebagai
instrumen penyuluhan pertanian masa depan demikian pula Diltz
mengemukakan bahwa sekolah lapangan dapat dijadikan instrumen
pembaharuan penyuluhan pertanian. Asumsi dasar pelaksanaanya adalah
memberlakukan petani sebagai ahli dalam usahataninya sendiri
(Padmanegara ,2006).

Sebagaimana sekolah lapangan pengendalian hama terpadu
(SLPHT) yang menjadikan analisis agroekosistem sawah sebagai dasar
untuk pengorganisasian dan tindakan maka SL jasa lingkungan memiliki
fokus pada siklus hidrologi sebagai dasar perngorganisasian yang
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dipadukan dengan kerangka perikehidupan berkelanjutan (sustainable
livelihoods framework) yaitu suatu model konseptual yang membantu
masyarakat menganalisis strategi penghidupan mereka terkait dengan
faktor-faktor kerentan dari luar dan dalam (Kuswara, et a/2009).

Pola pendidikan sekolah lapangan bukan sekedar /earning by doing,
belajar dari lapangan, tetapi suatu proses sehingga para peserta dapat
menguasai suatu proses yang menuju kepada discovery learning atau
penemuan ilmu atau pengetahuan, yang bersifat dinamis dan dapat
diterapkan dalam manajemen usahatani ataupun kehidupan sehari-hari.
Sekolah lapangan diharapkan dapat menjadi wadah menuju petani tangguh
dimasa yang akan datang.

Beberapa ciri sekolah lapangan yang menunjukkan perbedaan
dengan sistem penyuluhan yang sering dilaksanakan seperti training and
visit adalah (1) adanya sarana belajar ciptaan sendiri atau seff generated
learning materials disamping usahatani yang tersedia, (2) adanya fasilitator
yang telah mempunyai pengalaman dalam pelaksanaan sekolah lapangan
yang mengajak peserta untuk terlibat dalam proses pendidikan.

Kearifan lokal adalah pengetahuan lokal yang diwariskan
masyarakat petani secara tradisional atau temuan-temuan baru sebagai
hasil pengalaman yang muncul dari peristiwa yang terjadi berulang-ulang.
Sauri dan Puspadi (2009) misalnya membahas kearifan lokal masyarakat
Batu Nampar, Lombok, dalam mengantisipasi dan adaptasi perubahan iklim
terhadap pertanian. Gotongroyong dalam istilah lokal disebut besiru yang
sebetulnya merupakan suatu upaya masyarakat untuk mengantisipasi hari
hujan yang relatif pendek dengan curah hujan yang relatif rendah agar
dapat menyelesaikan kegiatan kegiatan usahatani secara cepat. Penentuan
kelompok terkait dengan kemampuan tenagakerja yang perlu dipesiapkan
dalam mengatasi hari hujan yang pendek. Biasanya ada musyawarah
dalam kelompok besiru dalam menentukan jadwal kerja. Ada petanda-
petanda alam yang perlu dipelajari oleh kelompok besiru misalnya Nyale
yang merupakan musim dan gejala alam yang akan terjadi pada tahun
tersebut. Budaya pertanian yang terkait dengan petanda iklim misalnya
pembuatan dan manajemen embung, penanaman tanaman penguat
terasering, pemeliharaan resim air melalui tanaman keras seperti bambu
dan pepohonan lainnya.
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Menurut Phongphit dan Nantasuwan (2002) kearifan lokal bersifat
akumulatif berdasarkan pengalaman turun-temurun pada masyarakat,
kelompok masyarakat ataupun individu biasanya atas inisiatif orang orang
arif pedesaan. Manajemen pengetahuan meliputi penemuan, pertukaran
dan transfer pengetahuan termasuk pengalaman pribadi. (Wasko and
Faraj, 2005). Selanjutnya dikemukakan bahwa Pengalaman pribadi tidaklah
mudah ditransfer tetapi tetap merupakan salah satu strategi dalam
menajemen pengetahuan. Menurut Taylor and the Loe (2012)
pengetahuan lokal penting untuk mendukung investigasi teknis,
pengembangan kebijakan, dan perbaikan proses pengambilan keputusan
mengenai lingkungan lokal. Partisipasi diperlukan dalam pertukaran
pengetahuan dan hal ini merupakan kapital sosial yang ada pada
masyarakat (Coleman, 1988).

Demikian juga Nurwati (2009) menyoroti pemanfaatan
pranatamangsa sebagai instrumen penyuluhan pertanian terkait dengan
sifat-sifat iklim di Nusa Tenggara Barat. Ia menyimpulkan bahwa ada
kaidah waktu atau musim yang penentuannya berdasarkan (i)perubahan
sifat-sifat alam sepert air, angin, udara, tanah dan perbintangan (ii)
perkembangan tumbuh tumbuban (flora) dan perkembangan hewan
(fauna). Ada nilai-nilai ilmiah yang dapat dipelajari berdasarkan hukum
hukum alam yang sangat kompleks.

Pranata mangsa banyak dipraktekan diberbagai wilayah seperti Bali,
Sulawesi Selatan, dan pulau Jawa. Pranata mangsa sangat terkait dengan
petanda-petanda iklim. Ada tanda-tanda yang mendahului perubahan alam
yang dapat dijadikan antisipasi seperti bentang alam, laut, maupun
angkasa. Ada petanda yang dapat dijadikan respons terhadap perubahan
cuaca dan dapat dijadikan tolok ukur keberhasilan antisipasi.

Dengan landasan pengetahuan tentang fenomena iklim. Petanda-
petanda yang bersifat lokal ataupun regional, maka sekolah lapangan iklim
dapat dijadikan wadah untuk menggali dan mengkaji lebih lanjut bersama
kelompok petani. Telah banyak petanda lokal yang telah berkembang
dikalangan masyarakat petani yang belum terdokumentasi secara baik.
Pengetahuan lokal atau /ndigenious knowleges yang dihasilkan dapat di
rasionalkan melalui pengkajian landasan ilmiahnya sehingga tidak hilang
ditelan waktu.
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Pengamatan dari hari ke hari, pengalaman dari musim ke musim
dalam mengaitkan unsur-unsur pengetahuan lama dan baru itu merupakan
mekanisme belajar yang utama bagi petani. Melalui kombinasi antara
unsur-unsur pengetahuan yang telah tersimpan dalam alam pikirnya
dengan rangsangan baru itulah pengetahuan lokal petani semakin
diperkaya (Winarto, et al, 2013)

Peserta belajar dalam sekolah lapangan antara lain ditentukan oleh
wilayah keberadaan manusian sebagai mahluk sosial yang dapat dibedakan
antara wilayah pekerjaan, wilayah interaksi dan wilayah peran. Wilayah
pekerjaan menyangkut lingkungan secara teknis termasuk lingkungan
sosial. Secara realita petani berhubungan erat dengan lingkungan setempat
atau komponen ekosistem seperti tanah, tanaman, air, cuaca dengan
segala keragamannya, dan serangga pengganggu tanaman.

Dengan demikian ada pemahaman-pemahaman vyang bisa
dikembangkan dalam domain ini. Pertama, memahami unsur
agroekosistem seperti fungsi sinar matahari, tanah, air, bahan organik, dan
banyak fungsi lainnya. Kedua, tanaman, hewan, dan mikroorganisme
dalam suatu lokalitas yang terkait dengan berbagai proses biofisik
merupakan suatu kesatuan ekosistem. Ketiga, kesadaran perlunya
pengelolaan ekosistem yang baik hendaknya merupakan salah satu ciri
utama dalam proses belajar melalui sekolah lapangan terutama perannya
dalam memanfaatkan sumber daya lahan dan air (Pasandaran dan
Haryono, 2013).

Wilayah hubungan antarsesama dimaksudkan untuk (i) membangun
dinamika kelompok yang kuat yang mencakup komunikasi, kerjasama,
sikap kritis pengembangan keterampilan baik individu maupun kelompok
(i) mengajak peserta memahami nilai-nilai yang terkandung dalam sifat-
sifat alam yang berhubungan dengan praktek pengambilan keputusan
dalam budidaya tanaman (iii) memahami proses perubahan yang terjadi
dalam hal perubahan cuaca dan keragaman iklim, (iv) memahami
partisipasi kelompok masyarakat dalam mempelajari tanda tanda
perubahan, dan membangun kerjasama dalam pengembangan
pengetahuan lokal (v) membangun kembali kearifan lokal yang sudah ada
termasuk gotongroyong dan berbagai ritual.

Wilayah Peran dimaksudkan untuk mengidentifikasi peserta dalam
berbagai peran yang dilakukan dan memfasilitasi peserta sebagai subyek
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belajar, memfasilitasi komunikasi dan interaksi berbagai fihak, membangun
visi lokal tentang iklim menganalisa aturan aturan yang diperlukan untuk
mendukung terwujudnya visi, menyusun rencana kerja bersama termasuk
pengaturan tata ruang yang diperlukan.

MEMBANGUN KEMAMPUAN ADAPTIF DAN MITIGATIF

Degradasi sumber daya alam dan perubahan iklim merupakan
tantangan besar yang dihadapi masyarakat global pada umumnya dan
bangsa Indonesia khususnya. Kedua faktor tersebut baik sendiri-sendiri
maupun oleh interaksi satu terhadap lainnya mempengaruhi kinerja sektor
pertanian termasuk produksi pangan. Lahan dan air merupakan elemen
sumber daya alam yang dipengaruhi proses degradasi melalui perubahan
fungsi dan jasa ekosistem. Proses tersebut telah berlangsung cukup lama
mungkin sejak empat dasawarsa terakhir dan bersama-sama dengan
perubahan iklim pengaruhnya terhadap jasa ekosistem seperti merayap
sehingga tidak terasa dampaknya menjadi besar (Pasandaran et a/, 2013)

Masalah ekologis dan perubahan iklim seperti disebutkan diatas
telah mendorong manusia secara global apabila tidak ada upaya upaya
yang serius menurut Lester Brown (2015) dapat menghantar manusia
sampai kepada ujung penghidupan (world on the edge). Tidak perlu
menunggu sampai generasi berikutnya menghadapi masalah tersebut.
Masalah dunia bukan hanya masalah defisit fiskal tetapi yang terutama
adalah masalah ekologis. Menurut Leahy dalam Earth Island Journal dalam
Brown (2015) terjadinya degradasi sumber daya lahan melalui erosi
merupakan silent global crisis.

Pada tahun 2010 Perserikatan Bangsa Bangsa mengumumkan
bahwa secara global disamping erosi telah terjadi perluasan padang gurun
(desertification). Antara tahun 1978 dan 1987 telah terjadi tambahan
padang gurun sebesar 810 mil persegi dan sejak 1987 melonjak jadi 1390
mil persegi. Hal tersebut tidak saja terjadi di Cina tetapi juga di Afrika
Timur.

Iklim menjadi semakin tidak stabil. Kurun waktu dimana
kecenderungan iklim dapat di prediksi telah menjadi sejarah. Menurut
Brown lebih lanjut kita telah menuju jaman temperatur yang semakin tidak
dapat di prediksi. Pengaruh peningkatan temperatur terhadap ketahanan
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pangan semakin mengkawatirkan. Apabila temperatur meningkat selama
masa pertumbuhan hasil tanaman akan berkurang. Menurut berbagai
pakar ekologi tanaman diperkirakan penambahan temperatur satu derajat
selsius akan menurunkan hasil sebesar 10 persen. Pengaruh terhadap
fotosintesis walaupun mula-mula meningkat namun setelah /eveling off
sampai temperatur 35 derajat selsius mulai menurun. Naylor et a/ (2007)
juga mempunyai pandangan yang sama dalam mengukur dampak elnino
terhadap produksi padi di pulau Jawa.

Penurunan kemampuan global dalam kemampuan ekologis pada
hakekatnya akan menghantar manusia scara global tidak saja pada
keterpurukan ekonomi tetapi juga keterpurukan sosial karena pemikiran-
pemikiran ekonomi dewasa ini masih tidak sinkron dengan perkembangan
ekosistem padahal ekonomi sangat tergantung pada ekosistem. Munculnya
negara-negara gagal dewasa ini akan semakin meluas dan dipercepat.
Stabilitas harga pangan dunia menjadi terancam terutama karena
langkanya ketersediaan air dan di berbagai negara besar sepert India dan
Cina karena merosotnya permukaan airtanah. Hal ini akan diperparah
dengan semakin langkanya ketersedian energi yang berasal dari minyak
bumi.

Pandangan yang sama telah dikemukakan oleh Beddington (2015)
yang meramalkan bahwa pada tahun 2030 dunia memerlukan limapuluh
persen produksi dan energi dan lebih banyak dari tahun 2015 demikian
pula air tawar lebih banyak 30 persen walaupun upaya adaptasi dan
mitigasi dengan business as usual sedang berlangsung. Ancaman ini
disebut sebagai perfect storm .Tidak akan terjadi ambruk total tetapi apa
yang dihadapi akan menjadi sangat mengkawatirkan kalau tidak terjadi
langkah langkah yang lebih serius menghadapi persoalan tersebut.
Produksi pertanian diupayakan oleh berbagai negara agar terus meningkat
karena ditantang oleh perubahan iklim, kenaikan harga energi dan
peningkatan populasi penduduk. Namun karena terbatasnya ketersediaan
sumber daya lahan dan air maka diduga akan terjadi kelangkaan pangan,
energi, dan air dan akan menyebabkan peningkatan jumlah negara gagal,
dan meningkatnya ketegangan internasional. Akan terjadi peningkatan
jumlah migrasi karena meningkatnya konflik. Ketegangan tidak saja terjadi
dinegara-negara miskin yang sedang berkembang tetapi juga dinegara-
negara besar seperti India dan China.
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Adaptasi  adalah suatu respons terhadap stimulus iklim dan
akibatnya baik yang bersifat antisipatif maupun reaktif yang dapat
mereduksi dampak negatif ataupun yang dapat memberi peluang-peluang
yang menguntungkan (Sutarya, et a/ 2009). Kegiatan kegiatan adaptif
yang bersifat antisipatif misalnya perubahan pola tanam dalam
menghadapi perkiraan terjadinya musim kemarau yang panjang. Kegiatan
adaptif yang bersifat reaktif misalnya penanaman kembali setelah
terjadinya banjir. Belum ada data komprehensif yang menunjukan
keberhasilan kegiatan kegiatan adaptif namun ada kasus kasus yang
terjadi yang menujukkan keberhasilan dalam mengantisipasi musim
kemarau yang panjang (Hananto dan Hutahean, 2016).

Sekolah lapangan dapat mempraktekan kajian-kajian adaptif
termasuk (i) pengaturan kalender tanam (ii) penggantian tanaman
berdasarkan ketersedian air dengan tanaman hemat air atau tanaman yang
tahan terhadap banjir (iii) kajian tentang penerapan mulsa sebagai
instrumen manajemen kelembaban air  didaerah lahan kering dan
penerapan bahan organik untuk mengikat air dalam tanah, (iv) kajian
keanekaragaman tanaman yang mempunyai karakter toleran terhadap
kekeringan dan genangan air yang dalam, dan dalam wilayah yang luas
jaringan sekolah lapangan dapat mengkaji komposisi spasial berdasarkan
pertimbangan ekonomi dan ekologi.

Mitigasi adalah kegiatan kegiatan yang dilakukan bersama sama
dalam skala yang luas yang dapat mereduksi gas rumah kaca dan yang
dapat memulihkan degradasi sumber daya alam. Kegiatan kegiatan yang
dilakukan dapat berupa mobilisasi sumber daya manusia untuk
melaksanakan gerakan penghijauan atau kegiatan kegiatan yang telah
melembaga seperti gotongroyong memperbaiki jaringan dan pengelolaan
irigasi, perbaikan resapan air melalui upaya konservasi dan water
harvesting. Praktek pengelolaan usaha tani yang dapat menghemat
penggunaan karbon (Dariah,et al, 2015) atau carbon efficient farming
dalam skala luas merupakan contoh kegiatan mitigatif.

Sekolah lapangan dapat mendukung-kegiatan kegiatan mitigatif
dalam hal (i) memperkuat kearifan lokal dalam memperbaiki lingkungan
lokal yang mampu mereduksi GRK (ii)memperbaiki daerah resapan
(catchment area) melalui konservasi dan perbaikan komposisi tanaman (iii)
merancang aturan lokal yang memperbaiki tataruang yang mampu
mendukung kehidupan lokal baik dari perspektif ekologis dan sosial.
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Wilayah pengkajian sekolah lapangan dapat dilakukan bersama
sama baik yang bersifat adaptif dan mitigatif dengan pendekatan yang
bersifat antisipatif maupun reaktif.Untuk maksud tersebut perlu dibangun
materi pembelajaran sekolah lapangan menghadapi keragaman iklim.
Dalam sekolah lapangan materi pembelajaran hendaknya disusun bersama
petani dan kelompoknya dengan sebanyak mungkin memanfaatkan potensi
lokal. Pembelajaran sedapat mungkin dilakukan di lapangan sehingga
petani dapat bersama-sama menghayati proses yang terjadi dan
merasakan perkembangan yang selama ini kurang diperhatikan.

Pendekatan proses belajar dimulai dari (i) melaksanakan, (ii)
kemudian mengungkapkan, (iii) menganalisis dan (iv) selanjutnya
menyimpulkan. Proses dapat dilaksanakan berulang-ulang dalam menuju
proses pemantapan kesimpulan. Semua orang yang terlibat dalam proses
pembelajaran adalah murid sekali gus guru yang sama sama mencurahkan
perhatian pada obyek yang dituju. Konsekwensinya proses belajar
mengajar menjadi proses komunikasi dalam berbagai bentuk seperti diskusi
kelompok, diskusi pleno,dan bermain peran dengan media yang
memungkinkan terjadinya dialog kritis antar berbagai individu yang terlibat
dalam proses belajar.

Dalam kerangka adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang
menjadi sarana belajar utama adalah indikator perubahan alam seperti
perubahan karakteristik aliran air, karakteristik musim seperti musim
kemarau yang panjang, musim hujan dan wilayah banjir. Belajar dari
pengalaman tokoh masyarakat juga diperlukan terutama tokoh-tokoh yang
menginisiasi kearifan lokal atau yang mempunyai pengetahuan yang dalam
dan luas mengenai kearifan lokal.

Informasi dan teknologi yang berasal dari luar juga dikaji bersama
sebagai bahan kajian untuk dianalisis dan disimpulkan. Proses
pembelajaran hanya dapat dimulai apabila ada kesadaran individu yang
kemudian dikembangkan menjadi kesadaran kelompok berdasarkan
keingintahuan (curiosity) yang mendorong petani untuk bertanya atau
mengamati.

KERANGKA KEBIJAKAN MEMPERKUAT KEMAMPUAN PETANI

Secara global perubahan iklim telah menjadi isu politik dan menjadi
perhatian publik namun masih ada perbedaan dalam hal langkah-langkah
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kebijakan yang diperlukan karena pemahaman yang bersifat parsial dan
cenderung berorientasi kepentingan ekonomi nasional. Amerika serikat
dibawah kepemimpinan Donald Trump malahan menarik diri dari Paris
Agreement 2015 dan belum diketahui apa efek dari penarikan tersebut.
Apakah Donald Trump akan konsisten dengan pandangannya?.
Di Indonesia sendiri walaupun sudah ada rencana definitif nasional politik
perubahan iklim masih belum efektif antara lain disebabkan oleh politik
sektoral yang tidak bertumpu pada suatu kerangka dasar yang terintegrasi
dan berorientasi jangka panjang. Menurut Giddens (2008) pembahasan
publik tentang perubahan iklim cenderung dilakukan dalam lingkup
terbatas dan terkotak-kotak.

Pengkajian pengaruh keragaman iklim terhadap produksi pangan
telah dilakukan misalnya oleh Boer (2007) yang menghitung estimasi
penurunan produksi pangan yang disebabkan oleh kenaikan suhu udara.
Demikian pula dampak elnino terhadap produksi padi Indonesia oleh
Naylor, et a/ (2007). Keragaman iklim bersama-sama dengan degradasi
sumber daya alam juga mempengaruhi performa jasa ekosistem dengan
semakin beragam dan meluasnya gejala-gejala ekstrim seperti banjir dan
kekeringan yang menyebabkan terjadinya gagal panen khususnya tanaman
padi (Pasandaran, et a/, 2011). Meningkatnya frekwensi terjadinya banjir
ekstrim juga dilaporkan oleh Putuhena, et a/ (2002) diberbagai wilayah
sungai di pulau Jawa. Masih ada pengaruh pengaruh lainnya seperti
perubahan pola tanam dan bergesernya golongan tanam (Shofiyati,2013)
yang belum dapat dihitung akibatnya terhadap produksi pangan.

Masyarakat petani adalah pengguna jasa ekosistem terbesar dalam
produksi pangan dan pertanian pada umumnya oleh karena itu setiap
strategi penguatan ketahanan pangan termasuk upaya adaptasi dan
mitigasi terhadap perubahan iklim pada tingkat lokal, regional, atau
nasional hendaknya berpangkal dari pola pikir bahwa masyarakat petani
merupakan arus utama yang perlu di fasilitasi untuk memperkuatan
kreatifitasnya sehingga muncul suatu masyarakat belajar (/earning society)
yang mampu menggunakan potensi penuh yang ada pada mereka. Seperti
yang telah dibahas sebelumnya sekolah lapangan adalah metode yang
digunakan dalam membangun kemampuan adaptif dan mitigatif.

Oleh karena itu upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan
iklim tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri karena hanya menghasilkan
kegiatan yang sporadis dan tidak menghasilkan dampak yang besar dalam
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mengatasi permasalahan yang dihadapi. Demikian pula diperlukan suatu
pendekatan keterpaduan baik dalam hal aturan kelembagaan ditingkat
nasional maupun lokal demikian pula koherensi antara berbagai peraturan
dengan langkah-langkah kebijakan.

Untuk melaksanakan upaya-upaya keterpaduan yang dapat
menghasilkan suatu dampak yang luas diperlukan strategi jangka panjang
yang merujuk pada suatu kerangka dasar yang dapat diterima oleh
berbagai pihak dan berdasarkan prinsip-prinsip operasional yang secara
konsisten dilaksanakan oleh berbagai pihak.

Oleh karena perubahan iklim adalah kepentingan bersama maka
pengelolaan adaptif merupakan salah satu instrumen untuk memperkuat
ketangguhan masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim. Namun
demikian upaya memperkuat kemampuan adaptif masyarakat petani
diharapkan dapat sekaligus memperkuat ketangguhan mitigatif karena baik
upaya kebijakan maupun dukungan kelembagaan memerlukan pendekatan
keterpaduan.

Perubahan iklim sering diinterpretasikan petani sebagai sesuatu
yang tidak lazim. Merujuk pada Crate dan Nuttall (2009:9), perubahan iklim
kerap kali dipahami masyarakat lokal bukan sebagai sesuatu yang akan
terjadi di masa depan, melainkan sebagai sesuatu yang terjadi secara tiba-
tiba yang mendorong mereka untuk berjuang dalam memahami,
menegosiasikan, dan meresponnya (Winarto et a/, 2013). Dipihak lain
dengan adanya petanda petanda iklim yang dikuasai masyarakat lokal
petani diharapkan dapat membangun dan memperkuat kearifan lokal yang
ada (Istiglal Amin, 2009)

Secara umum tujuan strategi kebijakan yang ditempuh adalah
memperkuat ketangguhan masyarakat petani dalam menangani kerusakan
ekologi dan dampak perubahan iklim secara terencana dalam jangka
panjang Gambar 1 menunjukan hubungan antara determinan yang
mendukung terwujudnya tujuan. Ketangguhan  masyarakat (society
resifience) direfleksikan dalam tiga hal yaitu (i) kemampuan dalam
menyangga gangguan (disturbance), (ii) kemampuan dalam melakukan
pengelolaan mandiri (self-organizing), dan (iii) kemampuan belajar
adaptasi dan mitigasi.

Kemampuan meredam gangguan pada hakekatnya adalah
kemampuan mengantisipasi gangguan dan melakukan tindakan untuk
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mengatasi gangguan melalui penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan.
Semakin baik kemampuan meredam semakin meningkat kemampuan
adaptif. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya memperkuat
kemampuan adaptif? Untuk menjawab pertanyaan ini, paling sedikit dua
faktor yang perlu diperhatikan, yaitu praktek-praktek adaptif dan mitigatif
yang baik (good adaptive practices) dan besarnya wilayah yang
mempraktekkan kemampuan adaptif tersebut. Sekolah lapangan adalah
contoh dari praktek adaptif dan mitigatif yang baik mulai dari tingkat
kelompok usahatani kemudian dikembangkan melalui jaringan kemitraan
sekolah lapangan.

Dukungan Kelembagaan Strategi Kebijakan

Nasional: " .
1.  Kebijakan yang bersifat
L En(fjorcem dent undatng- pencegahan (Precautionary)
undang, dan peraturan 2.  Kebijakan yang memperkuat

2. Membangun forum
keterpaduan antar sektor
pemerintahan 3

3. Membangun forum '
kemitraan pemerintah,
swasta, petani dan lembaga
swadaya masyarakat

kemampuan prediksi dan
antisipasi
Program adaptasi dan mitigasi

Pelaksanaan Ditingkat Mikro

1. Memperkuat kemampuan
masyarakat menfasilitasi
dukungan kelembagaan berupa
pengetahuan dan inovasi lokal

2. Memperkuat efektifitas sekolah
lapangan baik dilahan kering
maupun sawah irigasi.

3. Memberdayakan kapital sosial

'

Prinsip yang digunakan

1.  Keseimbangan dan keselarasan

2. Pemanfaatan ketrampilan
individu dan kemampuan
kolektif

3. Ko-inovasi

4.  Ko-manajemen

Tujuan Akhir:

Meningkatkan ketangguhan masyarakat
dalam hal:

(1). Meredam gangguan

(2). Kemandirian Pengelolaan

(3). Kemampuan belajar dalam adaptasi,
mitigasi, dan pemulihan degradasi
SDA.
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Gambar 1 menjelaskan bahwa ditingkat nasional diperlukan
dukungan aturan-aturan kelembagaan (enabling Institutional environment)
baik berupa undang-undang maupun peraturan yang memungkinkan
terbangunnya pendekatan keterpaduan antar sektor pemerintahan, dan
terbangunnya kemintraan antar berbagai pihak seperti pemerintah, swasta,
masyarakat petani, dan lembaga swadaya masyarakat.

Gambar 1. Kerangka dasar kebijakan adaptasi dan mitigasi
terhadap perubahan iklim berbasis kearifan lokal.

Selanjutnya ada strategi kebijakan yang perlu ditempuh dengan
tujuan kebijakan yang sedapat mungkit bersifat precautionary yaitu
mengupayakan terjadinya pencegahan agar tidak terjadi proses yang
berdampak negatif lebih lanjut seperti degradasi sumber daya lahan dan
air, penurunan produktifitas, dan kelangkaan produksi pertanian seperti
kelangkaan pangan. Walaupun prediksi perubahan dan keragaman iklim
sulit dilakukan namun tetap diupayakan kebijakan yang mendorong
kemampuan antisipatif melalui kearifan lokal. Selanjutnya dikembangkan
berbagai program yang mendukung upaya adaptasi dan mitigasi tidak saja
dari bantuan pemerintah tetapi juga dari pihak pihak lain seperti swasa,
masyarakat petani, dan lembaga swadaya masyarakat. Baik dukungan
kelembagaan nasional maupun strategi kebijakan yang ditempuh bermuara
pada dukungan untuk melaksanakan kemampuan ditingkat mikro yaitu
memperkuat kemampuan masyarakat lokal dalam pelaksanaan sekolah
lapangan dengan memberdayakan kapital sosial yang ada dan fasilitasi
dukungan teknologi dan inovasi lainnya yang berasal dariluar yang perlu
dikaji lebih lanjut dalam wadah sekolah lapangan.

Dalam pelaksanaan ditingkat mikro, ada prinsip-prinsip yang perlu
diperhatikan dalam pelaksanaannya vyaitu : 1) keseimbangan dan
keselarasan dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang
mempengaruhi proses pengambilan keputusan ditingkat lapangan sehingga
diperoleh perpaduan yang dianggap paling baik dan untuk selanjutnya
dikaji terus-menerus berbagai perpaduan tersebut dalam menghadapi
perubahan dan keragaman iklim. 2) pemanfaatan keterampilan individu
untuk menghasilkan kemampuan kolektif yang maksimal dan 3)
kesepakatan Bersama bahwa inovasi yang dihasilkan adalah inovasi
bersama (ko-inovasi) dan 4) manajemen bersama.
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Hasil pelaksanaan ditingkat mikro yang tangguh karena didukung
secara nasional oleh kelembagaan dan strategi yang memadai dan prinsip
prinsip pelaksanan yang ditunjang oleh kearifan lokal yang semakin
progresif maka tujuan akhir diharapkan dapat tercapai. Tujuan yang ingin
dicapai adalah meningkatkan ketangguhan masyarakat petani yang
merupakan arus utama dalam hal meredam gangguan yang berasal dari
luar karena keragam iklim, membangun kemandirian pengelolaan dan
membangun kemampuan belajar dalam adaptasi,mitigasi dan pemulihan
degradasi sumber daya alam.

Seperti telah dibahas sebelumnya kerangka dasar kebijakan
tersebut diharapkan dapat menjadi acuan baik dalam jangka pendek
maupun jangka panjang untuk mendukung upaya memperkuat
ketangguhan sosial dalam menghadapi keragaman dan perubahan iklim.
Bila kerangka dasar seperti gambar 1 tentang pendekatan penyuluhan
yang selama ini dilaksanakan dianggap tidak memadai, diperlukan
penyesuaian-penyesuaian melalui sistem penyuluhan dalam lingkup yang
luas yaitu melalui sekolah lapangan iklim berbasis kearifan lokal dan
konsolidasi jejaring sosial dalam hubungannya dengan jejaring ekosistem
pada berbagai jenjang mulai dari suatu lokalita, wilayah, nasional, dan
global. Penyesuaian yang diperlukan antara lain menyangkut peran
penyuluh sebagai fasilitator sekolah lapangan dan konsekwensinya peran
penyuluh untuk bekerja bersama petani dilapangan dan belajar dari petani
sebagai umpan balik terhadap pelaksanan kebijakan yang ada.

Dalam proses pelaksanaan diperlukan berbagai tahap. Pertama ,
pemahaman awal tentang kearifan lokal yang ada yang terkait dengan
perubahan dan keragaman iklim.Tahap ini mengasumsikan bahwa telah
ada kearifan lokal yang memerlukan pemahaman oleh peserta sekolah
lapangan. Dengan demikian lokasi dibatasi pada lokalita yang telah
mempunyai kearifan lokal. Pada lokalita yang belum ada melalui proses
pengembangan kemitraan diharapkan akan ada perluasan pendekatan
dengan pemahaman bahwa sekolah lapangan diterapkan dalam skala yang
lebih luas sehingga efeknya terjadi dalam skala luas.

Asumsi lain yang perlu diperhatikan Kearifan lokal itu sendiri tidak
berada di ruang vakum, dan selalu dapat berinteraksi dengan perubahan
alam, maupun pengaruh dari luar. Sehingga di dalam sekolah lapangan,
praktek-praktek dan kelembagaan yang ada perlu dikaji, diuji dan
diaktualisasikan terhadap kondisi ekosistem dan sosial ekonomi masyarakat
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yang berkembang. Dengan demikian praktek yang kurang cocok dapat
diperbaiki dan yang sudah baik dapat diperkuat untuk kemaslahatan
masyarakat lokal.

Tahap kedua adalah proses pembelajaran yang berulang.Dalam
tahap ini sekolah lapangan memungkinkan proses yang mengakomodasi
berbagai pengetahuan yang ada baik antar komunitas maupun diluar
komunitas yang ada. Tujuannya adalah terciptanya kemampuan
menghasilkan suatu masyarakat belajar atau /earning society yang terus
menerus meningkatkan keterampilan individu dan kolektif dalam skala luas
dan dalam jangka panjang akan dapat secara efektif melakukan antisipasi,
adaptasi, dan mitigasi dari dampak perubahan iklim.

Tahap ketiga adalah peningkatan keterampilan individu dan kolektif
sebagai konsekwensi lebih lanjut dari munculnya masyarakat belajar.
Keterampilan individu dan kolektif diharapkan dapat mendorong
kemampuan inovasi bersama dan manajemen bersama. Inovasi bersama
dan manajemen bersama akan mendorong munculnya ketangguan sosial
dalam menghadapi berbagai gangguan baik dari dalam maupun dari luar.

Dalam interaksinya dengan ekosistem akan muncul ketangguhan
ekologis vyaitu melalui proses pembelajaran berulang,peningkatan
keterampilan individu dan peningkatan kemampuan inovatif dan
manajemen bersama. Selanjutnya ketangguah ekologi seperti tertera pada
gambar 2 berkontribusi pada upaya memperkuat kemampuan antisipasi
perubahan yang akan terjadi dan juga kemampuan adaptasi dan mitigasi.

Ketangguhan sosial pada gambar 2 antara lain  bercirikan
penerimaan sosial terhadap berbagai strategi adaptasi, mitigasi dan
antisipasi.Strategi-strategi yang dihasilkan juga berupa respons sosial
terhadap perubahan-perubahan yang terjadi baik didalam ekosistem
maupun masyarakat luas. Kemampuan melakukan respons menurut aturan
pembagian tugas ataupun praktek-praktek dilapangan yang bersifat adaptif
dan mitigatif dapat terjadi bersamaan apabila kearifan lokal bisa
mengandung kedua ciri tersebut. Sebagai contoh praktek usahatani yang
menghemat air dimusim kemarau bersifat adaptif namun apabila
dikombinasikan dengan pembenaman bahan organik sekaligus bersifat
mitigatif.

Oleh karena perubahan iklim adalah masalah global dan masalah
bangsa Indonesia langkah pertama yang perlu ditempuh adalah identifikasi
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berbagai opsi yang akan ditempuh yang diperoleh dari pengetahuan dan
pengalaman yang ada selama ini dan selanjutnya melakukan sosialisasi
opsi-opsi tersebut kepada masyarakat lokal melalui pendekatan sekolah
lapangan.

Opsi-opsi yang diterima masyarakat dalam interaksi dengan
kearifan lokal diharapkan akan memperkuat ketangguhan sosial dan
ketangguhan ekologis. Yang dimaksud dengan ketangguhan adalah
kemampuan menahan goncangan ataupun kemampuan memulihkan
goncangan lingkungan secara cepat untuk kembali ke keseimbangan awal
ataupun ke keseimbangan baru yang mencerminkan kemampuan adaptasi
terhadap kecenderungan yang terjadi. Konsep ketangguhan dalam
menghadapi perubahan iklim bersifat dinamis dan multi-keseimbangan.
Jadi konsep keseimbangan sebagai salah satu prinsip yang dipakai dalam
pelaksaan sekolah lapangan, seperti pada gambar 1 bersifat dinamis.
Sebagai akibatnya prinsip keselarasan juga bersifat dinamis.

Ada hubungan timbal balik antara ketangguhan sosial dan
ketangguhan ekologis. Masyarakat yang mempunyai ketangguhan sosial
yang tinggi diharapkan mampu menopang ketangguhan ekologis. Sehingga
ketangguhan ekologis diharapkan semakin kuat. Ketangguhan sosial yang
muncul pada hakekatnya tidak saja ditujukan untuk menghadapi
goncangan lingkungan ataupun iklim tetapi juga dalam menghadapi
pengaruh-pengaruh dari pihak luar baik yang bersifat politik ataupun
penetrasi pola-pola kehidupan yang dapat mengganggu ketangguhan
ekologis dan kehidupan masyarakat setempat. Ada pengaruh-pengaruh
positif yang perlu di integrasikan namun ada pengaruh-pengaruh negatif
yang perlu ditolak. Demikian pula ketangguhan ekologis berdasarkan
proses pembelajaran yang diperoleh akan memberi stimulan bagi
masyarakat untuk memperkuat ketangguan sosial.

Seperti telah dibahas sebelumnya ketangguhan sosial dan ekologis
terjadi melalui proses yang berulang. Sekolah Lapangan Iklim yang
berbasis kearifan lokal secara terus menerus perlu dilengkapi dengan
pengetahuan-pengetahuan lainnya yang juga diintroduksi melalui berbagai
pendekatan sekolah lapangan iklim yang ada dewasa ini. Hal ini
dimaksudkan agar terjadi pendekatan yang bersifat holistik dan yang dapat
dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Pendekatan sekolah lapangan
yang terus menerus termasuk pengkajian pengetahuan yang berasal dari
luar diharapkan dapat memperkaya memori petani karena itu tidak cukup
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dilakukan hanya dalam kurun waktu satu atau dua tahun (Stigter dan
Winarto, 2012). Karena perubahan iklim adalah peristiwa yang terjadi
secara akumulatif maka sekolah lapangan harus terus menerus dilakukan
sehingga terjadi akumulasi kearifan lokal.

Oleh karena itu perlu dibangun pendekatan kolaboratif dengan
membangun dukungan ilmiah terhadap kearifan lokal yang sudah ada dan
selanjutnya perlu pendekatan kelembagaan untuk memanfaatkan potensi
penuh yang ada pada masyarakat tani dalam melaksanakan proses
adaptasi dan mitigasi.

Seperti telah dibahas sebelumnya pada tingkat masyarakat petani
upaya memperkuat ketangguhan sosial yang  dilaksanakan melalui
pendekatan sekolah lapangan iklim (SLI yang pada akhirnya bermuara
pada ketangguhan ekologis, maka dalam proses yang bersamaan secara
gradual diharapkan terjadi perbaikan sumber daya alam yang mengalami
proses degradasi. Dapatlah disimpulkan bahwa terciptanya ketangguhan
sosial sebagai akibat dari berbagai proses yang terjadi sebelumnya
merupakan salahsatu prasyarakat bagi perbaikan pengelolaan bersama
sumber daya alam dalam jangka panjang.

Agar SLI dapat mempunyai dampak yang luas misalnya dalam
lingkup seluruh wilayah sungai atau Daerah aliran Sungai (DAS) yang
besar maka jaringan antar masyarakat lokal melalui berbagai SLI berbasis
kearifan lokal perlu dikembangkan. secara luas meliputi wilayah suatu DAS.
Upaya tersebut perlu di tunjang oleh suatu pendekatan penyuluhan yang
menyeluruh yang seperti dikemukakan sebelumnya dapat menfasilitasi
terwujudnya sekolah lapangan berbasis kearifan lokal pada suatu lokalita.
Selanjutnya pendekatan penyuluhan dilaksanakan melalui pendekatan
kemitraan vyaitu menfasilitasi terwujudnya forum antar kelompok
masyarakat pada berbagai jenjang untuk (i) membahas masalah-masalah
yang terkait dengan upaya penguatan jaringan, (ii) selanjutnya melakukan
pertukaran pendapat dalam membahas perubahan iklim dengan merujuk
pada kerangka dasar yang telah ditetapkan dan proses penguatan
ketangguhan sosial dan ekologis melalui penguatan kearifan lokal.

Forum yang terdiri dari berbagai pemangku kepentingan tersebut
menurut Pasandaran dan Haryono(2013) harus didasarkan pada
pendekatan kemitraan setara atau equal partnership dengan tujuan: (i)
memperkuat kemampuan kearifan lokal lokal dalam melaksanakan praktek
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pengelolaan yang baik (good management practices), (i) menjamin hak-
hak anggota masyarakat termasuk petani miskin untuk memperoleh akses
terhadap jasa ekosistem seperti air, (iii) menjamin terselenggaranya
pemanfaatan lahan dan air untuk berbagai tujuan termasuk dukungan
terhadap diversifikasi usaha tani, dan (iv) identikasi masalah-masalah
strategis yang bersifat lintas batas (fransboundary issues) yang perlu
dipecahkan untuk memperkuat eksistensi jaringan kemitraan, dan
Kebijakan yang memperkuat kemampuan prediksi dan antisipasi, dan
mitigasi.

Untuk maksud tersebut diperlukan suatu proses pembelajaran yang
berulang-ulang yang kerangka dasarnya seperti tertera pada gambar 2.
Proses tersebut dimulai dengan pemahaman awal kearifan lokal oleh
peserta sekolah lapangan dan selanjutnya proses proses belajar yang
berulang. Melalui proses belajar yang berulang kemampuan antisipasi,
adaptasi dan mitigasi dapat ditingkatkan, demikian pula keterampilan
individu dan kolektif. Selanjutnya dikembangkan prinsip ko-inovasi dan ko-
manajeman yang dalam interaksinya dengan keterampilan individu dan
kolektif akan mewujudkan ketangguhan sosial. Pada akhirnya interaksi
antara ketangguhan sosial dengan ekosisten secara terus-menerus akan
mewujudkan ketangguhan ekologi. Pembentukan ketangguhan ekologi
sebagai umpan balik kemampuan antisipasi, adaptasi dan mitigasi akan
terus ditingkatkan.

Dalam lingkup wilayah yang luas strategi penyuluhan termasuk
keperluan menfasilitasi masyarakat dengan teknologi informasi termasuk
teknologi digital dan kemampuan dalam pengelolaan data termasuk
didalamnya kemampuan dalam analisis data pada berbagai jenjang
bentangan lahan (/andscape). Pemetaan tentang penerimaan masyarakat
diperlukan sebagai langkah operasional mendukung strategi penyuluhan.

Sebagai akibat dari proses belajar yang berulang-ulang yang
diterapkan melalui SLI berbasis kearifan lokal diharapkan akan menjadi
proses yang dinamis dalam menanggapi berbagai perubahan yang terjadi
baik terhadap sinyal yang berasal dari alam maupun dari faktor-faktor luar.
Sebagai akibat lebih lamjut aturan-aturan kelembagaan dan praktek-
praktek yang terkait dengan mitigasi dan adaptasi harus terus-menerus
dievaluasi melalui berbagai forum dan jaringan yang terkait dengan SLI.
Inisiatif untuk melaksanakan evaluasi dapat berasal dari birokrasi
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pemerintah ditingkat lapangan maupun kelompok masyarakat yang
mendapatkan pengetahuan baru meloalui proses pembelajaran.

Pemahaman Awal
Kearifan Lokal

v

Antisipasi Proses Belajar Adaptasi dan

1

1

Beru'ang Mitiaasi

A ‘ A

Keterampilan

individual dan
Kolektif

Koinovasi < i »| Komanajemen
Ketangguhan Sosial

v

Interaksi dengan Ekosistem

y

Ketangguhan Ekologi

Gambar 2. Kearifan Lokal sebagai Landasan membangun Ketangguhan Sosial dan
ekologi

Pada akhirnya proses pembelajaran yang berulang-ulang dan dalam
skala yang luas melalui dukungan berbagai fihak yang terkait akan
menghasilkan suatu masyarakat belajar yang luas dengan pertukaran dari
berbagai kearifan lokal dan pengetahuan lainnya secara dinamis yang
dalam jangka penjang menghasilkan ketangguhan sosial dan ekologis yang
luas jangkauannya.
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PENUTUP

Sekolah Lapangan Iklim berbasis kearifan lokal yang difasilitasi oleh
berbagai fihak menempatkan petani baik sebagai individu maupun kolektif
secara dinamis melakukan proses pembelajaran untuk memanfaatkan
potensi keterampilan dan pengetahuan mereka secara penuh. Disamping
pemanfaatan keterampilan dan pengetahuan setempat pelaksanaan
sekolah lapangan juga didasarkan pada  prinsip-prinsip koinovasi dan
komanajemen sumber daya alam yang ada. Sebagai konsekwensinya
diharapkan akan terwujud suatu masyarakat belajar (/earning society) yang
dapat menghasilkan ketangguhan sosial dan ekologis dalam menghadapi
dinamika keragaman iklim.

Untuk maksud tersebut diperlukan kerangka dasar kebijakan yang
ditunjang oleh dukungan kelembagaan nasional yang dijadikan rujukan
berbagai produk perundang-undangan yang terkait dan peraturan
peraturan yang memungkinkan terjadinya pendekatan keterpaduan antar
berbagai pihak seperti birokrasi pemerintah, pihah swasta, dan lembaga
swadaya masyarakat. Tujuan kebijakan didasarkan pada strategi yaitu
kebijakan yang bersifat pencegahan, kebijakan yang memperkuat
kemampuan prediksi dan antisipasi serta program-program adaptasi dan
mitigasi.

Ditingkat lapangan untuk memperkuat pelaksanaan sekolah
lapangan berbasis kearifan lokal juga para peserta diperkuat dengan
berbagai pengetahuan yang berasal dari luar. Peranan penyuluhan
diperlukan dengan pendekatan fasilitasi dan keterlibatan langsung sebagai
peserta sekolah lapangan yang tidak menggurui tetapi belajar bersama
dengan petani. Pada hakekatnya hal ini adalah pendekatan kemitraan
berdasarkan prinsip kesetaraan untuk mewujudkan praktek pengelolalan
sumberdya alam yang baik, menjamin hak anggota untuk memperoleh
akses terhadap sumber daya yang ada termasuk pengetahuan dan
keterampilan dan akses terhadap jasa ekosistem. Dalam skala luas untuk
dapat mengidentifikasi masalah masalah strategis yang bersifat lintas batas
yang perlu dipecahkan melalui pendekatan jaringan kemitraan sehingga
memungkinkan terwujudnya peningkatan kemampuan antisipasi dan
prediksi dalam skala luas.
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KEARIFAN LOKAL DAN KAPITAL SOSIAL DALAM
MENGHADAPI PERUBAHAN IKLIM

Sunanto dan Abdul Wahid Rauf

PENDAHULUAN

Budaya masyarakat yang berkembang merupakan pola kehidupan
yang sudah mengakar di masyarakat. Dalam melakukan dan
mengembangkan kebudayaan yang ada di masyarakat, secara konstitusi
dilindungi oleh negara. Negara melindungi budaya masyarakat dalam
konservasi budaya dimuat dalam UUD 1945 pasal 32 (Anonim, 1945).
Budaya yang berkembang di masyarakat akan mempengaruhi pola
kehidupan masyarakat dalam sektor pertanian.

Pembangunan pertanian yang mengandalkan konvenssional yang
dilakukan oleh negara maju maupun berkembang tidak mengikuti prinsip-
prinsip pertanian berkelanjutan (Untung, 2006). Konsep pembangunan
berkelanjutan bersifat multi dimensi sehingga dalam implementasinya
harus merupakan program terpadu lintas sektor dan multi disiplin pada
tingkat pusat dan/atau daerah (Rudy dan Iwan, 2011).

Kehidupan manusia tidak dapat terlepas dari kebutuhan pangan yang
harus dipenuhi dan tidak bisa ditunda. Kerawanan pangan dapat
berdampak pada stabilitas ekonomi, budaya, dan politik, serta keamanan.
Kerawanan Pangan adalah suatu kondisi ketidakcukupan pangan yang
dialami daerah, masyarakat atau rumah tangga, pada waktu tertentu untuk
memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan
masyarakat (Lisa, et al, 2013) Ketersediaan pangan bergantung pada
pembangunan pertanian.

Sumber bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan masyakat
dipasok dari beberapa daerah yang memiliki keunggulan agroekologi
daerah sebagai penghasil pangan. Daerah-daerah tersebut dikenal sebagai
lumbung pangan nasional yang mampunyai surplus pada daerahnya.
Sulawesi Selatan termasuk sebagai daerah yang menjadi lumbung pangan
nasional yang mampu memasok bahan pangan ke daerah lain (Anonim,
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2016). Produktivitas tanaman dipengaruhi oleh sumber daya lahan, iklim,
sosial budaya, teknologi spesifik lokasi (Makarim, et al., 2012)

Sulawesi Selatan sebagai lumbung pangan nasional memiliki kearifan
lokal dan kapital sosial dalam pembangunan pertanian spesifik lokasi.
Kearifan lokal merupakan bagian dari budaya suatu masyarakat yang tidak
dapat dipisahkan dari bahasa masyarakat itu sendiri. Kearifan lokal
biasanya diwariskan secara turun temurun dari satu generasi ke generasi
melalui cerita dari mulut ke mulut. Kearifan lokal ada di dalam cerita
rakyat, peribahasa, lagu, dan permainan rakyat. Kearifan lokal sebagai
suatu pengetahuan yang ditemukan oleh masyarakat lokal tertentu melalui
kumpulan pengalaman dalam mencoba dan diintegrasikan dengan
pemahaman terhadap budaya dan keadaan alam suatu tempat (Ahmad,
2017 dan Padmanugraha, 2017). Kearifan lokal yang dimiliki dan menjadi
penentu dalam pembangunan pertanian khususnya tanaman pangan padi
adalah; mappalili atau appalili, tudang sipulung atau empo sippitangari,
dan mappadendang.

Kapital sosial yang dapat mendukung pembangunan pertanian
adalah; geografis yang mempengaruhi iklim, kerukunan masyarakat, dan
kelembagaan petani di perdesaan. Kapital sosial merupakan modal
pembangunan yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat perdesaan.
Hidup dan masih tumbuh subur, tercermin dalam tingginya solidaritas antar
warga dan juga kuatnya rasa kekeluargaan di antara mereka. Dengan
demikian kepercayaan, norma dan jaringan (persaudaraan) dapat
dikatakan masih tinggi. Ini merupakan kapital sosial yang baik untuk dapat
dikembangkan menjadi benefit secara ekonomi bagi mereka sendiri (Anam,
2013). Kapital sosial telah diyakini mampu memberikan dampak yang besar
bagi masyarakat dan anggotanya.

Keterkaitan kerifan lokal dan kapital sosial tumbuh di dalam suatu
masyarakat dalam mengatur kehidupan keseharian anggotanya. Kekuatan
kearifal lokal dan kapital sosial sebagai landasan dalam pembangunan
pertanian di daerah. Kedua hal tersebut yang dimiliki daerah menjadi daya
ungkit dalam memberdayaan sumber daya dalam meningkatkan
produktivitas. Upaya peningkatan produktivitas memerlukan dukungan
inovasi teknologi, dinamika sosial, inovasi kelembagaan, dan lingkungan.

Hambatan yang terjadi karena perubahan iklim, menjadi tantangan
dalam pelaksanaan pembangunan pertanian. Pembangunan pertanian ke
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depan menghadapi fenomena alam yang selalu berubah, termasuk
perubahan iklim. Sehingga sikap petani, stakeholder, pemerintah perlu
menyikapi dengan bijak untuk menghadapi perubahan iklim tersebut.

Inovasi teknologi pertanian yang dikembangkan menyesuaikan
dengan kondisi sumber daya spesifik lokasi, termasuk memberdayakan
kearifan lokal dan kapital sosial. Penyesuaian inovasi teknologi spesifik
lokasi dilakukan dengan pengkajian-pengkajian yang intensif, guna
mengoptimalkan kombinasi antara kearifan lokal, kapital sosial, inovasi
teknologi, dan kelembagaan yang difasilitasi oleh pemerintah pusat/daerah.
Sehingga capaian sasaran pembangunan pertanian sesuai dengan
kemampuan dan potensi yang ada di daerah.

Sehubungan dengan permasalahan kearifan lokal dan kapital sosial
dalam menghadapi perubahan iklim yang telah dikemukakan, tujuan
penulisan ini adalah untuk memahami perubahan iklim yang harus
dihadapi oleh masyarakat dalam pembangunan pertanian dengan
memanfaatkan kekuatan kearifan lokal dan kapital sosial.

POTENSI WILAYAH

Potensi wilayah yang akan dikelola dengan pendekatan kearifan lokal
dan kapital sosial adalah geografis dan iklim. Kedua potensi wilayah ini
diberdayakan secara optimal dengan memanfaatkan kearifan lokal, kapital
sosial, dan inovasi teknologi yang difasilitasi oleh pemerintah.

Iklim di Sulawesi Selatan terbagi menjadi 3 kategori yaitu iklim
pantai barat, iklim pantai timur, dan iklim peralihan. Ketiga tipe iklim yang
terbentuk di wilayah Sulawesi Selatan memberikan manfaat yang sangat
besar dalam pembangunan daerah. Sulawesi Selatan dipengaruhi oleh iklim
tropis basah dengan rata-rata curah hujan 289 mm per tahun. Rata-rata
suhu udara di Provinsi Sulawesi Selatan adalah 26,8°C dan kelembaban
udara adalah 81,9% (BPS Prov Sulsel, 2015).

Pertanian yang menjadi segmen penting bagi pembangunan
Indonesia memiliki ketergantungan pada kondisi iklim dan cuaca. Semakin
stabil kondisi atmosfernya, maka akan stabil pula produksi pertaniannya.
Jika sebaliknya, maka akan terjadi penurunan produksi pertanian yang
berujung pada terhambatnya fungsi pembangunan (Susandi, et al. 2008).
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Sulawesi Selatan memiliki  iklim yang berpotensi mendukung
pembangunan pertanian (Anonim, 2017). Wilayah pengembangan
dikelompokkan menjadi 3 bagian berdasarkan kesamaan relatif zona
iklimnya yaitu Sektor Barat, Timur dan Peralihan. Sektor Barat dipengaruhi
oleh angin barat, dan sektor timur dipengaruhi oleh angin timur yang
sangat erat berkaitan dengan musim hujan dan musim kemarau. Di sektor
barat meliputi beberapa wilayah yang sebagian besar berada di bagian
barat Sulawesi Selatan, yaitu Kabupaten Maros, Pangkep, Barru, Kota Pare-
pare, Kota Makassar, Gowa, Takalar, Jeneponto dan Selayar.

Musim hujan di wilayah sektor barat berlangsung bulan Oktober
sampai dengan Maret, dimana pada saat yang bersamaan di sektor timur
berlangsung musim kemarau. Zona iklim sektor timur meliputi wilayah-
wilayah yang sebagian besar berada di bagian timur Sulawesi Selatan yaitu
Kabupaten Bone, Soppeng, Wajo, Sinjai, Bulukumba, Bantaeng, Sidenreng
Rappang, dan Pinrang. Musim hujan di wilayah sektor timur berlangsung
bulan April hingga September, dan sementara itu di sektor barat
berlangsung musim kemarau. Sektor peralihan merupakan wilayah
peralihan antara sektor barat dan timur meliputi kabupaten Tana Toraja,
Toraja Utara, Luwu, Luwu utara,Luwu timur, Enrekang dan kota Palopo.
Awal musim hujan dapat berubah dan dapat diprediksi (Rahim, et al,
2015)

Parameter cuaca yaitu curah hujan dan temperatur, menjadi ukuran
bagi kestabilan atmosfer (Susandi, et a/ 2008). Jumlah curah hujan dan
distribusinya sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan produksi
tanaman, melalui kontribusinya terhadap ketersedian airdalam tanah. Data
curah hujan akan sangat membantu dalam rangka meramalkan pola curah
hujan ke depan, dan memberi gambaran kemungkinan kejadian banjir dan
kekeringan. Data curah hujan dan polanya dapt dimanfaatkan oleh
penentu kebijakan untuk menyusun program antisipatif guna menghindari
peristiwa-peristiwa iklim yang merugikan pembangunan pertanian. Data
iklim penting untuk diinventarisir, dan selanjutnya dianlisis agar berdaya
guna. Berikut pola curah hujan masing-masing zona iklim di Sulawesi
Selatan :
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Gambar 1. Pola curah hujan wilayah bagian barat, 1951-1998.
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Gambar 2. Pola curah hujan wilayah bagian peralihan, 1951-1998.
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Gambar 3. Pola curah hujan wilayah bagian peralihan, 1951-1998.

Berdasarkan klasifikasi iklim Oldeman, di Sulawesi Selatan terdapat
13 tipe iklim yairu A, B1, B2, C1, C2, C3, D1, D2, D3, E1, E2, E3 dan E4
(Tabel 1). Keragaman tipe iklim antar daerah di Sulawesi Selatan
mengindikasikan bahwa gugus pulau di wilayah ini berpotensi besar untuk
pengembangan berbagai komoditas pertanian.

Tabel 1. Tipe iklim di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan

Zona Bulan Basah | Bulan Basah Sebaran
>200 mm <100 mm
A 10-12 0-2 Luwu Utara
Bl 7-9 0-1 Bone-Bone, Wotu, Malili
B2 7-9 2-3 Malakaji, Sinjai, bagian selatan Sulsel,
C123 5-6 0-6 Sinjai Barat, Pare-Pare, Watanpone,
Palopo
D123 3-4 0-6 Pinrang, Takalar
E1234 0-2 0-6 Bagian selatan dan tengah Sulsel, Bone,
Sidrap

Sumber : BMKG Stasiun Maros, 2014.
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PERKEMBANGAN PRODUKSI dan INOVASI TEKNOLOGI
Perkembangan Produksi

Perkembangan kebutuhan pangan nasional harus seiring dengan laju
pertumbuhan penduduk. Apabila mengandalkan pertanian tradisional,
maka akan terjadi ketidak seimbangan dalam menghadapi pemenuhan
pangan nasional. Inovasi pertanian, kearifan lokal dan kapital sosial
diperlukan sebagai pendorong dalam pencapaian sasaran tersebut.

Sulawesi Selatan sebagai lumbung pangan nasional memberikan
kontribusi produksi padi sebesar 5,87 % selama sepuluh tahun terakhir
(BPS, 2016). Rataan produksi padi di Sulawesi Selatan selama sepuluh
tahun terakhir sebesar 4.523.907 ton (Tabel 1). Kontribusi Sulawesi
Selatan selama sepuluh tahun terakhir mengalami fluktuasi. Kontribusi
terbesar dicapai pada Tahun 2014. Sedangkan perkembangan produktivitas
padi selama sepuluh tahun terakhir mengalami fluktuasi juga berkisar
antara 4,68 ton/ha s/d 5,24 ton/ha dengan rataan 5,00 ton/ha (Tabel 3
dan gambar 4). Luas panen dan produski mengalami perkembangan
selama sepuluh terakhir.

Tabel 2. Perkembangan produksi padi Tahun 2006-2015.

No Tahun Produksi Padi
Indonesia (ton) Sulsel (ton) Kontribusi (%)

1 2006 54.454.937 3.365.509 6,18
2 2007 57.157.435 3.635.139 6,36
3 2008 60.325.925 4.083.356 6,77
4 2009 64.398.890 4.324.178 6,71
5 2010 66.469.394 4.382.443 6,59
6 2011 65.756.904 4.511.705 6,86
7 2012 69.056.126 5.003.011 7,24
8 2013 71.279.709 5.035.830 7,06
9 2014 70.846.465 5.426.097 7,66
10 2015 75.397.841 5.471.806 7,26

Rataan 65.514.363 4.523.907 6,87

Sumber BPS, 2016.
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Tabel 3. Perkembangan luas panen, produksi, dan produktivitas padi di
Sulawesi Selatan Tahun 2006-2015.

. Produktivitas
No Tahun Luas Panen (ha) Produksi (ton) (ton/ha)
1 2006 719.846 3.365.509 4,68
2 2007 770.733 3.635.139 4,72
3 2008 836.298 4.083.356 4,88
4 2009 862.017 4.324.178 5,02
5 2010 886.354 4.382.443 4,94
6 2011 889.232 4.511.705 5,07
7 2012 981.391 5.003.011 5,10
8 2013 983.107 5.035.830 512
9 2014 1.040.024 5.426.097 5,22
10 2015 1.044.030 5.471.806 5,24
Rataan 901.303 4.523.907 5,00
Sumber BPS, 2016.
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Gambar 4. Perkembangan produktivitas padi di Sulawesi Selatan (2006-2015)
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Peningkatan produktivitas dan mutu padi dapat dilakukan dengan
penerapan inovasi teknologi. Penggunaan varietas unggul baru (VUB) yang
dihasilkan oleh Kementerian Pertanian mampu memperbaiki produksi. VUB
padi yang dihasilkan memiliki ciri; umur genjah, produktivitas tinggi, tahan
hama penyakit, dan responsif terhadap pupuk. Pemanfaatan VUB tersebut
harus dilakukan dengan pengelolaan budidaya pertanian yang intensif,
guna mencapai produktivitas dan mutu yang optimal.

Mekanisasi merupakan alat mesin pertanian (alsintan) yang
digunakan untuk membantu pengelolaan usahatani padi. Alsintan terbagi
menjadi lima kreteria, yaitu alsintan persiapan lahan, alsintan tanam,
alsintan pemeliharaan tanaman, dan alsintan panen, serta alsintan
pascapanen. Alsintan persiapan lahan digunakaan untuk pengolahan lahan
yaitu membalikkan lahan dan meratakannya. Alsintan tanam padi
menggunakan transplanter. Apabila kedua alsintan ini digunakan dalam
persiapan dan tanam padi, maka waktu tanam akan seragam dan lebih
cepat. Guna mempercepat pemeliharaan tanaman khususnya pada
penyiangan dan pengendalian hama penyakit. Panen padi dilakukan
dengan alsintan, sehingga panen dapat dilakukan secara serentak dan
lebih cepat. Demikian juga untuk menjaga mutu beras, maka rice milling
dimanfaatkan pada alsintan yang sudah disempurnakan.

Inovasi Teknologi

Inovasi teknologi yang mendukung pembangunan pertanian harus
dapat menghadapi perubahan iklim seperti EIl Nino maupun La Nina.
Namun demikian strategi dan inovasi teknologi sudah banyak tersedia
(Anonim, 2013). Perubahan iklim yang terjadi secara global akan
berdampak dalam kegiatan usaha pertanian, khususnya usaha pertanian
tanaman pangan. Tanaman pangan dalam menopang pertumbuhan dan
produksi bergantung pada ketersediaan air tanah yang dapat dimanfaatkan
oleh tanaman.

Inonasi teknologi yang memberikan dapat mengantisipasi perubahan
ikim  adalah; penghijauan, pembuatan bendungan atau dum untuk
mengatur irigasi, rekayasa genetik untuk mencari tanaman yang tahan
terhadap cekaman iklim dan umur genjah, dan perangkat lunak untuk
memprediksi kondisi lingkungan atau kalender tanam terpadu, serta
pertanian spesifik lokasi (Sangkertadi dan Reny S, 2008, Susanto, 2016).
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KAPITAL SOSIAL DAN KEARIFAN LOKAL

Tata nilai atau perilaku hidup masyarakat lokal dalam berintraksi
dengan lingkungan tempatnya hidup secara arif dikenal juga sebagai
kearifan lokal. Hal tersebut tercermin dalam religi, budaya, dan adat
istiadat. Masyarakat melakukan adaptasi terhadap lingkungan tempat
tinggalnya dengan mengembangkan suatu kearifan dalam wujud
pengetahuan atau ide, nilai budaya, serta peralatan, yang dipadukan
dengan nilai dan norma adat dalam aktivitas mengelolah lingkungan untuk
mencukupi kebutuhan hidup. Bentuk-bentuk kearifan lokal dalam
masyarakat dapat berupa nilai, norma, kepercayaan, dan aturan-aturan
khusus.

Kapital Sosial Masyarakat

Masyarakat yang memiliki kapital sosial tinggi akan membuka
kemungkinan menyelesaikan kompleksitas persoalan dengan lebih mudah.
Dengan saling percaya, toleransi, dan kerjasama mereka dapat
membangun jaringan baik di dalam kelompok masyarakatnya maupun
dengan kelompok masyarakat lainnya.

Pada masyarakat tradisional, telah diketahui memiliki asosiasi-
asosiasi informal yang umumnya kuat dan memiliki nilai-nilai, norma, dan
etika kolektif sebagai sebuah komunitas yang saling berhubungan. Hal ini
merupakan kapital sosial yang dapat mendorong munculnya organisasi-
organisasi modern dengan prinsip keterbukaan, dan jaringan-jaringan
informal dalam masyarakat yang secara mandiri dapat mengembangkan
pengetahuan dan wawasan dengan tujuan peningkatan kesejahteraan dan
kualitas hidup bersama dalam kerangka pembangunan masyarakat.

Berkembangnya kapital sosial di tengah masyarakat akan
menciptakan suatu situasi masyarakat yang toleran, dan merangsang
tumbuhnya empati dan simpati terhadap kelompok masyarakat di luar
kelompoknya. Hasbullah ( 2006) memaparkan mengenai Jaringan-jaringan
yang memperkuat kapital sosial akan memudahkan saluran informasi dan
ide dari luar yang merangsang perkembangan kelompok masyarakat.
Hasilnya adalah lahirnya masyarakat yang peduli pada berbagai aspek dan
dimensi aktifitas kehidupan, masyarakat yan saling memberi perhatian dan
saling percaya. Situasi yang mendorong kehidupan bermasyarakat yang
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damai, bersahabat, dan tenteram. Demikian juga halnya dalam bidang
pertanian, secara umum kemampuan kapital sosial di pedesaan masih kuat
dan mengakar termasuk kesediaan dan saling membantu dalam
pengerjaan usahatani.

Pembangunan pertanian akan berhasil apabila petani sebagai subjek
pembangunan bergairah dan termotivasi untuk bekerja keras, motivasi
akan menumbuhkan daya kreasi petani dan kegotong-royongan diantara
mereka yang pada gilirannya menumbuhkan kapital sosial yang telah
menjamin keberhasilan penerapan teknologi pertanian untuk keberlanjutan
pembangunan pertanian di masa akan datang. kapital sosial dalam
pembangunan pertanian, terdapat kerukunan dan kehidupan masyarakat
bergotong royong menjadi bagian kapital sosial. Kerukunan dan kehidupan
gotong royong sebagai perekat dalam pembangunan pertanian.

Kelembagaan petani yang tersedia sebagai wadah petani dalam
mengelola usaha pertanian secara terorganisasi. Wadah tersebut menjadi
penguat sebagai agen transfer inovasi teknologi. Sehingga kelembagaan
mempunyai peranan yang sangat besar dan hal ini menjadi kapital sosial
dalam pembangunan pertanian dan dalam mensikapi perubahan iklim.
Potensi kelembagaan petani yang ada di Sulawesi Selatan pada tahun
2012-2013 disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Kelembagaan petani di Sulawesi Selatan,

No Keterangan Tahun 2012 Tahun 2013

1 Kelompok Tani 25.984 28.205
2 Anggotanya 472.041 538.273
3 Gabungan Kelompok Tani 1.998 1.998
4 | Anggotanya 388.001 388.001

Sumber : BPPSDMP, 2014.
Peranan Kearifan Lokal

Bissu adalah kaum pendeta yang tidak mempunyai golongan gender
dalam kepercayaan tradisional Tolotang yang dianut oleh komunitas
Amparita Sidrap dalam masyarakat Bugis dari Sulawesi Selatan. Golongan
bissu pada umumnya memiliki peran “ritual”, di mana mereka "menjadi
perantara antara manusia dan dewa"(Graham, 2007). Peranan tokoh
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masyarakat (bissu) juga sebagai memimpin ritual dalam penentu turun
sawah atau penanaman padi bagi petani.

Peranan tokoh masyarakat tersebut sebagai budaya kearifan lokal
bugis makassar memberikan kontribusi dalam pembangunan pertanian,
khususnya pertanian tanaman pangan padi. Kemampuan mereka tentang
inovasi teknologi pertanian perlu ditingkatkan dalam hal pembangunan
pertanian modern. Sehingga mampu mengkolaborasikan antara
pengetahuan tradisional pertanian dengan inovasi teknologi pertanian yang
secara dinamis terus berkembang. Soetomo berpendapat (2011), bahwa
implementasi konsep dan pendekatan pemberdayaan masyarakat perlu
didukung oleh sejumlah langkah dan tindakan, yaitu: reorientasi, gerakan
sosial, institusi lokal dan pengembangan kapasitas.

Upacara penentuan waktu dan varietas yang dilakukaan oleh daerah,
yang sekarang sudah difasilitasi oleh pemerintah. Pemerintaah mempunyai
kepentingan yang sangat besar dalam pembangunan pertanian tersebut.
Kaharudensa (2015) berpendapat ketersediaan pangan akan berpengaruh
terhadap kestabilitasan ekonomi, politik dan keamanan suatu negara.
Sehingga peranan semua stakeholder vyang berkaitan dengan
pembangunan pertanian termasuk para bissu sangat penting diberdayakan.

Kearifan Lokal Masyarakat Sulawesi Selatan

Beberapa kearifan lokal dalam pemanfaatan sumber daya alam di
Sulawesi Selatan (Fathur, 2015), yaitu;

Torani, dalam Perikanan di Kabupaten Takalar masih berlaku dan
dipatuhi masyarakat setempat dengan adanya Dewan Marga, adanya
sistem pengelolaan sungai dan masih dipakainya pola pertanian yang khas
seperti huma. Dalam pengelolaan wilayah laut seperti adanya pantang
larang yang dianut masyarakat diantaranya adalah dilarang menancapkan
kain hitam di laut, dilarang menggunakan alat tangkap Songko bermesin
dan dilarang berhubungan badan di laut.

Koko dan Tattakeng, To Bentong — Sulawesi Selatan. Sebelum
mengenal pertanian padi sawah, orang To Bentong mewariskan lahan bagi
keturunannya berupa kebun (Koko) dan ladang yang ditinggalkan
(Tattakeng). Koko adalah lahan perladangan yang diolah secara berpindah,

Memperkuat Kemampuan Wilayah Menghadapi Perubahan Iklim 161



sedangkan Tattakeng adalah lahan bekas perladangan yang sedang
diberakan.

Maccera Tasi, Luwu — Sulawesi Selatan. Maccera Tasi terbukti
efektif dalam mengunggah emosi keagamaan warga masyarakat. Pada saat
pelaksanaan upacara, mereka diingatkan atas tanggung jawabnya untuk
menghormati laut, menjaga kebersihannya, tidak merusak, dan tidak
menguras potensi ikan laut secara berlebihan.

Pasang Ri Kajang, AmmatoaKajang - Sulawesi Selatan.
Masyarakat adat Ammatoa bermukim di Desa Tana Toa, Kecamatan
Kajang, Kabupaten Bulukumba, yang berjarak kurang lebih 540 km ke arah
tenggara dari kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pasang Ri Kajang
merupakan pandangan hidup komunitas Ammatoa yang mengandung etika
dan norma, baik berkaitan perilaku sosial maupun perilaku terhadap
lingkungan dan alam sekitarnya serta hubungan manusia dan pencipta-
Nya. Ammatoa bertugas untuk melestarikan Pasang Ri Kajang dan
menjaganya agar komunitas Ammatoa tetap tunduk dan patuh kepada
Pasang. Pasang merupakan pandangan yang bersifat mengatur, tidak
dirubah, ditambah maupun dikurangi.

Kearifan Lokal di Seko, Luwu Utara — Sulawesi Selatan. Kearifan
masyarakat adat Seko adalah menjaga hutan. Masyarakat tidak akan
melakukan penebangan pohon di hutan secara serampangan dan
berlebihan, mereka sangat memahami dampak hal tersebut jika dilakukan.
Selain itu adapula kearifan lokal lainnya seperti bercocok tanam,
pembuatan rumah, dan penenganan hama yang menyerang tanaman.

Mappalili/appalili, Bugis Makassar — Sulawesi Selatan. Acara adat
sebagai suatu budaya dan tradisi yang tetap dipertahankan sampai saat ini
untuk mengawali musim. Mappalili sebagai salah satu jenis upacara ritual
yang lahir di tengah-tengah dua kelompok masyarakat, yaitu masyarakat
yang berlatar belakang suku bangsa Bugis dan Makassar. Dalam
perkembangannya dewasa ini, upacara ritual yang disebut mappalili hanya
popular di kalangan kelompok masyarakat yang melihat komunitas bissu.
Penetapan hari pelaksanaan setiap tahun berjalan ditentukan oleh
pimpinan bissu, yang disebutnya Puang Matoa dan Puang Lolo. Upacara
adat yang dilakukan turun-temurun sebagai pedoman bagi petani untuk
memulai musim tanam padi. Tujuannya adalah untuk daerah kosong yang
akan ditanam, disalipuri (Bugis) / dilebbu (Makassar) atau disimpan dari
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gangguan yang biasanya mengurangi produksi. Mappalili/Appalili dapat
sebagai peralatan atau alat pemersatu dan sumber kerja sama maka dapat
meningkatkan produksi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
masyarakat.

Tudang sipulung/empo sippitangari, Bugis Makassar — Sulawesi
Selatan. Pemahaman mengenai konsepsi ruang publik tidak dapat
dilepaskan sepenuhnya dari konteks nilai-nilai tradisional yang masih dianut
dan diakui oleh sebagian besar masyarakat Sulawesi Selatan sampai
sekarang. Nilai nilai adat yang menjadi landasan hukum dan filosofis
kehidupan tersebut adalah adat.

Keputusan yang diambil dalam tudang sipulung harus berdasarkan
prinsip kebersamaan, artinya keputusan yang akan dicapai dalam
musyawarah merupakan keputusan atas kehendak antara kehendak
penguasa (pemerintah) dan kehendak rakyat harus berjalan beriringan
dalam menemukan titik temu berdasarkan kepentingan bersama.

Tudang Sipulung atau duduk bersama membahas berbagai
persoalan. Salah satu yang sering dilaksanakan secara periodik adalah
membahas rencana menyangkut usaha tani padi yang rutin dilakukan
petani padi. Pelaksanaannya dilakukan berjenjang mulai dari tingkat Desa,
Kecamatan hingga Kabupaten. Seluruh petani atau perwakilan petani
(kontaktani), pemerintah, penyuluh dan stakeholder lainnya duduk
bersama guna menetapkan jadwal tanam yang tepat, jenis varietas yang
akan digunakan, waktu tanam dan dosis pemupukan yang tepat. Tudang
Sipulung juga dilakukan untuk merumuskan paket rekomendasi teknologi
komoditas padi setiap musim tanam.

Mappadendang, Bugis — Sulawesi Selatan. Pesta panen ini
dimaksudkan sebagai bentuk rasa syukur kepada Sang Pencipta atas hasil
panen padi yang menggembirakan. Selain sebagai ajang hiburan, ritual ini
juga sebagai penghargaan bagi para petani yang telah bekerja keras
mengelola padi mereka. Namun lebih dari itu semua, sesungguhnya nilai
budaya dan karakter bangsa yang melekat dalam tradisi mappadendang ini
adalah sikap kerja keras, kebersamaan dan gotong royong yang ingin
dipertahankan oleh para tetua bugis disetiap daerah untuk diwariskan
kepada anak cucu mereka.
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Ma Suru Baca, Suku Bugis — Sulawesi Selatan. Ma Suru Baca
dilakukan pada waktu tertentu seperti selesai panen, penyambutan bulan
ramadhan, serta penyambutan hari raya. Jika dilakukan pada waktu selesai
panen, hal ini bermaksud ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT. atas
rezeki yang telah diberikan kepada hamba-Nya.

OPTIMALISASI SUMBER DAYA

Potensi dan eksistensi sumber daya posisi geografis yang dimiliki oleh
wilayah Sulawesi Selatan, memiliki keunggulan dalam menopang dan
menyediakan bahan pangan nasional. Kekayaan tipe iklim, sumber daya
lahan dan budaya memberikan kontribusi dalam pembangunan pertanian.
Optimalisasi pemanfaatan dan pemberdayaan keunggulan sumber daya
alam perlu dilakukan secara bijak, supaya kelestarian dan keberlanjutan
dapat dipertahankan. Sehingga hal tersebut dapat diwariskan kepada
generasi yang akan datang.

Peningkatan pemberdayaan sumber daya alam, guna memenubhi
kebutuhan masyarakat, memerlukan kerjasama masyarakat. Masyarakat
mengambil peranan yang penting, sehingga keterpaduan sumber daya
manusia dan sumber daya alam seimbang dalam kehidupan yang
berdampingan. Kapital sosial masyarakat terwujud dalam kehidupan
masyarakat yang rukun dan bergotong royong memberikan peningkatan
nilai tambah yang sangat besar.

Kelembagaan petani yang tumbuh dari masyarakat menjadi pilar
yang sangat penting dalam pembangunan pertanian daerah. Wadah
tersebut sangat bermanfaat sebagai wadah dalam alih inovasi teknologi
spesifik lokasi. Sumber daya manusia sebagai pemegang dan penggerak
perkembangan kelembagaan tersebut, perlu mendapat bimbingan yang
berkesinambungan. Sehingga kapasitas kelembagaan di tingkat petani
semakin kuat dalam menghadapi persaingan bisnis global.

Pemberdayaan kelembagaan petani memerlukan tiga tahapan yang
harus dilalui untuk mensejahterakan masyarakat. Tahap pertama:
pemberdayaan organisasi petani yakni tahapan pemberdayaan
kelembagaan petani (pengembangan SDM, pengembangan teknologi, dan
rekayasa aturan main organisasi), tahap kedua : pengembangan jaringan
kemitraan bisnis, dan ketiga: peningkatan daya saing. Daya saing produk
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pertanian di tingkat lokal yang dihasilkan melalui pemberdayaan
kelembagaan/organisasi dari petani pada masing-masing lokasi akan
meningkatkan kesejahteraan dan daya saing petani dan daya saing wilayah
( Abbas, 2008).

PENUTUP

Kontribusi kearifan lokal sebagai budaya lokal dan kapital sosial
dalam pembangunan pertanian jangka pendek memberikan manfaat dalam
perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan usaha pertanian, khususnya
pada usaha pertanian tanaman pangan padi. Pemberdayaannya terus
dilestarikan yang dikolaborasikan dengan perkembangan inovasi teknologi
pertanian dalam menghadapi perubahan iklim. Penguatan peranan pelaku
utama kearifan lokal melalui pelatihan, penyuluhan dapat meningkatkan
kemampuan dalam pemberdayaan kapital sosial yang tersedia.
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KEARIFAN LOKAL PALINTANGAN (ASTRONOMI) DAN
PENANDA ALAM MENGHADAPI PERUBAHAN IKLIM

Kedi Suradisastra, Ai Dariah, Nono Sutrisno

PENDAHULUAN

Dua dekade awal abad-21 ditandai antara lain oleh peningkatan
kesadaran akan dampak negatif perilaku iklim, antara lain berupa
peningkatan pemanasan global terhadap ekosistem dan lingkungan sekitar.
Perubahan iklim telah menjadi isu internasional, terutama dalam kaitannya
dengan kelestarian lahan yang berkaitan erat dengan produksi pangan
dunia. Pemanasan global dan perubahan iklim menyebabkan penurunan
produksi pertanian. Konsekwensinya, harus dilakukan pengelolaan SDA
secara bijaksana dengan melibatkan partisipasi petani yang tinggi, disertai
penerapan kearifan lokal yang ada. Berbagai upaya untuk menanggulangi
dampak yang disebabkan oleh perubahan iklim telah dilakukan. Beberapa
diantaranya adalah dengan pendekatan teknis dan teknologi,
pengembangan kebijakan dan berbagai tata peraturan, berbagai strategi
pendekatan yang bersifat terpadu yang meliputi pendekatan teknis-
teknologi, biofisik, sosial dan ekonomi, serta pendekatan politis juga telah
dilakukan. Sebagai contoh adalah kegiatan adaptasi dan mitigasi
perubahan iklim yang dilakukan oleh WWF (2015) di Kabupaten Asmat
yang memanfaatkan kearifan lokal suku Asmat di bagian selatan Papua
Barat. Pilihan melakukan pendekatan kearifan lokal di Kabupaten Asmat
terutama adalah dasar kearifan budaya lokal suku Asmat yang
mempercayai bahwa hutan adalah ibu bagi masyarakat Asmat.
Pemahaman tersebut berkembang karena suku Asmat secara turun-
temurun memanfaatkan hutan sebagai salah satu sumber utama pangan
tradisional. Di sisi lain, suku Dayak di Kabupaten Ketapang juga memahami
akan pentingnya kelestarian alam sehingga melarang menumbangkan
sebatang pohon karena akan berdampak buruk terhadap lingkungannya.
Begitu pentingnya makna sebatang pohon sehingga menebangnya
disejajarkan dengan membunuh Demong, yaitu sebutan untuk kepala adat
(WWEF, 2015).
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Larangan menebang pohon karena manfaat yang diberikannya
tidak hanya terdapat di lingkungan masyarakat Dayak saja, namun juga
pada budaya-budaya lain di Indonesia. Dalam budaya Sunda di Jawa Barat
dikenal kearifan lokal terkait penataan hutan, pelestarian dan pengelolaan
air dan sumber daya air, serta pengelolaan lahan dengan pengembangan
talun (Awig-awig, 2011). Talun adalah lahan bekas Auma (lahan kering)
atau sawah yang ditanami tanaman musiman dan tanaman keras dan/atau
tanaman buah-buahan yang dibiarkan tumbuh dan berkembang sehingga
membentuk hutan desa.

Dalam tradisi Sunda, Auma adalah bentuk usahatani lahan kering
yang mengutamakan penanaman tanaman pangan seperti padi dan umbi-
umbian. Kegiatan usahatani lahan kering huma masih diterapkan oleh
masyarakat Baduy di Propinsi Banten sampai saat ini. Huma dapat
dibandingkan dengan kegiatan ladang berpindah, namun kegiatan
berhuma di wilayah Baduy tidak menerapkan teknik pembakaran bahan
kering seperti kayu dan daun-daunan sebelum penanaman dilakukan.
Huma yang sudah ditinggalkan dan tidak ditanami tanaman keras disebut
reuma (semak-semak).

Upaya-upaya mencegah dan/atau mengurangi dampak perubahan
iklim yang diterapkan dalam bentuk menjaga kelestarian hutan dan alam,
sumber daya air, dan berbagai tindakan lainnya telah dilakukan oleh
masyarakat lokal di berbagai wilayah tanah air. Dalam kaitannya dengan
kearifan lokal yang menekankan upaya pelestarian dan pencegahan
degradasi lahan tersebut, Ramadhan (2011) mengemukakan bahwa peran
kearifan lokal mampu menjaga alam dari kerusakan, sekaligus menopang
kehidupan masyarakat secara berkelanjutan. Kearifan lokal mengajarkan
agar manusia menghargai dan mengelola alam dengan baik.

Berbagai kearifan lokal yang berkaitan dengan upaya pencegahan
bencana alam, pelestarian hutan dan pengelolaan sumber daya air, antara
lain bertujuan guna mengurangi dampak negatif perilaku dan perubahan
iklim, termasuk bencana alam. Doaly (2016) mengemukakan bahwa salah
satu strategi yang dinilai ampuh untuk mengurangi resiko bencana adalah
adaptasi perubahan iklim berbasis kearifan lokal. Namun demikian praktek
adaptasi perubahan iklim harus melibatkan seluruh elemen masyarakat
melalui kolaborasi jangka panjang. Dengan demikian pendekatan untuk
mencegah atau mengurangi dampak perubahan iklim terhadap ekosistem
sekitar memerlukan strategi integratif yang melibatkan berbagai sektor,
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bidang keilmuan dan profesi, dan aspek-aspek lain yang terlibat di
dalamnya.

Masyarakat petani Indonesia dengan kegiatan usahataninya adalah pihak
yang sangat bergantung kepada alam. Setiap perubahan yang terjadi pada
alam sekitar dan alam global, seperti peningkatan suhu udara, perubahan
curah hujan, pergeseran musim hujan, perubahan intensitas penyinaran
dan lain-lain, memberikan dampak yang kuat terhadap kelancaran dan
produksi kegiatan produktif pertanian. Perilaku iklim global sangat besar
pengaruhnya terhadap iklim mikro dimana petani melakukan kegiatan
usahataninya. Sedangkan dinamika iklim mikro tersebut merupakan acuan
bagi petani dalam merencanakan kegiatan produktif mereka. Peningkatan
suhu harian yang kecilpun dapat memberikan pengaruh buruk terhadap
kelancaran kegiatan dan produksi pertanian setempat. Berkaitan dengan
yang telah disampaikan, tujuan penulisan ini adalah menyajikan berbagai
kearifan lokal dan penanda alam di beberapa daerah dalam mengantisipasi
perubahan iklim.

KEARIFAN LOKAL DALAM SEKTOR PERTANIAN

Selama ini cenderung diduga bahwa kearifan lokal tumbuh dan
berkembang semata-mata hanya karena pengaruh lingkungan sekitar, baik
lingkungan alam atau ekosistem, maupun lingkungan sosial
kemasyarakatan. Namun sejalan dengan proses evolusi pemikiran,
berbagai kearifan lokal ternyata memiliki dasar keilmuan yang dapat
dipertanggung jawabkan. Pada awalnya kearifan lokal yang berkaitan
dengan lingkungan dianggap memiliki elemen-elemen spiritual yang
berakar pada isu-isu lingkungan. Pola pikir demikian menempatkan
dinamika spiritual sebagai akar degradasi ekosistem (Leslie, 2012 dalam
Wikipedia, 2017%). Gerakan lain yang berkaitan dengan dinamika
lingkungan mengemukakan akan pentingnya pendekatan ekologis yang
berkaitan dengan kesadaran spiritual dan tidak menghubungkannya
dengan keimanan beragama.

Pemikiran terkait keterlibatan aspek spiritual mungkin timbul karena
pemahaman manusia terhadap perilaku iklim didasari oleh pengalaman
mengamati perubahan lingkungan dengan mengamati penanda dan
dinamika alam. Dalam hal ini, kemampuan menyesuaikan kegiatan
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produktif masyarakat, seperti bertani, berlayar menangkap ikan, dan
mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana alam, memiliki hubungan
dengan perilaku benda-benda angkasa seperti matahari, bulan dan rasi
bintang tertentu. Peredaran matahari dan bulan menunjukkan waktu dalam
hitungan siang dan malam, sedangkan pergerakan dan penampakan
bintang dapat dijadikan pedoman arah mata angin. Dengan mengamati
pergerakan benda-benda langit dari waktu ke waktu, petani dan nelayan
memahami bahwa dinamika bintang-bintang, matahari dan bulan dapat
dijadikan petunjuk untuk menentukan arah berlayar. Lebih jauh lagi,
pengamatan yang berhati-hati terhadap pergerakan benda-benda angkasa
tersebut dapat dihubungkan dengan pergantian musim dan perubahan
iklim.

Penguasaan atas ilmu perbintangan (astronomi) atau palintangan
yang digunakan untuk menentukan arah, waktu, dan pergantian musim
telah dikuasai masyarakat lokal sejak berabad-abad. Pada siang hari,
pergerakan matahari menunjukkan arah timur dan barat, dan pergerakan
bulan pada malam hari menuntun manusia dalam menentukan hari dalam
hitungan bulan. Bintang Crux (pari) menunjukkan arah selatan, bintang
kala (Scorpio) menunjukkan arah tenggara, bintang Biduk (beruang besar)
menunjuk arah utara, dan rasi Orion (luku, waluku) digunakan untuk
menentukan musim atau kalender kegiatan bercocok tanam
(Protezholicers, 2015). Berdasarkan benda-benda angkasa yang
disebutkan itu, rasi Orion adalah yang paling penting dalam hubungannya
dengan kegiatan yang berkaitan dengan sektor pertanian.

Dalam mitologi Yunani, rasi bintang Orion menggambarkan seorang
pemburu bernama Orion yang dibentuk oleh 4 bintang utama: Betelgeuse,
Bellatrix, Saiph dan Rigel (Anifah, 2012; Dhitasari, 2015, dan
Protezholicers, 2015). Di tengah rasi tersebut terdapat 3 bintang yang
berjejer, yaitu Alnitak, Alnilam dan Mintaka, yang membentuk garis lurus
dan disebut sabuk Orion. Namun dalam pandangan etnis Jawa dan Sunda,
rasi Orion tidak terlihat seperti manusia pemburu, tetapi lebih dekat ke
bentuk bajak atau waluku. Dalam budaya Jawa dan Sunda, bintang-
bintang utama yang membentuk gambaran luku adalah Bellatrix, Saiph dan
Rigel, dan tiga bintang sabuk Orion (Alnitak, Alnilam dan Mintaka).
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Gambar 1. Rasi Bintang Waluku (Orion).

IImu tentang alam semesta dan ilmu perbintangan (astronomi)
merupakan bidang keilmuan yang selama berabad-abad dipahami manusia.
Berbekal pengetahuan tersebut yang dikaitkan dengan dinamika ekosistem
dimana mereka hidup, manusiapun secara berangsur-angsur mampu
menyusun kalender kegiatan yang berkaitan dengan kebutuhannya.
Pengetahuan tentang pergerakan bintang-bintang tersebut dijadikan acuan
untuk memulai kegiatan produktif bercocok tanam, memelihara sampai ke
memanen tanaman.

Dalam pemahaman umum, sering terjadi kerancuan antara
astronomi dengan astrologi. Sebagian masyarakat berpendapat bahwa
astronomi dan astrologi itu sama. Selain itu sering terjadi kerancuan yang
mengartikan astronomi sebagai astrologi dan sebaliknya. Astronomi adalah
keilmuan akademik yang melakukan pendekatan ilmiah (sains). Astronomi
terutama melakukan pendekatan matematis dan fisika guna menafsirkan
peristiwva atau fenomena vyang terjadi pada benda-benda langit
(bintang/planet, matahari, dan bulan). Data yang dihimpun dikaji dan
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ditelaah secara sistematik. Sebaliknya, astrologi bertumpu pada mitos dan
legenda kuno terkait rasi bintang dan benda-benda langit yang dianggap
memiliki pengaruh terhadap nasib manusia.

Tabel 1. Perbandingan Astronomi dengan Astrologi.

No. Uraian Astronomi Astrologi

1. | Subjek Benda langit. Takdir/nasib berdasar pergerakan
benda langit.

2. | Kajian Pergerakan benda langit. Hubungan manusia dengan benda
langit.

3. | Metodologi IImiah-akademik sistematis. | Tidak ada metodologi dan hubungan
sebab-akibat.

4. | Rasi bintang 13 sebagai panduan analisis. | 12 untuk meramal takdir.

Sumber: http://apaperbedaan.com/astronomi-dan-astrologi/ (diseleksi).

Dalam budaya Sunda, rangkaian pengetahuan ilmu perbintangan
disebut elmu palintangan sangat mewarnai jiwa dan batin masyarakat.
Sebelum mengenal jam dan arloji, budaya Sunda sudah mengenal
perkiraan waktu siang dan malam yang didasarkan pada elmu palintangan
peredaran bintang dan matahari yang dikombinasikan dengan dinamika
lingkungan ekosistem dan penghuninya, termasuk penanda alam lainnya.
Penanda alam lain yang dimaksud antara lain adalah suara hewan liar atau
bunyi pergerakannya, desir angin, gemerisik daun-daunan, dan lain-lain.
Sebagai contoh adalah suasana yang tiba-tiba sepi senyap disebut sebagai
suasana “siga gaang katincak’ (seperti anjing tanah terinjak). Dalam hal
seseorang berceloteh bicara tanpa makna disebut “siga kasintu beger keur
moyarn” (seperti ayam hutan berahi sedang berjemur).

Tabel 2. Wanci (waktu) Harian dalam Budaya Sunda.

Wanci Jam Penanda alam Penanda benda angkasa
(perkiraan)
Tengah 00:00 Suasana sekitar sepi. Bintang-bintang di langit,
peuting Hewan liar kecil cahaya alam rendah.
berkeliaran.
Tumorek 01:00 Saat tidur nyenyak tidak Bintang-bintang mulai
mendengar apapun. bergerak ke ufuk barat.
Janari leutik 02:00 Suasana sunyi-senyap. Bintang dan rasi mulai
Suara serangga (cengkerik | condong ke barat.
dll.)
Janari gede 03:00 Suasana sunyi, mulai Bintang dan rasi bergerak ke
terdengar suara kehidupan | ufuk barat.
(suara mengaji).
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Kongkorongok 04:00 Ayam mulai berkokok. Bintang Timur terlihat samar-
hayam Suara kehidupan samar.
meningkat.
Balebat 05:00 Kesibukan kehidupan Bintang Timur terlihat di ufuk
dimulai. barat.
Carangcang 06:00 Perubahan pandangan dari | Sinar matahari mulai terlihat
tihang gelap ke terang. di ufuk timur, bintang Timur
tenggelam di ufuk barat.
Meletek 07:00 Hari sudah terang, orang Matahari terbit. Intensitas
panonpoe bersiap-siap pergi bekerja. | cahaya meningkat.
Ngaluluh 08:00 Kesibukan awal untuk Ketinggian matahari
taneuh bekerija. setelapak tangan.
Haneut 09:00 Hari mulai hangat. Matahari makin naik. Hari
moyan Kesibukan meningkat mulai hangat.
Rumangsang 10:00 Kesibukan orang-orang Ketinggian matahari sehasta.
berjalan terus. Hari mulai memanas.
Pecat sawed 11:00 Petani berhenti bekerja dan | Tinggi matahari sepenggalah.
melepas luku.
Tangange 12:00 Petani pulang ke rumah. Matahari di atas ubun-ubun.
Lingsir 13:00 Bayang-bayang Matahari mulai condong ke
memanjang. barat.
Kalangkang 14:00 Bayang-bayang seukuran Matahari bertambah condong.
satangtung tubuh.
Mengok 15:00 Intensitas kesibukan Intensitas cahaya matahari
melambat. Sebagian sudah | mulai menurun.
di rumah.
Tunggang 16:00 Udara mulai agak sejuk, Matahari makin condong
gunung biasanya angin sepoi-sepoi. | terhalang gunung-gunung.
Sariak layung 17:00 Lembayung mulai terlihat. Matahari hampir tenggelam,
langit berubah warna.
Sareupna 18:00 Intensitas cahaya Saat matahari terbenam.
berkurang.
Harieum 19:00 Perubahan pandangan dari | Matahari terbenam, intensitas
beungeut terang ke gelap. cahaya makin turun.
Sareureuh 20:00 Waktu tidur untuk anak- Bintang-bintang mulai terbit.
budak anak, suasana mulai sepi.
Tumoke 21:00 Suara hewan liar terdengar | Bintang-bintang semakin
satu-satu, khususnya suara | tinggi di langit.
toke.
Sareureuh 22:00 Waktu istirahat untuk Intensitas cahaya menurun.
kolot orang tua. Suasana mulai Sinar bulan muncul sesuai
sepi. dengan perjalanan bulan.
Indung 23:00 Suasana senyap, desir Bintang semakin tinggi di
peuting angin dan daun-daun. langit.
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Penggabungan elemen-elemen astronomi dalam khasanah
palintangan, ekosistem dan sistem sosial manusia, secara implisit
melukiskan perpaduan (adumanis) atau integrasi prinsip dasar budaya
Sunda yang meliputi hal alami, hayati dan insan/ (Bastiawan, 2014).
Prinsip adumanis tersebut sebanding dengan prinsip Tri Hita Karana pada
masyarakat Hindu Bali (Awig-awig, 2011) yang berintikan keharmonisan
hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan
manusia dengan alam. Kedua prinsip tersebut diatas merupakan kearifan
ekologi pada masyarakat dan kebudayaan Sunda dan Bali.

Selain mempelajari ilmu astronomi secara tradisional, akumulasi
pengalaman telah menunjukkan bahwa perubahan iklim yang disebabkan
oleh dinamika benda-benda angkasa tersebut memberikan dampak yang
mempengaruhi perilaku kegiatan produktif masyarakat. Dengan membaca
berbagai penanda alam yang disebabkan oleh perilaku iklim mikro, makro
dan iklim global berkembang pula pemahaman akan musim dan kondisi
alam (Bastiawan, 2011) yang dapat dikaitkan dengan kegiatan bercocok
tanam, berlayar dan menangkap ikan. Budaya Sunda mengenal usum
ngijih (musim hujan), katiga (kemarau), musim barat (musim datangnya
angin besar dari arah barat yang disertai hujan lebat) sebagai penanda
alam patokan pergantian musim dan iklim. Lebih jauh lagi, kondisi iklim
seperti itu sering diasosiasikan dengan kondisi peri kehidupan masyarakat
di saat-saat tersebut, yaitu: usum sasalad (musim penyakit), usum tigerat
(musim paceklik), dan wsum nguyang (meminjam karena kekurangan
pangan). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penanda alam dapat
bersifat teknis-biofisik (usum ngijih, katiga dan musim barat), dan dapat
pula mengandung aspek biologis (usum sasalad), aspek tekno-sosial (usum
tigerat), dan dapat pula bersifat sosio-ekonomis (usum nguyang).

Perubahan musim yang disebabkan oleh dinamika iklim makro
memberikan dampak terhadap ekosistem dan pola serta kegiatan
pertanian. Secara langsung, perubahan iklim mampu mengubah kondisi
tanaman dan pertumbuhan pepohonan dan tanaman. Hal demikian
selanjutnya mempengaruhi ketahanan pangan masyarakat karena tingkat
produksi dan produktivitas lahan usahatani mengalami perubahan yang
tidak diduga sebelumnya. Dalam kondisi demikian, petani sering
meningkatkan penggunaan pupuk dan bahan kimia lain untuk
mengembalikan produksi tanaman pangan ke tingkat semula yang lebih
baik. namun tindakan demikian meningkatkan tekanan terhadap lahan dan
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ketersediaan air yang harus diimbangi dengan tindakan pemulihan lahan
yang bijaksana. Suzuki (2017) mengemukakan bahwa dampak paling
serius akibat perubahan iklim dialami oleh air dan ketersediaan serta
distribusinya. Air sangat erat kaitannya dengan sumber daya lain dan isu-
isu sosial seperti ketersediaan pangan, kesehatan, industri, transportasi,
dan integritas ekosistem.

Pengetahuan tentang musim yang dikaitkan dengan pergerakan
bintang, matahari, dan bulan, adalah petunjuk dalam peri kehidupan
masyarakat dalam melakukan kegiatan produktif dan menghindari bahaya
dan bencana, baik bencana kegagalan pertanaman, maupun bencana alam
yang berada diluar kontrol dan kendali manusia. Dinamika cuaca dan
musim, pergerakan bintang dan benda-benda langit lainnya, perilaku
hewan dan penanda alam lainnya dapat mengisyaratkan akan datangnya
peristiwva baik atau buruk yang berkaitan dengan alam sekitar dan
ekosistem.

Akumulasi pengalaman melalui pengamatan perubahan iklim di
lingkungan ekosistem sekitar diintegrasikan dengan pemahaman keilmuan
perbintangan telah melahirkan kalender musim atau kalender kegiatan
bertani pada masyarakat. Masyarakat Sunda, Jawa, dan Bali, memiliki
kalender kegiatan bercocok tanam yang disebut pranata mangsa atau
pranoto mongso. Editor (2016) menambahkan bahwa suku Batak di
Sumatra mengenal parhalaan. Suku Dayak di Kalimantan Barat mengenal
sistem kalender papan katika. Masyarakat Bali memiliki sistem kalender
yang didasarkan atas ilmu astronomi yang disebut wariga. Penanggalan-
penanggalan tradisional tersebut memiliki fungsi sebagai pedoman bagi
masyarakat dalam kegiatan keseharian mereka.

Dari sudut pandang astronomi dan bioklimat, pranata mangsa
memiliki akar latar belakang kosmografi dan bioklimatologi. Pranata
mangsa disusun berdasarkan pengamatan terhadap alam, baik perubahan
iklim di bumi, maupun pergerakan benda-benda angkasa. Bangsa
Indonesia sudah akrab dengan pola pergerakan bintang yang mendasari
pola pergantian musim dari tahun ke tahun. Editor (2016) menjelaskan
bahwa kalender pranata mangsa dibuat berdasarkan peredaran bumi
mengelilingi matahari. Satu tahun dibagi ke dalam 4 mangsa utama yang
dibagi lagi menjadi 12 mangsa. jumlah hari dalam satu mangsa bervariasi,
dari 24 sampai 43 hari. Jumlah hari dalam kedua belas mangsa bukan hasil
dari pembagian sederhana, tetapi berkaitan erat dengan terjadinya
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pergantian musim. Masing-masing mangsa menggambarkan pola alam
pada mangsa yang bersangkutan. Sedangkan keempat mangsa utama
adalah katiga (kemarau), /abuh (peralihan, pancaroba), rendeng atau ngijih
(musim hujan) dan pancaroba. Kalender pranata mangsa Indonesia juga
bersifat lokal karena karena dikembangkan di Jawa dan Bali dan hanya
berlaku di wilayah tersebut (Editor, 2016). Dalam kegiatan pertanian,
pranata mangsa adalah sarana yang digunakan oleh para petani untuk
mengawali kegiatan bercocok tanam sesuai dengan kondisi dan
perkembangan cuaca. Dalam hal ini petani berusaha mengikuti irama
musim yang berlangsung untuk mensukseskan usaha pertaniannya. Setiap
mangsa memiliki watak spesifik sebagai reaksi perilaku mahluk hidup
(hewan dan tumbuhan) terhadap dinamika mangsa menurut perubahan
lintasan benda langit, yaitu matahari dan bulan, bintang dan rasi bintang.
Kondisi tersebut menghasilkan urutan mangsa dalam kalender Jawa yang
juga dianut oleh budaya Sunda.

Tabel 3 menunjukkan urutan mangsa dalam pranata Jawa dan
Sunda yang diawali oleh akhir musim kemarau yang menunjukkan watak
“sotya murca ing embanan’ (ratna/permata jatuh dari tatahan) yang
bermakna sumber air mulai mengering, daun-daunan gugur karena tanah
kekeringan (Anifah, 2012). Mangsa pertama ini terjadi pada posisi rasi
bintang Orion atau bintang waluku sedang mengalami heliacal rise, yaitu
terbit dari ufuk timur beberapa saat sebelulm matahari terbit (Anifah, 2012
dan Dhitasari, 2015). Saat tersebut disebut pula sebagai Summer solstice
(Anifah, 2012), yaitu ketika rasi bintang waluku sangat menyerupai bajak
atau luku dalam posisi siap pakai. Dalam budaya Jawa, kondisi tersebut
mengisyaratkan bahwa musim tanam harus sudah saatnya dimulai.
Summer solstice tersebut terjadi di minggu ketiga atau keempat bulan Juni
setiap tahunnya.

Pranata mangsa dalam tabel 3 menjadi acuan bagi petani Jawa dan
Bali dalam kegiatan produktif usahataninya. Setiap mangsa didalami
maknanya agar irama kegiatan pertanaman dapat disesuaikan dengan
setiap mangsa dalam kalender musim tersebut. Setiap mangsa memiliki
sifat atau watak khas sebagai resultan interaksi berbagai penanda alam,
termasuk didalamnya perilaku tanaman, hewan, pikiran dan emosi serta
perilaku manusia yang muncul di musim terkait. Dalam kalender pranata
mangsa, tiap mangsa atau musim berjalan sesuai urutannya. Apabila
terjadi penyimpangan, maka keseimbangan musim secara keseluruhan
akan terganggu. Sebagai contoh adalah peristiwa pemanasan global yang
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mengakibatkan perubahan pola tanam sehingga keseimbangan mangsa
dalam pranata mangsa juga berubah. Dengan melihat penanda alam,
petani dapat mengantisipasi hal-hal yang harus dilakukan agar tidak terjadi
bencana atau kerusakan ekosistem lebih jauh lagi.

Tabel 3. Pranata Mangsa Kalender Jawa dan Sunda

No. Kala/mangsa Watak/sifat Penanda alam

1. | Kasa Sotya murca ing Dedaunan gugur, tanah mulai kering,

embanan mata air mulai mengecil.

2. | Karo Bantala rengka Tanaman palawija mulai Tumbuh,
pohon randu dan daun mangga mulai
bersemi, tanah banyak yang retak.

3. | Katelu/katilu/katiga Suta manut ing Tanaman Lung-/lungan mulai menjalar,

bapa disini /ung-lungan diumpamakan anak
(suta)
4. | Kapat Wasspo Mata air mongering disertai hawa
kumembang panas, awal panen.
jroning kalbu Palawija, tanaman bambu, uwi,
gadung, kunci dan lain-lainnya mulai
tumbuh.
5. | Kalima Pancuran emas Panen mangga, hawa mulai dingin,
sumawur ing jagad | hujan sumawur, pohon asam jawa
mulai bersemi, ular dan lalat
berkembang.

6. | Kanem Rasa mulyo Musim buah-buahan, saatnya mengolah

kasucen. sawah, menyebar benih padi.

7. | Kapitu Wisa kentar ing Musim banyak penyakit dan hujan,

maruto sungai-sungai mulai meluap, banijir,
petani mulai menanam padi.

8. | Kawolu Ajrah jroning Hawa mulai panas, musim kucing

kayun kawin, padi menghijau, ulat
berkembang.

9. | Kasanga Wedare wacana Jangkrik dan gangsir mulai berbunyi

mulya (ngentir), gareng (Cicada) mulai
berbunyi ngereng.

10. | Kasepuluh/kasapuluh | Gedong minep Ternak mulai bunting, padi menguning

Jroning kalbu dan panen, burng-burung kecil
berkembang biak.

11. | Desta/hapitlemah Sotya sinarawedi Burung-burung kecil menetas, petani
mulai panen raya, panen padi dan
palawija.

12. | Kadhasa/hapitkayu Tirta sah saking Hawa dingin, orang jarang berkeringat.

sasana

Sumber: Diolah dari Sindhunata 2009) dalam Anifah (2012), dan Editor (2016).

178

Memperkuat Kemampuan Wilayah Menghadapi Perubahan Iklim




Rasi bintang Luku vyang dijadikan patokan utama dalam
menentukan musim bercocok tanam memiliki perhatian khusus, terutama
karena bentuknya yang menarik dan mudah dikenal. Secara kasat mata,
rasi Orion memiliki bentuk seperti luku (bajak) dalam berbagai posisi yang
dijadikan pegangan dalam melakukan kegiatan bertani dan berlayar. Pada
pertengahan musim panas (summer solstice), yaitu sekitar minggu
keempat bulan Juni, bentuk rasi Orion menyerupai bajak dalam posisi siap
pakai (Gambar 1). Kondisi ini diinterpretasikan petani debagai penanda
awal musim tanam dimana petani menganggap sebagai “diingatkan” dan
harus bersiap-siap. Dalam waktu ini rasi Orion mengalami heliacal rise,
yaitu terbit di ufuk timur sebelum matahari terbit (menjelang pagi saat
waktu haliwawar mendekati balebat).

AKHIR JUNI [SUMMER SOLSTICE) APRIL-MEI
POSISI BAJAK SIAP PAKAL POSIS| BAJAK TERBALIK:

Gambar 1. Posisi Rasi Bintang Luku Akhir Bulan Juni dan antara April-Mei.

Sekitar lima bulan kemudian (perkiraan bulan Nopember dan awal
Desember), rasi bintang Waluku mengalami acronychal rise, yaitu terbit di
ufuk timur sesaat setelah matahari terbenam (sekitar waktu magrib, atau
wanci  harieum beungeut). Dalam waktu ini, bentuk Orion masih
menyerupai bajak siap pakai. Kondisi ini diinterpretasikan petani sebagai
penanda bahwa kegiatan bertanam padi dapat dimulai. Dalam rentang
waktu ini, pengolahan lahan dimulai dan benihpun ditebar di lahan
pesemaian.
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Semakin larut waktu berjalan, posisi Orion perlahan-lahan berubah. Saat
petani selesai memindahkan bibit dan menanamnya dan tumbuh menjadi
tanaman muda, rasi Orion bergerak semakin tinggi dan mencapai titik
tertinggi (kulminasi) setelah matahari terbenam dan perlahan-lahan
menghilang. Kulminasi tersebut terjadi sekitar pertengahan dan akhir bulan
Februari. Ketika Orion menghilang dari langit, para petani telah selesai
melakukan kegiatan bertanam bibit. Bintang Luku muncul lagi sekitar bulan
April-Mei, lebih-kurang empat bulan setelah proses tanam bibit selesai.
Pada saat ini rasi Orion muncul lagi dalam posisi bajak terbalik yang
diinterpretasikan bahwa bajak terbalik tersebut tidak dalam kondisi siap
pakai. Hal ini dipakai sebagai pertanda bahwa musim pertanaman telah
selesai dan tiba saatnya untuk panen. Gambar 1 menunjukkan posisi rasi
Orion pada dua kondisi diatas.

KEARIFAN LOKAL DAN ANTISIPASI DAMPAK PERUBAHAN IKLIM

Tradisi dan budaya lokal yang berhubungan dengan pelestarian
lingkungan sejak lama dianut masyarakat. Falsafah Tri Hita Karana (Bali)
dan prinsip adumanis atau integrasi prinsip dasar budaya Sunda yang
meliputi hal alami, hayati, dan insani mencerminkan pentingnya hubungan
harmonis antara manusia dengan alam. Dalam upaya mencapai
keharmonisan tersebut, adalah penting untuk menjaga keseimbangan alam
atau ekosistem melalui upaya-upaya fisik maupun spiritual. Berbagai
budaya masyarakat di Indonesia melarang perambahan hutan atau
menebang pepohonan melebihi kebutuhan, mengubah atau merusak
lansekap dan aliran sungai, melakukan kegiatan pertanian tanpa
perhitungan, dan berbagai tindakan eksploitasi alam secara berlebih
(overexploitation). Sebagai contoh budaya kearifan masyarakat Dayak di
Kalimantan melarang menebang pohon yang tumbuh alami di hutan.
Larangan tersebut adalah sebagai bentuk pengakuan arti penting hutan
sebagai penjaga keseimbangan alam.

Dalam hubungannya dengan keseimbangan alam, masyarakat
tradisional menganggap alam sekitar dan hutan adalah sumber kehidupan
utama. Sikap menghadapi dan memahami dinamika alam sekitar berikut
isinya, baik tetumbuhan, maupun margasatwa dan hewan kecil yang hidup
diatas dan didalam tanah, semuanya mencerminkan sikap dan upaya
melestarikan lingkungan. Sikap tersebut berkembang sejalan dengan
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pengalaman hidup menyesuaikan diri dengan alam atau dengan upaya
mengendalikan alam. Masyarakat tradisional memahami bahwa bila hutan
rusak, lingkungan hidup mereka juga akan menderita. Bila hujan turun
secara berlebihan, itu pertanda perubahan iklim yang berkaitan dengan
tindakan manusia berupa eksploitasi berlebih yang menyebabkan berbagai
kerusakan lingkungan.

Upaya masyarakat tradisional dalam memahami perubahan iklim
terutama adalah dengan mengamati dan memahami gejala-gejala fisik
sebagai penanda alam yang berbeda atau tidak sesuai dengan informasi
himpunan pengetahuan kearifan lokal. Memanfaatkan sifat-sifat iklim atau
mangsa dalam kalender pranata mangsa sebagai “referensi” adalah sikap
yang diambil untuk mengkaji penampilan penanda alam yang tidak
seharusnya terjadi seperti yang tertera dalam pranata mangsa tersebut.
Sebagai contoh adalah kondisi pada bulan Juni, yaitu mangsa kasa (Sotya
murca ing embanan) biasanya ditandai dengan penanda alam daun-daun
berguguran, persediaan air tanah berkurang, dan tanah mulai mengering.
Namun bila pada mangsa kasa tersebut masih terjadi hujan, hal tersebut
adalah pertanda bahwa telah terjadi perubahan iklim dan musim.
Berdasarkan pertanda alam tersebut, masyarakat setempat dapat segera
mengantisipasi dampak kelebihan air dan peningkatan kelembaban lahan
yang harus dihadapi pada saat kegiatan pertanaman musim berikutnya
akan dilaksanakan.

Dalam hal penentuan waktu tanam yang tepat, peran astronomi
atau elmu palintangan tidak berhenti pada pranata mangsa saja, namun
juga dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat nelayan. Nelayan dan
pelaut memanfaatkan benda-benda angkasa sebagai petunjuk arah
sekaligus sebagai pertanda tibanya cuaca buruk yang menyebabkan
gelombang besar yang dapat menghambat kegiatan melaut. Saat matahari
berada di belahan bumi selatan (bulan Oktober-April) adalah saat tibanya
musim barat yang mempengaruhi arus dan gelombang laut. Angin musim
barat disebut juga angin muson barat adalah angin yang berhembus dari
benua Asia (yang sedang mengalami musim dingin) ke benua Australia
(musim panas). Angin ini membawa awan hujan yang banyak di Indonesia
bagian barat. Hal tersebut disebabkan karena angin melewati perairan
yang luas dalam perjalanannya. Pada saat tersebut, Indonesia akan
mengalami musim hujan akibat massa uap air yang dibawa oleh angin ini,
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saat melalui lautan luas di bagian utara (Samudra Pasifik dan Laut Cina
Selatan).

Berbagai penanda alam dampak perubahan iklim yang
mempengaruhi sikap dan strategi kegiatan produktif masyarakat antara
lain adalah pola dan curah hujan, perubahan cuaca yang tidak biasa, dan
perubahan suhu udara. Pengamatan bertahun-tahun menyimpulkan bahwa
siklus air di tingkat global menunjukkan perubahan sejalan dengan
peningkatan suhu global. Kondisi ini direpresentasikan oleh wilayah-wilayah
basah yang menjadi semakin basah, dan wilayah kering menjadi lebih
kering. Contohnya adalah peningkatan curah hujan di bagian utara
Australia, dan keterlambatan dan penurunan curah hujan musim gugur dan
musim dingin di bagian selatan (CSIRO and BoM, 2012). Iklim ekstrim yang
terjadi ditunjukkan antara lain oleh peningkatan suhu harian, hari hujan
berlebih dan curah hujan ekstrim serta kekeringan. Semuanya itu terjadi
diluar pola normal seperti yang ditata dalam kalender pranata mangsa
Jawa dan Sunda.

Pengamatan terhadap penanda alam yang tidak biasa membawa
masyarakat lokal untuk bertindak. Tindakan tersebut dapat berupa
pemanfaatan nasehat, penerapan petunjuk, dan penerapan teknologi lokal
maupun teknologi dan strategi modern. Contoh yang menarik adalah
pendekatan kearifan lokal terhadap bencana atau kemungkinan bencana
longsor. Kearifan lokal yang dapat dilakukan untuk mencegah kondisi ini
adalah menerapkan strategi nyabuk gunung. Nyabuk gunung adalah
tindakan membuat kontur sepanjang lereng bukit untuk mencegah dan
mengurangi kemungkinan longsor. Kegiatan kearifan lokal demikian
dilakukan secara komunal dengan semangat “rawe-rawe rantas, malang-
malang putung’ (senang dan susah bersama-sama. Tindakan ini dapat
disertai dengan penggunaan kearifan lokal fisik berupa peralatan cangkul
atau peralatan dan teknologi lokal yang memiliki fungsi yang sama, namun
dapat berbeda bentuknya sesuai dengan budaya setempat.

Kearifan lokal yang dapat dihubungkan dengan perubahan iklim
pada umumnya menekankan pada upaya pencegahan degradasi lahan dan
lingkungan dalam berbagai bentuk dan strategi. Hal serupa juga terlihat
dari kearifan lokal teknologi yang lebih bersifat antisipatif untuk melakukan
tindak fisik pencegahan di lokasi yang dinilai rawan kerusakan. Kearifan
lokal teknologi cangkul dan teknik membuat sengkedan atau kontur untuk
mencegah erosi memiliki keragaman, baik dalam bentuk, maupun dalam
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cara pengoperasiannya. Pembuatan kontur pada lereng yang landai dapat
dilakukan dengan berdiri sejajar dengan arah rencana horisontal kontur.
Cangkul yang digunakan juga memiliki gagang relatip panjang karena
pengguna memiliki ruang gerak cangkul yang cukup luas. Sebaliknya pada
lereng yang curam, teknik membuat sengkedan dilakukan dengan
menghadap ke arah lereng. Karena ruang gerak untuk cangkul terbatas,
maka gagang cangkul yang dipakai harus lebih pendek. Logika kearifan
seperti demikian sangat sederhana sehingga sering terabaikan begitu saja.

Antisipasi terhadap banjir juga dapat dilakukan dengan penerapan
nasehat atau larangan, tabu, dan pikukuh yang berkaitan dengan
pencegahan banjir dan longsor melalui pendidikan untuk tidak merambah
hutan dan menebang pohon-pohonan hutan atau dengan tindakan lain.
Salah satu contoh kearifan lokal naratif dalam bentuk pantun adalah smong
di Pulau Simeulue yang terbukti dapat menyelamatkan masyarakat dari
bencana tsunami tahun 2004 yang lalu. Smong adalah budaya bertutur
dalam bentuk syair berisikan petuah dan arahan untuk mencegah bencana
melalui upaya penghijauan pantai dengan menjaga kelestarian hutan dan
menanam mangrove. Pada saat terjadi tsunami hebat tahun 2004 yang
meluluh-lantakkan pantai barat Pulau Sumatera, penduduk Pulau Simeulue
meneriakkan “Smong..!” sebagai isyarat untuk mengungsi ke tempat yang
lebih tinggi atau berlindung dibalik bukit atau batu besar.

Strategi pelarangan juga sering dilakukan untuk menjaga dan
mencegah kerusakan ekosistem, khususnya ekosistem hutan. Awig-awig
(2011) mencontohkan antar lain budaya repong damar di Krui, Lampung
Barat. Repong damar adalah hutan damar yang dikembangkan dari lahan
lahan bekas ladang. Repong damar dikembangkan dan dikelola oleh
masyarakat dalam bentuk wanatani. Lahan bekas ladang ditanami berbagai
jenis tanaman yang bernilai ekonomi tinggi. Selain damar, ditanam juga
kopi, karet, durian, dan lain-lain. Masyarakat lokal berpendapat bahwa bila
bekas ladang dibiarkan ditumbuhi semak belukar yang tidak mampu
menutup lahan, maka iklim mikro dapat terpengaruh. Pengaruh
pengelolaan lahan bekas ladang yang sangat luas secara tidak teratur
dalam jangka panjang dapat mempengaruhi iklim mikro dan iklim makro.

Contoh serupa adalah hompongan yang dikembangkan oleh orang
Rimba (orang Kubu) di Jambi. Hompongan adalah hutan belukar yang
melingkupi kawasan inti pemukiman orang Rimba (di kawasan Taman
Nasional Bukit Dua Belas, Jambi) yang sengaja dijaga keberadaan dan
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fungsinya sebagai wilayah penyangga (buffer zone) terhadap gangguan
pihak luar. Menjaga agar pihan luar tidak mengintervensi hutan lebat dapat
menjaga kondisi alami hutan agar tetap dapat berperan dalam menjaga
keseimbangan ekosistem lokal.

PENUTUP

Kemampuan antisipasi kearifan lokal terhadap perubahan iklim yang
diterapkan diperoleh melalui pengamatan terhadap dinamika lingkungan
dan penanda alam yang menyimpang dari runutan waktu dan musim yang
tertera dalam kalender pranata mangsa. Dalam hal ini, kemampuan
antisipatif kearifan lokal mengarah pada sifat futuristik yang sifatnya
inovatif. Kearifan lokal memanfaatkan kumpulan informasi yang telah teruji
bergenerasi-generasi untuk membuka peluang perbaikan masa depan.
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KEARIFAN LOKAL DAN KAPITAL SOSIAL DALAM MENGHADAPI
DEGRADASI EKOSISTEM

Nono Sutrisno dan Kedi Suradisastra

PENDAHULUAN

Degradasi ekosistem khususnya ekosistem lahan pertanian dan
hutan terjadi akibat pengelolaan sumber daya alam yang kurang tepat
yang bersifat eksploitatif. Menurut Suradisastra (2010) sebagai salah satu
sumber kehidupan, ekosistem lahan mengalami berbagai tindak eksploitatif
teknis-biofisik guna mengejar tuntutan ekonomi dalam upaya
meningkatkan kesejahteraan sosial keluarga dan masyarakat yang hidup di
ekosistem tersebut. Untuk mengatasi degradasi lahan dan ekosistem yang
terjadi akibat kegiatan ekonomi memerlukan sikap dan tindakan yang
mengarah pada upaya pengelolaan yang lebih berkesinambungan. Akan
tetapi pada umumnya masyarakat pengguna dan pengeksploitasi lahan
kurang memiliki keterampilan dan pengetahuan pengelolaan serta upaya
konservasi ekosistem yang memadai.

Kerusakan ekosistem dan lingkungan umumnya tidak terlihat secara
seketika, tetapi melalui proses gradual dan bersifat historis dan dalam
waktu yang lama. Sebagai contoh penghancuran ekosistem hutan magrove
di pantai-pantai Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi tidak mudah
dilihat dari tahun ke tahun, namun terlihat sangat jelas dari dekade ke
dekade; demikian juga proses pendangkalan waduk atau bendungan besar
yang sangat penting untuk mendukung kegiatan perekonomian berbasis
pertanian padi sawah. Salah pengelolaan ekosistem yang dilakukan secara
terus menerus, akan menyebabkan kerusakan ekosistem baik kerusakan
ringan maupun berat. Oleh karena itu, pemanfaatan ekosistem harus
dilakukan sesuai dengan ketentuan dan tidak bersifat eksploitatif.
Ketentuan-ketentuan tata cara pemanfaatan sumber daya alam yang
bijaksana sudah dilakukan sejak dulu dengan menerapkan kearifan lokal.
Kearifan lokal akan membentuk kapital soial yang selanjutnya diperlukan
dalam pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana.

Upaya menjaga kelestarian lingkungan tidak dapat dipisahkan dari
upaya pemberdayaan kelembagaan masyarakat. Hal ini tidak terpisahkan
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dalam kehidupan komunitas sosial karena posisi dan fungsi kelembagaan
sosial merupakan bagian pranata atau tatanan sosial yang memfasilitasi
interaksi sosial (social interplay) dalam suatu komunitas. Uphoff (1992) dan
Fowler (1992) menawarkan konvensi kelembagaan atau institusi sebagai
berikut: “an institution is a complex of norms and behaviours that persists
over time by serving some socially valued purpose, while an organization is
a structure or recognized and accepted roles”. Implikasi pernyataan ini
adalah bahwa upaya pemberdayaan masyarakat atau komunitas guna
meningkatkan perhatian dan motivasi berusaha akan lebih memberikan
hasil bila memanfaatkan makna konvensi tersebut, ada tiga kata kunci
utama vyaitu: norma, perilaku serta kondisi dan hubungan sosial.
Signifikansi ketiga kata kunci tersebut dicerminkan dalam perilaku dan
tindakan seseorang, baik tindakan individu, maupun tindakan kolektif dan
komunal. Setiap keputusan yang diambil selalu akan terkait atau dibatasi
oleh norma, perilaku dan pranata sosial masyarakat yang bersangkutan.
Sebaliknya kondisi demikian menunjukkan bahwa potensi kelembagaan
masyarakat dalam proses pengambilan keputusan merupakan suatu
tindakan berbasis kondisi komunitas (community-based action) yang dapat
dimanfaatkan sebagai salah satu celah masuk (entry-point) dalam upaya
pelestarian lingkungan dan pencegahan degradasi lahan.

Upaya pemberdayaan kelembagaan lokal (/indigenous institution)
memerlukan reorientasi pemahaman dan tindakan para fasilitator
perubahan selaku agen perubahan (change agent) dalam pelaksanaan
program pembangunan kemasyarakatan dan pedesaan. Keterlibatan
fasilitator pembangunan yang memiliki kemampuan komunikasi yang
sepadan merupakan salah satu kunci keberhasilan proses diseminasi dan
alih teknologi terkait pelestarian lingkungan. Proses diseminasi teknologi
akan berjalan mulus bila disertai dengan pemahaman dan pemanfaatan
potensi elemen-elemen sosial dan status individu masyarakat dalam suatu
proses alih teknologi atau diseminasi inovasi baru.

Menurut Prayitno (2013), kearifan lokal berperan lebih dulu dalam
mengantisipasi kerusakan lingkungan/ekosistem, pada saat disadari bahwa
lingkungan mendapatkan ancaman serius, ternyata adanya kearifan lokal
justru lebih dahulu berperan dalam menjaga kelestarian lingkungan
sebelum gerakan-gerakan peduli lingkungan bermunculan. Bahkan dalam
hal tertentu kearifan lokal lebih berperan dalam menjaga ekosistem dari
pada hukum yang ditetapkan dalam mengatur pola masyarakat. Adanya
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mitos, ritual, dan pitutur luhuryang erat kaitannya dengan alam mampu
mengatur masyarakat sedemikian rupa dalam hubungannya dengan
lingkungan sekitar. Namun keberadaan kearifan lokal tersebut terancam
oleh nilai-nilai asing yang turut masuk lewat globalisasi.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, kearifan lokal yang
sudah ada sejak lama di banyak tempat, dapat menanggulangi terjadinya
degradasi lingkungan atau ekosistem. Demikian juga capital sosial yang
terbangun dari kearifan lokal, dapat menanggulangi degradasi ekosistem.
Sehubungan dengan itu, tujuan penulisan ini adalah mengungkap adanya
kearifan lokal dan kapital sosial di banyak tempat di Indonesia dalam
menghadapi degradasi ekosistem.

KEARIFAN LOKAL DAN KAPITAL SOIAL

Kearifan Lokal

Menurut Wietoler (2007) dalam Benny (2012), pengetahuan dan
kearifan lokal telah ada di dalam kehidupan masyarakat semenjak zaman
dahulu mulai dari zaman pra-sejarah sampai sekarang ini, kearifan tersebut
merupakan perilaku positif manusia dalam berhubungan dengan alam dan
lingkungan sekitarnya yang dapat bersumber dari nilai-nilai agama, adat
istiadat, petuah nenek moyang atau budaya setempat, yang terbangun
secara alamiah dalam suatu komunitas masyarakat untuk beradaptasi
dengan lingkungan di sekitarnya. Perilaku ini berkembang menjadi suatu
kebudayaan di suatu daerah dan akan berkembang secara turun-temurun.
Budaya lokal atau budaya daerah dimaknai sebagai budaya yang
berkembang di suatu daerah, yang unsur-unsurnya adalah budaya suku-
suku bangsa yang tinggal di daerah itu. Ditambahkan oleh Petrasa Wacana
dalam Lisa (2013), kearifan lokal merupakan seperangkat pengetahuan
yang dikembangkan oleh suatu kelompok masyarakat setempat
(komunitas) yang terhimpun dan terangkum dari pengalaman panjang.
Manusia menggeluti alam dalam ikatan hubungan vyang saling
menguntungkan kedua belah pihak (manusia dan lingkungan) secara
berkelanjutan dan dengan ritme yang harmonis.

Untuk melihat lebih spesifik lagi mengenai kearifan lokal yang
berkaitan dengan ekositem, disampaikan oleh Lisa (2013), bahwa kearifan
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lingkungan (ecological wisdom) merupakan pengetahuan yang diperoleh
dari abstraksi pengalaman adaptasi aktif terhadap lingkungannya yang
khas. Pengetahuan tersebut diwujudkan dalam bentuk ide, aktivitas dan
peralatan. Kearifan lingkungan yang diwujudkan ke dalam tiga bentuk
tersebut dipahami, dikembangkan, dipedomani dan diwariskan secara
turun-temurun oleh komunitas pendukungnya. Sikap dan perilaku
menyimpang dari kearifan lingkungan, dianggap penyimpangan (deviant),
tidak arif, merusak, mencemari, mengganggu dan lain-lain. Kearifan
lingkungan dimaksudkan sebagai aktivitas dan proses berpikir, bertindak
dan bersikap secara arif dan bijaksana dalam mengamati, memanfaatkan
dan mengolah alam sebagai suatu lingkungan hidup dan kehidupan umat
manusia secara timbal balik. Kesuksesan kearifan lingkungan itu biasanya
ditandai dengan produktivitas, sustainabilitas dan equtablitas atau
keputusan yang bijaksana, benar, tepat, adil, serasi dan harmonis.

Menurut Negara (2011) dalam Maridi (2015), kearifan lokal bukan
hanya menyangkut pengetahuan atau pemahaman masyarakat lokal
tentang manusia dan bagaimana relasi yang baik diantara manusia,
melainkan juga menyangkut pengetahuan, pemahaman, dan adat
kebiasaan tentang manusia, alam, dan bagaimana relasi diantara semua,
dimana seluruh pengetahuan itu dihayati, dipraktikkan, diajarkan, dan
diwariskan dari generasi ke generasi. Untuk lebih jelasnya bagaimana
bentuk-bentuk kearifan sosial yang ada di masayarakat disampaikan oleh
Aulia dan Dharmawan (2010), Sartini (2004) da/am Maridi (2015), bentuk-
bentuk kearifan lokal yang ada di masyarakat dapat berupa nilai, nhorma,
kepercayaan, dan aturan-aturan khusus. Berdasarkan bentuk yang
bermacam-macam tersebut menimbulkan fungsi kearifan lokal yang
bermacam-macam juga.

Fungsi dan makna kearifan lokal, yaitu:

1. Berfungsi untuk konservasi dan pelestarian sumber daya alam.

2. Berfungsi untuk pengembangan sumber daya manusia, misalnya
berkaitan dengan upacara daur hidup.

3. Berfungsi untuk pengembangan kebudayaan dan ilmu

pengetahuan, misalnya pada upacara saraswati.

Berfungsi sebagai petuah, kepercayaan, sastra dan pantangan.

Bermakna sosial misalnya upacara integrasi komunal/kerabat.

Bermakna sosial, misalnya pada upacara daur pertanian.

Bermakna etika dan moral, yang terwujud dalam upacara Ngaben.

Nowuh
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8. Bermakna politik, misalnya upacara nangluk merana dan kekuasaan
patron client

Dari penjelasan fungsi-fungsi tersebut tampak betapa luas ranah
keraifan lokal, mulai dari yang sifatnya sangat teologis sampai yang sangat
pragmatis dan teknis, berbeda-beda untuk setiap daerah sesuai dengan
kebutuhan masing-masing.

Kearifan lokal yang dimiliki merupakan dasar dalam pembangunan
Pertanian Modern karena kearifan lokal selalu difokuskan pada
pemanfaatan sumber daya alam dengan menerapkan prinsip kelestarian
sumber daya alam atau ingkungan. Sebagai dasar penentuan tersebut,
disampaikan oleh Maridi (2015), bahwa pengetahuan /ndigenous atau
kearifan budaya lokal sebagai sebuah akumulasi pengalaman kolektif dari
generasi ke generasi perlu dikembangkan sebagai bagian dalam
memperkaya dan melengkapi rakitan inovasi teknologi masa depan yang
berkelanjutan seperti untuk konservasi tanah dan air maupun untuk sistem
pertanian yang lebih maju atau Pertanian Modern. Pertanian modern
adalah pertanian yang “optimum dalam penggunaan input dan sumber
daya, proses produksi (dan pengolahan), serta ramah lingkungan dan
berkelanjutan, menghasilkan produksi pertanian bermutu, bernilai ekonomi,
aman dan sehat” (Nursyamsi, 2016). Ciri-ciri pertanian modern
disampaikan pada Gambar 1 oleh Hendradi (2015) dalam Nursyamsi
(2016).

Berdasarkan definisi pertanian modern, kearifan lokal sudah
melaksanakan ketentuan-ketentuan yang disampaikan dalam definisi
tersebut seperti, ramah lingkungan, tidak menggunakan input yang
berlebih, seadanya dari alam, melakukan pengelolaan lingkungan dengan
baik sehingga pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan. Selain itu,
produk pertanian yang dihasilkan bermutu, aman dan sehat karena tidak
menggunakan pestisida/insektisida buatan. Oleh karena itu, bisa
disimpulkan bahwa kearifan sosial tata cara pewilayahan, sistem zonasi
dan budidaya tanaman merupakan dasar pembangunan pertanian modern.
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Gambar 1. Ciri-ciri pertanian modern menurut Hendradi (2015) dalam Nursyamsi
(2016).

Kapital Sosial

Kapital sosial adalah bagian kekayaan sosio-budaya atau
kelembagaan yang terkandung dalam suatu kolektivitas masyarakat; baik
kolektivitas di tingkat nasional (masyarakat bangsa), masyarakat daerah,
sistem sosial tertentu, dan masyarakat komunal. Kapital sosial merupakan
penggerak (driven) perubahan. Dari tata-nilai yang membentuk kapital
sosial dapat dibangun visi perkembangan suatu masyarakat. Dalam
konteks nasional (Indonesia) dikenal konsep tindakan kolekif masyarakat
yang disebut gotong royong dan kemandirian. Sikap kegotong royongan
secara terorganisir untuk mencapai keadilan melalui kemandirian dapat
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dianjurkan sebagai visi revitalisasi kapital sosial baik di tingkat nasional,
daerah, masyarakat kompleks, dan masyarakat komunal/adat (Pranaji,
2010).

Menurut Saputro (2006) da/am Pracastino (2014) kapital sosial
masyarakat mempunyai tiga variabel utama, yaitu kepercayaan (trust),
norma sosial (social norms) dan jaringan sosial (social networking).
Kepercayaan sosial (frust) dibagi lagi menjadi tingkat individu,
kelembagaan dan sistem yang abstrak. Norma sosial menjadi variabel
penting untuk menjaga hubungan sosial terjaga. Norma yang terdapat di
masyarakat merupakan aturan yang dibuat untuk menjaga komitmen,
memenuhi kewajiban dan ikatan di dalam masyarakat. Jaringan sosial
(sosial networking) merupakan bentuk hubungan orang maupun
sekumpulan orang yang terkait baik langsung maupun tidak langsung.
Hubungan sosial terkait juga dengan komunikasi yang terdapat di dalam
jaringan sosial. Selanjutnya diuraikan oleh Irvandiaz (2015) yang merujuk
pendapat Putnam 1993, 1996, 2000 sebagai berikut:

a. Kepercayaan (trust)
Merupakan komponen mengenai bagaimana seseorang percaya
kepada orang lain dalam suatu komunitas ataupun diluar komunitas.
Hal ini berkaitan dengan bagaimana harapan-harapan yang muncul
dari A yang mempercayai B dengan harapan bahwa harapan-harapan
tersebut dapat terpenuhi. Sehingga kepercayaan bersifat timbal balik.
Dalam kaitannya dengan peningkatan usaha, kepercayaan sangat
berpengaruh dalam bagaimana unit-unit yang ada dalam usaha
tersebut bisa saling bekerja secara fungsional. Karena kepercayaan
yang timbul dalam kelompok tertentu akan menimbulkan kepuasan
yang akan berdampak positif pada kinerja. Selain itu, jika suatu unit
usaha dengan unit usaha lain hendak melakukan peminjaman (kapital,
uang, bahan baku) dimana hal tersebut bersifat timbal balik dengan
kepercayaan yang tinggi, maka usaha tersebut akan berkelanjutan.
b. Jejaring (network)

Merupakan komponen mengenai banyaknya relasi-relasi yang
terbentuk dari suatu komunitas di dalamnya maupun antar komunitas.
Hal ini berkaitan dengan seberapa banyak seseorang yang dikenal
dengan berbagai kelebihan dan kekurangan sehingga dapat
dioptimalkan akses tersebut untuk berbagai kebutuhan. Selain itu,
banyaknya jejaring memudahkan seseorang untuk meminta bantuan
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ketika sedang kesusahan karena semakin banyak jejaring, semakin
banyak opsi yang muncul untuk diminta bantuannya. Hal ini menjadi
penting dalam konteks pengembangan dan peningkatan usaha.
Jejaring yang banyak memungkinkan pelaku usaha untuk memasarkan
produknya dengan cara-cara yang variatif sesuai dengan banyaknya
jejaring yang dimiliki. Selain itu jejaring yang dimiliki jika memiliki
pengetahuan dan teknologi tertentu juga akan memudahkan efisiensi
dalam peningkatan usaha.
¢. Norma (norms)

Merupakan komponen berisi peraturan-peraturan yang terdapat dalam
suatu hubungan relasional tertentu, baik itu di masyarakat maupun di
kelembagaan tertentu. Peraturan-peraturan yang dimaksud adalah
peraturan tertulis dan tidak tertulis. Penekanan di komponen ini adalah
mengenai ada tidaknya suatu norma dan bagaimana kepatuhan orang-
orang yang berada di dalam aturan tersebut berlaku. Semakin patuh
anggota-anggota suatu komunitas tertentu, maka semakin baik kapital
sosialnya. Kaitannya dengan pengembangan usaha, norma merupakan
suatu hal yang sangat penting terlebih jika suatu usaha memerlukan
akselerasi dalam peningkatan usahanya. Contoh riil di masyarakat
ketika pelaku usaha memerlukan pasokan bahan baku, terdapat suatu
aturan dimana pelaku usaha boleh memasok bahan baku ke usahanya
tanpa uang dengan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi dulu
sebelumnya. Hal ini jika dipatuhi bersama akan memperlancar para
pelaku usaha dalam meningkatkan usahanya.

Untuk lebih memperluas cakupan kapital sosial yang ada pada
masyarakat, dimensi kapital sosial merupakan kondisi yang perlu medapat
perhatian. Dimensi kapital sosial pada dasarnya adalah pada kondisi
bagaimana kemampuan masyarakat untuk bekerja sama dalam
membangun suatu jaringan guna mencapai tujuan atau keinginan
bersama. Kerja sama yang dilakukan ditentukan dan diwarnai oleh suatu
pola hubungan timbal balik dan saling menguntungkan antara sesama
individu yang dibangun di atas kepercayaan dan didukung oleh aturan
norma-norma dan nilai-nilai sosial yang positif dan kuat.

Menurut Woolcock (1998) dalam Mariana et a/ (2008), mengajukan
tiga dimensi dari kapital sosial, yaitu: bonding, bridging dan linking,
sebagai berikut
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(1) Kapital sosial yang bersifat mengikat (bonding social capital) merujuk
pada hubungan antar individu yang berada dalam kelompok primer atau
lingkungan ketetanggaan yang saling berdekatan. Komunitas-komunitas
yang menunjukkan kohesi internal yang kuat akan lebih mudah dan lancar
dalam berbagi pengetahuan.

(2) Kapital sosial yang bersifat menjembatani (bridging social capital)
adalah hubungan yang terjalin di antara orang-orang yang berbeda,
termasuk pula orang-orang dari komunitas, budaya, atau latar belakang
sosial-ekonomi yang berbeda. Individu-individu dalam komunitas yang
mencerminkan dimensi kapital sosial yang bersifat menjembatani akan
mudah mengumpulkan informasi dan pengetahuan dari lingkungan luar
komunitasnya dan tetap memperoleh informasi yang aktual dari luar
kelompoknya. Tipe kapital sosial ini menunjuk pada hubungan antar
individu yang memiliki kekuasaan atau akses pada bisnis dan hubungan
sosial melalui kelompok-kelompok sekunder.

(3) Kapital sosial yang bersifat mengaitkan (/inking social capital)
memungkinkan individu-individu untuk menggali dan mengelola sumber-
sumber daya, ide, informasi, dan pengetahuan dalam suatu komunitas atau
kelompok pada level pembentukan dan partisipasi dalam organisasi formal.

Ketiga dimensi kapital sosial diatas dapat dimanfaatkan dalam upaya
mewujudkan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan atau
sumber daya alam (Pasaribu et a/ 2010). Kapital sosial dan perbaikan
pengelolaan ekosistem dapat diintegrasikan ke dalam pendekatan
pemberdayaan masyarakat perdesaan secara komprehensif. Tujuan
pengintegrasian tersebut adalah membangun daya saing masyarakat
perdesaan secara berkelanjutan, baik di bidang kemandirian dan
produktivitas kerja kolektif, peningkatan kesejahteraan dan keadilan,
maupun terwujudnya kesadaran bahwa perusakan ekosistem dan
lingkungan adalah bagian dari public enemy yang harus diperangi bersama.

DEGRADASI EKOSISTEM LAHAN PERTANIAN DAN HUTAN

Pengertian ekosistem secara umum banyak disampaikan oleh para
ahli lingkungan, menurut Ecological Society of America, (2012), ekosistem
adalah komunitas hewan dan tumbuhan yang berinteraksi satu sama lain
dan dengan lingkungan fisiknya. Ekosistem termasuk komponen fisik dan
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kimia, seperti tanah, air, dan nutrisi yang mendukung organisme hidup di
dalamnya. Organisme ini dapat berkisar dari hewan besar dan tumbuhan
hingga bakteri mikroskopik, berinteraksi antara semua organisme di habitat
tersebut. Manusia adalah bagian dari ekosistem, kesehatan dan
kesejahteraan manusia bergantung pada layanan yang diberikan oleh
ekosistem dan komponennya - organisme, tanah, air, dan nutrisi.
Kurniawan (2015) menyampaikan pengertian ekositem yang lebih jelas
yaitu ekosistem merupakan suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh
hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya.
Ekosistem dapat dianggap sebagai suatu tatanan kesatuan secara utuh dan
menyeluruh antara semua elemen lingkungan yang mempengaruhi satu
sama lain. Ekosistem merupakan penggabungan dari setiap unit
Biosystems melibatkan interaksi timbal balik antara organisme dan
lingkungan fisik sehingga aliran energi menuju struktur biotik tertentu dan
ada siklus material antara organisme dan anorganisme. Matahari sebagai
sumber dari semua energi ada dalam ekosistem.

Untuk melihat jasa ekosistem secara umum FAO (2017), Millenium
Ecosystem Assessment (2005) dalam Hakim (2016), mendefinisikan
Ecosystem Services (ES) sebagai keuntungan-keuntungan yang diperoleh
manusia dari keberadaan suatu ekosistem. Keuntungan tersebut bisa saja
berupa keuntungan yang dapat dihitung maupun tidak. Contohnya
ekosistem sebagai penyedia makanan dan obat-obatan, pengatur atau
penyelaras iklim dan penyakit, pelindung dari bencana yang ekstrim, dan
sebagainya. ES merupakan hal pokok dalam kehidupan manusia baik dalam
segi sosial maupun ekonomi serta memiliki hubungan timba balik dengan
aktivitas manusia. Selanjutnya, ada empat kategori dalam mengidentifikasi
jasa ekosistem dan setiap kategorinya sangat mempengaruhi
kesejahteraan manusia, yaitu : Provisioning Services, yaitu ‘jasa atau
pelayanan’ yang disediakan secara langsung oleh sebuah ekosistem seperti
makanan, raw material, air tawar, serat, kayu, bahan bakar, sumber daya
genetic, dan sumber obat-obatan); Regulating Services, yaitu ‘jasa atau
pelayanan’ yang tersedia akibat pengaturan yang dilakukan oleh ekosistem
seperti penyerapan karbon, pengontrolan bencana, pemurnian air,
Pengaturan kualitas udara, pencegahan erosi dan memelihara kesuburan
tanah, pengendalian banjir, kontrol biologi, serta penyerbukan tanaman;
Cultural Services, yaitu ‘jasa atau pelayanan’ yang berkaitan dengan
kehidupan sosial atau budaya manusia, manfaat non-material yang didapat
dari ekosistem seperti rekreasi, nilai estetika dan teknik, nilai spiritual,
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identitas budaya, agama, dan etika; Supporting Services, yaitu ‘jasa atau
pelayanan’ yang dibutuhkan agar semua ‘jasa atau pelayanan’ ekosistem
dapat tersedia, seperti menyediakan habitat, produktivitas primer (proses
produksi biological seperti fotosintesis), memungkinkan keragaman spesies,
memelihara keragaman genetik dan siklus nutrisi. Keempat jasa ekosistem
ini merupakan kesatuan layanan yang dapat disediakan sebuah ekosistem
yang sangat bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat (sosial well
being). Hal ini pulalah yang semakin menguatkan adanya sebuah sistem
sosial ekologi (sosial ecological system)yang sangat penting bagi hadir dan
optimalnya keberlanjutan pembangunan, baik secara ekologi, sosial dan
ekonomi (Wahyudin, 2015).

Degradasi ekosistem atau degradasi sumber daya alam terjadi
akibat pengelolaan yang kurang tepat atau bersifat eksploitatif. Degradasi
sumber daya alam tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di seluruh
dunia. Menurut Pereira, Navarro dan Martins, 2012 ; Barnosky et a/, 2011
dalam Zairin (2017), degradasi habitat, eksploitasi sumber daya alam yang
berlebihan, invansi species asing, polusi dan perubahan iklim semuanya
mempengaruhi keberadaan ekosistem di permukaan bumi ini. Diperkirakan
enam puluh persen (60%) dari ekosistem dunia mengalami degradasi, tiga
belas juta hektar hutan tropis hilang setiap tahunnya (MA, 2005; UN FAO,
2011). Menurut Barnosky et a/, 2011, hilangnya keanekaragaman hayati
dengan kepunahan massal adalah suatu peristiwa yang mungkin kita
hadapi jika kecenderungan degradasi lingkungan terus terjadi

Degradasi ekosistem lahan pertanian secara khusus disampaikan
oleh Bossio et al (2009) dalam Pasandaran et a/ (2011), sampai saat ini
sekitar 40 persen lahan pertanian telah mengalami degradasi yang
menyebabkan berkurangnya produktivitas lahan secara signifikan. Sekitar
9% lahan telah mengalami degradasi yang tidak dapat dipulihkan kalau
hanya melalui upaya perbaikan di tingkat usahatani. Degradasi lahan
pertanian yang parah terjadi di Afrika yang sekitar 68 persen dari lahan
pertaniannya tergolong rusak, diikuti oleh Amerika Latin (51%) dan Asia
(38%).

UNEP (1992) mendefinisikan, degradasi lahan (land degradation)
adalah proses kemunduran produktivitas lahan menjadi lebih rendah, baik
sementara maupun tetap, yang meliputi berbagai bentuk penurunan
produktivitas tanah (soi/ degradation). akibat pengaruh manusia terhadap
sumber daya air, penggundulan hutan (deforestation), dan penurunan
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produtivitas padang penggembalaan. Degradasi tanah (soi/ degradation)
adalah proses kemunduran produktivitas tanah, yang disebabkan oleh
kegiatan manusia, yang mengakibatkan penurunan produktivitasnya pada
saat ini dan/atau di masa yang akan datang dalam mendukung kehidupan
mahluk hidup. Salah satu contoh bentuk degradasi tanah adalah
berkurang/hilangnya sebagian atau seluruh tanah lapisan atas (Zopsoil),
berkurangnya kadar C-organik dan unsur-unsur hara tanah, serta
berubahnya beberapa sifat-sifat fisik tanah, seperti struktur tanah, pori
aerasi atau pori drainase cepat menjadi lebih buruk. Akibat degradasi
tanah adalah hasil tanaman mengalami penurunan drastis, kualitas fisik
dan kimia tanah juga menurun, dan pada akhirnya tanah tersebut menjadi
kritis.

Degradasi Ekosistem Lahan Sawah

Lahan sawah merupakan ekosistem yang relatif stabil, namun saat
ini kondisi ekosistem tersebut cenderung mengalami penurunan kualitas
yang cukup signifikan. Keadaan ini dapat dilihat dari adanya gejala
leveling-off (meningkatnya penggunaan pupuk tanpa diimbangi oleh
peningkatan hasil gabah, rendahnya efisiensi pemupukan, terjadinya
kerusakan fisik dengan gejala tanah cepat retak saat kemarau dan jenuh
air/banjir saat hujan).

Degradasi lahan sawah terjadi akibat penggunaan bahan agrokimia
yang berlebihan, tidak mengikuti ketentuan. Kondisi demikian akan
menyebabkan terjadinya penurunan kualitas lahan sawah akibat terjadinya
residu zat kimia dalam tanah yang pada ahirnya akan terbawa sampai
beras yang dikonsumsi. Hasil penelitian Ardiwinata (1999) dalam
http://karyatulisiimiah.com/jenis-jenis-degradasi-tanah/(2011), menunjuk-
kan adanya residu insektisida pada beras dan tanah sawah di Jawa, seperti
organofosfat, organoklorin, dan karbamat.

Menurut Abdurahman Adi (2003). Petani di Jawa terbiasa
menggunakan herbisida untuk memberantas gulma, kondisi demikian
menyebabkan sebagian senyawa kimiawi tersisa di dalam tanah dan
terjaadi terus menerus yng pada ahirnya akan terjadi ressidu herbisida
dalam jumlah yang banyak dalam tanah sawah sebagai berikut:
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1). Di Jawa Barat, residu parakuat (0,0016 - 0,0025 ppm), oksadiazon
(0,0011 - 0,0023 ppm) dan 2,4-D (0,0014 - 0,0025 ppm) ditemukan
pada tanah sawah hampir di seluruh propinsi. Residu glifosat (0,0009 -
0,0012 ppm) terdapat di Kab. Ciamis. Majalengaka, dan Serang.

2). Di Jawa Tengah: ditemukan residu herbisida pada tanah sawah di
Rembang, Klaten, Bantul, Cilacap, Kebumen, Banyumas, Brebes, dan
Pemalang, berupa: MCPA (0,0005 - 0,0285 ppm), 2,4-0 (0,0016 -
0,0095 ppm), metil metsulfuron (0,0010 - 0,0046 ppm), parakuat
(0,0128 - 0,0216 ppm), dan glifosat (0,0004 - 0,0125 ppm). Saat ini
konsentrasinya masih di bawah batas maksimum residu (BMR), tetapi
akan terus meningkat bila penggunaan herbisida tidak terkendali.

3). Di Jawa Timur ditemukan parakuat, glifosat, oksadiazon, DMA, metil
metsulfuron. Residu parakuat ditemukan dalam beras (0,0024 - 0,0045
ppm) dan tanah sawah (0,0031-0,0074 ppm) di Ngawi, Magetan,
Madiun, Nganjuk, Malang, dan Pasuruan.

Pencemaran tanah juga ditemukan di kawasan industri, seperti
industri tekstil, kertas, baterai, dan cat. Bahan-bahan kimia yang sering
menimbulkan pencemaran tanah antara lain adalah Na, NH4, SO4, Fe, Al,
Mn, Co, dan Ni (Tim Peneliti Baku Mutu Tanah 2000 dalam
http://karyatulisiimiah.com/ jenis-jenis-degradasi-tanah/ (2011).

Degradasi lahan sawah lainnya yang berakibat sangat parah adalah
yang disebabkan oleh banjir dan longsor. Banjir akan menyebabkan
tertutupnya lahan sawah oleh material yang dibawa oleh air baniir,
biasanya lumpur dan sampah yang akan menutupinya. Longsor akan
berakibat tertutupnya lahan sawah oleh material tanah yang longsor dari
puncak atau lereng bukit ke bagian di bawahnya. Kondisi demikian akan
menyebabkan lahan sawah tidak bisa ditanami untuk beberapa waktu
sampai selesai dibersihkannya material yang dibawa oleh banjir dan
kejadian longsor.

Degradasi Ekosistem Lahan Kering dan Hutan
Lahan kering memberikan sumbangan yang cukup signifikan dalam
penyediaan bahan pangan. Namun belakangan ini, degradasi lahan kering

semakin luas, khususnya karena alih fungsi lahan dan terjadinya lahan
kritis. Penyebab utama terjadinya degradasi lahan di Indonesia, adalah
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erosi yang melebihi batas yang dapat ditoleransi. Dampak degradasi lahan
tidak hanya terhadap penurunan produktivitas lahan, tetapi juga
mengakibatkan kerusakan atau gangguan fungsi lahan pertanian serta
mengganggu atau merusak infrastruktur pertanian. Ditambahkan oleh
Adimihardja (2008), Agus dan Husen (2004 da/am Adimihardja, 2008) dan
Subagyono et al. (2003), degradasi lahan dapat menurunkan produksi dan
mutu hasil pertanian karena erosi tanah menurunkan produktivitas secara
nyata melalui penurunan kesuburan tanah, baik fisika, kimia maupun
biologi.

Dampak erosi pada lahan kering lainnya yang sangat merugikan
adalah mengurangi umur guna reservoirfwaduk alamiah maupun yang
dibangun, seperti yang terjadi di Waduk Batutegi yang ada di Kabupaten
Tanggamus, Lampung. Kondisi lingkungan daerah tangkapan air (DTA)
waduk Batutegi pada saat dilakukan penelitian menghawatirkan akibat alih
fungsi lahan. Sub DAS Way Jantan yang merupakan DTA waduk Batutegi
telah mengalami alih fungsi dari hutan menjadi areal pertanian. Beberapa
areal masih terlihat terbuka, tanpa adanya vegetasi dan penerapan teknik
konservasi tanah, sehingga akan memicu terjadinya laju aliran permukaan
dan erosi tanah yang tinggi di daerah hulu, yang pada akhirnya akan
meningkatkan laju sedimentasi di hilir (Heryani et a/, 2012). Selanjutnya
Banuwa (2008) dalam Heryani et a/, (2012) menyebutkan bahwa
kerusakan wilayah daerah aliran sungai (DAS) Batutegi terjadi karena
terjadinya konversi hutan menjadi lahan pertanian yang tidak
memperhatikan kemampuan dan kesesuaian lahan, agroteknologi serta
konservasi tanah dan air. Menurut Carson (1989); Verbist, (2001), vegetasi
tetap atau hutan dan penggunaan lahan lainnya serta kondisi fisik DAS
merupakan penentu laju sedimentasi, erosi lahan, dan jumlah aliran
permukaan yang masuk ke sungai.

Kerusakan lahan dan berkurangnya kemampuan DAS meresapkan
air merupakan konsekuensi logis dari adanya deforestation atau perubahan
penggunaan lahan. Pada saat permukaan tanah terbuka, terjadi erosi yang
melebihi ambang batas (folerable soil loss) dan selanjutnya masuk ke
dalam sungai dan mengendap di dalam waduk. Bersama sedimen akan
terangkut pula unsur hara, pupuk, partikel tanah dan polutan lain yang
akan menurunkan produktivitas tanah dan menjadi polutan di waduk.
Ditambahkan oleh Margrath dan Arens (1989) da/am Adimihardja, (2008),
degradasi lahan vyang terjadi akibat erosi tanah yang sangat
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mengkhawatirkan di Indonesia, khusus di Pulau Jawa telah menyebabkan
kerugian sebesar US$341-406 juta/tahun). Selama periode 1998-2004,
terjadi 402 kali banjir dan 294 kali longsor di Indonesia, yang
mengakibatkan kerugian materi sebagai tangible product senilai Rp 668
miliar (Kartodihardjo 2006 da/am Adimihardja, 2008). Nilai /intangible
products yang hilang sulit dikuantifikasi, baik dalam aspek ekologis,
lingkungan maupun sosial dan budaya, sebagai bagian dari multifungsi
pertanian. Namun dapat dipastikan bahwa nilai /ntangible tersebut sangat
besar, baik secara material maupun inmaterial.

Kerusakan hutan di Indonesia terjadi semakin luas dari waktu ke
waktu. Dalam dekade terakhir ini, kondisi hutan Indonesia mengalami
perubahan yang sangat cepat. Menurut Kurnia (2010), berdasarkan data
dan analisis Departemen Kehutanan, pada periode 1985-1997 telah terjadi
laju penurunan penutupan hutan atau deforestasi seluas 1,8 juta ha/tahun,
lalu meningkat pada periode 1997-2000 menjadi 2,8 juta ha/tahun. Laju
penurunan penutupan hutan, antara lain disebabkan oleh perubahan
peruntukan hutan untuk penggunaan lain di luar sektor kehutanan, seperti
perkebunan, pemukiman/ transmigrasi, kebakaran hutan, dan pengelolaan
hutan yang kurang tepat. Namun demikian, laju deforestasi tersebut tidak
semata-mata hanya disebabkan oleh kesalahan manusia, juga dapat
disebabkan oleh adanya fenomena alam yang tidak dapat dikendalikan oleh
manusia, seperti EI-Nino yang terjadi pada tahun 1997 sebagai pemicu
utama terjadinya kebakaran hutan seluas + 4 juta ha. Berdasarkan
pengalaman dan pengamatan di lapangan, angka laju deforestasi sering
digunakan oleh banyak pihak sebagai dasar untuk mengukur perubahan
kondisi hutan dalam suatu wilayah, termasuk di Indonesia. Saat ini,
Departemen Kehutanan menggunakan angka laju deforestasi sebesar 1,08
juta ha/tahun. Apabila dalam pengelolaan lahan yang dibuka tersebut tidak
dilakukan dengan benar, kondisi ini dipastikan dapat memicu peningkatan
luas lahan kritis.

Ditambahkan oleh Kurnia (2010), perkembangan lahan kritis pada
tahun 1980 sampai 1994 menunjukkan ada penurunan. Namun pada tahun
1994 sampai 2003 luas lahan kritis semakin meningkat tajam. Pada awal
tahun 2000an, terdapat 23,25 juta ha lahan kritis, 15,11 juta ha
diantaranya berada di luar kawasan hutan, dan 8,14 juta ha di dalam
kawasan hutan. Selanjutnya, luas lahan kritis tersebut meningkat lebih dari
3 kali lipat, menjadi 77,80 juta ha, dengan rincian 26,77 juta ha berada di
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luar kawasan hutan, dan 51,03 juta ha berada di dalam kawasan hutan.
Apabila diperhatikan, ternyata bahwa total kerusakan lahan di dalam
kawasan hutan lebih luas lagi. Dalam kurun waktu yang relatif pendek, luas
lahan kritis di dalam kawasan hutan bertambah hampir 2 kali di luar
kawasan hutan, dan lebih dari 8 kali di dalam kawasan hutan. Peningkatan
luas lahan kritis di dalam kawasan hutan yang sangat besar diperkirakan
karena terjadi peningkatan laju deforestasi yang sangat cepat.

PERKEMBANGAN LUAS LAHAN KRITIS
DI INDONESIA
TAHUN 1980 s.d. 2007
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Gambar 1. Laju Perkembangan Lahan Kritis Di Indonesia Kurun Waktu
Tahun 1980 s.d. 2007.
Sumber : Kurnia et a/(2010)

KEARIFAN LOKAL MENGHADAPI DEGRADASI EKOSISTEM

Secara umum, hampir semua suku bangsa dan daerah di Indonesia
memiliki kearifan lokal tersendiri dalam melestarikan lingkungan hidup.
Kekhawatiran akan rusaknya ekosistem atau lingkungan hidup di
Indonesia tidak akan terjadi bila kearifan lokal masyarakat (/oka/ wisdom)
yang sudah ada di dalam kehidupan masyarakat Indonesia sejak zaman
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dahulu tetap terpelihara dengan baik. Menurut Benny (2012), kehidupan
purba manusia Indonesia bersumber dari nilai-nilai agama, adat istiadat,
petuah nenek moyang atau budaya yang tumbuh dan berkembang serta
terbangun secara alamiah pada komunitas masyarakat saat itu. Nilai-nilai
itu tumbuh, beradaptasi dengan lingkungan dan menjadi suatu kebudayaan
yang berkembang secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi
berikutnya yang selanjutnya disebut kearifan lokal. Kearifan lokal ini secara
umum menjadi budaya lokal atau budaya daerah memiliki makna luhur
karena memiliki unsur-unsur yang digali dari budi luhur masyarakat itu
sendiri.

Keseimbangan lingkungan dapat terjadi karena adanya aturan yang
ada dan dapat diterima oleh masyarakat. Secara formal aturan-aturan yang
mengkaitkan nilai-nilai kearifan lokal tidak ada, namun masyarakat yang
berkaitan dengan aturan tingkah laku yang berhubungan dengan
lingkungan dan masyarakat tetap hidup serta tetap dipegang teguh nilai-
nilai tersebut. Dengan cara itulah, kearifan lokal dapat disebut sebagai jiwa
dari budaya lokal. Hal itu dapat dilihat dari ekspresi kearifan lokal dalam
kehidupan setiap hari karena telah terinternalisasi dengan sangat baik. Tiap
bagian dari kehidupan masyarakat lokal diarahkan secara arif berdasarkan
sistem pengetahuan mereka, dimana tidak hanya bermanfaat dalam
aktifitas keseharian dan interaksi dengan sesama saja, tetapi juga dalam
situasi-situasi yang tidak terduga seperti bencana yang datang tiba-tiba
(Nenny, 2012).

Pada saat ini luas lahan kritis di Indonesia semakin meningkat,
dengan indikator menurunnya produktivitas tanah, kandungan sidemen
yang tinggi di sungai, debit sungai yang sangat tinggi pada musim hujan
dan sangat rendah pada musim kemarau dalam arti debit puncak sangat
berbeda dengan aliran dasar (baseflow). Secara husus untuk Pulau Bali
akan disampaikan hasil penelitian mengenai efektivitas kearifan lokal
dalam menghadapi degradasi ekosistem hususnya konservasi lahan kritis,
disampaikan hasil penelitian Tamba (2011) di Bali mengenai penerapan
kearifan lokal dalam konservasi lahan kritis sebagai berikut:

Upaya penanganan lahan kritis di Provinsi Bali sudah dilakukan melalui
kegiatan Reboisasi dan Penghijauan, namun hasilnya belum sesuai dengan
yang diharapkan, dan bahkan akhir-akhir ini pertambahan lahan kritis
cenderung meningkat. Salah satu indikatornya yaitu fluktuasi aliran sungai
yang kontras, distribusi air yang tidak merata sepanjang tahun dan
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tingginya kandungan sidementasi. Jika dicermati, masyarakat Bali
sesungguhnya telah memiliki kearifan lokal untuk menjaga keberadaan
lingkungan. Ada penghormatan terhadap lingkungan yang dibuktikan
dengan adanya konsep Tri Hita Karana. Konsepsi Tri Hita Karana telah
mengajarkan masyarakat Bali untuk memelihara dan berpegang pada nilai
keseimbangan, keberlanjutan, keteladanan dan toleransi, sehingga
kehidupan di alam dapat terjaga. Upaya untuk menjaga adanya
keseimbangan harus terus digelorakan menuju kualitas kehidupan yang
lebih baik

Penerapan kearifan lokal dalam konservasi lahan kritis dapat
diidentifikasi sebagai berikut:

1) Penancapan ranting pohon pada pangkal pohon yang ditebang pada
setiap penebangan pohon mengandung makna bahwa setiap penebangan
pohon harus disertai upaya penanaman kembali untuk mengganti pohon
yang ditebang. Bagi masyarakat Desa Batur Tengah tindakan ini
sepenuhnya dilakukan dalam aktivitas kesehariannya. Penanaman pohon
hari ini dapat diinterpretasikan sebagai tabungan bagi generasi mendatang.
Budaya menanam kembali pada setiap penebangan pohon telah
terinternalisasikan dalam masyarakat Desa Batur Tengah.

2) Penebangan dan penanaman pohon harus didasarkan atas hari baik. Hal
ini mengandung makna bahwa penebangan pohon harus dilakukan secara
beraturan atau tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Sumber daya
hutan boleh saja ditebang namun harus dilakukan secara bijaksana dengan
memperhatikan unsur waktu dan disertai upaya nyata penanaman kembali
sebagai pengganti pohon yang ditebang. Sesuai dengan sifat kehidupan
sosioreligius masyarakat Hindu maka penduduk Desa Batur Tengah selalu
merujuk pada penggunaan “dewasa” dalam kehidupannya. Kata “dewasa”
adalah bahasa Sansekerta yang artinya sorga, langit, hari. Jadi dewasa
artinya hari pilihan atau hari baik. Dalam perkembangan selanjutnya
diinterpretasikan bahwa “dewasa” adalah pemilihan hari baik untuk menuju
jalan yang mulia berdasarkan peredaran benda-benda langit di ruang
angkasa, termasuk dalam hal ini adalah menebang pohon yang harus
dilakukan pada hari baik.

3) Konservasi lahan kritis dituangkan dalam Peraturan Banjar. Bagi
masyarakat Desa Batur Tengah peraturan banjar merupakan wahana untuk
mewujudkan keharmonisan hubungan antar anggota banjar. Untuk
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mewujudkan kemarmonisan hubungan, maka harus ada ketaatan dari
anggotanya untuk mematuhi aturan tersebut. Namun bagi anggota
masyarakat Bubung Kelambu, aturan tersebut tidak menjadi penghalang
untuk melakukan aktivitas, karena mereka terbiasa melakukan aktivitas
secara normative. Oleh karena itu peraturan tidak dirasakan sebagai
sesuatu yang membatasi aktivitasnya, karena aktivitas yang dilakukan
berada pada ranah normative. Masyarakat beranggapan bahwa ada atau
tanpa peraturan yang berkaitan dengan konservasi lahan kritis, perilakunya
tetap seperti demikian

4) Kegiatan konservasi lahan kritis dianggap sebagai yadnya. Tuhan
menciptakan yadnya sebagai dasar kehidupan semua mahluk ciptaanNya.
Oleh karena itu untuk melakukan harmonisasi hubungan antara manusia
dengan alam lingkungannya dilakukan aktivitas yadnya. Kesejahteraan
sesungguhnya merupakan hak hakiki semua mahluk, dan kesejahteraan
tersebut akan dapat diwujudkan jika ajaran agama dilaksanakan dengan
baik. Yadnya yang dilakukan memberikan vibrasi terpadu yang efek
multipliernya sangat besar terutama pada aspek kesejahteraan
masyarakat.

5) Kegiatan konservasi lahan kritis menciptakan hubungan antar warga
yang lebih harmonis. Harmonisasi hubungan antar warga menjadi sangat
penting ditengah gejolak pergaulan antar banjar yang acapkali memanas.
Melalui ketentraman suasana lingkungan sebagai pencerminan dari
pelaksanaan konservasi lahan kritis akan terlahir harmonisasi hubungan
antar sesama warga dan bahkan pada tataran yang lebih luas.
Keberhasilan konservasi lahan kritis memberikan vibrasi yang besar
terhadap pencitraan suasana hati para warga masyarakat. Rasa kedamaian
yang menghiasi kehidupan hari-hari warga masyarakat, maka yang
bersangkutan akan mampu mengelola suasana hatinya secara bijaksana.

Kajian lainnya disampaikan oleh Lisa (2013), vyaitu mengenai
masyarakat Baduy yang memiliki kearifan lokal dalam mengelola
lingkungannya. Di Baduy banyak hunian penduduk berdekatan dengan
sungai, tetapi tidak terjadi bencana banjir melanda permukiman. Hal ini
karena masyarakat Baduy memiliki metode pengelolaan alam khususnya
hutan di kawasan Bumi Baduy. Tanah di Baduy dibagi menjadi tiga
peruntukan; yaitu sebagai lahan perladangan, permukiman, serta hutan
lindung. Suku Baduy mempunyai areal yang dijadikan hutan lindung. Hutan
lindung berfungsi sebagai areal resapan air. Pepohonan di areal ini tidak
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boleh ditebang untuk dijadikan apa pun, termasuk untuk ladang. Hutan ini
juga membantu menjaga keseimbangan air dan kejernihan air di Baduy,
terlebih di Baduy Dalam.

Pada masyarakat petani ladang, hutan adalah bagian dari ladang
dan masyarakat manusia. Hancurnya hutan berarti hancurnya ladang dan
akhirnya hancurnya manusia. Oleh sebab itu mereka selalu mengenal
adanya hutan larangan dengan adanya pikukuh Gunung teu meunang
dilebur, Lebak teu meunang diruksak, Larangan teu meunang dirempak,
berdasarkan penjelasan tersebut, terbukti bahwa suku baduy telah
mengenal dirinya mengenal alam lingkunganya dan mengenal penciptaNya.
Mereka mempunyai pengatahuan yang lebih dari kita sebagai manusia
modern dan telah menerapkanya sejak lama.

KAPITAL SOSIAL MENGHADAPI DEGRADASI EKOSISTEM

Pola hubungan antara manusia dan sumber daya alam ditentukan
oleh aspek budaya dan sosio-ekonomi masyarakat. Hubungan antara
manusia dan sumber daya alam atau lingkungan sebagai objek yang
dikelola untuk dimanfaatkan, berkaitan dengan aspek sosial masing-masing
orang dalam masyarakat. Perspektif teori kapital sosial dapat digunakan
untuk menjelaskan interaksi antara perilaku masyarakat sosial budaya dan
degradasi tanah yang terjadi di DAS Tulis. Struktur masyarakat dengan
kapital sosial yang efektif, rendahnya konflik penggunaan lahan, dan
strategi pengelolaan lahan yang baik, mampu mengurangi degradasi lahan
di DAS Tulis (Kusbiantoro, 2006). Hasil pengamatannya menunjukkan
bahwa terjadi hubungan langsung antara kapital sosial dan degradasi
sumber daya alam dan faktor yang mempengaruhi atau memediasi relasi
tidak diungkapkan secara jelas. Selain itu, kapital sosial dapat menjelaskan
penyebab terjadinya degradasi lahan. Kapital sosial memotivasi orang dari
masyarakat untuk berperilaku dan bertindak ramah lingkungan secara
kolektif ke lingkungan alam yang akan mempengaruhi degradasi lahan.
Ditambahkan oleh Pretty and Ward (2001) dan Woolcock (2001) dalam
Kusbiantoro (2006) bahwa pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian
lingkungan sangat erat kaitannya dengan kapital sosial melalui frust, norm
and punishment, reciprocity, and collective action. Kapital sosial
memainkan peran penting dalam memecahkan konflik sumber daya alam.
Selanjutnya, banyak peneliti seperti Susilowati (2007); Saputra (2010);
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Aulia (2011); Setiahadi (2012) berpendapat bahwa perspektif kapital sosial
ini digunakan untuk memperkirakan hubungan kausal antara kapital sosial
dan pengelolaan sumber daya alam.

Dalam hubungan dengan upaya perbaikan pengelolaan ekosistem
atau degradasi lingkungan dan hal-hal yang menyangkut peran manusia
dalam alamnya, elemen-elemen social capital (kapital sosial), atau lebih
sering disebut socia/ fabric (bahan atau elemen sosial) yang harus
dilibatkan adalah: (a) kelembagaan kemasyarakatan, (b) kepemimpinan, (c)
tatanan sosial, dan (d) pola komunikasi (Suradisastra, 2008; Suradisastra,
2012).

a. Kelembagaan.

Lembaga atau organisasi kemasyarakatan merupakan faktor terpenting
yang seyogyanya dipahami secara mendalam. Dalam suatu kelompok
masyarakat atau komunitas, peran lembaga dan organisasi lokal
(indigenous institution) adalah terutama sebagai faktor pengikat atau
faktor kohesi sosio-teknis (socio-technical cohesion) yang kuat. Dalam
hubungannya dengan pengelolaan ekosistem, kelembagaan sosial
berperan untuk menghimpun dan menggerakkan energi sosial
masyarakat guna berbagi informasi dan kegiatan yang bersifat komunal
(comunal needs) atau bersifat kolektif (collective needs). Salah satu
kebutuhan kolektif yang berkaitan dengan pengelolaan ekosistem adalah
pengelolaan air beserta upaya menjaga ketersediaan dan
keberlanjutannya dalam usahatani masyarakat. Peran lembaga pengelola
air yang sangat terkenal dijumpai dalam organisasi subak di Bali yang
mampu bertahan selama lebih dari satu millenium. Lembaga atau
organisasi lokal sebagai elemen sosial yang mampu berkembang dan
bertahan adalah kelembagaan yang mampu menghimpun peran serta
(partisipasi) masyarakat, mampu menghimpun informasi internal yang
berasal dari anggotanya, mampu menghimpun informasi dan input
eksternal yang bermanfaat, dan mampu menganalisis dan mengarahkan
tujuan kegiatan komunal dengan sasaran yang jelas dan dapat dicapai.

Berbeda dengan kelembagaan lokal (indigenous institution) yang didasari
oleh kekuatan kohesif (pengikat) dan mengedepankan aspek partisipasi
masyarakat, lembaga introduksi eksternal lebih bersifat koersif
(memaksa) sehingga dalam penerapannya banyak menemukan halangan
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b.

dalam mencapai tujuannya karena lemahnya partisipasi stakeholder dan
berbedanya persepsi tujuan kelembagaan.

Kepemimpinan.

Kepemimpinan (/eadershijp) dalam kelembagaan lokal suatu komunitas
memainkan peran signifikan dalam menanamkan nilai dan norma
kemasyarakatan setempat. Lembaga kepemimpinan mampu menentukan
arah, dan dalam kebanyakan kondisi bahkan mampu menghentikan
proses dan progres perubahan sosial di wilayahnya. Fungsi utama
lembaga kepemimpinan lokal adalah sebagai mobilisator anggota
lembaga organisasi lokal, sebagai pusat dan penyalur informasi, dan
berbagai fungsi sosial lainnya. Dalam kelompok masyarakat yang berada
dalam tahap awal evolusi organisasi, lembaga kepemimpinan umumnya
berupa seorang individu sebagai kepala suku dengan berbagai nama:
keret dan ondoafie pada suku Arfak dan Sarmi di Papua Barat, pah-tuaf
pada etnis Tetun di Pulau Timor, raja-soa di Maluku, dan lain-lain. Dalam
masyarakat yang telah berevolusi lebih jauh, kepemimpinan cenderung
bersifat kolektif dengan struktur dan pendelegasian kewenangan yang
lebih jelas. Etnis Dani di pegunungan tengah Papua mengenal lembaga
kepemimpinan kolektif otini-tabenak yang memainkan peran penting
dalam mengalirkan informasi dari atas ke bawah (fop-down). Lembaga-
lembaga kepemimpinan memiliki potensi yang besar untuk dimanfaatkan
secara positif dalam berbagai upaya reformasi kelembagaan sosial untuk
mempercepat laju pembangunan sektor dan pengelolaan ekosistem
setempat.

c. Tatanan sosial.

208

Tatanan sosial atau pranata sosial (socia/ setting) adalah salah satu
elemen social fabric yang memiliki potensi sebagai entry point pertama
bagi seorang diseminator dalam menyampaikan gagasan awal terkait
perubahan kelembagaan. Kohesi sosial dan social interplay (hubungan
sosial) merupakan dua diantara beragam elemen tatanan sosial yang
memiliki pengaruh dalam memilih strategi pendekatan kelembagaan.
Kelompok masyarakat yang memiliki daya ikat sosial tinggi pada
umumnya membuka kesempatan besar bagi anggotanya untuk
melakukan kontak dan hubungan sosial. Masyarakat petani yang sangat
terikat dengan kohesifitas ekosistem dan kohesifitas sosial memiliki
social interplay yang relatif tinggi dan hal ini dimanifestasikan dalam
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bentuk komunikasi setara multi-arah (horisontal multilateral) secara
baik. Kondisi seperti ini hendaknya dimanfaatkan dalam berbagai
program pembangunan dengan misi meningkatkan produktivitas sektor
secara lebih baik melalui inovasi teknologi dan kelembagaan. Dalam
prosesnya, upaya mencapai tujuan seperti ini seringkali memanfaatkan
kondisi social interplay melalui penerapan berbagai strategi pendekatan
yang disesuaikan dengan norma sosial dan kelembagaan spesifik
lingkungan dimana kegiatan dilaksanakan. Lebih jauh lagi patut pula
dipertimbangkan daya /lenting sosial (social resifience) kelompok sosial
yang akan menerima perubahan lingkungan dan ekosistemnya. Daya
lenting sosial seringkali berperan sebagai salah satu elemen kunci dalam
suatu proses perubahan karena calon penerima perubahan memerlukan
waktu dan kelenturan mental sebelum menerima perubahan yang akan
mengubah jalan hidupnya. Perubahan pengelolaan ekosistem lingkungan
sekelompok masyarakat tidak akan berjalan dengan mulus bila kegiatan
tersebut bergesekan dengan norma dan tata peraturan sosial dalam
pranata sosial setempat.

d. Pola komunikasi.

Pola komunikasi dalam suatu komunitas lokal berkaitan dengan tingkat
kohesi atau daya ikat sosial (social cohesion) mereka. Pola komunikasi
juga merupakan indikator tingkat partisipasi stakeholder perubahan
pengelolaan ekosistem di lokasi dimana mereka hidup dan beraktifitas.
Masyarakat dengan kohesi sosial tinggi memiliki tingkat kesetaraan sosial
yang tinggi, atau sebaliknya. Namun demikian pola komunikasi suatu
komunitas bersifat spesifik lokasi, tergantung pada bentuk dan struktur
sosial di lokasi tersebut. Pada masyarakat dengan kohesi sosial rendah
dan lembaga kepemimpinan tunggal, pola komunikasi yang tumbuh
umumnya berupa pola rantai satu arah atau dua arah. Sedangkan pada
komunitas dengan kesetaraan sosial tinggi serta memiliki organisasi
kelembagaan dengan struktur lebih rumit memiliki pola komunikasi yang
beragam. Para petugas penyuluh sebagai change agent seyogyanya
dibekali dengan pemahaman dan keterampilan komunikasi dalam
berbagai komunitas, baik komunitas etnis, profesi, pendidikan, dan lain-
lain.

Keempat elemen social fabric yang telah dipaparkan tersebut dapat
memainkan peran penting dalam upaya pengelolaan ekosistem dan
mengurangi degradasi lahan dan lingkungan. Guna melakukan hal tersebut
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dibutuhkan pengembangan strategi yang sesuai dengan kondisi tekno-eko-
sosial setempat dimana upaya tersebut akan diperbaiki atau dilaksanakan.
Pengembangan strategi pendekatan tidak terpisahkan dari implementasinya
di lapangan karena harus disesuaikan dengan kondisi lokal (current existing
condition). Dengan memahami pola pikir seperti di atas, strategi pendekatan
perubahan sosial (terutama perubahan sikap) masyarakat pedesaan yang
dihadapkan pada upaya pengelolaan ekosistem setempat menghadapi dua
pilihan: (a) strategi /ntrusif, dan (b) strategi /introduksi.

a. Strategi intrusif menerapkan paradigma evolusi sesuai dengan
perjalanan evolusi perilaku sosial secara alami dimana inovasi strategi
pengelolaan lingkungan dilakukan sedekat mungkin dengan bentuk
dan struktur strategi tradisional lokal yang masih berjalan. Strategi ini
memakan waktu relatif lama dan perubahan terjadi secara bertahap
karena kelompok stakeholder diberi cukup waktu untuk memahami
dan melakukan eksperimentasi penerapan inovasi secara gradual.

b. Strategi introduksi yang menerapkan paradigma revolusi yang
menggantikan strategi pengelolaan tradisional oleh strategi baru,
dalam beberapa kondisi juga mampu memberikan hasil yang
diharapkan. Namun pengalaman menunjukkan ternyata lebih banyak
keberhasilan yang bersifat artifisial karena sifat pendekatan koersif
top-down dalam introduksi strategi pengelolaan introduksi tersebut.

Implementasi strategi perubahan sosial yang berkaitan dengan
masalah degradasi lahan harus secara praktis melibatkan seluruh stakeholder
institusi di seluruh hierarki struktural pemerintahan dan lembaga-lembaga
terkait. Kelompok ilmuwan bersama dengan lembaga penyuluhan, lembaga
perancang pembangunan daerah dan masyarakat bersama-sama merancang
strategi dan pola pembenahan lingkungan yang diarahkan guna
mengembangkan, mengubah atau mengelola lingkungan secarta lebih baik.
Upaya perubahan atau perbaikan pengelolaan lingkungan dalam kaitannya
dengan pemcegahan kerusakan lahan diawali dengan diagnosa situasi lintas
sektor dan lintas aspek terhadap elemen-elemen ekosistem dan biofisik
lungkungan di suatu wilayah. Dalam tahap ini kelompok perekayasa
teknologi lingkungan (peneliti dan ilmuwan) merupakan aktor utama dalam
proses identifikasi dan diagnosa masalah lapangan. Semakin jauh waktu
berjalan dan semakin dekat proses ke fase terakhir, semakin menurun
peran peneliti dan ilmuwan. Sebaliknya, peran penyuluh dan petugas
lapang semakin meningkat sehingga pada akhirnya keberhasilan proses
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rekayasa pengelolaan lingkungan sangat dipengaruhi oleh pengetahuan
dan kemampuan berkomunikasi petugas lapang. Tahap diagnostik
dilanjutkan dengan {ahap rancang bangun dimana peran lembaga
penyuluhan meningkat secara teknis, dan lembaga perancangan teknologi
secara politis mulai berperan dalam kegiatan koordinasi dan administratif
kewilayahan. Lembaga-lembaga sektor di tingkat otonom merancang
kegiatan uji lapang di lokasi-lokasi percontohan. Fase selanjutnya adalah
tahap uji lapang dimana seluruh komponen teknologi dan informasi
pengelolaan lingkungan yang sedang diuji-coba dievaluasi keampuhannya.
Selain itu dievaluasi juga proses perubahan sosial di lingkungan yang sama
untuk mengukur kadar partisipatif dan tanggung jawab komunal
masyarakat setempat. Pilihan strategi (intrusif atau introduksi) dipilih dan
disepakati dalam fase uji lapang. Fase verifikasi dan implementasi
merupakan tahap terakhir dimana lembaga penyuluhan beserta aparatnya
memikul tanggung jawab terbesar dalam sosialisasi dan penyebaran
teknologi dan strategi pelestarian lingkungan yang bersahabat.

Untuk melihat seberapa efektif kapital sosial yang ada di
masyarakat dapat menghadapi degradasi ekosistem khususnya ekositem
hutan, disampaikan hasil penelitian kapital sosial menghadapi degradasi
ekosistem hutan Gunung Muria (Widjanarko, 2016) sebagai berikut:

Di areal hutan Gunung Muria ada Kelompok Tani Sari Rejo yakni di
Dukuh Gingsir, Desa Rahtawu, Kabupaten Kudus, mencoba untuk
melakukan penghijauan dengan tanaman kayu (tanaman hutan) dan buah-
buahan. Dimana sebelumnya telah dilakukan Program hutan rakyat yang
merupakan  rangkaian  program  penghijauan.  Namun, dalam
perkembangannya, justru dimanfaatkan sebagian untuk kegiatan
pertanian. Salah satunya adalah pengembangan tanaman produktif, seperti
buah-buahan, serta sebagian kopi yang sudah banyak ditanam di areal
kawasan lindung Lereng Pegunungan Muria.

Sejumlah tanaman produksi tersebut justru dapat berkembang
dengan baik. Bahkan masyarakat sekaligus petani di desa Rahtawu
beberapa kali menikmati hasilnya. Sejumlah pohon sebagai tanaman
pelindung justru dapat melindungi tanaman produktif tersebut. Tidak
hanya sekedar melindungi hutan secara fisik, tanaman produktif juga dapat
membantu melindungi ekosistem yang berada di sekitarnya, seperti
sumber daya alam hayati serta sejumlah mata air. Secara langsung juga
menekan terjadinya bencana tanah longsor, karena daerah resapan air
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berfungsi dengan baik. Walaupun tanaman produktif hasilnya tidak sebesar
seperti di wilayah lain, tetapi setidaknya masyarakat sudah mempunyai

maksud untuk menjaga agar vegetasi hutan tetap terjaga.

Kondisi

demikian dilakukan oleh sebagian besar masyarakat di Dukuh Gingsir.

Hasil analisis dan interpretasi Widjanarko (2016) berkaitan dengan kapital
sosial yang ada di Desa Rahtawu dan bentuk kapital sosial yang
berhubungan dengan upaya pelestarian Hutan Muria dapat dilihat pada
tabel di bawah ini.

Konsep Bentuk Temuan Lapangan Sinkronisasi dengan
Teori
Norma sosial Nilai-nilai yang Iuran warga untuk Kapital sosial sebagai
tumbuh dan dipatuhi melaksanakan perekat dalam
atas dasar keber- sedekah bumi, masih | komunitas kelompok
samaan, seperti keju- | ada hambatan,
juran, sikap menjaga upaya
komitmen, peme- pelestarian
nuhan kewajiban dan | lingkungan
ikatan timbal balik
Trust Suatu nilai keper- Ada kepercayaan Tidak sekedar
cayaan antara tidak nanggap implementasi dari
hubungan antar wayang di Desa konsep kepercayaan
individu tanpa rasa Rahtawu, Bulan tetapi memunculkan
saling curiga, toleran, | Suro banyak pengun- | sosiabilitas (nilai-nilai
saling menghormati jung ke petilasan, yang dibangun
tidak menebang bersama)
pohon sembarangan,
bantuan bencana
dari banyak instansi
terkait
Jaringan Ikatan informal yang Terdapatnya usaha Percontohan kapital
Dikarakteristikan kopi luwak dan entok | sosial yang memiliki
dengan adanya jaringan di luar
hubungan timbal
balik yang lebih
familiar dan bersifat
personal seperti pada
ikatan pada keluarga,
pertemanan, perte-
tanggaan dan ikatan
yang sifatnya lebih
umum seperti ikatan
pada masyarakat
sekitar.

Sumber: Widjanarko (2016)
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Berdasarkan Tabel diatas, terlihat bahwa kapital sosial dapat
diartikan sebagai sumber daya aktual dan potensial yang dimiliki oleh
seseorang berasal dari jaringan sosial yang terlembagakan serta
berlangsung terus menerus dalam bentuk pengakuan dan perkenalan
timbal balik atau dengan kata lain keanggotaan dalam kelompok sosial
yang memberikan kepada anggotanya berbagai bentuk dukungan kolektif.
Selanjutnya Bourdieu (1986) dalam Widjanarko menegaskan tentang
kapital sosial sebagai sesuatu yang berhubungan satu dengan yang lain,
baik ekonomi, budaya, maupun bentuk-bentuk social capital (kapital sosial)
berupa institusi lokal beserta kekayaan sumber daya alamnya. Lebih
ditegaskan lagi bahwa kapital sosial mengacu pada keuntungan dan
kesempatan yang didapatkan seseorang di dalam masyarakat melalui
keanggotaannya dalam entitas sosial tertentu (paguyuban, kelompok
arisan, asosiasi tertentu). Kapital sosial yang ada di Desa Rahtawu,
misalnya, bentuknya adalah kelompok tani dan upaya melestarikan
lingkungan melalui sedekah bumi.

PERAN PEMERINTAH DALAM MEMPERKUAT KEARIFAN LOKAL
DAN KAPITAL SOSIAL

Peran Pemerintah Dalam Memperkuat Kearifan Lokal.

Peran Pemerintah sebagai lembaga negara mempunyi kewenangan
untuk mengendalikan dan mengatur pengelolaan lingkungan hidup di
Indonesia. Dalam Undang-undang Dasar 1945 Amandemen I-IV dalam
pasal 33 yang mengatur tentang sumber-sumber Negara yang menguasai
hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara dan digunakan sebesar-
besarnya untuk kemakmuran rakyat. Untuk mengimplementasikan hal
tersebut menurut Hidayah (2016), pemerintah melakukan hal-hal sebagai
berikut:

1. Mengatur dan mengembangkan kebijaksanaan dalam rangka
pengelolaan lingkungan hidup.

2. Mengatur  penyediaan, peruntukan, penggunaan, pengelolaan
lingkungan hidup dan pemanfaatan kembali sumber daya alam,
termasuk sumber genetika.

3. Mengatur perbuatan hukum dan hubungan hukum antara orang lain
dan/atau subyek hukum lainya serta pembuatan hukum terhadap
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sumber daya alam dan sumber daya buatan, termasuk sumber daya
genetika.

4. Mengendalikan kegiatan yang mempunyai dampak sosial.

5. Mengembangkan pendanaan bagi upaya pelestarian fungsi lingkungan
hidup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengelolaan lingkungan atau sumber daya alam akan ideal bila
dilakukan secara bersama antara masyarakat setempat dengan pemerintah
yang mempunyai kewenangan menjaga dan melindungi lingkungan atau
sumber daya alam. Akan lebih baik lagi kalau pemerintah mendorong dan
memperkuat kebiasaan positif yang sudah ada di masyarakat dalam
pengelolaan lingkungan. Kebiasaan positif yang ada di masyarakat
biasanya adalah kearifan lokal. Pemerintah dan masyarakat berperan
penting dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Tanpa
adanya peran serta semua pihak di negara Indonesia maka akan timbul
permasalahan lingkungan yang mengarah ke degradasi lingkungan,
permasalahn yang akan timbul menurut Hidayah (2016) adalah:

1. Risiko lingkungan yang timbul dari kegiatan, perilaku, sikap dan
kebiasaan masyarakat tradisional.

2. Risiko modernisasi yang tumbuh dari kebiasaan dan cara hidup yang
datang bersama modernisasi.

Dukungan pemerintah terhadap kearifan lokal dalam pengelolaan
lingkungan hidup atau sumber daya alam dituangkan dalam beberapa
Undang-Undang yang bersifat melakukan pengelolaan lingkungan hidup
seperti yang tertuang dalam Pasal 63 UUPPLH Tahun 2009, mengatur
tentang tugas dan wewenang pemerintah baik pusat maupun daerah pada
kearifan lokal. Pada Pasal 36 ayat 1 huruf t yakni di dalam perlindungan
dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah bertugas dan berwenang
untuk menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan
masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat
yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 63 ayat 2 huruf n mengatur perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup pada pemerintah provinsi bertugas dan berwenang
menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan
masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat
yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada
tingkat provinsi. Sedangkan pada ayat 3 huruf k menjelaskan bahwa dalam
perlindungan dan  pengelolaan lingkungan  hidup,  pemerintah
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kabupaten/kota bertugas dan berwenang untuk melaksanakan kebijakan
mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat,
kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat
kabupaten/kota.

Contoh kekuatan kearifan lokal yang ada di masyarakat dalam
memperjuangkan perlindungan lingkungan hidup kemudian mendapat
dukungan dari pemerintah, disampaikan oleh Lisa (2013) vyang
menunjukkan keberhasilan masyarakat Baduy mendapatkan hak ulayat
atas lahannya sebagai berikut:

Pada era otonomi daerah, Desa Kenekes ditetapkan sebagai tanah
hak ulayat, seperti yang tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda)
Kabupaten Lebak Nomor 32 Tahun 2001 tentang Perlindungan atas Hak
Ulayat Masyarakat Baduy. Dengan tanah hak ulayat seluas 5.136,58
hektar, masyarakat Baduy mendapat kewenangan untuk mengelola sendiri
kawasan adat tersebut. Dan, inilah satu-satunya masyarakat adat di
Indonesia yang sudah memiliki regulasi yang mengakui hak-hak
masyarakat adat. Kiranya, kearifan lokal Baduy ini bisa menjadi cermin bagi
wilayah-wilayah lainnya pada masa otonomi daerah saat ini.

Peran Pemerintah Dalam Memperkuat Kapital Sosial

Kapital sosial yang ada di masyarakat di Desa atau Kecamatan harus
dikaji dan digali serta didorong agar menjadi aktif dan berperan positif dalam
pembangunan. Kapital sosial yang ada di Desa harus digali sesuai dengan
tujuan yang ingin dicapai agar dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan
masyarakatnya. Untuk mencapai itu, harus melibatkan seluruh stakeholder
institusi di seluruh hierarki struktural pemerintahan dan lembaga-lembaga
terkait. Kerjasama yang baik dalam sebuah lembaga kemungkinan memberi
dampak positif terhadap lembaga dan jaringan sendiri maupun lainnya.
Berbicara mengenai kerjasama dan jaringan, bisa saja berlangsung secara
otomatis namun bisa juga didorong melalui kebijakan pemerintah. Dalam
hal ini peran aparat pemerintah menjadi faktor penentu keberhasilan
membangun kapital sosial dalam masyarakat.

Pemerintah dapat mempengaruhi secara positif kepercayaan,
kohesifitas, altruisme, gotong-royong, partisipasi, jaringan, kolaborasi
sosial dalam sebuah komunitas. Kapital sosial pada umumnya akan tumbuh
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dan berkembang bukan saja karena adanya kesamaan tujuan dan
kepentingan, melainkan pula karena adanya kebebasan menyatakan
pendapat dan berorganisasi, terjalinnya relasi yang berkelanjutan, serta
terpeliharanya komunikasi dan dialog yang efektif (Suharto, 2012)

Kondisi kapital sosia tidak sama di semua tempat, jumlah dan
kualitas kapital sosial sangat bervariasi antara satu lokasi dengan lokasi
yang lain. Ada wilayah tertentu yang mungkin mempunyai kapital finansial
yang berlimpah tapi kapital sosial sangat rendah. Hal ini banyak dijumpai di
kompleks perumahan yang sebagian besar warga yang dianggap elit yang
berpenghasilan tinggi. Namun sebaliknya ada wilayah yang dari sisi
penghasilan penduduk rendah tapi mempunyai tingkat kapital sosial
yang tinggi. Kondisi demikian banyak ditemukan di kawasan miskin yang
walaupun hidup berdesakan tapi keterikatan sosial mereka tinggi.
Penduduk yang tinggal di wilayah kumuh terkesan mengalami stress yang
tinggi namun dengan jaringan yang sudah terbentuk di kalangan mereka
akan memudahkan pemerintah menjalankan berbagai program
peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu peran pemerintah
adalah membangun kapital sosial yang dapat mendekatkan masyarakat
dengan pemerintah secara psikologis. Kedekatan masyarakat dengan
pemerintah merupakan syarat masyarakat mempunyai kepercayaan
terhadap program pemerintah yang pada ahirnya masyarakat akan
melaksanakan program pemerintah dengan sungguh-sunggubh.

Menurut Putnam (2002) da/am Insana (2012), kapital Sosial yang
tinggi, membawa dampak pada tingginya partisipasi masyarakat sipil dalam
berbagai bentuknya. Akibat positif yang dihasilkan adalah pemerintah akan
memiliki akuntabilitas yang lebih kuat. Tingginya kapital sosial akan
mendorong efektifitas pemerintahan, beragam determinan memungkinkan
negara berfungsi secara lebih efektif dan memiliki legitimasi. kapital sosial
tinggi yang ada dalam masyarakat lebih mampu memfasilitasi hubungan
antara negara dan rakyat. Hubungan yang baik antara pemerintah dan
masyarakat akan menjamin stabilitas politik Negara. Di tingkat lokal, kapital
sosial dapat menjembatani hubungan pemerintah daerah dan masyarakat
dalam menyebarkan informasi dan mengimplementasikan program-
program pembangunan. Kepercayaan masyarakat kepada pemerintah,
keterbukaan pemerintah pada masyarakat, adanya komitmen dan
keinginan yang kuat antara pemerintah daerah dan masyarakat untuk
membangun, serta adanya partisipasi aktif masyarakat dalam
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pembangunan akan mendorong terciptanya pembangunan sistem
pemerintahan yang baik dimana akuntabilitas dan transparansi
pemerintahan berimbang dengan akses dan kontrol masyarakat terhadap
pemerintahan

Peran pemerintah dalam meningkatkan kapital sosial tidak selalu
sama untuk semua lokasi dan kondisi sosial. Di lokasi yang hampir semua
daerah urban yang dihuni oleh kelompok sosial yang berbeda latar
belakang berdasarkan etnisitas, agama, dan kebudayaan, tinggal bersama.
Tetapi ada juga sekelompok kecil yang berbeda dan tetap tinggal bersama
anggota kelompoknya sehingga menjadi enclave di daerah tertentu.
Kebijakan yang dibuat pemerintah daerah dalam hal ini harus berbeda.
Pemerintah perlu membangun infrastruktur sipil (civil infrastructure),
lembaga yang menghubungkan sebuah kelompok sosial dengan kelompok
sosial yang lain. Biasanya masyarakat yang sudah berbaur dengan
kelompok lain telah membangun kapital sosial bridging, sedang masyarakat
yang tinggal dalam kelompok yang tertutup lebih kuat kapital sosial
bonding (Sadikin, 2012). Masyarakat yang tertutup kurang membangun
jembatan relasi dengan kelompok lain sehingga bisa timbul rasa curiga
satu dengan yang lain. Untuk masyarakat yang masih tertutup, tugas
pemerintah adalah membuka isolasi sosial agar lebih banyak masyarakat
yang mau hidup berbaur dengan masyarakat lain. Hal ini perlu dilakukan
untuk mengurangi ketegangan sosial yang dapat memicu konflik terbuka.

Selain itu lingkungan sosial dengan sekat yang longgar
memungkinkan masyarakat melakukan kontak dengan kelompok lain.
Kondisi ini akan memungkinkan mereka melakukan kontak sehingga
terbentuk jaringan sosial yang nantinya mendorong jaringan usaha. Dalam
hal ini pemerintah perlu menata pemukiman sedemikian rupa sehingga
kontak antar kelompok yang berbeda beda sering terjadi. Pemukiman yang
tertutup biasanya terjadi di kalangan para migran di daerah perkotaan,
sedang di daerah pedesaan masyarakat cenderung homogen. Pola
pemukiman seperti ini sering kita dapati di kota kecil sedang untuk kota
besar pola pemukiman berbaur lebih menonjol. Pemerintah perlu
mendorong kehidupan bersama sehingga terjadi mosaik sosial, yaitu
walaupun berbeda latar belakang sosial semua kelompok sosial memberi
warna bagi keseluruhan masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut.

Pemahaman tentang kapital sosial di wilayah tertentu akan sangat
membantu dalam pembuatan kebijakan yang tepat. Dalam pelaksanaan
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peningkatan kapital sosial khususnya pemberdayaan kelompok miskin
tertentu secara ekonomi, pemerintah baiknya melakukan
pengkajian/penelitian tentang norma dan jaringan yang ada dalam
masyarakat tersebut. Pemahaman tentang norma ini memungkinkan
pemerintah berhati-hati mengucurkan bantuan sehingga lebih kena
sasaran. Sebagai contoh, banyak kasus kredit bergulir yang diberikan
pemerintah macet karena kurang memperhatikan jaringan dan norma yang
ada. Dalam pembuatan kebijakan pemerintah perlu mengidentifikasi
kondisi kapital sosial dalam masyarakat. Untuk itu ada beberapa hal yang
perlu diperhatikan seperti diungkapkan oleh Lang dan Hornburg (1998)
dalam Sadikin (2012) sebagai berikut:

1. Membuat definisi dan pengukuran kapital sosial yang terstandar

2. Mengidentifikasi bentuk kapital sosial dalam masyarakat

3. Mengidentifikasi wilayah dengan perekat sosial yang kuat dan
wilayah yang kurang perekat sosialnya

4. Tentukan apakah infrastruktur sipil dapat menjadi jembatan
kelompok sosial yang berbeda

5. Membuat evaluasi manfaat membangun kapital sosial dan
infrastruktur sipil bagi masyarakat

6. Mengidentifikasi aktor kunci yang berperan meningkatkan atau
membangun kapital sosial.

PENUTUP

Ekosistem yang merupakan salah satu sumber penghidupan harus
dijaga tetap baik agar memberi manfaat secara berkelanjutan. Degradasi
ekosistem terjadi akibat eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan,
invansi species asing, polusi dan perubahan iklim semuanya mempengaruhi
keberadaan ekosistem di permukaan bumi. Degradasi ekosistem lahan
pertanian sampai saat ini telah terjadi sekitar 40 persen, menyebabkan
berkurangnya produktivitas lahan secara signifikan. Degradasi lahan
pertanian yang parah terjadi di Afrika diikuti oleh Amerika Latin dan Asia.

Dalam hubungan dengan upaya perbaikan pengelolaan ekosistem
atau degradasi lingkungan dan hal-hal yang menyangkut peran manusia
dalam alamnya, elemen-elemen sosial capital (kapital sosial), atau lebih
sering disebut socia/ fabric (bahan atau elemen sosial) yang harus
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dilibatkan adalah: (a) kelembagaan kemasyarakatan, (b) kepemimpinan, (c)
tatanan sosial, dan (d) pola komunikasi. Keempat elemen socia/ fabric yang
telah dipaparkan tersebut dapat memainkan peran penting dalam upaya
pengelolaan ekosistem dan mengurangi degradasi lahan dan lingkungan.
Guna melakukan hal tersebut dibutuhkan pengembangan strategi yang
sesuai dengan kondisi tekno-eko-sosial setempat dimana upaya tersebut akan
diperbaiki atau dilaksanakan.

Pengelolaan lingkungan atau sumber daya alam akan ideal bila
dilakukan secara bersama-sama antara masyarakat setempat dengan
pemerintah yang mempunyai kewenangan menjaga dan melindungi
lingkungan atau sumber daya alam. Akan lebih baik lagi kalau pemerintah
mendorong dan memperkuat kebiasaan positif yang sudah ada di
masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. Kebiasaan positif yang ada di
masyarakat biasanya adalah kearifan lokal. Pemerintah dan masyarakat
berperan penting dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Tanpa adanya peran serta semua pihak di Negara Indonesia maka akan
timbul permasalahan lingkungan yang mengarah ke degradasi lingkungan.

Kapital sosial yang ada di Desa harus digali sesuai dengan tujuan
yang ingin dicapai agar dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan
masyarakatnya. Untuk mencapai itu, harus melibatkan seluruh stakeholder
institusi di seluruh hierarki struktural pemerintahan dan lembaga-lembaga
terkait. Pemerintah dapat mempengaruhi secara positif kepercayaan,
kohesifitas, altruisme, gotong-royong, partisipasi, jaringan, kolaborasi
sosial dalam sebuah komunitas. Kapital sosial pada umumnya akan tumbuh
dan berkembang bukan saja karena adanya kesamaan tujuan dan
kepentingan, melainkan pula karena adanya kebebasan menyatakan
pendapat dan berorganisasi, terjalinnya relasi yang berkelanjutan, serta
terpeliharanya komunikasi dan dialog yang efektif.
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BAB 1IV.
INOVASI MERESPON PERUBAHAN IKLIM






INOVASI MERESPON PERUBAHAN IKLIM

Perubahan iklim yang dicirikan dengan terjadinya pergeseran pola
curah hujan, meningkatnya temperatur, meningkatnya tinggi permukaan
laut, meningkatnya kasus banjir, kekeringan dan iklim ekstrim merupakan
salah satu tantangan yang harus dihadapi dalam pembangunan pertanian
akhir-akhir ini. Kondisi iklim yang semakin sulit diprediksi dapat
menimbulkan dampak negatif terhadap produksi komoditas pangan,
hotikultura, perkebunan, dan peternakan meskipun dalam kasus tertentu
dapat pula menimbulkan dampak positip. Bagi sektor pertanian iklim
merupakan faktor eksternal yang sulit dikontrol sesuai dengan kebutuhan
tanaman. Oleh karena itu yang harus dilakukan petani untuk menekan
dampak negatif perubahan iklim adalah melakukan penyesuaian kegiatan
usahataninya dengan kondisi iklim yang dihadapi. Dengan kata lain petani
perlu didorong untuk lebih mampu beradaptasi dengan situasi iklim yang
dihadapi dalam melakukan kegiatan usahataninya.

Dampak negatif perubahan iklim yang sering diungkapkan
umumnya terkait dengan masalah ketersediaan pasokan air dan gangguan
hama dan penyakit. Turunnya curah hujan secara drastis yang dipicu oleh
kondisi iklim ekstrim dapat menyebabkan kegagalan panen akibat
kekeringan dan semakin sempitnya areal pertanian yang dapat ditanami
karena kurangnya pasokan air disamping meningkatnya salinitas tanah di
daerah tertentu. Sebaliknya, curah hujan yang berlebihan dapat
menimbulkan kegagalan panen akibat banjir dan meningkatnya gangguan
hama dan penyakit. Disamping itu semakin luasnya areal yang dilanda
banjir dapat menyebabkan semakin sempitnya areal pertanian yang dapat
diusahakan oleh petani.

Dalam rangka meningkatkan kemampuan adaptasi petani terhadap
perubahan iklim diperlukan dukungan inovasi yang mampu menekan
dampak negatif yang disebabkan oleh kekeringan, banjir dan gangguan
hama dan penyakit. Inovasi tersebut dapat meliputi pengaturan pola
tanam, pengaturan penggunaan varietas, pengembangan agroforestry,
pengelolaan pasokan air yang efisien, pengembangan infrastruktur,
pengembangan kelembagaan dan kebijakan pendukung yang memadai.
Disamping itu upaya mitigasi perubahan iklim juga tetap diperlukan untuk
menekan emisi gas metana yang merupakan faktor utama terjadinya
perubahan iklim secara global. Upaya mitigasi dapat ditempuh dengan
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mengembangkan teknologi pemupukan, teknologi pengolahan tanah dan
penggunaan varietas rendah emisi.

Penerapan inovasi yang bersifat adaptif terhadap perubahan iklim
akan berdampak pada meningkatnya biaya yang harus dikeluarkan petani.
Begitu pula upaya mitigasi perubahan iklim akan menimbulkan konsekuensi
biaya yang dibebankan kepada petani. Namun dalam realitas kemampuan
modal petani umumnya rendah akibat berbagai faktor. Akses petani
terhadap lembaga perbankan juga sangat terbatas karena dalam
menyalurkan pinjaman modal lembaga perbankan menerapkan prinsip-
prinsip perbankan yang cukup ketat dan sulit untuk dapat dipenuhi oleh
petani. Untuk mengatasi permasalah tersebut maka penguatan
kelembagaan keuangan di pedesaan yang berperan dalam penyaluran
pinjaman modal kepada petani perlu dilakukan agar petani dapat
mendapatkan pinjaman modal dengan persyaratan yang mudah dipenuhi,
proses yang cepat dan suku bunga relatif rendah.
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INOVASI DIBIDANG PENGELOLAAN AIR MENGHADAPI
KERAGAMAN IKLIM

Nono Sutrisno dan Nani Heryani

PENDAHULUAN

Variabilitas atau keragaman iklim merupakan perbedaan yang terjadi
yang diwakili oleh terjadinya keragaman hujan, baik kejadiannya antar
musim antar tahun maupun keragaman diantara wilayah hujannya. Pola
dan jumlah hujan juga beragam antar musim dan juga antar tahun.
Keragaman terjadi setiap tahun, dengan adanya perubahan iklim
penyebabkan ada perubahan dalam keragaman iklim dan frekwensinya.
Anomali iklim seperti La-Nina menyebabkan kelebihan air dan banijir, El-
Nino menyebabkan kekeringan, adanya anomali iklim menyebabkan
penurunan produksi pertanian.

Semakin meningkatnya frekwensi terjadinya keragaman iklim akibat
perubahan iklim yang ditandai dengan seringnya kejadian EI-Nino dan La-
Nina, menyebabkan air menempati posisi yang strategis dalam berbagai
agenda politik sehubungan dengan frekuensi dan tingkat keparahan seperti
dampak banjir dan kekeringan yang makin meluas, permukaan air laut
yang meningkat dan pencemaran yang semakin mengancam kehidupan
manusia. Di sisi lain, ketersediaan pasokan air minum yang cukup dan
bersih mengalami tekanan kuat sehingga merupakan salah satu isu
pembangunan ekonomi dan sosial di sebagian besar dunia, termasuk
Indonesia. Demikian pula isu air dalam kaitannya dengan kewenangan
antara provinsi dan kabupaten dapat menjadi potensi konflik yang
berpangkal pada penerapan yang kurang tepat dari undang-undang
otonomi seperti halnya wilayah Bengawan Solo dan sungai Brantas yang
perlu mempertimbangkan prinsip satu kesatuan sistem sumber daya air
dan perairan dalam menetapkan kewenangan dan pengelolaan sumber
daya air.

Perubahan pola curah hujan juga menurunkan ketersediaan air
untuk irigasi dan sumber air bersih. Di pulau Lombok dan Sumbawa antara
tahun 1985 dan 2006, jumlah titik air menurun dari 580 menjadi hanya 180
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titik. Sementara itu, kepulauan ini juga mengalami ‘jeda musim’
kekeringan panjang selama musim penghujan yang kini menjadi makin
sering, menimbulkan gagal panen. Di seluruh negeri, kini makin banyak
saja sungai yang makin dangkal seperti Sungai Ular (Sumatera Utara),
Tondano (Sulawesi Utara), Citarum (Jawa Barat), Brantas (Jawa Timur),
Ciliwung-Katulampa (Jawa Barat), Barito-Muara Teweh (Kalimantan
Tengah), serta Larona-Warau (Sulawesi Selatan). Di wilayah pesisir,
berkurangnya air tanah disertai kenaikan muka air laut juga telah memicu
intrusi air laut ke daratan sehingga mencemari sumber-sumber air untuk
keperluan air bersih dan irigasi (UNDP, 2007).

Terjadinya hujan ekstrim dengan waktu yang lama, akan
menyebabkan tidak tertampungnya aliran air permukaan dalam jumlah
yang sangat banyak yang selanjutnya masuk ke sungai dan menyebabkan
banjir. Banjir yang terjadi akan menyebabkan kerugian khususnya bagi
sektor pertanian karena rusaknya pertanaman yang terkena banijir.
Ancaman banjir yang merupakan dampak dari perubahan iklim, semakin
sering terjadi khususnya pada lahan sawah. Menurut Boer et a/. 2007
dalam Las et al. 2010, bencana banjir yang terjadi dalam periode yang
relatif pendek yaitu antara tahun 2001-2004, telah terjadi 530 kali banjir
dan jumlah daerah yang mengalami banjir cenderung meningkat. Bencana
banjir demikian menyebabkan berkurangnya luas areal panen dan produksi
padi.

Tingkat kerentanan lahan pertanian terhadap kekeringan cukup
bervariasi antar-wilayah, kondisi demikian menunjukkan bahwa Ilahan
sawah di beberapa wilayah di Sumatera dan Jawa rentan terhadap bahaya
kekeringan. Di Indonesia, frekuensi kejadian kemarau panjang atau
kekeringan dalam periode 1844-1960 hanya satu kali dalam empat tahun,
kemudian dalam perioda 1961-2006 meningkat menjadi satu kali dalam 2-3
tahun (Boer et al 2007 dalam Las et al. 2010). Dari 5,14 juta ha lahan
sawah yang dievaluasi, 74 ribu ha di antaranya sangat rentan dan sekitar
satu juta ha rentan terhadap kekeringan. Dalam periode 1991-2006, luas
tanaman padi yang dilanda kekeringan berkisar antara 28.580-67.930 ha
per tahun dan puso 4.614-192.331 ha. Berdasarkan hasil identifikasi, luas
rata-rata wilayah pertanaman padi yang mengalami kekeringan pada tahun
El Nino periode 1989-2006 menujukkan wilayah yang terkena kekeringan
lebih besar dari 2.000 ha per kabupaten antara lain di Pantai Utara Jawa
Barat, terutama Kabupaten Indramayu, sebagian Pantai Utara Nanggroe
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Aceh Darusalam, Lampung, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Kalimantan
Selatan, dan Lombok (Wahyunto, 2005; Direktorat Perlindungan Tanaman,
2007; SNC, 2009 dalam ICCSR, 2010).

Terjadinya keragaman iklim yang diperparah oleh adanya perubahan
iklim akan menyebabkan penurunan produksi pertanian bila tidak dilakukan
antisipasi yang komprehensif dan tepat. Antisipasi yang diterapkan adalah
inovasi teknologi antisipasi, adaptasi dan mitigasi dilengkapi dengan
kelembagaan dan kearifan lokal. Antisipasi merupakan penyiapan arah dan
strategi, program dan kebijakan dalam rangka menghadapi pemanasan
global dan perubahan iklim. Adaptasi merupakan upaya penyesuaian
teknologi, manajemen dan kebijakan di sektor pertanian dengan terjadinya
variabilitas iklim yang lebih kuat yang dipicu oleh perubahan iklim. Mitigasi
adalah upaya memperlambat laju pemanasan global serta perubahan iklim
melalui penurunan emisi (pancaran) GRK serta peningkatan penyerapan
GRK. Membangun dan memperkuat kelembagaan dilakukan dengan
memperbaiki tata hubungan kerja kelembagaan, baik yang terkait dengan
informasi iklim maupun informasi teknologi dan sarana produksi (saprodi),
dalam rentang kendali operasionalisasi program dan kebijakan. Kearifan
lokal erat kaitannya dengan antisipasi perubahan iklim khususnya
pergeseran siklus hidrologi seperti pendugaan sifat hujan dan waktu
tanam. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, tujuan penulisan ini
adalah menyampaikan hasil inovasi teknologi pengelolaan air, tanah dan
tanaman yang dapat digunakan untuk antisipasi, adaptasi dan mitigasi
keragaman dan perubahan iklim.

KERAGAMANDAN PERUBAHAN IKLIM HUBUNGANNYA DENGAN
PRODUKSI PERTANIAN.

Keragaman dan Perubahan Iklim

Pada umumnya iklim Indonesia adalah hangat, basah, banyak awan,
banyak hujan, memiliki banyak pola curah hujan, dan rumit serta sulit
untuk diprediks. Kondisi demikian adalah akibat adanya interaksi berbagai
kondisi atmosfer, permukaan dan perairan yang dikendalikan oleh berbagai
sirkulasi yaitu, sirkulasi angin monsun Asia-Australia, sirkulasi Hadley,
sirkulasi Walker, Arus lintas Indonesia (Arlindo) sebagai bagian dari
sirkulasi massa air dunia (Ocean Giant Conveyor Belf).
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Indonesia memiliki iklim tropik basah yang dipengaruhi angin
monsun (monsoon) sehingga memiliki dua musim berbeda, yaitu musim
kemarau dan musim penghujan. Rata-rata curah hujan tahunan sangat
beragam, mulai kurang dari 1.000 mm/tahun di kawasan semi-arid tropik,
1.780-3.175 mm/tahun di dataran rendah, hingga 6.100 mm/tahun di
kawasan pegunungan. Kelembaban udara umumnya sangat tinggi, dengan
nilai kelembaban relatif (RH) umumnya di atas 80%. Suhu udara umumnya
hangat dengan keragaman tahunan yang kecil, sebagai contoh kisaran
suhu rata-rata di Jakarta adalah 26-30°C atau sekitar 79—-86°F (Universitas
Indonesia, 2004).

Dari sisi sumber daya iklim, ada dua parameter iklim yang menjadi
ukuran bagi kestabilan atmosfer terkait dengan potensi sumber daya air,
yaitu curah hujan dan temperatur, (Susandi et a/ 2008). Jumlah
curah hujan dan distribusinya sangat  berpengaruh  terhadap
pertumbuhan  dan  produksi tanaman, melalui  kontribusinya
terhadap ketersedian air dalam tanah. Data curah hujan akan
sangat membantu dalam rangka meramalkan pola curah hujan ke
depan, dan memberi gambaran kemungkinan kejadian banjir dan
kekeringan. Secara umum pola iklim di Indonesia berdasarkan distribusi
curah hujan bulanan maupun dasarian (sepuluh harian) memiliki 3 pola
hujan, yaitu: 1) Pola monsunal dicirikan oleh distribusi curah hujan bulanan
berbentuk V (parabola terbalik) dengan jumlah curah hujan musiman
rendah pada bulan Juni, Juli atau Agustus. Pada kondisi normal, saat
monsun barat akan mendapat curah hujan yang berlimpah (musim hujan)
sedangkan pada saat monsun timur jumlah curah hujannya sangat sedikit
(musim kemarau). Pada pola hujan monsunal wilayahnya memiliki
perbedaan yang jelas antara periode musim hujan dan periode musim
kemarau. Secara umum musim kemarau berlangsung dari April sampai
September dan musim hujan dari Oktober sampai Maret. Tipe grafik curah
hujan bersifat unimodial (memiliki satu puncak musim hujan). Puncak
maksimum musim hujan yaitu pada bulan Januari/Desember. Sementara
itu lembah minimum terjadi pada bulan Agustus pada saat musim
kemarau. Pola hujan monsunal terdapat di Pulau Jawa, Bali, NTB, NTT, dan
sebagian Sumatera, 2) Pola equatorial, dipengaruhi oleh gerak revolusi
bumi mengelilingi matahari, dicirikan oleh pola hujan dengan bentuk
bimodal, yaitu mempunyai dua puncak musim hujan (berbentuk huruf
M) yang biasanya terjadi sekitar bulan Maret dan Oktober saat matahari
berada dekat equator atau pada saat terjadi ekinoks. Ekinoks terjadi dua
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kali selama periode revolusi (1 tahun) yaitu pada tanggal 21 Maret dan 23
September. Pada waktu ekinoks, energi matahari yang diterima pada
daerah sekitar equator adalah maksimum, kemudian berkurang ke arah
kutub sehingga energi matahari di daerah kutub menjadi nol. Selain itu,
wilayah dengan pola ini mempunyai dua lembah minimum pada musin
kemarau yang terjadi pada bulan Januari dan bulan Juli dan hampir
sepanjang tahun masuk dalam kriteria musim hujan. Pada pola ini, angin
monsun kurang berpengaruh dibandingkan dengan pengaruh insolasi
(radiasi matahari yang diterima bumi) pada saat terjadi ekinoks. Wilayah
Indonesia di sepanjang garis equator sebagian besar mempunyai pola
hujan equatorial, seperti Padang dan Pontianak, 3) Tipe lokal, lebih
dipengaruhi oleh kondisi lokal suatu wilayah dan memiliki satu puncak
maksimum yang terjadi pada musim hujan. Pada pola hujan lokal
wilayahnya memiliki distribusi hujan bulanan berkebalikan dengan pola
monsunal. Pola lokal memiliki ciri bentuk pola hujan unimodial (satu
puncak hujan), tetapi bentuknya berlawanan dengan tipe hujan
monsunal. Sehingga puncak musim hujan terjadi sekitar pertengahan
tahun. Pola hujan lokal dipengaruhi oleh efek orografi. Salah satu
wilayah yang mempunyai pola hujan lokal adalah Ambon (Maluku).

Keragaman iklim di Indonesia sangat dipengaruhi oleh posisinya,
karena dilewati oleh garis khatulistiwa dan masuk ke dalam pengaruh
kawasan Lautan Pasifik, menjadikan Indonesia sebagai daerah pertemuan
sirkulasi meridional (Hadley) dan sirkulasi zonal (Walker), dimana dua
sirkulasi tersebut sangat mempengarubhi keragaman iklim
Indonesia(Pramudia et al/ 2013). Selain itu, letak Indonesia yang
merupakan negara kepulauan dengan bentuk topografi yang sangat
beragam, menyebabkan sistem golakan lokal juga cukup dominan dan
pengaruhnya terhadap keragaman iklim di Indonesia (Boer, 2008).Faktor
lain yang diperkirakan ikut berpengaruh terhadap keragaman iklim
Indonesia ialah gangguan siklon tropis. Semua aktivitas dan sistem ini
berlangsung secara bersamaan sepanjang tahun.

Perubahan iklim merupakan pergeseran musim dari rata-rata jangka
panjangnya. Selain perubahan dari rata-rata hujan jangka panjangnya,
perubahan iklim juga dapat didekati dari perubahan jumlah curah hujan
yang diterima suatu lokasi tertentu. Terjadinya tren perubahan ini
menyebabkan perubahan pada masuknya awal musim dan panjang musim
hujan, yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap produksi pertanian.
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Pada umumnya tren perubahan ini memperlihatkan grafik jumlah curah
hujan yang menurun pada tahun tertentu dibandingkan dengan tahun-
tahun sebelumnya. Bahkan pada wilayah tertentu, penurunan dapat
berlangsung secara lebih ekstrem. Hal ini dapat menyebabkan penurunan
produksi secara siginifikan, terutama pada wilayah-wilayah sentra produksi
yang membutuhkan ketersediaan air yang cukup tinggi untuk pertanaman
tanamannya. Sudah dapat diduga, akibat penurunan produksi yang
signifikan menyebabkan kerugian yang juga signifikan (Pramudia et al.
2013).

Dinamika perubahan iklim dapat bersifat tahunan, musiman
dan/atau antar musim. Seperti yang terjadi pada musim kemarau tahun
2010 dan 2013. Tahun 2010 dapat dikatakan merupakan tahun tanpa
musim kemarau, sedangkan yang terjadi pada tahun 2013 memiliki pola
yang hampir sama. Hal tersebut ditunjukkan dengan masih tingginya
intensitas curah hujan di sebagian besar wilayah Indonesia meskipun
sudah memasuki musim kemarau (berada di atas normal). Hal ini dapat
dipandang sebagai peluang/potensi, tetapi juga sebagai risiko/ancaman,
tergantung bagaimana menyikapinya. Untuk peningkatan produksi beras,
hal ini merupakan peluang untuk peningkatan produksi (Balitbangtan,
2013).

Selain meningkatkan suhu bumi (dan suhu udara), perubahan iklim
juga menyebabkan peningkatan frekuensi kejadian iklim ekstrim (anomali
iklim), seperti EI-Nino dan La-Nina, penurunan atau peningkatan suhu
udara secara ekstrim, perubahan siklus hidrologi melalui pergeseran dan
ketidak menentuan curah hujan dan musim, serta peningkatan permukaan
air laut dan kejadian rob. Dampak lainnya yang menghawatirkan dengan
terjadinya penurunan jumlah curah hujan tahunan adalah akan
menyebabkan penurunan debit sungai pada musim kemarau dan
sebaliknya pada musim hujan dapat menyebabkan banijir.

Fenomena ENSO (EI-Nino Soutehrn Oscillation) merupakan salah
satu fenomena alam yang telah menarik banyak perhatian karena dampak
yang ditimbulkannya semakin dirasakan dalam berbagai aspek kehidupan.
Terjadinya fenomena ENSO akan mengganggu sirkulasi zonal (Walker
Circulation). Terminologi ENSO sering digunakan untuk merujuk pada
fenomena EI-Nino dan La-Nina. Banyak bukti yang menunjukkan bahwa
kejadian EI-Nino selalu berkaitan dengan kejadian kekeringan yang
panjang di Indonesia akibat terjadinya penurunan jumlah dan kejadian
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hujan secara drastis. Kejadian ini menyebabkan terjadinya penurunan
produksi pertanian, memicu terjadinya kebakaran hutan yang diikuti oleh
merosotnya kualitas udara, dan timbulnya masalah kesehatan. Di lain
pihak, kejadian La-Nina yang merupakan kebalikan dari kejadian EI-Nino
dan menimbulkan dampak sebaliknya yaitu meningkatnya curah hujan dari
normal sehingga seringkali menimbulkan bencana banijir.

Dampak kejadian ENSO terhadap keragaman hujan di Indonesia
beragam antar wilayah. Menurut Tjasyono (1997) pengaruh EI-Nino kuat
pada daerah yang dipengaruhi oleh sistem monsun, bersifat lemah pada
daerah dengan sistem ekuatorial dan tidak jelas pada daerah dengan
sistem lokal. Pola monsun dicirikan oleh bentuk pola hujan yang bersifat
uni-modal (satu puncak musim hujan). Selama enam bulan curah hujan
relatif tinggi (biasanya disebut musim hujan) dan enam bulan berikutnya
rendah (biasanya disebut musim kemarau). Secara umum musim kemarau
berlangsung dari April sampai September dan musim hujan dari Oktober
sampai Maret. Pola ekuatorial dicirikan oleh pola hujan dengan bentuk bi-
modal (dua puncak hujan) yang biasanya terjadi sekitar bulan Maret dan
Oktober yaitu pada saat matahari berada dekat ekuator. Pola lokal dicirikan
oleh bentuk pola hujan uni-modal (satu puncak hujan) tapi bentuknya
berlawanan dengan pola hujan pada tipe monsoon

Untuk wilayah Indonesia, secara umum EI-Nino berdampak berupa
berkurangnya curah hujan namun pengaruh El-Nino tidak sama di seluruh
wilayah Indonesia, bahkan ada daerah-daerah yang pengaruh El-Nino tidak
begitu nyata. Pengaruh EI-Nino di Indonesia juga sangat tergantung pada
intensitas dan waktu serta lamanya. Sebaliknya, La-Nina adalah kejadian
iklim di mana terjadi peningkatan jumlah dan intensitas curah hujan hingga
memasuki musim kemarau akibat penurunan suhu permukaan laut di
wilayah Samudra Pasifik Selatan yang memperkaya massa uap air di
wilayah Indonesia (Las et a/. 2011),

Hubungan Keragaman dan Perubahan Iklim dengan Produksi
Pertanian
Perubahan iklim menyebabkan semakin tingginya keragaman iklim

yang terjadi di berbagai belahan dunia berdampak serius terhadap
pertanian pada beberapa dekade terakhir, dengan berbagai konsekuensi
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yang berbeda-beda. Konsekuensi yang terjadi dapat menguntungkan di
beberapa daerah, namun di daerah lain merupakan bencana. Namun
demikian berbagai studi empiris di negara maju dan berkembang
menggunakan beberapa metode dan pendekatan, pada umumnya
sependapat bahwa perubahan iklim berdampak negatif terhadap produksi
tanaman dengan tingkat kerusakan yang berbeda di kedua negara tersebut
(Gumel et al. 2016). Dampak perubahan iklim global tersebut akan
berpengaruh terhadap harga komoditas dan masalah
ekonomi/kesejahteraan dengan konsekuensi terburuk adalah kelaparan,
terutama bagi negara-negara berkembang.

Boer et al. (2011dalam Katam,2013) menyatakan bahwa dampak
perubahan iklim global terhadap sektor pertanian dibedakan menjadi: 1)
dampak yang bersifat kontinu, berupa kenaikan suhu udara, perubahan
hujan, dan kenaikan salinitas air tanah untuk wilayah pertanian dekat
pantai yang akan menurunkan produktivitas tanaman dan perubahan
panjang musim yang mengubah pola tanam dan indeks penanaman, 2)
dampak yang bersifat diskontinu seperti meningkatnya gagal panen akibat
meningkatnya frekuensi dan intensitas kejadian iklim ekstrem (banjir,
kekeringan, dan angina kencang) dan meningkatnya gagal panen akibat
munculnya serangan atau ledakan hama penyakit baru tanaman, dan 3)
dampak yang bersifat permanen berupa berkurangnya luas kawasan
pertanian di kawasan pantai akibat kenaikan muka air laut.

Tiga faktor utama yang terkait dengan perubahan iklim global, yang
berdampak terhadap sektor pertanian adalah: 1) perubahan pola hujan dan
iklim ekstrim (banjir dan kekeringan), 2) peningkatan suhu udara, dan 3)
peningkatan muka laut. (ICCSR, 2010). Namun demikian beberapa
klimatologis memprediksi akan terjadi pemanasan global pada beberapa
dekade mendatang karena adanya peningkatan konsentrasi CO2 dan gas
rumah kaca lainnya di atmosfir.

Perubahan iklim yang terjadi, menyebabkan perubahan pola hujan
yang semakin tajam, berdampak negatif terhadap tanaman pangan.
Menurut Las, 2000; Boer, 2006; Naylor et al. 2007 dalam Las et al. 2011,
peningkatan fluktuasi pola curah hujan dan intensitas anomali iklim sejak
dua dasawarsa terakhir telah berdampak luas terhadap luas areal tanam
dan panen, awal musim tanam musim hujan (MH) dan musim kemarau
(MK), yang berimplikasi serius terhadap produksi pangan, terutama padi.
Menurut Las et al. 2011, berdasarkan Atlas Kalender Tanam (Las et al.
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2007-2010) menunjukkan bahwa anomali iklim mempengaruhi secara
siginifikan luas tanam potensial padi sawah. Luas tanam potensial tersebut
diperoleh berdasarkan analisis ketersediaan air dengan tiga skenario
perubahan pola curah hujan, yaitu tahun atau musim basah (La-Nina),
kering (EI-Nino), dan normal (rata-rata), yang dikaitkan dengan luas baku
lahan sawah dan luas tanam eksisting (petani) pada masing-masing
kecamatan pada setiap musim. Pada kondisi kering (EI-Nino), luas tanam
potensial menurun sekitar 14% dari luas tanam eksisting, sedangkan pada
kondisi basah (La-Nina), luas tanam potensial meningkat sekitar 10%.
Penurunan luas tanam potensial yang paling nyata terjadi pada MK-1, yaitu
24,8% dari luas tanam eksisting, sedangkan pada MH luas tanam turun
menjadi 11,5%. Berdasarkan Sistem Informasi (SI) Katam Terpadu Modern
(2016), banyak faktor yang menyebabkan penurunan produksi padi akibat
bencana yang terjadi, seperti bencana janjir dan kekeringan antara lain
dapat menurunkan produksi padi nasional. Lokasi-lokasi yang terkena
banjir dan kekeringan disajikan pada Gambar 1 dan 2, sedangkancontoh
tingkat kerusakan tanaman Padi di Provinsi Banten, disampaikan pada
Tabel 1.
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Gambar 1. Peta resiko kerusakan tanaman Padi akibat banjir tingkat Nasional.
Sumber: Kalender Tanam Terpadu Modern, versi 2.5. 2016
(Musim hujan Oktober 2016 — Maret 2017.
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Gambar 2. Peta risiko kerusakan tanaman Padi akibat kekeringan agronomis
tingkat Nasional.
Sumber: Kalender Tanam Terpadu Modern, versi 2.5. 2016 (Musim
hujan Oktober 2016 — Maret 2017.

Berdasarkan SIKatam Terpadu Modern (2016), banyak faktor yang
menyebabkan penurunan produksi padi, sebagai contoh tingkat kerusakan

tanaman Padi di Provinsi Banten, disampaikan pada Tabel 1.
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Tabel 1. Tingkat Kerusakan Tanaman Padi, Musim Tahun: MH
2016/2017, Provinsi Banten

L Jenis Bencana
No Kabupaten Ad We
m. L . lereng
Banjir Kekeringan Batang Cokl Tikus Sawah Batang Padi Tungre Blast Kresek (HDB)

1 2 3 11

1 |KOTA CILEGON 3672

p] |KDTAM 3673

3 |KDTATANGEMNG 3671

4 |KOTA TANGERANG SELATAN

3674

5 |uEBAK 3602
& |PANDEGLANG 3601
T |SERANG 3604

£

TANGERANG

Sumber: Sistem Informasi Kalender Tanam Terpadu Modern, versi 2.5.

2016 (Musim hujan Oktober 2016 — Maret 2017.
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Perubahan iklim yang menyebabkan kenaikan suhu udara
permukaan, akan berpengaruh negatif terhadap tanaman, baik terhadap
kuantitas maupun kualitas. Kondisi suhu udara permukaan merupakan
faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman.
Pada dasarnya suhu udara yang terjadi dipengaruhi oleh radiasi yang
diterima di permukaan bumi, dan tinggi rendahnya suhu disekitar tanaman
ditentukan oleh radiasi matahari, kerapatan tanaman, distribusi cahaya
dalam tajuk tanaman, serta kadar air tanah. Pada umumnya laju
metabolisme tanaman akan bertambah dengan meningkatnya suhu sampai
mencapai titik optimum tertentu, seperti bukaan stomata, laju transpirasi,
laju penyerapan air dan nutrisi, fotosintesis, dan respirasi. Peningkatan
suhu disekitar tanaman atau iklim mikro tanaman, dapat menyebabkan
semakin cepatnya kehilangan kadar air tanah yang diakibatkan oleh
peningkatan evaporasi. Kondisi demikian akan berpengaruh kurang baik
terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman (AGRICULTURE,

2012).

4

8]

Perubahan suhu

o

2°C 1°C +1°C + SN +4°C 12°C 6°C

Dampak terhadap
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Gambar 3. Dampak perubahan suhu terhadap pendapatan pertanian (Sumber:
Mirzabaev, 2013)

Analisis sensitivitas dampak perubahan suhu dan curah hujan
terhadap pendapatan dari tanaman (crop revenues) (Mirzabaev, 2013)
disajikan pada Gambar 3 dan 4. Penurunan pendapatan pertanian karena
peningkatan suhu berlangsung secara perlahan dan penurunannya lebih
kecil dibandingkan pengaruh curah hujan, sesuai dengan grafik kemiringan
hubungan pengaruh perubahan suhu terhadap pendapatan pertanian yang
lebih landai dibandingkan curah hujan. Studi lain menunjukkan bahwa
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suhu yang lebih tinggi akan berdampak negatif secara langsung terhadap
produksi tanaman akibat stress panas (Aeat stress). Hasil simulasi pada
tanaman padi pada periode 1977-2007 di Kharagpur, India, menggunakan
model Aquacrop v3.1, menunjukkan bahwa pendapatan pertanian
dipengaruhi oleh kombinasi konsentrasi CO2, suhu, dan curah hujan
(Bhattacharya dan Panda, 2013).

Dampak variabilitas curah hujan akibat banjir, kekeringan dan
serangan OPT dapat menurunkan produktivitas lahan dan tanaman. Pada
akhirya keragaman curah hujan akan mengganggu stabilitas pendapatan
petani. Gambar 4 menyajikan perubahan besaran (magnitude) curah hujan
dan dampaknya terhadap pendapatan produksi tanaman pangan.
Kemiringan yang lebih curam terlihat pada dampak dari perubahan curah
hujan terhadap pendapatan dibandingkan dengan perubahan suhu.
Dampak peningkatan curah hujan dapat dirasakan lebih cepat terhadap
peningkatan pendapatan, sejalan dengan dampak penurunan curah hujan
terhadap penurunan pendapatan. Hasil penelitian Angles et al. (2011)
menunjukkan bahwa berkurangnya intensitas hujan merupakan penyebab
terbesar dari penurunan hasil panen petani di lahan kering di India.
Penurunan hasil panen tersebut menyebabkan penurunan pendapatan para
petani. Penurunan pendapatan petani tersebut merupakan dampak jangka
pendek, sedangkan dampak jangka panjangnya adalah berakhirnya profesi
petani lahan kering (off- farm employment).

4
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Gambar 4. Dampak perubahan curah hujan terhadap pendapatan pertanian
(Sumber: Mirzabaev, 2013)
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Hasil analisis sensitivitas tanaman terhadap keragaman dan
perubahan iklim menunjukkan bahwa tanaman yang berbeda menunjukkan
respon yang berbeda terhadap keragaman dan perubahan iklim. Hasil
penelitian Chikodzi (2016) di Zimbabwe menunjukkan bahwa kacang tanah
merupakan tanaman yang lebih tahan dibandingkan sorgum terhadap
dampak perubahan iklim. Menurut Las et a/. (2007), keragaman iklim yang
semakin kerap terjadi, sangat nyata pengaruhnya terhadap produksi padi,
sebagai akibat dari penurunan luas tanam, luas panen, dan hasil pada saat
terjadi anomali iklim. Disamping itu berdampak juga terhadap perubahan
pola tanam, baik di lahan sawah irigasi maupun lahan tadah hujan.
Dampak lainnya juga sangat terasa pada perubahan pola tanam baik di
lahan sawah irigasi maupun tadah hujan. Saat ini, sebagian besar areal
tanam padi menggunakan pola tanam padi-padi dimana pada musim
tanam kedua sangat tergantung pada ketersediaan air irigasi. Kekeringan
yang terjadi pada musim tanam kedua akan mengubah pola tanam dari
padi-padi menjadi padi-non padi sehingga akan mengakibatkan penurunan
produksi beras, yang pada gilirannya akan mengganggu kesinambungan
stok pangan nasional.

Dampak perubahan iklim terhadap produktivitas (hasil panen)
tanaman ternyata sangat bervariasi antar daerah, seperti di Jawa Barat,
Sulawesi Utara dan Gorontalo, serta Sumatera Utara yang mengalami
penurunan produktivitas padi antara 1,8 % hingga 20,5 % (Handoko et al.
2008). Perubahan iklim yang terjadi di provinsi Bengkulu ditandai dengan
meningkatnya curah hujan pada bulan Desember dan penurunan curah
hujan pada bulan kering (Juni), mengakibatkan penurunan produktivitas
pertanian (Widiyono, 2009).

Kejadian keragaman iklim akibat perubahan iklim seperti El Nino
yang terjadi pada tahun 1997 dan 2002 menyebabkan tanaman pangan
mengalami penurunan produksi. Produksi padi sawah, kedelai, dan ubi jalar
mengalami penurunan terbesar pada tahun 2002 dan jagung pada tahun
1997 (Santoso, 2016). Kedelai merupakan tanaman yang paling peka
terhadap perubahan iklim dibandingkan dengan padi sawah, jagung dan
ubi jalar, yang ditunjukkan dengan persentase penurunan hasil kedelai
lebih besar dari komoditas lainnya baik pada kondisi ElI Nino (sebesar
10,7%) maupun La-Nina (sebesar 11,4%). Ubi jalar merupakan tanaman
yang paling toleran (Tabel 2) karena pada kondisi EI-Nino, hanya ubi jalar
yang masih berproduksi lebih tinggi 2,5% dibanding komoditas lainnya.
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Produksi jagung dan padi sawah meningkat masing-masing 3,9% dan
2,4% pada kondisi La-Nina.

Tabel 2. Perbandingan dampak perubahan iklim terhadap produksi
tanaman pangan

Kondisi Iklim Padi sawah Jagung Kedelai Ubi jalar
Kuantitas (ton)
El Nino -8.039 -5.364 -1.071 3.521
La Nina 6.847 2.810 -1.136 0
Persentase (%)
El Nino -2,9 -7,4 -10,7 2,5
La Nina 2,4 3,9 -11,4 0

Sumber: Santoso, 2016

INOVASI TEKNOLOGI PENGELOLAAN AIR, TANAH DAN TANAMAN
MENGANTISIPASI KERAGAMAN DAN PERUBAHAN IKLIM

Keragaman iklim yang dipicu oleh perubahan iklim, menyebabkan
semakin seringnya terjadi kejadian iklim ektrim yang berdampak luas
terhadap sektor pertanian, terutama yang berkaitan dengan ketersediaan
air. Keragaman dan ketidakteraturan pola iklim tersebut mempengaruhi
rentabilitas produksi sebagian besar komoditas pertanian. Untuk
menurunkan dampak negatif akibat kejadian iklim ekstrim atau
penyimpangan iklim, diperlukan strategi yang tepat. Strategi antisipasi
terhadap perubahan iklim di sektor pertanian dapat dilakukan dengan a)
adaptasi/penyesuaian perencanaan tanam terhadap perubahan iklim serta
pengelolaan sumber daya air untuk menekan resiko kehilangan hasil akibat
perubahan iklim dan b) mitigasi

Antisipasi merupakan penyiapan arah dan strategi, program dan
kebijakan dalam rangka menghadapi pemanasan global dan perubahan
iklim. Beberapa program yang penting untuk dilaksanakan diantaranya:
penyusunan strategi dan perencanaan pengembangan infrastruktur
(terutama jaringan irigasi), evaluasi tata ruang untuk pengaturan lahan
(penyesuaian jenis tanaman dengan daya dukung lahan), pengembangan
sistem informasi dan peringatan dini banjir serta kekeringan, penyusunan
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dan penerapan peraturan perundangan mengenai tata guna lahan dan
metode pengelolaan lahan. Tidak kalah pentingnya adalah peningkatan
kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pemahaman perubahan
iklim dan penerapan teknologi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
Menurut SI Katam Terpadu Modern (2016), antisipasi dapat dilakukan
dengan: a) Menyiapkan arah kebijakan dan strategi sektor pertanian
dalam, menghadapi perubahan iklim, b) Menyiapkan program dan rencana
aksi sektor pertanian dalam menghadapi perubahan iklim, ¢) Menyiapkan
tahapan dan strategi pelaksanaan program danrencana aksi adaptasi dan
mitigasi sektor pertanian dalam menghadapi perubahan iklim, d)
Menetapkan sasaran dan waktu pencapaian masing-masing program dan
rencana aksi.

Adaptasi merupakan upaya penyesuaian teknologi, manajemen dan
kebijakan di sektor pertanian dengan terjadinya variabilitas iklim yang lebih
kuat yang dipicu oleh perubahan iklim. Program adaptasi lebih difokuskan
pada aplikasi teknologi adaptif, baik pada tanaman pangan maupun
tanaman perkebunan, seperti penyesuaian pola tanam, penggunaan
varietas unggul adaptif terhadap kekeringan, genangan/banijir, salinitas dan
umur genjah, serta penganekaragaman pertanian, teknologi pengelolaan
lahan, pupuk, air, diversifikasi pangan dan lain-lain. Secara kelembagaan
program ini diarahkan untuk pengembangan sistem informasi seperti
sekolah lapang iklim, sistem penyuluhan dan kelompok kerja (pokja)
variabilitas dan perubahan iklim sub sektor pertanian serta pengembangan
sistem asuransi pertanian akibat resiko iklim (crop weather insurance).

Inovasi Teknologi Adaptasi.

1. Teknologi adaptasi perubahan iklim untuk tanaman pangan dan
hortikultura oleh Kementerian Pertanian telah dilakukan (Pramudia et al.
2013), melalui:

e Penggunaan SI Kalender Tanam (pola tanam berdasarkan pola curah
hujan dan ketersediaan air irigasi)

¢ Perbaikan manajemen pengelolaan air, termasuk sistem dan jaringan
irigasi.

e Pengembangan teknologi panen air (embung, dam parit) dan
efisiensi penggunaan air seperti irigasi tetes dan mulsa.

e Teknologi pengelolaan sumber daya air (teknologi identifikasi potensi
ketersediaan air, teknologi panen hujan dan aliran permukaan,
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teknologi prediksi curah hujan dan teknologi irigasi) serta teknologi
pengelolaan sumber daya lahan/tanah seperti pemupukan
e Pengembangan sistem perlindungan usahatani dari kegagalan akibat
perubahan iklim atau crop weathehr insurance.
e Implementasi Food Smart Village (FSV);
e Optimasi siklus karbon (zero waste): a) kompos, b) pakan ternak,
dan c) biogas;
e Diversifikasi pangan
e Pengembangan jenis dan varietas tanaman yang toleran terhadap
stres cekaman lingkungan seperti kenaikan suhu udara, kekeringan,
genangan (banjir), dan salinitas.
- Varietas padi (VUB) yang toleran salinitas : Way Apo Buru,
Margasari dan Lambur,
- Varietas padi (VUB) yang tahan genangan : Inpari 4,
- Varietas padi (VUB) yang toleran wereng coklat : Inpari 2, Inpari 3
dan Inpari 13,
- Varietas padi (VUB) yang berumur genjah : Inpari 11.
- Varietas padi (VUB) yang tahan kekeringan: Dodokan dan
Silugonggo,
- Varietas jagung yang tahan kekeringan : Bima 3, Bantimurung,
Lamura, Sukmaraga dan
Anoma,
- Varietas kedelai tahan kekeringan : Argomulyo dan Burangrang,
- Varietas kacang tanah tahan kekeringan : Singa dan Jerapah,
- Varietas kacang hijau yang tahan kekeringan adalah : Kutilang.
2. Teknologi adaptasi menghadapi ancaman kelangkaan air dan kekeringan
¢ Budidaya padi sawah dengan menerapkan SRI
e Teknologi irigasi dengan penerapan pergilirana irigasi optimal
(optimal water sharing). Teknologi irigasi yang dikembangkan
bertujuan untuk mengatasi cekaman air pada tanaman adalah sumur
renteng, irigasi kapiler, irigasi tetes, irigasi macak-macak, irigasi
bergilir, dan irigasi berselang. Penerapan teknik irigasi tersebut
bertujuan memenuhi kebutuhan air tanaman pada kondisi
ketersediaan air yang sangat terbatas dan meningkatkan nilai daya
guna air.
e Teknologi panen hujan, merupakan salah satu alternatif teknologi
pengelolaan air dengan prinsip menampung kelebihan air pada
musim hujan dan memanfaatkannya pada musim kemarau untuk
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mengairi tanaman. Teknologi panen hujan yang sudah banyak
diterapkan adalah embung dan dam parit.
3. Teknologi adaptasi tanaman perkebunan

e Pengembangan komoditas yang mampu bertahan dalam kondisi
cekaman kekeringan dan kelebihan air.

e Penerapan teknologi pengelolaan tanah dan tanaman untuk
meningkatkan daya adaptasi tanaman.

e Pengembangan teknologi hemat air.

e Penerapan teknologi pengelolaan air, terutama pada lahan yang
rentan terhadap kekeringan.

1.1. Inovasi Teknologi Mitigasi

Mitigasi adalah upaya memperlambat laju pemanasan global serta
perubahan iklim melalui penurunan emis GRK serta peningkatan
penyerapan GRK. Program ini lebih difokuskan pada aplikasi teknologi
rendah emisi, antara lain: varietas unggul dan jenis tanaman yang rendah
emisi dan atau kapasitas absorbsi karbon tinggi, penyiapan lahan tanpa
bakar, pengembangan dan pemanfaatan biofuel, penggunaan pupuk
organik, biopestisida dan pakan ternak rendah emisi GRK.

Teknologi Mitigasi

a). Penggunaan pupuk ZA sebagai sumber pupuk N.
Sumber pupuk N seperti ZA dapat menurunkan emisi gas metana 6%
dibandingkan dengan urea bila pupuk disebar di permukaan tanah, dan
menurunkan emisi metana hingga 62% jika pupuk ZA dibenamkan ke
dalam tanah (Lindau ef a/ 1993). Namun, cara ini tidak dapat
dipraktekkan pada semua lokasi, dan sebaiknya diterapkan pada tanah
kahat S dan atau pH tinggi. Emisi gas metana dengan menggunakan
pupuk ZA mencapai 157 kg CH4/ha/musim (Mulyadi et a/. 2001), lebih
rendah 12% dibandingkan bila menggunakan pupuk urea yang
mengemisikan metana 179 kg CH4/ha/musim (Setyanto et al 1999
dalam Sutrisno, 2012).

b). Aplikasi teknologi tanpa olah tanah.
Pengolahan tanah secara kering dapat menekan emisi gas metana dari
tanah dibandingkan dengan pengolahan tanah basah atau pelumpuran.
Hal ini karena perombakan bahan organik berlangsung secara aerobik
sehingga C terlepas dalam bentuk CO2 yang lebih rendah tingkat
pemanasannya dibanding CH4. Namun, pembasahan tanah setelah
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kering dapat memacu emisi gas N20. Olah tanah minimal atau tanpa
olah tanah mampu menurunkan laju emisi gas metana sekitar
31,50-63,40% dibanding olah tanah sempurna. Olah tanah minimal
dapat dilakukan pada tanah yang bertekstur remah dan sedikit gulma
(Makarim et al. 1998 dalam Sutrisno 2012).

c). Varietas unggul padi yang rendah emisi diantaranya: Ciherang,
Cisantana, Tukad Belian dan Way Apoburu.

Inovasi Teknologi Penanggulangan Banjir dan Kekeringan

Keragaman iklim yang dipertajam oleh adanya perubahan iklim
menyebabkan semakin seringnya terjadi La-Nina dan EI-Nino.
Menyebabkan sering terjadinya banjir dan kekeringan yang semakin
panjang. La-Nina kuat yang terjadi pada lahan kering, akan menyebabkan
terjadinya banjir. Pada areal tanaman pangan yang ditanam pada dataran
rendah beriklim basah akan mengalami kelebihan air atau terjadinya
genangan atau banjir yang akan mengganggu pertumbuhan tanaman.
Penanggulangan banjir yang harus dilakukan adalah membangun saluran
drainase dan memperbaiki saluran drainase yang sudah ada agar tidak
terjadi genangan/banjir yang mengganggu pertumbuhan tanaman, serta
menerapkan VUB tahan genangan.

El-Nino kuat yang terjadi pada lahan kering, akan menyebabkan
terjadinya kekeringan. Pada lahan kering dataran rendah beriklim kering
akan mengalami kekeringan atau kekurangan air untuk pertumbuhan
tanaman dan tanaman akn menurun hasilnya atau bahkan tidak
menghasilkan. Penanggulangan kekeringan yang harus dilakukan adalah
membuat sumur air tanah dangkal dilengkapi dengan pompa sentrifugal,
membuat sumur tanah dalam dilengkapi dengan pompa celup,
membangun embung atau /ongstorage atau dam parit, menerapkan VUB
tahan kekeringan, VUB berumur genjah dan menerapkan pengaturan
waktu tanam.

Kelebihan air yang terjadi pada lahan kering dataran tinggi beriklim
basah, genangan menjadi faktor pembatas yang dapat menghambat
pertumbuhan tanaman. Penanggulangannya adalah membangun saluran
drainase dan memperbaiki saluran drainase yang sudah ada serta
menerapkan VUB tahan genangan. Kekurangan air untuk tanaman pada
lahan kering dataran tinggi beriklim kering, merupakan faktor pembatas
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yang dapat menghambat pertumbuhan tanaman dan bahkan bisa terjadi
tidak panen untuk tanaman pangan. Penanggulangannya adalah membuat
sumur tanah dalam dilengkapi dengan pompa celup, membuat dam parit
atau embung, menerapkan VUB tahan kekeringan dan VUB yang berumur
genjah.

Untuk tanaman perkebunan atau tanaman tahunan atau pohon-
pohonan yang ditanam pada lahan kering dataran rendah yang beriklim
basah adalah terjadinya kelebihan air atau genangan/banjir, akan dapat
menghambat pertumbuhan tanaman. Penanggulangannya dapat dilakukan
dengan membuat saluran drainase dan memperbaiki saluran drainase yang
sudah ada agar tidak terjadi genangan yang akan menghambat
pertumbuhan tanaman perkebunan. Pada lahan kering dataran rendah
beriklim kering, yang menjadi faktor pembatasnya adalah terjadinya
kekurangan air atau kekeringan yang akan menyebabkan tanaman tidak
optimal pertumbuhannya dan kalau terlalu lama akan menyebabkan
tanaman layu dan mati. Untuk mengatasi kondisi demikian, harus
membangun sumur air tanah dalam yang dilengkapi dengan pompa celup,
atau dapt juga dilakukan pembuatan embung atau dam parit bila kondisi
setempat memungkinkan serta menerapkan VUB yang tahan kekeringan.

Untuk tanaman perkebunan atau tanaman tahunan atau pohon-
pohonan yang ditanam pada lahan kering dataran tinggi beriklim basah,
kelebihan air atau genangan/banjir menjadi faktor pembatas yang dapat
menghambat pertumbuhan tanaman bahkan dapat mengurangi hasil.
Untuk mengatasi genangan, harus dilakukan pembuatan saluran drainase
dan perbaikan saluran drainase yang sudah ada agar tidak terjadi
genangan serta menerapkan VUB tahan genangan. Pada lahan kering
dataran tinggi beriklim kering, kekurangan air atau kekeringan menjadi
faktor pembatas yang dapat menghambat pertumbuhan tanaman bahkan
dapat mengurangi hasil atau menyebabkan tanaman mati. Untuk
mengatasi kekeringan, harus dilakukan pembuatan sumur air tanah dalam
yang dilengkapi dengan pompa celup atau dapat dilakukan dengan
membangun embung atau dam parit tergantung kondisi setempat serta
menerapkan VUB tahan kekeringan.

Dalam melakukan adaptasi lahan kering yang terkendala oleh
ketidaktersediaan air, diperlukan teknologi pengelolaan sumber daya air,
tanah dan tanaman yang tepat. Pengelolaan sumber daya air di lahan
kering untuk pertanian dilakukan untuk meningkatkan ketersediaan air,
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memperpanjang masa tanam, dan menekan resiko kehilangan hasil untuk
menciptakan pertanian. Penerapan teknologi yang tepat dalam arti efisien
dan efektif, serta diterima petani agar dikembangkan oleh petani sehingga
produksi pertanian meningkat.

KELEMBAGAAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

Upaya mengatasi keragaman iklim harus dilakukan secara terus
menerus agar produksi pertanian tidak menurun. Salah satu upaya yang
perlu dilakukan adalah membangun kelembagaan atau merevitalisasi
kelembagaan yang ada agar dapat mengatur pelaksanaan usaha mengatasi
keragaman iklim. Menurut Rachman (1999) dalam Rachman et a/. (2002),
kelembagaan secara evolusi tumbuh dari masyarakat atau sengaja
dibentuk, pada hakekatnya bentuk kelembagaan mengatur tiga hal
esensial, yaitu penguasaan, pemanfaatan, dan transfer teknologi).
Keragaan yang merupakan dampak dari bekerjanya suatu institusi sangat
tergantung pada bagaimana institusi itu mengatur hal-hal tersebut. Dalam
upaya menciptakan pengelolaan sumber daya air yang efisien dan merata,
diperlukan penyesuaian kelembagaan baik untuk kelembagaan pemerintah,
swasta maupun petani. Pada tingkat petani, dipandang penting untuk
mengembangkan kapasitas asosiasi pemakai air menjadi suatu organisasi
yang mampu berperan ganda, bukan hanya sebagai pengelola jaringan
irigasi tetapi juga kegiatan usaha ekonomi (Rachman dan Kariyasa, 2012).
Keberhasilan pengelolaan irigasi juga bergantung kepada kinerja lembaga
pengelola air di tingkat distribusi dan alokasi. Dengan demikian,
kelembagaan yang perlu mendapat perhatian seksama adalah Panitia
Irigasi Tk.I dan II, Panitia Tata Pengaturan Air (PTPA), dan unit Pengelola
Sumber Air serta P3A.

Dalam konteks kelembagaan irigasi ada 3 aspek penting yang sangat
berperan yaitu: 1)

batas yurisdiksi (jurisdictional boundary), 2) hak kepemilikan (property
rights), dan 3) aturan representasi (rule of representation). Sedangkan
aspek teknis menyangkut: 1) alokasi air (water allocation), dan 2) operasi
dan pemeliharaan (operation and maintenance). Keterpaduan aspek teknis
dan sistem kelembagaan dalam pengelolaan irigasi akan berpengaruh
terhadap hasil (outcomes), efisiensi dan optimasi pengalokasian sumber
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daya air. Lemahnya keterpaduan aspek teknis dan sistem kelembagaan
seringkali menimbulkan konflik sumber daya air (Pasandaran dan
Rachman 2001 ga/am Rachman dan Kariyasa 2012).

Dalam pengelolaan sumber daya air, peran kelembagaan sangat
penting dalam mengontrol dan membatasi akses terhadap pemanfaatan
sumber daya air (SDA). Kelembagaan mencakup peraturan maupun
prosedur yang dapat mengatur bagaimana cara bertindak dan berperilaku,
dan organisasi yang telah diberikan status khusus atau legitimasi untuk
mengatur bagaimana cara bertindak dan berperilaku (Adam 2009 dalam
Inah dan Setianto, 2013). Kelembagaan terbagi menjadi 2 (dua) kategori,
yaitu kelembagaan dalam bentuk organisasi khusus (formal) dan
kelembagaan nonorganisasi yang berdasarkan pranata sosial, adat istiadat
dan kearifan lokal. Kelembagaan informal yang berbasiskan pranata sosial,
adat istiadat, dan kearifan lokal sudah sejak lama menjadi salah satu
instrumen yang diandalkan dalam mendukung upaya dalam pengelolaan
sumber daya air (SDA) yang efisien. Peran serta dan partisipasi masyarakat
merupakan hal yang tidak terpisahkan dalam pengelolaan SDA untuk
mendukung kelembagaan dalam mensinergikan 3 aspek yaitu lingkungan,
ekonomi, dan sosial budaya.

Peran Kelembagaan Pengelola Air

Terbatasnya ketersediaan sumber daya air yang merupakan dampak
perubahan iklim seringkali memunculkan berbagai konflik antara petani
pemakai air dengan lembaga di pedesaan yang mengelola sumber daya air,
dan bahkan diantara sesama petani. Dalam pengelolaan sumber daya air
terpadu di berbagai lokasi pada umumnya sudah ada kelembagaan lokal
yang mengelola sumber daya air, namun ada kelembagaan lokal yang
belum didukung oleh kepastian legalisasi dari instansi pemerintah terkait.
Kinerja kelembagaan lokal tersebut tidak maksimal karena tidak ada
landasan hukum bagi aktivitas yang dilakukan.

Di Indonesia lembaga-lembaga lokal pengelola SDA yang masih
dikenal dan dilacak keberadaannya vyaitu: Panriahan Pamokkahan di
Sumatera Utara, Panitia Siring-srifirng di Sumatera Selatan dan Bengkulu,
Ulu-ulu Desa dan Ulu-ulu Pembagian (Ulu-ulu Vak) di Jawa Tengah, Z/-1/i di
Jawa Timur, 7uo Banda atau Siak Bandar di Sumatera Barat, Raksabumi di
Jawa Barat, Malar atau Ponggawa di Sumbawa, Tudung Sipulung di
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Sulawesi Selatan dan Kejruen Blang di Aceh (Rejekiningrum, 2015).
Lembaga lokal pengelola SDA yang dikenal dengan Subak di Bali dan
sebagian Nusa Tenggara Barat dapat dikatakan sebagai lembaga
tradisional yang formal, karena memenuhi ketentuan-ketentuan suatu
organisasi pada umumnya.

Pada dekade tahun 1970-an dan 1980-an, ketika strategi
pembangunan kelembagaan ftop-down diterapkan, lembaga mantri cai
digantikan oleh lembaga organisasi mitra cai atau kelompok petani
pengguna air (P3A). Organisasi P3A ini adalah sebuah lembaga introduksi
atau /nduced institution (Suradisastra, 2006). Dalam dekade tersebut
terjadi pula perubahan struktur organisasi komunitas pengelola air dan
daerah aliran sungai. Akan tetapi berbagai lembaga petani pengguna air
mampu bertahan dan berevolusi sesuai dengan kebutuhan anggota dan
perubahan lingkungan. Salah satu contoh klasik di Indonesia adalah
lembaga organisasi subak di Bali. Pada mulanya subak merupakan
kelompok petani pengguna air, namun mampu berkembang dan berevolusi
menjadi organisasi petani lahan basah (subak sawah) dan kelompok petani
lahan kering (subak abian). Sebagai organisasi tradisional, subak mampu
bertahan selama berabad-abad dan berevolusi menjadi berbagai bentuk
kelembagaan dengan struktur yang beragam (Suradisastra, Tarigan dan
Suryani 2009; Suradisastra, Hastuti, Wiryono, Budhi dan Tarigan, 2009
dalam Pasaribu, 2010).

Dalam perkembangan selanjutnya, seiring dengan makin
meningkatnya kesadaran dan peran aktif masyarakat dalam pengelolaan
SDA, keberadaan lembaga-lembaga pengelola SDA tersebut mendapat
dukungan dan binaan dari pemerintah, serta mendapat pengesahan hukum
menjadi suatu organisasi yang dikenal Perkumpulan Petani Pemakai Air
(P3A). Menurut (Cahyono et al, 2013 dalam Yanti, R.D. 2015),
perkembangan kelembagaan petani sangat dipengaruhi faktor sikap petani
dalam menerima perubahan, identik dengan kemauan petani untuk maju
dan berkembang kearah yang lebih baik. Semakin  petani
menerima/terbuka pada hal baru misalnya informasi teknologi
memudahkan lembaga petani berperan secara efektif.

Dalam skala global, program internasional tentang pengelolaan air
yang dikenal dengan Global Water Partnership, telah diadopsi oleh
berbagai negara, antara lain menyoroti aspek beban keuangan publik dan
mempromosikan pengelolaan air yang baik (Merrey and Cook, 2012; Dick,
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2014). Kedua aspek tersebut terutama ditujukan untuk memperbaiki
kerangka kerja kebijakan pengelolaan sumber daya air terpadu di negara-
negara berkembang (Van Koppen dan Tarimo, 2014). Ada empat prinsip
kerja dalam pengelolaan sumber daya air terpadu yaitu: pengelolaan
sumber daya air berbasis DAS, desentralisasi dalam pengambilan
keputusan pengelolaan air, menempatkan air sebagai barang ekonomi
(economic good), dan meningkatkan peran serta masyarakat dan
stakeholder terkait (Huang et a/ 2010; Araral and Wang, 2013). Peran
serta masyarakat dan stakeholder terkait dalam mendukung kinerja
kelembagaan pengelolaan air sangat diperlukan untuk menghasilkan
kinerja yang baik dari lembaga tersebut.

Beberapa aspek penting yang harus diperhatikan dalam melakukan
analisis kinerja kelembagaan pengelolaan air yaitu: 1) bagaimana
karakteristik sumber daya air dan sumber daya pendukung (sumber daya
manusia dan permodalan), 2) bagaimana perilaku pengguna air dalam
memanfaatkan sumber daya air yang tersedia (pola interaksi/kesepakatan
antara pengguna air dengan pengelola sumber daya air), dan bagaimana
kemampuan para pengguna air dalam mengelola kelembagaan
pengelolaan air agar berfungsi dengan baik, dan menghasilkan outcome
yang optimal, 3) bagaimana kelembagaan pengelolaan air (baik yang
formal maupun tidak formal) mengelola sumber daya air yang ada terkait
dengan penerapan aturan penggunaan air termasukmasalah sosial, nhorma—
norma, dan teknis pengelolaan, 4) apakah kelembagaan pengelolaan air
yang ada sudah berfungsi sesuai dengan skema irigasi yang disepakati
atau sesuai dengan prinsip pengelolaan air menurut Ostrom’s terutama
dalam kaitannya dengan performance dari kelembagaan pengelolaan air.
Delapan prinsip pengelolaan/manajemen (Ostroms, 1990) yang dapat
digunakan untuk menilai efektifitas kelembagaan vyaitu bagaimana: 1)
ruang lingkup atau siapa saja (pemangku kepentingan) yang dapat
berpartisipasi/terlibat dalam pengelolaan sumber daya air, 2) kesesuaian
antara peraturan perizinan dengan ketentuan kondisi lokal, 3) keadilan
(fairness) dalam pengambilan keputusan, 4) sifat kegiatan, 5) sistem
pemantauannya (monitoring), 6)sanksi yang diterapkan terhadap
ketidaksesuian antara pemangku kepentingan dengan pengelola
kelembagaan sumber daya air, 7) mekanisme resolusi konflik, dan 8)
peranan perusahaan/institusi terkait lainnya dalam pengelolaan sumber
daya air.
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Strategi Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Air

Dari sudut pandang pengelolaan air, pemberdayaan kelembagaan
petani pemakai air adalah upaya penguatan dan peningkatan kemampuan
dan kapasitas P3A maupun GP3A yang meliputi aspek kelembagaan, teknis
usaha pertanian dan irigasi serta pembiayaan dengan dasar keberpihakan
kepada petani melalui pembentukan, pelatihan, pendampingan dan
menumbuhkembangkan partisipasi dalam upaya mencapai ketahanan
pangan nasional. Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan dilakukan dalam
bentuk pelatihan menggunakan metode FGD (Focus Group Discussion)
untuk menggali potensi, kendala/permasalahan, akses, kontrol, partisipasi
serta manfaat yang diperoleh petani. Untuk itu, diharapkan adanya
keterlibatan aktif seluruh petani penerima manfaat dalam kegiatan proses
pemberdayaan kelembagaan tersebut (Dit. Pengelolaan Air, 2014; Permen
Kemen PU, 2007). Mekanisme pelaksanaan pemberdayaan kelembagaan
adalah secara swakelola oleh satker/dinas lingkup pertanian
kabupaten/kota. Kegiatan Pemberdayaan dilaksanakan pada satu Daerah
Irigasi (DI) dan atau dalam 1 (satu) GP3A dimana peserta selain
lembaga/kelompok pelaksana kegiatan dapat berasal dari perwakilan
masing-masing lembaga/kelompok di wilayah tersebut sehingga
pemahaman dan pengetahuan petani tentang teknik pengelolaan irigasi
secara partisipatif dan teknik usaha pertanian dapat tersebar lebih luas dan
merata.

Seiring dengan pembangunan sarana dan prasarana yang makin
berkembang, menuju pengembangan pengelolaan air modern (teknik
irigasi modern) diperlukan peningkatan kapasitas pengetahuan pengambil
kebijakan, pengelola dan pelaksana teknis pengelolaan air. Soekrasno
(2011 dalam Hakim et al. 2012) menjelaskan bahwa modernisasi irigasi
pada dasarnya merupakan upaya mewujudkan sistem pengelolaan irigasi
partisipatif yang berorientasi pada pemenuhan tingkat layanan irigasi
secara efektif, efisien, dan berkelanjutan dalam rangka mendukung
ketahanan pangan dan air, melalui peningkatan keandalan penyediaan air,
prasarana, pengelolaan irigasi, institusi pengelola, dan sumber daya
manusia. Secara garis besar, substansi dari konsep modernisasi irigasi
adalah: a) sistem penyediaan air, b) penyempurnaan prasarana, c)
penyempurnaan system irigasi dan d) penguatan institusi, dan e)
peningkatan kapasitas SDM.
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Strategi pemberdayaan kelembagaan dalam skala lebih luas (lahan
dan air), dalam hal ini untuk perbaikan pengelolaan sumber daya lahan dan
air harus memperhatikan aspek penguatan masyarakat madani (civi/
society) di setiap jenjang masyarakat dari masyarakat berskala kompleks
atau nasional, masyarakat lintas sub DAS atau provinsi, kabupaten (terkait
otonomi daerah, desa dan komunal (Pranadji, 2005). Terdapat 5 opsi
strategi pemberdayaan kelembagaan yang dapat dijadikan program
peningkatan pengelolaan sumber daya lahan dan air yaitu: 1) startegi
Caritas yaitu strategi yang menempatkan masyarakat yang sangat lemah
untuk untuk diarahkan sebagai calon pengelola sumber daya lahan dan air
untuk pertanian pangan, 2) strategi peningkatan produksi subsistensi yaitu
suatu strategi perberdayaan kelembagaan madani untuk memproduksi
pangan untuk kebutuhan sendiri, 3) strategi peningkatan nilai tambah
ekonomi vyaitu suatu strategi pemberdayaan yang diarahkan untuk
meningkatkan kemampuan jaringan kelembagaan masyarakat untuk
meningkatkan efisiensi dan nilai tambah ekonomi terhadap pengelolaan
sumber daya air untuk menghasilkan pangan, 4) strategi perbaikan
jaringan sumber daya lahan dan air, yang diarahkan untuk memperbaiki
sumber daya lahan dan air sehingga peningkatan produksi pangan tercapai
beserta nilai tambah ekonominya secara signifikan, 5) Strategi penguatan
sosio-budaya yang diarahkan untuk pengembangan masyarakat madani
berskala nasional yang berorientasi membangun budaya mengelola sumber
daya lahan dan air untuk pangan dan kelestarian bangsa.

Kearifan Lokal Mengantisipasi Keragaman Iklim

Menurut Petrasa Wacana dalam Lisa (2013), kearifan lokal
merupakan seperangkat pengetahuan yang dikembangkan oleh suatu
kelompok masyarakat setempat (komunitas) yang terhimpun dan
terangkum dari pengalaman panjang manusia menggeluti alam dalam
ikatan hubungan yang saling menguntungkan kedua belah pihak (manusia
dan lingkungan) secara berkelanjutan dan dengan ritme yang harmonis.

Menurut Wietoler (2007) dalam Benny (2012), pengetahuan dan
kearifan lokal telah ada di dalam kehidupan masyarakat semenjak zaman
dahulu mulai dari zaman pra-sejarah sampai sekarang ini, kearifan tersebut
merupakan perilaku positif manusia dalam berhubungan dengan alam dan
lingkungan sekitarnya yang dapat bersumber dari nilai-nilai agama, adat
istiadat, petuah nenek moyang atau budaya setempat, yang terbangun
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secara alamiah dalam suatu komunitas masyarakat untuk beradaptasi
dengan lingkungan di sekitarnya, perilaku ini berkembang menjadi suatu
kebudayaan di suatu daerah dan akan berkembang secara turun-temurun.

Pada umumnya kearifan lokal bertujuan menerapkan pertanian
ramah lingkungan dengan produk yang aman dalam arti menghasilkan
produksi pertanian dengan tetap melestarikan lingkungan dengan produk
pertanian yang aman dikonsumsi. Jangkauan yang diterapkan dari kearifan
local sangat luas dalam pertanian ramah lingkungan yang dipraktekan.
Dimulai dari sitem zonasi, penentuan pembersihan lahan yang akan
ditanami baik tadinya berupa hutan maupun belukar, tanggal tanam,
tanam sampai panen. Mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah
ditetapkan sesuai dengan tujuannya. Berdasarkan ketentuan tersebut,
teknologi adaptasi keragaman iklim diterapkan dengan melakukan
penyusunan tanggal tanam. Menurut Lisa (2013), kearifan lokal yang ada
di daerah memiliki dasar dalam melakukan adaptasi keragaman iklim,
kearifan lingkungan (ecological wisdom) merupakan pengetahuan yang
diperoleh dari abstraksi pengalaman adaptasi aktif terhadap lingkungannya
yang khas. Pengetahuan tersebut diwujudkan dalam bentuk ide, aktivitas
dan peralatan. Kearifan lingkungan yang diwujudkan ke dalam tiga bentuk
tersebut dipahami, dikembangkan, dipedomani dan diwariskan secara
turun-temurun oleh komunitas pendukungnya. Ditambahkan oleh Maridi
(2015), pengetahuan indjgenous atau kearifan budaya lokal sebagai
sebuah akumulasi pengalaman kolektif dari generasi ke generasi perlu
dikembangkan sebagai bagian dalam memperkaya dan melengkapi rakitan
inovasi teknologi masa depan yang berkelanjutan seperti untuk adaptasi
keragaman iklim, konservasi tanah dan air maupun untuk system pertanian
yang lebih maju atau Pertanian Modern yang ramah lingkungan.

Menurut Burhan (2012) kearifan lokal yang ada di Desa
Kaongkeongkea di pedalaman Pulau Buton, Sulawesi Tenggara telah lama
mengetahui adanya keragaman iklim dan iklim ekstrim yang lebih
disebabkan oleh pemanasan global. Pengetahuan mereka tentang
perubahan keragaman dan iklim ekstrim, seperti musim kemarau
berkepanjangan biasanya dikenal dengan istilah Aoleo ko ata, musim hujan
tak henti-henti dikenal dengan istilah kia cia namonto. Perubahan iklim
secara umum dikenal dengan istilah ¢/ bha /i im dunia. Musim pancaroba
yang tak menentu dikenal dengan istilah taku po /aloi. Pemanasan global
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yang ditandai dengan meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi biasa
dikenal dengan ka hamboranodunia ana.

Pengetahuan tentang musim yang berhubungan dengan awal
penentuan menanam, pengetahuan tentang bintang, tanda-tanda akan
terjadinya suatu kejadian, dan sebagainya adalah bentuk-bentuk
pengetahuan tentang gejala-gejala alam yang terdapat di pedalaman Pulau
Buton Sulawesi Tenggara. Pengetahuan yang tumbuh menjadi kebiasaan
ini menjadi panduan bagi mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup dan
menghindari bahaya. Musim, bintang, dan tingkah laku hewan, seperti
burung mie-mie dapat menjadi pemandu bagi petani padi ladang dan
jagung dalam menjaga tanamannya, terutama dari serangan hama babi.

Pengetahuan akan musim diperlukan, karena akan sangat
menentukan keberhasilan dalam menanam. Kegiatan menanam akan lebih
menguntungkan pada musim barat atau musim hujan dibandingkan
dengan musim panas. Pada musim Barat atau musim hujan biasanya selain
tanaman padi ladang, tanaman jagung juga dapat dilakukan, sedangkan
pada musim panas hanya tanaman jagung dan tanaman palawija lainnya
yang dapat di tanam seperti tomat, cabeh, kacangkacangan, umbiumbian
dan lainlain. Pada musim barat, petani tidak perlu memikirkan bagaimana
ketersedian air untuk kebutuhan tanaman.

Adaptasi keragaman iklim yang dipertajam oleh adanya perubahan
iklim sudah biasa dilakukan dengan irigasi khususnya melalui kearifan lokal
Subak yang ada di Bali. Pada saat terjadi iklim ekstrim (el nino kuat), akan
terjadi kekurangan air pada daerah tertentu, akan dilakukan irigasi khusus
untuk memenuhi kebutuhan air dengan jalan melakukan peminjaman air
dari daerah yang seharusnya mendapat air tetapi masih belum mendekati
titik layu permanen vyang tata caranya disampaikan oleh
wisatabaliutara.com (2016).

Tugas utama subak adalah untuk mengalirkan air dari sungai ke
sawah. Dari sungai kemudian para anggota subak akan bahu membahu
membuat aliran air untuk dialirkan kesawah. Aliran ini biasa disebut dengan
Jjelinjingan. Selain mengalirkan air, subak juga biasanya bertugas untuk
membuat akses jalan dari sawah ke jalan utama. Intinya, Semua pekerjaan
yang berguna untuk kesejahteraan petani dilakukan oleh subak dengan
asas gotong-royong dan keadilan. Semua anggota subak akan saling bahu-
membahu untuk mengelola sawah mereka yang nantinya juga akan dapat
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mensejahterakan para anggota subak itu sendiri. Pada saat musim
kemarau, dimana intensitas air mulai berkurang, subak melakukan
antisipasi oleh kelian subak, yaitu mengadakan Sangkep (perundingan)
dengan para anggotanya. Mereka membahas upaya pembagian air secara
merata dengan sistem yang sebut sebagai sistem ‘meminjam air’. Jadi
intinya, semua anggota dari subak (petani) akan mendapatkan jatah air
secara merata. Sebagai contoh, ketika seorang petani mengalami
kekeringan, maka petani lain yang telah merasa cukup mengairi airnya
akan memberikan air kepada petani yang mengalami kekeringan. Disini
kearifan lokal sangatlah diperlukan, asas kekeluargaan yang tinggi antar
petani dapat menghasilkan keberhasilan sesama. Para petani akan
bergiliran mendapatkan air dari sungai sehingga tidak ada kekeringan
berlanjut yang menyebabkan gagal panen.

Dalam hal sistem pinjam air, tidak hanya berlaku antar para petani
saja, bahkan juga bisa antar Subak. Karena dalam sebuah desa akan ada
lebih dari satu subak. Jika salah satu subak kekurangan pasokan air, maka
mereka akan meminjam air ke subak yang lainnya yang telah cukup
dengan air. Pertemuan setiap kelian subak ini juga dilakukan secara rutin
agar pengairan dan pengontrolan air dapat dilakukan dengan baik.
Pertemuan ini biasanya juga diikuti oleh kepala desa sebagai pemonitoring,
namun kepala desa tidak dapat mengambil keputusan dalam pertemuan
ini. Mungkin karena kepala desa tidak memiliki pengetahuan yang baik
dalam bidang sistem irigasi. Sehingga yang mengambil keputusan hanyalah
para kelian subak.

Prinsip yang sama dimiliki juga oleh masyarakat Baduy, Provinsi
Banten yaitu kearifan lokal yang merupakan dasar dalam bertani dan
mengelola lingkungan. Menurut Lisa (2013), kearifan lokal masyarakat
Baduy adalah energi potensial dari sistem pengetahuan kolektif untuk
hidup di atas nilai-nilai yang membawa kelangsungan hidup yang
berkeadaban. Hidup damai, hidup rukun, hidup bermoral, hidup saling asih,
asah, dan asuh. Hidup dalam keragaman. Hidup penuh maaf dan
pengertian. Hidup toleran dan jembar hati. Hidup harmoni dengan
lingkungan. Hidup dengan orientasi nilai-nilai yang membawa pada
pencerahan. Hidup untuk menyelesaikan persoalan-persoalan berdasarkan
mozaik nalar kolektif sendiri. Kearifan seperti itu tumbuh dari dalam lubuk
hati masyarakat Baduy.
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Kehidupan suku Baduy memiliki ketergantungan besar terhadap
alam. Ketergantungan ini diimbangi dengan menjaga alam dari
kerusakan.Tanah di Baduy dibagi menjadi tiga peruntukan, yaitu sebagai
lahan perladangan, permukiman disepanjang sungai, serta hutan lindung.
Berladang/bercocok tanam/bertani merupakan pekerjaan utama suku
Baduy. Tidak diperbolehkan penggunaan bahan-bahan kimia seperti
pestisida terutama bagi orang Baduy Dalam yang hanya mengunakan pola
tradisional organik dengan dibantu doa serta mantra-mantra. Area
pemukiman menggunakan bahan alamiah yang ramah lingkungan dan
dibuat sendiri oleh warga. Lantai panggung dan dinding rumah Suku Baduy
menggunakan anyaman bambu, sedangkan atap dari bahan rumbia,
membuat angin sangat leluasa berhembus dan cahaya matahari secara
alamiah dapat dimanfaatkan secara maksimal. Hutan lindung berfungsi
sebagai areal resapan air. Pepohonan di areal ini tidak boleh ditebang
untuk dijadikan apa pun, termasuk untuk ladang. Hutan ini juga membantu
menjaga keseimbangan air dan kejernihan air di Baduy, terlebih di Baduy
Dalam (Lisa, 2013; kompasiana.com, 2015).

Terjadinya keragaman iklim yang diperparah oleh perubahan iklim
menyebakan terjadinya iklim ekstrim yang semakin sering. La nina kuat
akan menyebabkan banjir dan el nino kuat akan menyebabkan kekeringan
yang panjang. Karena sistem zonasi yang baik dan dipertahankan sampai
sekarang, di Baduy belum pernah terjadi banjir sampai saat ini. Artinya
fungsi hutan sebagai penyimpan dan pengatur air berfungsi tetap baik,
dapat meresapkan air dalam jumlah yang banyak pada saat terjadi banyak
hujan (La nina), demikian juga pada saat musim kemarau (el nino), air
sungai tidak sampai habis dalam arti baseflow masih cukup banyak untuk
digunakan sebagai air irigasi untuk tanaman. Air sungai dilepaskan sedikit
demi sedikit dan terus menerus sepanjang tahun. Berdasarkan dua
keadaan yang berbeda tersebut, adaptasi keragaman iklim sudah dilakukan
oleh masyarakat Baduy dengan baik dan terus menerus.

Kearifan lokal daerah lain yang sama yang dapat mengadaptasi
keragaman iklim adalah Pranata mangsa, yang ada di Jawa. Pranata
mangsa jika dialih bahasa dalam bahasa Indonesia berarti penentuan
musim. Menurut Rudi (2016), untuk masyarakat Jawa, pranata mangsa
merupakan penanggalan yang berkaitan dengan musim, khususnya dari
kalangan petani dan nelayan. Mongso kanem merupakan musim Kketika
para petani mulai menanam. Jika menanam pada musim yang telah

Memperkuat Kemampuan Wilayah Menghadapi Perubahan Iklim 257



ditentukan, akan selamat hingga musim panen. Akan tetapi, perubahan
musim yang sangat ekstrim mengakibatkan perkiraan munculnya bintang
waluku atau rasi bintang Orion, yang menjadi patokan penentuan musim,
sering meleset. Perhitungan pembagian mangsa dalam pranata mangsa
sendiri sebetulnya bersumber dari pengamatan pergantian iklim yang
bersifat observatif. Artinya, bersifat rasional juga. Hal ini dapat dilihat dari
contoh-contoh kongkret dan detail dalam menggambarkan watak tiap-tiap
mangsa. Dalam mangsa kasa, misalnya, digambarkan bahwa iklimnya
kering, daun-daun berguguran, belalang mulai membuat liang dan bertelur.

Lebih luas lagi, pranata mangsa adalah merupakan pengetahuan
yang dapat mengungkap jenis-jenis hama yang menyerang tanaman,
berikut karakter, periode kemunculannya, serta ciri-ciri tanaman yang
terserang. Sebagai contoh, hama ganjur, digambarkan serupa nyamuk
namun tak kuat terbang, sehingga penyebarannya terbatas. Hama jenis ini
menyerang padi yang penanamannya terlambat. Ganjur meletakkan telur
pada kelopak daun padi, kemudian menetaskan larva yang masuk ke
batang padi. Serangan ini akan membunuh padi karena proses
fotosintesisnya terganggu. Kearifan lokal - lokal yang tersebar diseluruh
Indonesia mempunyai prinsip yang sama yaitu bersifat ramah lingkungan
tidak mengeksploitasi sumber daya alam serta produk pertaniannya aman
untuk dikonsumsi.

INOVASI PENGELOLAAN AIR DAN TANAMAN MENGADAPTASI
PERUBAHAN IKLIM.

Produktivitas lahan kering pada umumnya rendah karena
keterbatasan ketersediaan air untuk memenuhi kebutuhan air tanaman.
Kondisi demikian lebih diperparah lagi dengan terjadinya keragaman dan
perubahan iklim. Biasanya lahan kering hanya ditanami 1 kali dalam
setahun (IP 100). Pada daerah-daerah yang mempunyai sumber air cukup
dan mudah diakses, lahan kering akan sangat produktif menghasilkan
bahan pangan. Untuk meningkatkan produktivitas lahan, diperlukan upaya
mencukupi kebutuhan air untuk lahan kering. Sumber air permukaan
seperti sungai atau mata air, tidak selalu pada posisi yang mudah diakses.
Pada daerah-daerah yang posisi sumber air permukaannya sulit dijangkau
karena letaknya yang cukup jauh atau letaknya dibawah lahan pertanian,
akan memerlukan upaya khusus untuk mengaksesnya.
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Inovasi teknologi adaptasi yang diterapkan adalah optimalisasi
pengelolaan sumber daya air untuk meningkatkan produktivitas lahan
kering dengan mengutamakan penyediaan air irigasi untuk tanaman
dengan memanfaatkan potensi sumber daya air yang ada, berupa air
permukaan. Tersedianya air yang cukup untuk tanaman akan dapat
memperpanjang masa tanam dan memperluas areal pertanaman. Indeks
Pertanaman akan meningkat dan petani dapat membuka lahan pertanian
baru sesuai dengan ketersediaan air. Upaya pemanfaatan sumber daya air
yang belum dimanfaatkan secara optimal dimulai dari survey dan
investigasi potensi sumber daya air yang akan menentukan tanaman yang
akan ditanam dan luasnya. Selanjutnya dilakukan penyusunan model
penarikan air dari sumber air ke lahan pertanian serta desain irigasi
pendistribusian air irigasi pada lahan pertanian sesuai dengan komoditas
yang ditanam. Implementasi penarikan air dari sumber air ke lahan
pertanian serta desain irigasinya dapat dilakukan dengan teknologi pompa
dan sistem irigasi tertutup (pipanisasi) agar air irigasi tidak banyak hilang
karena meresap kedalam tanah khususnya pada daerah yang tanahnya
porous. Selain itu, bisa juga dilakukan dengan sistem irigasi terbuka yang
mobile dengan geomembran atau plastik agar lebih efisien dan mudah
diterapkan ditingkat petani.

Penentuan desain irigasi dengan big gun sprinkler yang diterapkan,
dilakukan dengan saluran tertutup menggunakan pipa. Outlet big gun
ditentukan ada 3 tempat agar dapat menjangkau semua lokasi penelitian.
Untuk jelasnya desain irigasi yang diterapkan dengan tata letak main
plotnya, disajikan pada Gambar 5.

AN JAGUMNG IF 100
KRC‘AM;TAM ATAR TLIHA

UG TEMNGAM

Gambar 5. Desain irigasi big gun sprinkler menggunakan saIuran tertutup (pipa),
outlet big gun dan tata letak main plot.
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Perlakuan irigasi dan bahan organik berpengaruh terhadap
pertumbuhan, pertumbuhan tanaman jagung menunjukkan variasi yang
beragam pada umur 21 dan 28 hari setelah tanam (HST). Perlakuan irigasi
85% dengan penambahan pupuk organik berupa pupuk kandang/kotoran
ayam sebanyak 2 ton/ha menunjukkan pertumbuhan jagung paling tinggi
pada umur 21 hari setelah tanam (HST) mupun pada umur 28 HST bila
dibandingkan dengan yang lainnya. Pada umur 21 HST tinggi tanaman
jagung mencapai 46,57 cm dan pada umur 28 HST tinggi tanaman jagung
89,40 cm. Hal ini diduga karena irigasi 85% dengan pupuk kandang lotoran
ayam sesuai dengan dosis petani, 2 ton/ha menyebabkan pertumbuhan
vegetative jagung optimal.

Pengaruh perlakuan irigasi dan bahan organik menunjukkan terjadi
perbedaan yang beragam terhadap pertumbuhan tanaman jagung pada
umur 42 dan 48 hari setelah tanam (HST). Perlakuan irigasi 85% dengan
penambahan pupuk organik berupa pupuk kandang/kotoran ayam
sebanyak 2 ton/ha menunjukkan pertumbuhan jagung paling tinggi pada
umur 42 hari setelah tanam (HST) mupun pada umur 49 HST bila
dibandingkan dengan yang lainnya. Pada umur 42 HST tinggi tanaman
jagung mencapai 141,60 cm dan pada umur 49 HST tinggi tanaman jagung
160,27 cm. Hal ini diduga karena irigasi 85% dengan pupuk kandang
kotoran ayam sesuai dengan dosis petani, 2 ton/ha menyebabkan
pertumbuhan vegetative jagung optimal.

Teknologi adaptasi untuk tanaman perkebunan seperti teh adalah
salah satu cara penyesuaian yang dilakukan untuk mengatasi keragaman
dan perubahan iklim serta mengurangi risiko kegagalan produksi pertanian.
Teknologi adaptasi untuk mengatasi keragaman dan perubahan iklim
terhadap tanaman teh melalui perbaikan tanaman, perbaikan tanah, dan
perbaikan lingkungan (naungan). Adaptasi diperlukan untuk mengatasi
kekeringan, hama dan penyakit, penggunaan kultivar toleran, memperbaiki
kondisi tanah untuk mempertahankan kelembaban dan menurunkan suhu
di sekitar tanaman teh. Konservasi tanah dan kelembaban tanah dilakukan
dengan pembentukan dan pemeliharaan sistem pembuangan dan teras
batu, mulsa, mengubur sisa pemangkasan di lahan teh juga membantu
meminimalkan dampak yang merugikan. Drip atau sprinkler irigasi dapat
digunakan untuk mengurangi pengaruh kekeringan dan meningkatkan hasil
teh. Dalam jangka panjang, perbaikan tanaman diarahkan pada
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pengembangan varietas toleran terhadap panas dan stres kelembaban
(Wijeratne & Chandrapala, 2014).

Menurut Supriadi dan Rokhmah (2014), teknologi adaptasi yang
dilakukan pada tanaman teh adalah:

1. Bahan tanam yang toleran
Rahman et a/. (2010) menyatakan bahwa klon teh jenis Assam yang
umumnya ditanam di daerah tropis mempunyai hasil ekonomis yang
tinggi tetapi tidak toleran terhadap cuaca ekstrim.

2. Pemangkasan tanaman teh
Pada musim kemarau dilakukan pangkasan jambul/ajir yaitu
pangkasan bersih dengan meninggalkan 1 atau 2 cabang yang
berdaun di sisi perdu (ajir/jambul) dengan jumlah daun 50-100
lembar.

3. Aplikasi biofertilizer (pemupukan hayati)
Pupuk hayati (biofertilizer) merupakan substansi yang mengandung
mikroorganisme hidup yang mengkolonisasi rhizosfir atau bagian
dalam tanaman.

4. Pembuatan rorak
Rorak dibuat untuk menampung air pada musim hujan, sehingga
dapat menjadi cadangan air pada musim kemarau. Rorak disamping
mencegah erosi juga dapat memperbaiki abrasi tanah dan tempat
penampungan bahan organik (Effendi et al. 2010).

5. Pohon pelindung
Wijeratne dan Chandrapala (2014) mengemukakan bahwa pohon
pelindung diperlukan untuk menanggulangi iklim yang merugikan.
Pohon pelindung disekitar tanaman teh akan mengurangi suhu
lingkungan di sekitar pertanaman teh, meningkatkan kelembaban
relatif, menambahkan bahan organik ke tanah dan mengurangi efek
kekeringan

KESIMPULAN

Keragaman iklim yang kejadiannya meningkat akibat terjadinya
perubahan iklim akan menyebabkan penurunan produksi pertanian.
Tanaman pangan, hortikultura, maupun perkebunan rentan terhadap
keragaman dan perubahan iklim sehingga produksi akan menurun. Oleh
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karena itu diperlukan inovasi teknologi pengelolaan air, tanah dan tanaman
yang dapat mengantisipasi, adaptasi dan mitigasi keragaman dan
perubahan iklim tersebut. Dilengkapi dengan kelembagan dan kearifan
lokal dari masing-masing daerah untuk keberlanjutannya. Inovasi teknologi
yang tepat diterapkan untuk tanaman pangan, dan perkebunan adalah: 1)
Teknologi adaptasi tanaman pangan dan hortikultura, dalam
implementasinya berupa perbaikan manajemen pengelolaan air, termasuk
sistem dan jaringan irigasi; pengembangan teknologi panen air (embung,
dam parit, pemanfaatan langsung air sungai dengan pompa) dan efisiensi
penggunaan air seperti irigasi tetes dan mulsa; pengembangan jenis dan
varietas tanaman yang toleran terhadap stres cekaman lingkungan seperti
kenaikan suhu udara, kekeringan, genangan (banjir), dan salinitas;
pengembangan teknologi pengelolaan tanah dan tanaman untuk
meningkatkan daya adaptasi tanaman; pengembangan sistem
perlindungan usahatani dari kegagalan akibat perubahan iklim atau crop
weatehr insurance. 2) Teknologi adaptasi tanaman perkebunan, berupa
pengembangan komoditas yang mampu bertahan dalam kondisi cekaman
kekeringan dan kelebihan air; penerapan teknologi pengelolaan tanah dan
tanaman untuk meningkatkan daya adaptasi tanaman; pengembangan
teknologi hemat air; penerapan teknologi pengelolaan air, terutama pada
lahan yang rentan terhadap kekeringan.

Kelembagaan perlu dibangun untuk mengatasi keragaman iklim
yang harus dilakukan secara terus menerus agar produksi pertanian tidak
menurun. Kelembagaan berperan mengatur pendistribusian dan konservasi
air untuk irigasi pertanian. Penguatan kelembagaan petani sangat
diperlukan untuk menghadapi keragaman dan perubahan iklim melalui
kerjasama dengan berbagai pihak. Kerjasama dilakukan dengan
mengintegrasikan aspek teknis (budidaya), sarana dan prasarana
pertanian, permodalan, pengolahan hasil dan pemasaran. Pada ahirnya
akan tercipta pertanian ramah lingkungan dan yang mempunyai nilai
ekonomis dan sebagai konsekuensinya keberlanjutan produksi pertanian
yang mempunyai nilai ekonomis tinggi akan lebih terjamin.

Kearifan lokal yang ada di banyak tempat di daerah, merupakan
salah satu bentuk kelembagaan yang perlu dilestarikan untuk mendukung
keberlanjutan teknologi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang
berkembang saat ini. Penyesuaian inovasi teknologi dengan kearifan lokal
yang ada di masyarakat harus saling melengkapi serta dapat menyesuaikan
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dengan kondisi masa kini baik manajemen maupun teknis agar dapat
diterapkan dan berguna sesuai dengan kebutuhan dari sisi keberlanjutan
produktivitas dalam arti ramah lingkungan dan dari tinjauan ekonomis.
Kearifan lokal dapat mengatasi keragaman iklim dan perubahan iklim (iklim
ekstrim) dengan menerapkan adaptasi berupa penentuan tanggal tanam
maupun penyediaan air irigasi yang tersedia sepanjang tahun karena /and
use sesuai dengan kesesuaian lahan dan hutan tetap terpelihara secara
baik sebagai pengatur air secara natural.
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INOVASI DI BIDANG AGROFORESTRI DAN KONSERVASI LAHAN:
DAMPAK DAN TEROBOSAN BARU TERMASUK UPAYA
MENGHADAPI PERUBAHAN IKLIM

Tigor Butarbutar, Harris Herman Siringoringo dan Triwilaida

PENDAHULUAN

Agroforestri adalah kegiatan pemanfaatan lahan dengan
pengintegrasian komoditas pertanian dan kehutanan. Pada awalnya
agroforestri merupakan praktik perladangan berpindah yang membuka
sebagian hutan untuk pertanian dan kemudian meninggalkannya dalam
kurun waktu tertentu untuk pemulihan kesuburan lahan, dan selanjutnya
membuka ladang lagi ke tempat lain sampai pada saat tertentu kembali
lagi ke tempat yang sama dengan anggapan kesuburan sudah kembali.
Kearifan lokal seperti ini dapat memanfaatkan lahan tanpa merusak
ekosistim hutan.

Praktik agroforestri seperti di atas telah mengalami berbagai
perubahan karena tuntutan kebutuhan, ketersedian teknologi dan distribusi
lahan yang tidak seimbang antar petani tradisionil dan kelompok petani
lainnya. Sistim distribusi lahan yang tidak seimbang menyebabkan
pengembangan lokasi agroforestri semakin tersebar mulai dari hilir,
tengah dan bahkan sampai kebagian hulu dari suatu tangkapan air/lanskap
atau daerah aliran sungai. Fungsi-fungsi hidrologi dari bagian hulu, tengah
dan hilir suatu tangkapan menjadi terganggu dan mengakibatkan siklus
hidrologi yang tidak sehat yang dapat memicu terjadinya  erosi,
sedimentasi, banjir dan longsor.

Kondisi seperti tersebut diatas tidak dapat dibiarkan terus menerus
dan diperlukan pengembangan agroforestri yang didasarkan pada potensi
atau daya dukung yang ada, permintaan pasar dan perlindungan ekosistim
sehingga kelestarian sumber daya lahan terjaga. Pengembangan
agroforestri seperti ini dapat diawali dengan analisa kesesuaian lahan dan
sistim zonasi pengelolaan air (hidronomic zone) dalam suatu tangkapan
air/lanskap/daerah aliran sungai. Pengembangan agroforestri yang sesuai
dengan kemampuan lahan juga berpotensi untuk memitigasi dan adaptasi
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perubahan iklim, dan juga sebaliknya perubahan iklim juga dapat
mempengaruhi pengembangan agroforestri pada suatu lokasi tertentu.
Malmsheimer (2008) menyebutkan bahwa agroforestri dapat memitigasi
dan mengadaptasi perubahan iklim dengan alasan-alasan sebagai berikut:
a) Pencampuran jenis pohon penghasil kayu, buah dan lain-lain, karena
campuran jenis lebih baik dari tanaman murni; b) Pencampuran jenis yang
didasarkan pada sifat toleransi (dan), sehingga akan memanfaatkan
seluruh cahaya untuk fotosintesis; c¢) Pencampuran perbedaan umur; d)
Pencampuran  berdasarkan perbedaan waktu pemanenan; e)
Penggabungan nilai ekonomi, sosial dan budaya sehingga perubahan
vegetasi dapat berjalan seiring dengan perubahan sosial dan budaya
secara berangsur yang dapat disesuaikan dengan perubahan iklim; dan f)
Dapat digunakan sebagai model untuk memfasilitasi perubahan kelompok
vegetasi menjadi kelompok yang baru (adaptasi), seperti teori perubahan
vegetasi melalui perladangan berpindah-pindah yang teratur.

Tulisan ini mengungkapkan sejarah agroforestri berdasarkan studi
literatur, implementasinya di lapangan dan kebijakan yang terkait.
Disamping itu diungkapkan pula potensi pengembangan agroforestry dan
kaitannya dengan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

SEJARAH AGROFORESTRI

Sampai akhir abad 19

Model agroforestri yang mencampur tanaman pertanian dengan
pohon telah mulai dipraktikkan sejak zaman dahulu. Di Eropa, sampai
dengan abad pertengahan, petani membuka hutan yang
terdegradasi, membakar, menanam tanaman pangan/pertanian dalam
beberapa periode, dengan menaman pohon sebelumnya, bersamaan
atau sesudah menanam tanaman  pertanian tersebut, sampai
pertengahan abad 19. Khusus di Finland masih di praktikkan sampai
akhir abad 19 dan di Jerman sampai tahun 1920 an (King, 1987 dalam
Nair, 1993). Di wilayah Tropis Amerika, umumnya masyarakat meniru
strukutur pelapisan tajuk hutan untuk mempraktikkan agroforestri, seperti
petani di Amerika Tengah, menanam rata-rata dari 24 jenis tanaman
di petak-petak tidak lebih dari luasan 1/10 hektar, dimana pada tajuk
atas ditanam kelapa atau pepaya dan pada lapisan tajuk yang lebih
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rendah dengan pisang atau jeruk, dilapisan herba dengan kopi atau
coklat atau tanaman tahunan yang tinggi seperti jagung dan di
lapisan paling bawah dengan labu (Wiken, 1977 dalam Nair, 1993).

Di Asia seperti di Thailand, kegiatan Hanunoo yang kompleks lebih
baik dari praktik perladangan berpindah Praktik agroforestri dilakukan
dengan pembukaan hutan untuk  tujuan pertanian dengan
membebaskan beberapa pohon tertentu secara tersebar, sehingga
dapat ditanam  padi. Pohon-pohon adalah bagian yang tidak
tergantikan dari sistem pertanian Hanunoo, apakah pohon tersebut
ditanam atau dibiarkan dari hutan sebelumnya, sehingga model
Hanunoo tersebut dapat memproduksi makanan, obat-obatan,
kayu konstruksi dan bahan kosmetik (Conklin, 1957 dalam Nair 1993).
Pada tahun 1806 di Myanmar (Burma), di perkebunan jati (7ectona
grandis) praktik agroforestri disebut dengan "taung ya " atau "tumpang
sari,". Yang kemudian berkembang di Afrika Selatan tahun 1887 (Hailey,
1957 dalam Nair, 1993), Chittagong (Burma) dan Bengal, India pada
zaman kolonial tahun 1890 (Raghavan, 1960 dalam Nair 1993).

Filosofi sistem tumpang sari adalah menguasai  perkebunan
hutan dan  menggunakan buruh menganggur dan tidak  memiliki
lahan untuk menanam tanaman  pertanian diantara barisan tanaman
pohon. Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem tersebut
mampu membuat kontribusi yang  signifikan terhadap
pembangunan pertanian, atau potensinya sebagai sistem pengelolaan
lahan (King, 1987 dalam Nair,1993). Model agroforestri di Afrika seperti
Nigeria Selatan, dan Yoruba bagian barat Nigeria terdiri dari campuran
jenis ketela, jagung, labu kuning dan kacang-kacangan adalah jenis-
jenis yang tumbuh bersama dibawah naungan pohon yang
terpencar (Forde, 1937) dalam Nair (1993). Praktik agroforestri seperti
diatas dapat mempertahankan kesuburan tanah, mencegah erosi dan
pencucian hara (Ojo, 1966) dalam Nair (1993). Berdasarkan berbagai
praktik agroforestri menunjukkan bahwa pohon merupakan  bagian
utama dari sistem ini. Tujuan akhir dari agroforestri seperti dia atas
sampai akhir abad ke-19 adalah pangan bukan untuk produksi kayu.

Memperkuat Kemampuan Wilayah Menghadapi Perubahan Iklim 269



Revolusi Hijau dan Agroforestri (1970-1987)

Perkembangan  sampai tahun 1970, konsep agroforestri
dapat diterima sebagai  sistem pengelolaan lahan yang dapat
diterapkan untuk pertanian dan kehutanan. Faktor-faktor lain yang
mendukung perkembangan agroforestri pada masa itu meliputi
adanya: (1) Evaluasi kembali kebijakan pembangunan oleh Bank Dunia;
(2) pemeriksaan ulang kebijakan kehutanan oleh FAO; (3) kebangkitan
kepentingan ilmiah dibidang sistem tumpangsari dan pertanian; (4)
situasi pangan memburuk di banyak daerah di negara berkembang; (5)
meningkatnya penyebaran deforestasi tropis dan degradasi ekologis;
(6) krisis energi tahun 1970-an yang mengakibatkan kenaikan
harga dan kekurangan pupuk, dan (7) pembentukan oleh Pusat
Penelitian Pembangunan Internasional (International Development
Research Centre (IDRC) di Kanada dan yang menjadi prioritas
penelitian adalah mengidentifikasi potensi hutan tropis.

Tetapi pada saat yang sama (awal 1970-an), ada
kekhawatiran bahwa kebutuhan dasar masyarakat yang paling
miskin, terutama di pedesaan tidak diperhatikan  atau tidak ditangani
secara wajar. Robert McNamara sebagai Presiden Bank Dunia pada
waktu itu, dihadapkan pada masalah ini seperti yang disebutkan
dalam laporannya (McNamara, 1973) bahwa dari dua miliar orang
yang hidup di negara-negara berkembang, hampir dua-pertiga, atau
1,3 miliar, adalah anggota keluarga petani, dan dari jumlah ini,
khususnya di India, Indonesia dan Bangladesh 750 juta mempunyai
pendapatan rata-rata tahunan kurang dari $ 100 per tahun yang tidak
cukup untuk memenuhi  kehidupan yang layak. Kelaparan dan
kekurangan gizi mengancam keluarga mereka. Buta huruf menghalangi
masa depan mereka, berbagai penyakit sering menyerang. Dampak
dari keajaiban Revolusi Hijau terhadap petani miskin belum mampu
untuk berpartisipasi  di dalamnya. Mereka tidak mampu membayar
irigasi, pestisida, pupuk, atau kepastian pemilikan tanah. Bank Dunia
dengan skenario pinjaman untuk sub sektor kehutanan pada 1980-
an melalui program perhutanan sosial, tidak hanya mengandung
banyak unsur agroforestri tetapi dirancang untuk membantu petani
dalam peningkatan produksi pangan dan pelestarian lingkungan,
membantu pemanfaatan jasa hutan dan membantu secara tradisional
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untuk memproduksi dan mengolah kayu ( Spears, 1987 dalam Nair,
1993).

Periode 1987-1997)

Penekanan terhadap model agroforestri dan penanaman pohon di
luar kawasan hutan merupakan salah satu kebijakan Bank Dunia (Bank
Dunia, 1991 dalam Nair, 1993). FAO (1976) menekankan pentingnya
kehutanan untuk pembangunan pedesaaan dengan memfokuskan
pemberian bantuan bagi masyarakat miskin. Petani dapat memperoleh
manfaat dari pohon dalam hutan sekaligus sebagai tempat untuk produksi
makanan (King, 1979 dalam Nair, 1993). Berbagai hasil penelitian dari
Consultative  Group on International Penelitian Pertanian (CGIAR),
beberapa Pusat Penelitian  Pertanian Internasional (ZARCs) dengan
tujuan meningkatkan produktivitas pertanian terutama tanaman atau
ternak  hewan dari daerah tropis. Hasil penelitian seperti varietas
unggul dari biji-bijian dan teknologi yang terkait telah membuka
jalan bagi terjadinya  Revolusi Hijau (Borlaug dan Dowswell, 2003).
Sebagian besar program dan program nasional berfokus pada
individu tanaman  seperti padi, gandum, jagung, kentang dan
teknologi pemupukan untuk sistem produksi monokultur. Namun, para
petani miskin kenyataannya, lebih menyukai penanaman lebih dari satu
jenis dan kadang-kadang tanaman dan pohon; sehingga
teknologi  produksi  yang dikembangkan untuk masing-masing
tanaman jarang Dberlaku.

Permasalahan selama 2 (dua) periode di atas

Berbagai kelemahan revolusi hijau yang diakui pembuat kebijakan,
mendorong munculnya pembaharuan konsep dari tumpangsari dengan
berbagai jenis tanaman pertanian. Pencampuran berbagai jenis tanaman
dapat mengatasi hama dan masalah penyakit. Hasil yang didapat akan
lebih tinggi jika menanam campuran jenis legum dan non legum
dibandingkan jika di tanaman secara monokultur (Papendick et al 1976
dalam Nair, 1993). IImuwan pertanian dan manajemen peternakan mulai
menyelidiki kelayakan tumpangsari di perkebunan dan pohon lainnya
serta mempelajari  peran pohon dan semak dalam mempertahankan
produktifitas tanah dan pengendalian erosi tanah, pentingnya pohon
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asli dan rerumputan semak yang dicampur antara pertanian dan
sistem produksi pakan temak. Berbagai teknologi pertanian seperti pupuk,
alat mekanisasi dan iptek lainnya dapat menghasilkan produksi pertanian
yang meningkat di kawasan agroforestri yang mengakibatkan
ekstensifikasi lahan agroforestri. Pada gilirannya hal tersebut
menyebabkan peningkatan tekanan terhadap kawasan hutan yang
mengakibatkan meluasnya lahan-lahan terdegradasi dan pada akhirnya
berkontribusi terhadap perubahan iklim. Dengan demikian perlu
diperkenalkan inovasi kesesuaian lahan yang tepat dan penentuan areal
berdasarkan pembagian zonasi pengelolaan air sehingga tidak terjadi
kerusakan hutan dan lahan yang berkontribusi terhadap perubahan iklim.

AGROFORESTRI, KESESUAIAN LAHAN DAN HIDRONOMIC ZONE
Agroforestri dan Kesesuaian lahan

Pemilihan jenis pohon untuk pengembangan agroforestri oleh
masyarakat umumnya dilakukan berdasarkan pengalaman di lapangan dan
kebutuhan pasar, sehingga produktifitas menjadi tidak optimum. Pemilihan
jenis tanaman dan kombinasi campurannya perlu dilakukan berdasarkan
analisa kesesuaian lahan lokasi yang akan dikembangkan. Dengan
mengetahui kelas kesesuaian lahan dapat ditentukan tindakan-tindakan
manajemen konservasi tanah dan air yang diperlukan. Kesesuaian lahan
yang semakin tinggi tingkat kesuburannya sampai terendah berturut-turut
mulai dari S;, S;, Ss dan N (Ritung, et al. 2007). Sebagai contoh jika
berdasarkan analisa kesesuaian lahan untuk jenis pohon mahoni dan
jagung mempunyai kelas kesesuaian S; maka tanaman tersebut akan
mempunyai produktifitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan di lokasi
lain dengan kelas kesesuaian S,. Untuk pencampuran jenis agroforestri
perlu diperhatikan kelas kesesuaian masing-masing, dengan mencampur
jenis yang mempunyai kesesuaian yang sama, supaya produktifitas lahan
dapat menjadi maksimum. Jika pemilihan jenis dilakukan hanya dengan
pertimbangan pasar, sehingga diperlukan input saprodi
pertanian/kehutanan dan teknologi konservasi tanah dan air yang lebih
tinggi, dapat mengakibatkan kerusakan lanskap/lahan/tanah atau
penurunan kapasitas daya dukung pada beberapa rotasi dan pada akhirnya
dapat mengakibatkan menjadi penyebab erosi, banjir dan longsor.
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Nair (2017) mengemukakan bahwa model agroforestri dengan
tanaman buah dan obat-obatan dapat dikembangkan untuk wilayah
dengan sumber daya alam terbatas dan input rendah untuk menghidupi
penduduk hampir 800 juta di lahan seluas 1,9 milliar hektar. Katanga, et
al. (2007) mengemukakan bahwa peningkatan pengetahuan petani terkait
dengan pemilihan dan pengaturan jenis tanaman sangat diperlukan untuk
meningkatkan produktifitas agroforestri di Zambia Timur. Diversifikasi
komoditas dalam sistim agroforestri dengan kombinasi tanaman tahunan
dan tanaman pangan, pohon penghasil buah bernilai tinggi dan pohon
penghasil kayu merupakan strategi yang dapat menguntungkan petani
(Ranola, et al. 2007). Keinginan atau partisipasi petani terhadap
pengembangan hutan dan agroforestri tergantung pada tingkat
pengetahuan mereka, ketersediaan teknologi dan pasar dari produk-produk
yang dihasilkan, dengan demikian mereka membutuhkan bantuan teknis,
finansial dan lainnya (Sevare, et al. 2007).

Peningkatkan pengetahuan petani di distrik Punjab, Pakistan diawali
dengan menyusun klasifikasi kesesuaian lahan untuk identifikasi jenis-jenis
pohon yang cocok di lahan yang mereka usahakan (Rahim, et a/ 2011).
Pemilihan jenis tanaman merupakan hal sangat penting dalam pembuatan
pola agroforestri, karena kesalahan yang terjadi akan berdampak panjang
dan sangat merugikan (Puspitojati, et a/ 2014). Selanjutnya disebutkan
jenis yang cocok bukan hanya dari segi pertumbuhan, nilai ekonomi dan
kemampuan adaptasinya, tetapi juga kemampuannya membentuk struktur
tumbuh yang ideal saat tumbuh berkembang bersama jenis lain pada lahan
yang sama. Salah satu kriteria dalam pemilihan jenis, jika ingin
memprioritaskan produksi tanaman pertanian (crop) maka petani
sebaiknya menanam pohon yang kurang kompetetif atau pohon-pohon
dengan kerapatan rendah (Betromeo dan James, 2007). Macandong dan
Erwin (2007) mengemukakan bahwa agroforestri dengan tanaman pohon
eukaliptus dan jagung sebagai tanaman sela dapat memperbaiki kualitas
biofisik tempat tumbuh, memperbaiki produktifitas dan kelestarian produksi
dibandingkan dengan sistim monokultur dengan hanya jagung.

Pencampuran tanaman yang tepat pada suatu tapak (tempat
tumbuh) dapat memberikan hasil yang optimal. Pencapuran jenis yang
tidak cocok, pencampuran jenis yang tidak tepat, pengelolaan yang tidak
tepat dari praktik agroforestri dapat mengakibatkan produksi gagal dan
mengakibatkan lahan lebih terdegradasi (Hairiah, et a/. 2000). Ahmad, et
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al. (2017) menyebutkan bahwa penilaian kesesuaian lahan menjadi penting
untuk pengembangan agroforestri untuk mengetahui kesediaan zat hara,
keadaan topografi, altitude dan karakteristik lahan lainnya di lokasi-lokasi
yang dikembangkan. Pentingnya evaluasi kesesuaian lahan yang terkait
dengan ketersediaan zat hara untuk pengembangan agroforestri dalam
suatu daerah aliran sungai karena dapat mengurangi kemiskinan dan
tingkat kerusakan lahan, meningkatkan ketahanan pangan dan mitigasi
perubahan iklim (Ahmad dan Goparaju, 2017).

Rahim, et al (2010) mengemukakan bahwa mengingat
keterbatasan lahan di distrik Rahim Punjab, Pakistan, pengembangan
agroforestri perlu diawali dengan analisa kesesuaian lahan, sehingga tidak
terjadi pemborosan waktu dan uang. Bukhori dan Febryano (2010)
mengemukakan bahwa agroforestri yang tepat untuk dikembangkan di
Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar terdiri dari tanaman berkayu
dengan kelas sesuai (S;) dan untuk tanaman tahunan termasuk sesuai
marginal. Supriadi dan Pranowo (2015) juga mengemukakan campuran
tanaman kopi dengan pohon gamal dan dadap menghasilkan produksi
yang lebih tinggi dibandingkan dengan tanpa naungan di Sumberjaya,
Lampung. Pengembangan model yang tepat untuk pertanian yang
berkesinambungan perlu diawali dengan identifikasi untuk tanaman pangan
dan tanaman energi (Dariah, et al. 2016).

Beberapa penyebab menurunnya partisipasi masyarakat pada
sistem agroforestri di lahan miring antara lain disebabkan oleh rendahnya
pengetahuan petani tentang agroforestri dan menurunnya produktivitas
lahan karena praktik agroforestri di Desa Pulutan Kabupaten Wonogiri,
Jawa Tengah (Haryanti dan Jariyah, 2015). Sudomo dan Palmolina (2015)
mengemukakan juga bahwa praktik agroforestri oleh penduduk di desa
Hargoredjo, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta adalah untuk tabungan/tambahan dan pemenuhan
kebutuhan hidup sehari-hari, dengan campuran kayu, buah-buahan, obat-
obatan dan tanaman pertanian yang diusahakan pada lahan-lahan sempit
dan kritis. Butarbutar (2016) menyebutkan secara umum praktik
agroforestri di Indonesia khususnya dalam pemilihan dan pencampuran
jenis masih didasarkan pada pengalaman/tradisional atau pengetahuan
lokal, sehingga produksi tidak maksimum. Berbagai hasil penelitian lainnya
terkait agroforestri antara lain oleh Gunawan, et a/. (2014) mengemukakan
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bahwa rehabilitasi lahan di daerah aliran sungai Cimanuk cocok
dikembangkan dengan pola agroforestri.

Gerson, et al. (2008) menyebutkan bahwa pengembangan
agroforestri dengan jenis  hasil hutan bukan kayu (HHBK) dapat
meningkatkan pendapatan masyarakat di Timor Barat. Program
Pembangunan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) oleh Perum Perhutani
banyak membantu dalam meningkatkan aktivitas dan kesejahteraan
masyarakat, dan masyarakat bukan lagi merupakan ancaman utama
terhadap kawasan karena kesadaran masyarakat terhadap pentingnya
kawasan hutan sangat baik (Hakim dan Maryani, 2013). Itta, et a/ (2013)
mengemukakan bahwa agroforestri yang ekonomis dan sesuai untuk
lingkungan di lahan gambut di Klampangan desa Sebangau, Plangkaraya,
Kalimantan Tengah adalah campuran jelutung dan jagung; jelutung
dengan bawang prei; jelutung dengan sayur mustrad dan jelutung dengan
cabe, dan yang paling menguntungkan adalah campuran jelutung dan
sayuran mustrad hijau. Susetyo, et al (2014) menyebutkan bahwa
rehabilitasi lanskap di sempadan Ciliwung, Kota Bogor didahului dengan
analisa kesesuaian lahan dan hasilnya menunjukkan jenis budidaya
khususnya buah-buahan yang sesuai.

Asmarhansyah, et al (2017) mengemukakan bahwa areal bekas
tambang timah di Pulau Bangka tidak sesuai untuk tanaman pangan,
tanaman sayur, tanaman buah, tanaman industri, tanaman rempah-
rempah dan tanaman obat sedangkan untuk tanaman jarak, kemiri
sunan,tanaman hutan lainnya dan pakan termasuk sesuai marjinal.
Rachmawati, et a/ (2014) mengemukakan bahwa kesesuain lahan untuk
jenis kapuk, randu, karet, rambutan, jagung, klengkeng dan kaliandra di
Kabupaten Cianjur dan 2-6 jenis tanaman tersebut sangat sesuai pada
22,9 % dari luas lahan yang ada; sesuai (S;) sebanyak 33,4% dan tidak
sesuai seluas 43,6 %.

Agroforestri dan Hidronomic Zone

Molden, et al. (2001) menyebutkan bahwa Aydronomic zone
adalah pengelolaan sumber daya air berdasarkan zona-zona dalam suatu
basin atau daerah tangkapan. Pengelolaan air dalam suatu DAS dapat
terdiri dalam 6 (enam) zona vyang dibagi berdasarkan kesamaan pola
hidrologis, pola geologi dan pola topografi, sebagai berikut: a) water
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source zone/WSZ (sumber air); b) natural recapture zone/NRZ (zona
tangkapan secara alami) ; c) regulated recaptured zone/RRZ (zona
tangkapan dengan pengaturan ); d) stagnation zone/SZ (zone buntu, tidak
dapat dimanfaatkan lagi); e) final use zone/FUZ (zona pemanfaatan akhir)
dan f) environmental sensitive zone/ESZ atau zona lingkungan yang
sensitive (Gambar 1). Untuk tujuan irigasi biasanya dilakukan di zona
natural recapture, regulated recapture zone, final use dan stagnation use.
Sedangkan water resource zone dan environmental sensitive zone
merupakan zonasi yang perlu dipertahankan kondisi tutupan aslinya atau
tutupan hutannya.

Zona pengelolaan air dalam suatu DAS

Zona sumber air /anak A
sungai
W i’g

- Zona pemanfaatan air ulang - Zona pemanfaatan akhir
s g S — s 4 . . .
- - A oy = - oo E ™ _\':.' -— < Q “«
Ll 2 - -

» = ; 7 -, —
Pt e — y e : -‘—_ % —

LN ~

Zona mati/air tidak mengalir <, 7 Fa=
= S - ™ Zona ekologis
L A )
N i
Zona pengelolaan secara alamiah Zona pengelolaan tertutup/ irigasi

Gambar 1. Hidronomic zone dalam suatu daerah tangkapan
(sumber: Molden et a/. 2001 dan Vries de Penning, 2008).

Yang dimasud dengan zona pengelolaan secara alamiah
(natural recapture zone) adalah zona dimana air dikumpulkan dari aliran
permukaan dan bawah permukaan yang masuk kedalam sistim sungai atau
jaringan alamiah lainnya.  Bagian air yang ada disini adalah total air
dikurangi penguapan (evapotanspirasi) dan mempunyai siklus air alamiah
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dalam penggunaan tertentu dan tersedia untuk digunakan kembali di
bagian bawahnya. Sebagai contoh, di wilayah perbukitan dataran tinggi,
lembah dan tanggul-tanggul teras bangku disepanjang sungai dan anak
sungai, air dialihkan untuk irigasi atau penggunaan lain dimana outletnya
atau drainase kembali ke sungai yang sama. Zona ini disebut juga sebagai
zona dengan konservasi-mandiri (self-conserving), karena saluran
buangan/drainage/outlet dan rembesan ke bawah permukaan masuk
kembali ke zona pasokan air (tanpa pemompaan).

Zona pemanfaatan air ulang (regulated recaptured zone) adalah
area dalam tangkapan yang dapat memanfaatkan kembali air dari aliran
permukaan, spi//l dan drainase, rembesan dan air perkolasi dalam dari
bagian hulu/tengah DAS dengan teknologi pengaturan atau pembagian air.
Pemanfaatan kembali dapat melalui jaringan irigasi untuk aliran permukaan
dan spill dan drainase, atau melalui sumur pompa untuk mengangkat
ground water dan air rembesan dalam (dept seepage flows). Zona yang
berikut dalam kelompok zona pemanfaatan adalah zona pemanfaatan
akhir (final use zone), zona dimana pemanfaatan air selanjutnya tidak
ada. Zona ini biasanya terletak diujung tangkapan, dekat dengan rembesan
air garam/air asin/air laut yang tidak dapat digunakan lagi sesuai standar-
standar irigasi dan tidak memenuhi standard irigasi untuk tanaman
crops/pertanian.

Stagnation  zones adalah daerah dimana air seperti
terisolasi/waterlogging, karena kapasitas drainasenya tidak mencukupi
untuk menghilangkan kelebihan air atau menghilangkan garam-garam
tercuci. Areal ini dicirikan oleh naiknya water table, water logged atau area
yang tersalinisasi. Biasanya terletak diarea depresi. Zona yang harus
dikelola hati-hati, adalah zona ekologis yang sensitif lingkungan dan
zona sumber air. Zona sumber air adalah zona dimana kita memanen
air, bisa dari aliran permukaan dan curah hujan atau dari akuifer yang
terisolasi. Persentase aliran permukaan yang kecil akan mengurangi suplai
air kebawah, tetapi jika persentasenya besar maka sedimen juga besar,
karena aliran permukaan meningkat karena tutupan lahan menurun. Jadi
perlu kehati-hatian untuk mencari frade of antara aliran permukaan dan
tutupan hutan. Zona lingkungan sensitif adalah zona dimana kualitas dan
kuantitas air irigasi yang masuk ke wilayah itu akan berpengaruh merusak,
seperti misalnya wetland area (mangrove, rawa dan lainnya).
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Konservasi Tanah dan Air dan Kebijakan Terkait

Silva, et al. (2012) mengemukakan bahwa sistem agroforestri
Leucaena sp dengan tanaman sela jagung dan ternak domba betina dapat
memperbaiki kualitas sifat fisik tanah dibandingkan dengan tanaman
jagung dan kacang di daerah kering. Ahmed, et al (2012)
mengemukakan juga bahwa sistem agroforestri Acacia senegal dengan
sorgum berkorelasi positif terhadap produksi dan sifat-sifat tanah
dibandingkan dengan tanaman murni sorgum. Model agroforestri juga
dapat berkorelasi positif dengan upaya-upaya konservasi tanah dan air.
Rendra, et al (2016) menyebutkan bahwa sistim agroforestri dapat
mencegah tanah longsor, dengan membentuk bahan organik tanah,
memperbaiki struktur tanah dan membuat tanah menjadi lebih stabil.
Wang, et al. (2015) mengemukakan bahwa model agroforestri tanaman
walnut (Juglans gregia) dan gandum (7riticum aesticum) dengan sistim
tanaman lorong di Cina dapat meningkatkan kapasitas infiltrasi tanah
dibandingkan dengan jika masing-masing ditanam secara murni.

Dhillon, et al. (2008) mengemukakan bahwa jenis pohon
agroforestri yang sesuai untuk mengurangi kandungan selenium dari tanah
yang tercemar adalah 7erminalia arjuna, Eucalyptus hibrid, Morus alba,
Syzygium cumini, Dalbergia sissoo, Melia azedarach dan Acacia tortillas.
Penananam jenis Leguminoceae dapat meningkatkan kesuburan tanah
melalui penambahan nitrogen tanah. Sudomo dan Widiyanto (2016)
menyebutkan bahwa pemberian serasah campuran pangkasan gamal
(G.sepium) dan petaian (Pelthoporum sp) dalam sistim agroforestri
berpotensi menjaga kesuburan tanah. Pinho, et al (2012) menyebutkan
bahwa agroforestri dapat memperbaiki kesuburan tanah. Scwab, et al.
(2015) mengemukakan bahwa pada tapak agroforestri mempunyai sifat
tanah dan kesuburan tanah yang lebih baik dibandingkan dengan sistim
petanian monokultur di daerah perbukitan Nepal. Cornwell (2014)
mengemukakan bahwa tanaman agroforestri coklat yang dicampur dengan
penaung ekalipus, lamtorogung, kelapa dan pisang mempunyai sifat fisik,
kimia dan biologi tanah yang lebih baik dibandingkan dengan tanaman
monokultur tanamn pisang, nenas dan coklat. Leite, et al. (2014)
mengemukakan bahwa sistem agroforestri umur 13 tahun menghasilkan
jumlah bahan organik total yang lebih tinggi dibandingkan dengan sistim
agroforestri umur 6 tahun, pertanian tebang-bakar-tanam dan hutan
savana asli di Brasil Timur Laut.
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Mengingat putusan MK terhadap Undang-Undang Sumber Daya Air
Nomor 7 Tahun 2004 yang menolak seluruh pasal-pasal pengelolaan air
maka untuk sementara diberlakukan kembali Undang-Undang Pengairan
Nomor 11 tahun 1974. Dalam undang-undang pengairan Nomor 11 Tahun
1974 pasal 1 disebutkan bahwa "Air" adalah semua air yang terdapat di
dalam dan atau berasal dari sumber-sumber air, baik yang terdapat di atas
maupun di bawah permukaan tanah, tidak termasuk dalam pengertian ini
air yang terdapat di laut. Kemudian dalam pasal 5 disebutkan bahwa
Menteri yang diserahi tugas urusan pengairan, diberi wewenang dan
tanggung jawab untuk mengkordinasikan segala pengaturan usaha-usaha
perencanaan, perencanaan teknis, pengawasan, pengusahaan,
pemeliharaan, serta perlindungan dan penggunaan air dan atau sumber-
sumber air, dengan memperhatikan kepentingan Departemen dan atau
Lembaga lain yang bersangkutan.

Selama ini, sistem pengelolaan air irigasi masih bersifat parsial.
Saluran irigasi primer dan sekunder dikelola oleh kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sedangkan saluran tersier menjadi
tanggung jawab Kementerian Pertanian. Di wilayah hulu DAS yang
merupakan wilayah tangkapan air menjadi tanggung jawab Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sampai saat ini, ketiga wilayah tersebut,
yaitu hilir, tengah dan hilir DAS belum sepenuhnya dikelola dalam suatu
kesatuan sistem pengelolaan sumber daya air yang terpadu terutama
dalam pemanfaatannya untuk irigasi. Karena itu diperlukan sistem
pemanfaatan/pengelolaan air terpadu yang melibatkan khususnya ketiga
kementerian tersebut untuk mencapai pengelolaan air irigasi yang efisien
dan berkelanjutan.

Undang-undang Konservasi Tanah dan Air Nomor 7 Tahun 2014
menyatakan pasal-pasal yang menunjukkan justifikasi penerapan
hydronomic zone untuk konservasi air dapat dilihat pada pasal berikut:
Pasal 14 (1) Penyelenggaraan konservasi tanah dan air sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilaksanakan berdasarkan unit DAS,
ekosistem, dan satuan Lahan; (2) Penyelenggaraan Konservasi Tanah dan
Air berdasarkan unit DAS, ekosistem, dan satuan lahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan pendekatan
pengelolaan DAS secara terpadu; (3) Pengelolaan DAS secara terpadu
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun yang dimaksud dengan
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pengelolaan DAS secara terpadu adalah pengelolaan DAS yang meliputi
dimensi pendekatan sistem yang terencana, proses manajemen dan
keterkaitan aktivitas antar sektor, antar wilayah administrasi dan
masyarakat secara terpadu serta penanganan.

POTENSI DAN PRAKTIK AGROFORESTRI DI HULU, TENGAH DAN
HILIR SUATU DAS: Kasus di Jawa Barat, Sumatera Utara dan
Kalimantan Timur

Pendekatan Model Kesesuaian Lahan, Hidronomic Zone dan Kebijakan
Sumber Daya Air dapat dijadikan sebagai dasar untuk menentukan inovasi-
inovasi pengembangan model agroforestry mulai dari hulu sampai hilir
suatu daerah tangkapan/lanskap/daerah aliran sungai.

Praktik Agroforestri di Jawa Barat

Salah satu praktik agroforestri yang tidak berbasis kesesuaian lahan
dan hidronomik zone dapat menjadi pemicu terjadinya longsor di sekitar
daerah hulu atau puncak suatu lanskap (Gambar 2). Praktik agroforestri
lainnya di Jawa Barat yang mulai mempertimbangkan teknik konservasi
tanah dan air dapat dilihat pada Gambar 3.

Aa) (B)

Gambar 2. Kejadian longsor di hulu suatau lanskap/sub DAS sebagai akibat
penggunaan lahan campuran (A) dan di perkebunan teh (B) di
Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
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(A) ' ®)
Gambar 3. Agroforestri di Pengalengan Jawa Barat: (A) Kopi dibawah Pinus
merkusii  dan (B) cabe dan kacang panjang dibawah tanaman

Eucalyptus sp di Kab.Bandung.

Praktik Agroforestri di Sumatera Utara

Kegiatan agroforestri di sekitar DTA Toba yang telah berlangsung
turun menurun telah menyebabkan berbagai kerusakan lingkungan. Kondisi
aliran sungai Naborsahan di sekitar DTA Toba menunjukkan tingkat
sedimentasi yang cukup serius, sebagai akibat dari praktik agroforestri
yang kurang tepat di hulu DAS Sungai Naborsahan/Motung (Gambar 4).
Jenis praktik agroforestri di hulu dan tengah DAS Motung di DTA Toba
dapat dilihat pada Gambar 5.

W

Gambar 4. Sedimentasi yang relatif tinggi di Sungai Naborsahan DTA Toba,
Sumut.
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Gambar 5. Agroforestri di Sibisa Motung Toba, Sumut; (a) kopi dibawa Pinus
merkusii dan Shorea leprosula; (b) kopi dan cabe (dimana cabe pakai
plastik penutup tanah ) dengan sistim jalur dalam hutan, tanpa
naungan ponon;(c) kentang (d) kopi dan cabe (cabe pakai plastik
penutup tanah)

Pola agroforestri di desa Sibisa Motung sekitar DTA Toba, Sumut
telah dikembangkan pada areal sekitar 200 hektar di dalam kawasan hutan
lindung melalui skema Hutan Kemasyarakatan (Hkm). Adapun jenis-jenis
yang ditanam adalah jenis tanaman pertanian sepeti kopi, cabe merah,
cabe rawit, kentang, jahe, ubi kayu dan lain-lain; dengan tanaman pohon
seperti Pinus merkusii, Eucalyptus urophylla, Shorea leprosula dan Toona
sureni dan pohon penghasil buah seperti durian. Teknik konservasi tanah
dan air yang diterapkan adalah dengan membuat guludan-guludan dan
tutupan permukaan tanah dengan plastik.
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Praktik Agroforestri di Kalimantan Timur

Praktik pemanfaatan lahan dengan pola agroforestri yang masih
bersifat tradisionil menyebabkan tingkat sedimentasi yang tinggi sungai
Sangatta di Kalimantan Timur (Gambar 6). Pemanfaatan lahan yang
terdapat di hulu dan tengah DAS Sangatta dapat dilihat pada Gambar 7.

(a) (b)

Gambar 6. Kondisi sedimentasi di hulu (a) dan hilir (b) Sungai Sangatta Provinsi
Kalimantan Timur, sebagai akibat pemanfaatan lahan di tengah dan
dihulu yang belum berlandasakan kesesuaian lahan dan sistim
pengelolaan air berbasis zonasi.

Gambar 7. Praktik Pemanfaatan lahan di sebagian lahan bekas tambang batubara
Praktik silvopasture merupakan salah satu alternative model yang
dapat dikembangkan di lahan bekas tambang batubara.
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Gambar 8. Silvopastur di Kalimantan Timur

AGROFORESTRI DAN MITIGASI DAN ADAPTASI PERUBAHAN
IKLIM

Schoeneberger, et al (2012) menyebutkan bahwa agroforestri
berkontribusi terhadap adaptasi dan mitigasi perubahan iklim melalui
penyerapan karbon dan penurunan emisi gas rumah kaca, peningkatan
daya lentur (resilience) dan memfasilitasi sebagai koridor untuk migrasi
dari jenis-jenis yang terancam karena lanskap pertanian yang
terfragmentasi. Agroforestri adalah merupakan model pengelolaan hutan
yang bertujuan untuk meningkatkan produktifitas lahan berupa hasil hutan,
hasil  pertanian/peternakan/perikanan  sehingga masyarakat dapat
memperoleh hasil dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang.

Prinsip dalam agroforestri adalah keseimbangan lingkungan,
ekonomi dan sosial. Zomer,et al, dalam Dawson,et al (2011)
menyebutkan sekitar 56 juta penduduk dunia hidup dari sistem
agroforestri. Sedangkan Acharya,et al, dalam Dawson, et al (2011)
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menyatakan  bahwa budidaya pohon dalam sistem agroforestri oleh
masyarakat pedesaan, dapat mengkonservasi ratusan jenis pohon
setempat (konservasi insitu) di lahan pertanian. Apabila dilihat dari prinsip-
prinsip tersebut (peningkatan produktifitas lahan yang berbasis lingkungan
dan sosial), model agroforestri dapat memitigasi dan mengadaptasi
perubahan iklim dengan alasan-alasan sebagai berikut: a) Pencampuran
jenis pohon penghasil kayu, buah dan lain-lain merupakan salah satu
model tanaman campuran, karena campuran beberapa jenis lebih baik dari
hanya satu jenis dari segi pencegahan hama & penyakit dan jumlah karbon
yang diserap; b) Pencampuran jenis tanaman yang didasarkan pada
perbedaan sifat toleransi (canopy dan wunderstory) akan memanfaatkan
seluruh cahaya untuk fotosintesa; ¢) Pencampuran tanaman dari berbagai
umur, yang dipanen adalah yang sudah siap panen (atau tidak melakukan
penyerapan karbon yang tinggi lagi), sehingga memberi kesempatan untuk
tanaman dengan umur lebih muda untuk mendapat cahaya lebih banyak
dan pada akhirnya akan menyerap karbon lebih banyak, sehingga fungsi
mitigasi dan adaptasi sekaligus dapat terjadi; d) Penggabungan nilai
ekonomi, sosial dan budaya sehingga perubahan vegetasi dapat berjalan
seiring dengan perubahan sosial dan budaya secara berangsur yang dapat
disesuaikan dengan perubahan iklim; dan e) Dapat digunakan sebagai
model untuk memfasilitasi perubahan kelompok vegetasi menjadi kelompok
yang baru (adaptasi) seperti yang dijelaskan dalam teori perubahan
vegetasi melalui perladangan berpindah yang teratur (Malmsheimer, 2008).

Model agroforestri dapat memitigasi dan mengadaptasi perubahan
iklim melalui mekanisme sebagai berikut. Proses adaptasi dapat terjadi
melalui: a) peningkatan daya lentur (resilience), karena adanya
pencampuran jenis tanaman yang mempunyai ketahanan yang berbeda
terhadap temperatur sehingga jika terjadi kenaikan suhu maka jenis-jenis
tanaman yang tadinya dapat tumbuh pada temperatur yang lebih tinggi
akan lebihsurvive, sedangkan jenis lainnya akan  menurun
pertumbuhannya, tetapi jumlah karbon yang diserap akan sama; b)
Peningkatan daya tahan (recistency), jika terjadi kenaikan suhu, secara
total produktifitas atau daya serap sistem terhadap CO tidak akan
terganggu karena adanya penyesuaian-penyesuaian yang disebabkan oleh
berbagai tanaman campuran yang mempunyai karakteristik fisiologi yang
berbeda; dan c) Migrasi, pada batas tertentu jenis tanaman yang ada
dalam sistem agroforestri tidak lagi toleran terhadap perubahan suhu
sehingga beberapa jenis tanaman tertentu akan berpindah tempat ke
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tempat yang lebih sesuai. Sebagai contoh jenis-jenis fauna tertentu akan
menyebarkan bahan tanaman dari jenis-jenis yang tadinya toleran
terhadap suhu 25° C tetapi karena terjadi kenaikan suhu menjadi 30° C
maka jenis tanaman tersebut akan mencari tempat yang lebih tinggi
(contoh : beberapa jenis anggrek di kebun raya berkurang jumlahnya
tetapi di daerah Pangrango populasi jenis tersebut meningkat).

Karena terjadi pemanasan di khatulistiwa jenis-jenis pohon tropis
yang tadinya hanya ada didaerah khatulistiwa secara gradual membentuk
populasi digaris lintang yang lebih ke utara. Laporan terkini dari tim peneliti
Britania Inggris berdasarkan hasil pengamatan selama 40 tahun terakhir
mengungkapkan bahwa akibat perubahan iklim (kenaikan temperatur)
sekitar 2000 jenis tumbuhan, hewan dan insekta didaerah khatulistiwa
mulai dari Amerika Utara dan Amerika Selatan, Malaysia dan Eropa telah
bergerak lebih cepat tiga kali dari yang diperkirakan sebelumnya ke daerah
yang lebih tinggi dan mencari tempat yang lebih dingin. Selanjutnya
disebutkan bahwa dalam satu dekade terjadi pergerakan 17 km/10 tahun
atau sekitar 20 cm/jam dan juga pergerakan ke atas gunung 1 m/tahun
(Science, 2011).

Agroforestri dapat berfungsi mitigasi karena akan menyimpan
karbon atau menyerap karbon sehingga efek GRK akan berkurang. Sistem
agroforestri juga dapat berkontribusi terhadap perubahan iklim melalui
perbaikan iklim mikro dan pencapaian ketahanan pangan (N'Klo,et al.
2011). Nair, et al. dalam N'Klo, et al. (2011) melaporkan studi penyerapan
karbon di lima negara termasuk Mali dan menemukan bahwa sitem
agroforestri yang berbasis pohon menyimpan karbon lebih banyak dalam
lapisan tanah yang lebih dalam pada keragaman jenis yang lebih tinggi dan
kerapatan pohon yang lebih tinggi. Manajemen sistem agroforestri
berpeluang penting dalam menciptakan sinergi diantara aksi mitigasi dan
adaptasi (Verchot,et al 2007). Areal yang cocok untuk agroforestri
diperkirakan mencapai 585 — 1.215 juta hektar dengan potensi teknis
mitigasi 1,1 - 2,2 x 10 gram C (Pg C) di ekosistem daratan untuk 50 tahun
kedepan (Albert dan Kandiji, et a/. 2003 dalam IPPC, 2007).

Agroforestri juga membantu menurunkan tekanan terhadap hutan
alam dan mendukung konservasi tanah dan memberikan jasa ekologis
untuk peternakan (Mudiarso, 2005 dalam IPPC, 2007). Selanjutnya
Sanzech (2000) menyebutkan bahwa kegiatan agroforestri dapat menyerap
tambahan karbon 57 x10 gram (Mg C) per hektar (nilai ini 3 kali lebih
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tinggi dari pada lahan pertanian atau padang rumput). Transformasi lahan
pertanian (crop /ands) menjadi agroforestri diperkirakan akan menyimpan
karbon tiga kali lebih tinggi selama 20 (dua puluh) tahun. Potensi serapan
karbon dari berbagai pola penggunaan lahan sampai tahun 2040 dapat
dilihat pada Gambar 10. Budidaya pohon dengan model agroforestri juga
mempunyai potensi untuk mengurangi eksploitasi pohon dari hutan alam,
kontribusi terhadap konservasi , mengurangi deforestasi, mengurangi emisi
GRK dan menangkap karbon di lahan pertanian (Jamnadas, et a/. 2010
dan Nair, et al. 2009 dalam Dawson, 2010).

Restorasi lahanbasah

basah
Restorasi lahan
terdegradasi

Agroforestri

Pengelolaan hutan

penggembalaan

Pengelolaan sawah :|

Manajemen
holtikultura |
T T T T T T !

0 100 200 300 400 500 600 700

Potensi serapan karbon sampai tahun 2040 (Mt C/tahun)

Gambar 9. Potensi serapan karbon dari berbagai pola penggunaan lahan sampai
tahun 2040 (IPCC, 2000 dalam Verchot, 2007).

Agroforestri Untuk Adaptasi
Peran agroforestri dalam adaptasi perubahan iklim dapat dilihat dari

3 pendekatan, yaitu: 1) pemindahan/translokasi germaplasma; 2) adaptasi
genetik lokal dan 3) peran plastisitas jenis. IPCC (2007) menyebutkan
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bahwa dalam translokasi germplasma kecepatan migrasi jenis tanaman di
hutan alam daerah temperate akibat perubahan iklim antropogenik ditaksir
lebih dari 1 (satu) km per tahun atau 10 (sepuluh) kali kecepatan pada
kondisi perubahan iklim secara alami. Migrasi ini dibutuhkan pohon untuk
mengadaptasi ketidak sesuaian fisiologi dan untuk
mempertahankan/menyesuaikan dengan perubahan temperatur dan curah
hujan pada tingkat taxa (Person, 2006 dalam Dawson 2010). Cara
mengadaptasi jenis-jenis pohon hutan atau kelompok jenis hutan
cenderung akan bergerak ke arah belahan bumi utara dan naik ke elevasi
yang lebih tinggi.

Pemanasan global (global warming) dapat menambah hutan
montane, grassland , dan hutan arid. Dalam konteks manajemen, sistem
agroforestri merupakan fasilitator translokasi (yang tidak terjadi di hutan
alam). Fasilitasi ini termasuk pengaruh manusia seperti dalam
pengangkutan bibit dan biji, mikroorganisme seperti bakteri pengikat
nitrogen dan binatang/serangga penyerbuk (pollinator). Hal yang perlu
diperhatikan dalam translokasi germaplasma adalah kesesuaian tempat
tumbuh dan variasi jenis. Weber dalam Dawson (2010) menyebutkan,
berdasarkan pengujian yang dilakukan terhadap pertumbuhan biji yang
berasal dari berbagai pola curah hujan, direkomendasikan bahwa transfer
germaplasma harusnya terjadi satu arah dari daerah kering ke daerah yang
lebih basah. Pertukaran seperti ini akan menghasilkan pertumbuhan yang
lebih baik daripada daerah asalnya. Pertukaran germaplasma antar negara
penting untuk meningkatkan keanekaragaman masing-masing negara dan
pada akhirnya akan meningkatkan daya tahan ekosistem jika terjadi
perubahan iklim.

Agroforestri merupakan koleksi jenis pohon dari hutan alam di
sekitarnya atau dari daerah lain (eksotik species yang berasal dari daerah
yang lebih kering). Berbagai jenis pohon dapat dicampur sesuai dengan
komposisi di alam, dilapis kedua dapat ditanam pohon penghasil buah dan
tanaman penghasil pangan atau rempah rempah di lapisan ketiga. Model
ini, mempunyai titik berat untuk meningkatkan ukuran populasi yang ideal
dengan sifat genetik yang sama dengan yang ada di lapangan. Model ini
menitik beratkan pada penanaman jenis-jenis pohon atau tanaman
tertentu dengan jumlah yang memenuhi syarat kesamaan genetik dengan
ukuran populasi yang ada dialam. Contoh seperti ini dapat dilihat pada
bentang lahan dengan sekelompok pohon yang mempunyai jenis sama,
kelompok ini bisa menyebar secara terpisah dengan lainnya dengan jumlah
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anggota populasi yang relatif sama. Agroforestri yang terkait dengan
plastisitas adalah dengan jenis yang punya morfologi dan fisiologi yang
fleksibel dan dapat tumbuh baik pada kondisi minimum tanpa perubahan
genetik (Gienapp, et al. 2008 dalam Dawson et a/. 2011). Sebagai contoh,
Pinus patula dan P. tecumanii yang berasal dari Amerika Tengah, jenis ini
tumbuh lebih baik dalam interval lingkungan yang lebih luas dibanding
dengan persyaratan alamiahnya (van Zonneveld et a/ 2009 dalam Naver,
et al 2010). Jenis lain adalah seperti Eucalyptus dari Australia, saat ini
sudah dapat dibudidayakan paling sedikit di 25 negara dengan kondisi
yang lebih baik (Koskela, et al. 2009 dalam Naver et al 2010
Keanekaragaman jenis pohon lokal dan eksotik dan tanaman pertanian
dapat memperbaiki kelenturan (resilience) sistem pertanian terhadap
perubahan lingkungan jika jenis tersebut mempunyai respon yang berbeda
terhadap gangguan (Kind, et a/ dan Steffan Dewertz, et a/ dalam
Dawson, et al. (2011).

Agroforestri untuk Mitigasi

Maness (2009) mengemukakan terdapat 3 (tiga) proses dimana
pengelolaan hutan dapat mengurangi konsentrasi gas rumah kaca, yaitu:
a) Perlindungan stok karbon melalui kegiatan konservasi, penundaan
panen, pencegahan kebakaran dan pencegahan hama dan penyakit; b)
Penyerapan karbon melalui kegiatan penanaman, peningkatan stok karbon,
penggunaan kayu yang sudah diawetkan, dan c¢) Penggunaan energi yang
dapat diperbaharui, melalui produksi biomassa yang dapat diperbaharui
untuk menggantikan energi fosil. Peran agroforestri dalam mitigasi dapat
dilihat dari ketiga strategi tersebut. Fungsi yang pertama sebagai
penyerapan karbon ditempuh melalui penanaman campuran (jenis kayu
pertukangan, pakan ternak, buah-buahan dan lain-lain). Fungsi kedua atau
fungsi perlindungan stok terlihat pada pengurangan bahaya kebakaran dan
serangan hama penyakit dengan pencampuran berbagai jenis tanaman
sedangkan fungsi ketiga atau fungsi pemanfaatan energi yang dapat
diperbaharui dapat ditempuh dengan penanaman jenis tanaman penghasil
kayu bakar.

Dawson, et al (2011) menyatakan bahwa emisi karbon dapat
dikurangi dengan penerapan agroforestri melalui campuran jenis pohon
penghasil kayu, pakan ternak dan buah-buahan. Kaiser (2000)
menyebutkan bahwa kegiatan agroforestri dapat menambah penyimpanan
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karbon lebih tinggi dibanding lahan pertanian, lahan penggembalaan,
hutan dan padang rumput masing-masing sebesar 390 , 125, 240, 170 dan
38 x10 gram C per tahun (TgC/tahun) seperti terlihat pada Gambar 10.
Oelbermann dan Voroney (2010) menyebutkan bahwa sistem agroforestri
di daerah tropis dan beriklim sedang menyimpan jumlah karbon dalam
tanah lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman satu jenis. Peningkatan
stok karbon dalam tanah juga dapat dilakukan dengan kegiatan-kegiatan
manajemen lahan secara lestari seperti meminimalkan pengolahan lahan
dan pemupukan kimia, penggunaan pupuk hijau, sisa tanaman, kompos,
mulsa, tanaman penutup tanah dan pergiliran tanaman (Lai, 2004 dalam
Oelbermann dan Voroney (2010). Naver (2010) menyebutkan bahwa
pengurangan emisi karbon dapat dilakukan dengan penerapan agroforestri
pada areal/lanskap yang terdeforestasi dengan jenis pohon yang dicampur
dengan jenis penaung, pohon dengan daun pakan ternak dan buah-
buahan.

Dalam kaitannya dengan perubahan iklim mikro, Shouza, et al.
(2012) mengemukakan bahwa pada tampak tanaman agroforestri kopi di
"Atlantic Rainforest biomé' mempunyai suhu yang lebih rendah 6°C
dibandingkan dengan kopi ditempat terbuka. Soewandhita (2013)
mengemukakan bahwa untuk mitigasi daerah bencana di kawasan
budidaya Gunung Sindoro-Sumbing di Kabupaten Wonosobo dan
Temanggung supaya tidak bertani monokultur tetapi tanaman campuran
kehutanan, perkebunan dan holtikultura/pangan. Semakin tinggi tingkat
degradasi lahan semakin rendah tingkat kesesuaiannya untuk tanaman
pangan demikian juga sebaliknya.

PEMBELAJARAN YANG DIDAPATKAN

Penguatan sistim agroforestri untuk mendukung ketahahanan
pangan, kesejahteraan petani dan keberlanjutan ekosistim dan untuk
mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dapat dilakukan dengan inovasi
kesesuaian lahan, sistim zonasi pengelolaan air dan kebijakan yang perlu
diciptakan. Selain inovasi teknis tersebut diperlukan inovasi kebijakan yang
terkait dengan reformasi birokrasi untuk mengembangkan agroforestri
dengan melibatkan petani, peneliti dan penyuluh. Hal ini dapat dilakukan
dengan membentuk quick win program pada setiap wilayah yang
mempunyai program pengembangan agroforestri.  Quick win program
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merupakan program pembelajaran yang melibatkan petani, peneliti dan
penyuluh untuk mengembangkan model agroforestri yang sesuai di hulu, di
tengah dan di hilir suatu DAS. Berbagai alternatif model yang dapat
dikembangkan dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Alternatif Model Agroforestri Berdasarkan Zona Pengelolaan Air

dan Kesesuaian Lahan.

Nomor | Bagian Zonasi Model Jenis/Campuran Keterangan
Agroforestri jenis
1 Water source | Pohon Tergantung S; untuk pohon
zone penilaian kesesuaian | penghijauan
lahan
2 Natural Pohon dan Tergantung hasil S; untuk pohon
recapture tanaman buah | penilaian kesesuain | dan tanaman
zone lahan buah
3 Regulated Pohon , buah | Tergantung hasil S; untuk pohon,
recapture dan penilaian kesesuaian | buah dan
zone holtikultura lahan holtikultura
4 Stagnation Pohon dan Tergantung hasil S; untuk pohon,
zone silvofishery penilaian kesesuaian | buah dan
lahan holtikultura
5 Final use zone | Pohon, buah, | Tergantung hasil S; untuk pohon,
holtikultura penilaian kesesuain | buah dan
dan lahan holtukultura
silvofisheri
6 Environmental | Pohon dan Tergantung hasil Jenis-jenis
sensitive zone | silvofishery penilaian kesesuaian | setempat
lahan
Keterangan:

a) Water source zone (zona sumber air); b) Natural recapture zone (zona
tangkapan kembali secara alami); ¢) Regulated recaptured zone (zona
pemanfaatan air kembali dengan teknologi irigasi); d) Stagnation zone
(zone buntu, tidak dapat dimanfaatkan lagi); e) Final/ use zone/FUZ (zonha
pemanfaatan akhir) dan f) Environmental sensitive zone/ESZ atau zona
lingkungan yang sensitive.
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"Quick Win" Agroforestri

Dalam Pedoman Umum reformasi birokrasi Per/15/M.PAN/7/2008
disebutkan bahwa tahapan reformasi birokrasi terdiri dari membangun
kepercayaan masyarakat, membangun komitmen dan partisipasi,
mengubah pola pikir dan memastikan keberlangsungan berjalannya dan
terjadinya perubahan. Untuk tahap membangun kepercayaan masyarakat
diperlukan program percepatan yang disebut dengan “quick win” yang
merupakan produk atau jasa layanan publik yang dihasilkan oleh
K/L/Pemda yang secara nyata dapat ditunjukkan kepada masyarakat
sebagai bagian dari hasil reformasi birokrasi; misalnya penyederhanaan,
penyingkatan waktu pelayanan, perubahan sikap pegawai terhadap
pengguna, pelayanan “jemput bola”, penanganan pengaduan dan
seterusnya. Adapun kriteria untuk menentukan program percepatan
adalah: 1) langsung bersentuhan dengan kebutuhan minimal masyarakat
luas; 2) out put sejalan dengan tugas pokok dan fungsi; dan 3) dapat
diselesaikan dalam jangka waktu kira-kira 12 bulan dan hasilnya dapat
dengan cepat dirasakan oleh pengguna.

Berdasarkan peraturan No: P.18 / Kemen LHK-II / 2015 tentang
struktur organisasi dan tatakerja kementerian lingkungan hidup dan
kehutanan, salah satu tugas pokok dan fungsi Pusat Litbang Hutan adalah
melaksanakan penelitian dan pengembangan yang mendukung seluruh
kegiatan eselon I terkait inovasi teknis, kebijakan dan manajemen terpadu
untuk pembangunan Hutan Tanaman Rakyat yang menjadi bagian tugas
pokok dan fungsi dari Dirjen Perhutanan Sosial dan Lingkungan. Permen
tersebut, yang menugaskan dan bertanggung untuk menyiapkan
masyarakat dalam penanaman hutan, melaksanakan proses penyiapan
dan implementasi kebijakan, bantuan teknis, evaluasi pelaksanaan dari
bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan di lapangan, pemberdayaan
dan peningkatan kapasitas para pelaksana, maupun verifikasi masyarakat
peserta. Dengan adanya unit khusus tersebut diharapkan penyiapan
masyarakat peserta hutan tanaman menjadi lebih mudah. Dengan
mengaitkan program HTR dengan skema agroforestri, maka yang
memenuhi persyaratan untuk dijadikan sebagai “Quick Win” adalah:
kegiatan pengembangan hutan tanaman rakyat di dalam kawasan hutan
dengan pola agroforestri dengan inovasi kesesuaian lahan dan hidronomic
zone. Secara ringkas skema pengembangan Quick Win Agroforestri dapat
dilihat pada Gambar 10.
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TUPOKSI
DIRJEN PERHUTANAN SOSIAL DAN LINGKUNGAN KEMENTERIANLINGKUNGAN
HIDUP DAN KEHUTANAN:
PEMBANGUNAN HUTAN RAKYAT DENGAN POLA AGROFORESTRI

o

QUIK WIN AGROFORESTRI

UNTUK RAKYAT; 12 BULAN; TIM WORK, TATA WAKTU; JOB
KONTINU DAN LEVEGRAGE DESCRIPTION, INDIKATOR DAN SOP

GOOD GOVERNANCE

KINERJA PRIMA

¥

AGROFORESTRI LESTARI DAN BERBASIS MITIGASI DAN
ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM

Gambar 10. Quick Win Agroforestri

Sudibyo dan Kosasih (2011) mengemukakan bahwa untuk
pengembangan HTR di desa Tambak Ukir, Kecamatan Kendit, Kabupaten
Situbondo cukup sesuai (S;) untuk jenis sengon laut (Paraserianthes
falcataria), jati (Tectona grandis) dan mahoni (Swietenia macrophylla)
sedangkan untuk kacang kormuk (Lablab purpreus), jagung (Zea mays)
dan kacang tanah (Arachis hypogon) termasuk potensial cukup sesuai (S;)
yang hanya direkomendasikan pada kemiringan lereng 3%-8%. Butarbutar
(2016) menyebutkan sebaiknya percepatan pembangunan HTR dengan
pola-pola agroforestri dapat dilakukan dengan membentuk kelompok kerja
teknis khusus untuk penentuan dan pencampuran jenis, pembiayan dan
pendampingan sampai panen dan rencana pengembangan lanjutan
(setelah daur I, II dan seterusnya). Purwanto (2017) menyebutkan bahwa
pola Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), Hutan Kemitraan
(HK), Hutan Adat (HA) dan program non-pemerintah (Hutan Rakyat) perlu
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didukung pendanaannya melalui Badan Pelayanan Umum seperti yang
sudah dilakukan untuk pembangunan HTR

Tabel 2. Rangkaian kegiatan quick win pengembangan hutan tanaman
rakyat dalam kawasan hutan dengan model agroforestri
berbasis kesesuaian lahan, hidronomik zone dan berbasisi
adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

Bulan
517 |8 |9 |10 |11 |12

Nomor Kegiatan Target

—
N
w
N

1 Persiapan
Koordinasi dengan
Es I terkait
Kordinasi dengan
Pemda
Penentuan lokasi
4 dan kelompok X
masyarakat
Identifikasi
kesesuaian lahan
dan hidronomic
zone

6  |Pendanaan X | X | X | X | X |[X |[X |[X |[X |X |X
Pelatihan paket
agroforestri
berbasis
kesesuaian lahan
dan hidronomic
zone*
Pendampingan
8 (penanaman dan X | X [ X |[X [X |X
pemeliharaan)*
Pemanenan
9 tanaman X
holtikultura
10 Evaluasi* X

Keterangan: * = Kerjasama Peneliti dengan Penyuluh dan Widyaswarausluh dan
Pusdiklat

Kegiatan program percepatan Quick Win pengembangan hutan
tanaman rakyat dalam kawasan hutan dengan model agroforestri
dilaksanakan melalui manajemen kolaborasi. Rangkaian kegiatan detail
dari Quick Win dapat dilihat pada Tabel 2. Tahap selanjutnya adalah
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membangun komitmen dan partisipasi, mengubah pola pikir, memastikan
kelangsungan berjalannya sistim dan terjadinya perubahan. Adapun
rencana kegiatan untuk tahun-tahun berikutnya adalah: 1) membangun
komitmen dan partisipasi pada seluruh pihak yang terlibat (komunikasi
perubahan,  menanamkan pemahaman, mendorong komitmen,
menggerakkan partisipasi); 2) mengubah pola pikir para pihak yang
dilibatkan dalam mengembangkan agroforestri (menciptakan sistim yang
merobah pola pikir, merubah budaya dan merubah nilai-nilai organisasi;
dan 3) memastikan berjalannya sistem baru dan terjadinya perubahan
dalam pengelolaan agroforestri (Penguatan unit organisasi, deregulasi-
regulasi, penguatan pengawasan dan Perbaikan sarana dan prasarana).

Tahapan selanjutnya adalah membangun komitmen dan
partisipasi, mengubah pola pikir, memastikan kelangsungan berjalannya
sistim dan terjadinya perubahan. Adapun rencana kegiatan untuk tahun-
tahun berikutnya adalah: 1) Membangun komitmen dan partisipasi
(komunikasi perubahan, menanamkan pemahaman, mendorong komitmen,
menggerakkan partisipasi); 2) Pengubahan Pola Pikir (menciptakan sistim
yang merubah pola pikir, merubah budaya dan merubah nilai-nilai
organisasi dan 3) Memastikan berjalannya sistem baru dan terjadinya
perubahan (Penguatan unit organisasi, deregulasi-regulasi, penguatan
pengawasan dan Perbaikan sarana dan prasarana)

PENUTUP

Pengembangan agroforestri yang pada intinya mengembangkan
sistem tanaman campuran antara tanaman kehutanan dan tanaman
pertanian dapat memitigasi perubahan iklim. Pengembangan agroforestri
juga dapat berperan sebagai salah satu upaya adapatasi terhadap
perubahan iklim yang cenderung menimbulkan suhu udara yang semakin
panas. Dalam rangka mengoptimalkan pengembangan agroforestri maka
model agroferestri yang dikembangkan perlu mempertimbangkan
kesesuaian lahan untuk berbagai jenis tanaman kehutanan dan tanaman
pertanian serta mempertimbangkan pula zona pengelolaan air dalam
wilayah Daerah Aliran Sungai.

Selama ini, sistem pengelolaan sumber daya air masih bersifat
parsial dimana pengelolaan air di daerah hulu, tengah dan hilir pada
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wilayah Daerah Aliran Sungai menjadi tanggung jawab Kementerian yang
berbeda. Sistem pengelolaan seperti ini kurang efisien bagi upaya
pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan karena masing-masing
Kementerian memiliki kepentingan yang berbeda dalam mengelola sumber
daya air yang tersedia. Oleh karena itu diperlukan sistem pengelolaan air
secara terpadu yang melibatkan seluruh Kementerian yang berwenang
untuk mencapai pengelolaan sumber daya air yang efisien dan
berkelanjutan. Begitu pula pengembangan agroforestri sebagai upaya
antisipasi terhadap perubahan iklim perlu dilaksanakan secara terpadu dan
hal ini dapat ditempuh dengan menerapkan pola manjemen kolaborasi
diantara seluruh pihak yang terlibat. Upaya-upaya penguatan agroforestri
tradisionil menjadi agroforestri lestari yang berbasis kesesuaian lahan,
hidronomiz zone yang dapat memitigasi dan adaptasi perubahan iklim perlu
diawali dengan "quick program' dengan penyempurnaan secara
berkesinambungan.
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INOVASI POLA TANAM RELAY-INTERCROPPING JAGUNG-
UBIKAYU DI LAMPUNG MENGANTISIPASI DAMPAK KEKERINGAN

A. Arivin Rivaie, Kiswanto dan Effendi Pasandaran

PENDAHULUAN

Peningkatan rata-rata suhu udara secara global (global warming)
yang menyebabkan perubahan iklim (climate change) dunia akhir-akhir ini,
ternyata juga diikuti oleh banyak laporan dari berbagai lokasi di wilayah
lahan kering yang menunjukkan terjadinya penurunan produksi yang cukup
tajam (17 sampai 40%),bahkan terjadi kelangkaan pangan pada musim-
musim kering yang parah (Greenbio, 2011). Dampak yang besar dan luas
akibat perubahan iklim pada berbagai sektor, termasuk sektor pertanian ini
dapat terlihat jelas pada gejala adanya peningkatan suhu udara,
perubahan pola hujan, peningkatan muka air laut, dan kejadian EI-Nino
(ekstrem kering) dan La Nina (banjir) (Badan Litbang, 2011; IPCC, 2012).
Dalam kaitan ini, maka jelas harus diambil langkah-langkah antisipasi,
mitigasi, dan adaptasi terhadap perubahan tersebut karena jika tidak maka
peranan sektor pertanian dalam kerangka pembangunan nasional kita akan
menghadapi gangguan yang bersifat mendasar (Badan Litbang, 2011).

Apalagi dengan pertambahan jumlah penduduk cukup tinggi
sedangkan lahan untuk memenuhi kebutuhan pangan sangat terbatas, hal
ini merupakan tambahan masalah tersendiri bagi upaya pemantapan
ketahanan pangan nasional. Di Pulau Jawa sudah tidak tersedia lagi
cadangan lahan bagi pengembangan areal pertanian. Sementara areal
bukaan baru hanya memungkinkan diperoleh diluar Jawa, yang umumnya
masih berupa hutan atau bentuk penggunaan lainnya tanpa fasilitas
infrastuktur irigasi. Sebagian lahan hutan telah ditempati oleh areal-areal
perkebunan kelapa sawit, karet, dan penggunaan non pertanian lainnya
yang terus bertambah dari tahun ke tahun. Tidak terkecuali lahan pangan
di daerah-daerah yang dikenal cukup produktif pun kini telah berubah
fungsi menjadi lahan perkebunan. Perubahan fungsi ini sudah barang tentu
merupakan salah satu ancaman serius bagi keberlanjutan ketahanan
pangan. Sebagai gambaran hal ini, tercatat selama periode 1999-2003 alih
fungsi lahan sawah telah mencapai 424.000 ha, dengan laju perubahan
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sebesar 106.000 ha per tahun (Mulyani et a/. 2011; Sukarman dan Suharta,
2010).

Kepemilikan lahan yang sempit merupakan salah satu ciri petani
kita, dimana ada sekitar 9,55 juta petani yang hanya memiliki lahan < 0,5
ha dan jumlah tersebut dari tahun ke tahun terus meningkat sejalan
dengan meningkatnya fragmentasi lahan dan makin tingginya insentif
untuk usaha pada sektor non-pertanian. Dampak perubahan iklim secara
jelas akan terus menekan sektor pertanian. Dalam hal ini yang paling
menderita tentu adalah petani kita yang sebagian besar adalah petani
kecil. Kejadian global berupa fenomena variabilitas dan perubahan iklim
dapat dipastikan akan berpengaruh terhadap target pencapaian keempat
target utama pembangunan pertanian, yang diyakini juga akan berdampak
luas terhadap aktivitas manusia dan kelangsungan berbagai sektor
pembangunan. Karena subsektor tanaman pangan merupakan subsektor
yang paling rentan dengan adanya dampak perubahan iklim, maka dapat
dipastikan bahwa tanpa adanya antisipasi atau intervensi, maka target
swasembada dan swasembada berkelanjutan yang telah dicanangkan
dapat terancam keberhasilannya (Badan Litbang, 2011).

Mengingat pentingnya posisi sektor pertanian sebagai salah satu
penyumbang pemanasan global, maka Indonesia telah menyusun berbagai
rencana aksi antisipasi dan adaptasi perubahan iklim, yaitu: (1) Pemetaan
daerah rentan perubahan iklim (terutama rawan bencana banijir,
kekeringan, penciutan dan degradasi lahan, dan lain-lain), serta delineasi
wilayah/lahan berdasarkan tingkat dampaknya, (2) Penyusunan panduan,
seperti atlas kalender tanam terpadu, peta wilayah prioritas penanganan
bencana banjir dan kekeringan, pengembangan sistem informasi iklim dan
bencana, sistem peringatan dini banjir, kekeringan, dan OPT, (3) Perbaikan
dan pengembangan jaringan irigasi dan drainase, normalisasi dan
peningkatan kapasitas waduk/bangunan penyimpan air, reklamasi,
rehabilitasi, dan konservasi sumber daya lahan terlantar, terdegradasi,
kritis, konservasi DAS (Daerah Aliran Sungai) kritis hulu utama di Jawa,
Sulawesi dan Sumatera, antara lain melalui penggembangan tanaman
pohon (perkebunan/buah), (4) Perakitan teknologi adaptif, seperti varietas
unggul, (toleran genangan, kekeringan, salinitas, umur genjah, tahan
OPT), pupuk organik/hayati, amelioran/pembenah tanah, teknologi
pengelolaan lahan/tanah, pemupukan dan air, serta berbagai teknologi
rendah emisi dan ramah lingkungan, dan (5) Sosialisasi dan
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pengembangan teknologi dan model untuk adaptasi perubahan iklim
seperti System Rice Intensification (SRI) dan Pengelolaan Tanaman
Terpadu (PTT), Sistem Integrasi Tanaman Ternak (SITT), dan teknologi
hemat air dan Asuransi Pertanian (Badan Litbang, 2011). Sedangkan
strategi teknis untuk penanggulangan dampak perubahan iklim pada sektor
pertanian meliputi: (1) optimalisasi pengelolaan sumber daya lahan dan
air; (2) penyesuaian pola tanam/pengelolaan, terutama tanaman pangan
dan diversifikasi pertanian; (3) perakitan dan penyiapan teknologi adaptif
serta berbagai pedoman; dan (4) penerapan teknologi adaptif dan ramah
lingkungan (Badan Litbang, 2011).

Berbagai praktek pertanian kita dapat temukan di lapang, yang
dilakukan para petani dalam rangka adaptasi terhadap perubahan iklim,
antara lain yaitu pemilihan jenis tanaman yang diusahakan, sistem atau
pola tanam yang digunakan atau penentuan waktu semai atau tanam.
Multiple cropping adalah cara bertanam yang sudah lama diterapkan oleh
petani di berbagai belahan dunia, terutama pada daerah-daerah yang
kepemilikan lahannya sempit, ditujukan untuk menggunakan lahan secara
efektif dan efisien dengan menanam lebih dari satu jenis tanaman dalam
satu musim tanam pada lahan yang sama. Teknologi bertanam demikian
makin terasa manfaatnya sejalan dengan makin terbatasnya ketersediaan
lahan-lahan pertanian (Gliessman, 1980). Pola tanam tumpangsari
(/ntercroping) adalah salah satu bentuk dari multiple cropping yang
ditujukan untuk meningkatkan pendapatan dan mengurangi risiko
kegagalan panen akibat gangguan lingkungan. Oleh karenanya, pada pola
tanam ini pemilihan jenis-jenis tanaman juga harus mempertimbangkan
pemilihan jenis species dan kepadatan sehingga terjadinya kompetisi
antar/intra tanaman terhadap faktor-faktor input dan lingkungan akan
seminimal mungkin (Gliessman, 1980; Carr et al 2004; Agegnehu et al.
2006; Dhima et al. 2007).

Sudah cukup banyak informasi hasil kajian tentang tumpangsari
atau tumpang gilir ubikayu dengan legum atau tanaman lainnya (Dapaah
et al. 2003; Adeniyan et al 2011), yang umumnya ditujukan sebagai
upaya langkah efisiensi penggunaan lahan, dalam rangka intensifikasi.
Kajian-kajian tersebut ada juga yang secara khusus ditujukan untuk
mengetahui sejauh mana tingkat kompetisi hara dan cahaya matahari
(Suwarto et al 2005; Xu qu et al 2011) atau pengaruh pola tanam
tersebut terhadap perubahan fisika tanah, seperti kemantapan agregat
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dan berat volume serta erosi tanah (Iijima et al 2004; Daellenbach et al.
2005). Akan tetapi, tampaknya masih terbatas informasi tentang bentuk-
bentuk multiple cropping yang dipraktekkan oleh petani di suatu wilayah
tertentu, sebagai upaya adaptasi pola tanam dalam rangka menghadapi
dampak perubahan iklim, khususnya perubahan pola curah hujan. Dalam
kaitan ini, tulisan ini bertujuan untuk menyajikan laporan dari lapang
bagaimana petani ubikayu di Tegineneng, Lampung Tengah berinovasi
dengan mempraktekkan pola tanam relay intercropping jagung-ubi kayu,
dalam rangka mensiasati berkurangnya curah hujan dan waktu hujan di
daerah tersebut akhir-akhir ini.

PERUBAHAN IKLIM DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERTANIAN

Perubahan iklim adalah kondisi di mana beberapa unsur iklim yang
magnitude dan/atau intensitasnya cenderung berubah atau menyimpang
dari dinamika dan kondisi rata-rata, menuju ke arah (trend) tertentu
(meningkat atau menurun). Faktor antropogenik, terutama industrialisasi,
yang telah berkembang begitu cepat, dilaporkan telah mendorong
peningkatan emisi dan konsentrasi GRK di atmosfer. Emisi GRK yang
meningkat secara signifikan sejak lebih dari 50 tahun yang lalu, antara lain
terdiri atas karbondioksida (CO,), dinitro oksida (N,O), metana (CH,), yang
berhubungan erat dengan perubahan sistem penggunaan lahan pertanian
(Selvaraju, 2012; Badan Litbang, 2011).

Subsektor tanaman pangan sebagai bagian dari sektor pertanian
sangat rentan terhadap perubahan iklim, karena merupakan tanaman
semusim yang berakar dangkal, sehingga sensitif terhadap berbagai
cekaman air dan temperatur. Secara teknis, kerentanan tersebut
bergantung pada sistem pengelolaan lahan dan sifat tanah, pola tanam,
jenis, dan varietas tanaman. Di negara kita ada dua faktor utama yang
perlu mendapat perhatian terkait dengan perubahan iklim, karena
berdampak terhadap sektor pertanian, yaitu: (1) posisi geografis Indonesia
dan karakteristik biofisik lahan pertanian, dan (2) unsur iklim (perubahan
pola hujan ekstrim, peningkatan suhu udara, dan muka air laut) (Selvaraju
et al. 2011; Badan Litbang, 2011).

Terjadinya pemanasan global tidak hanya meningkatkan suhu
udara, tetapi juga menjadi penyebab: (a) peningkatan frekuensi kejadian

308 Memperkuat Kemampuan Wilayah Menghadapi Perubahan Iklim



iklim ekstrim atau anomali iklim seperti ElI-Nino dan La-Nina, serta
penurunan atau peningkatan suhu secara ekstrim; (b) perubahan dan
ketidakmenentuan (uncertanty) curah hujan dan musim; (c) peningkatan
permukaan air laut dan robb (Knutson et a/ 2010; Badan Litbang, 2011;
IPCC, 2012). Terjadinya perubahan iklim dalam bentuk pergesaran pola
hujan sudah tercatat sejak beberapa dekade terakhir di beberapa wilayah
di Indonesia, di mana awal musim hujan yang mundur di beberapa lokasi,
dan maju di lokasi lain (Ibrahim, 2003). Di bagian utara Sumatera dan
Kalimantan, intensitas curah hujan cenderung menurun, tetapi dengan
periode yang panjang. Sebaliknya, di Jawa dan Bali intensitas curah hujan
lebih tinggi dengan periode lebih pendek (Naylor et a/ 2007). Selain itu,
banyak wilayah yang jumlah curah hujannya menurun. Hal ini misalnya
terjadi di Tasikmalaya, Jawa Barat, pada periode 1879-2006 telah
menurunkan potensi musim tanam padi (Runtunuwu dan Syahbuddin,
2007). Hal yang sama juga terjadi di wilayah Utara dan Selatan Pulau
Sumatera, Kalimantan Barat, Jawa Timur, NTT, NTB, dan Sulawesi
Tenggara (Karl et a/ 2008; Badan Litbang, 2011).

Perubahan iklim telah pula dicatat mengakibatkan peningkatan
curah hujan musiman pada bulan Desember, Januari, Februari (DJF) di
sebagian besar wilayah Jawa, Indonesia bagian Timur dan Sulawesi, dan
penurunan curah hujan musiman pada bulan Juni, Juli, Agustus di sebagian
besar wilayah Jawa, Papua, Sumatera bagian Barat, dan Kalimantan bagian
Timur Selatan. Terjadinya pemanasan global cenderung meningkatkan
frekuensi El-Nino dan menguatkan fenomena La-Nina. Selain itu, juga
terjadi peningkatan siklus ENSO (ElI Nino Southern Oscillation) dari 3-7
tahun sekali menjadi 2-5 tahun sekali (Timmerman et a/ 1999; Ratag,
2001; Hansen et al.; 2006; 2007; Battisti and Naylor et al. 2009).

Kaitan Sektor Pertanian dengan Perubahan Iklim

Sektor pertanian dianggap sebagai salah satu penyebab perubahan
iklim, vyaitu: (a) sebagai salah satu driver utama deforestasi dan
pembukaan lahan gambut, terutama perluasan perkebunan sawit, program
pengembangan lahan gambut sejuta hektar; (b) degradasi lahan akibat
penelantaran dan pembiaran atau pemanfaatan lahan konsesi yang tidak
optimal; (c) kebakaran lahan gambut dan pembukaan lahan; dan (d) lahan
sawah dan peternakan sebagai sumber gas rumah kaca (methana, CO,,
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N,O, dll). Kontribusi sektor pertanian terhadap emisi GRK nasional sekitar
6%.Pertanian adalah penyedia pangan dan pemantapan ketahanan
pangan, bioenergi, dan penyedia lapangan kerja bagi sekitar 40%
angkatan kerja di Indonesia. Akan tetapi, pertanian juga berperan sebagai
penyerap dan mitigator gas rumah kaca, yaitu sebagai sink, sekuestrasi
(sequestration) karbon, pereduksi suhu, dan multifungsi pertanian lainnya,
serta memberikan kesegaran dan keindahan di pedesaan (rural amenity)
dan menjaga tata air daerah aliran sungai (Yoshida, 2001; OECD, 2001;
Agus et al 2006 SNC, 2010; Badan Litbang, 2011). Akan tetapi sektor
pertanian, terutama subsektor tanaman pangan sangat rentan dan
menderita akibat dampak perubahan iklim (Karl et al. 2008; Masutomi et
al. 2009; Li and Wassmann, 2011).

Dampak Perubahan Iklim terhadap Sektor Pertanian

Perubahan iklim memberikan dampak yang dapat merugikan atau
menguntungkan, baik secara fisik maupun sosial dan ekonomi.
Pengelompokan dari dampak yang terjadi akibat perubahan iklim dapat
dipilah berdasarkan runtutan, proses, dan sifatnya. Berdasarkan runtutan,
perubahan pada salah satu sumber daya alam akan berpengaruh terhadap
infrastruktur yang selanjutnya hal ini akan mempengaruhi sistem produksi.
Pengaruh ini pada gilirannya berpengaruh terhadap ketahanan pangan,
sosial-ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan prosesnya,
dampak perubahan iklim dapat dibedakan menjadi langsung, tidak
langsung, dan konteks yang lebih luas. Sedangkan berdasarkan sifatnya,
dampak perubahan iklim dapat dipilah menjadi kontinu, diskontinu, dan
permanen (Badan Litbang, 2011).

Dampak Langsung dan Tidak Langsung

Berdasarkan prosesnya dampak perubahan iklim secara langsung
terjadi terhadap sumber daya pertanian, yaitu terjadinya degradasi dan
penciutan sumber daya lahan, dinamika dan anomali ketersediaan air, dan
kerusakan sumber daya genetik/biodiversity. Dalam hal ini, maka sistem
produksi pangan juga akan terkena dampak langsung perubahan iklim,
yang akan menurunkan produktivitas yang dapat mengganggu sistem
ketahanan pangan dan menyebabkan kemiskinan (Karl et a/ 2008; Badan
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Litbang, 2011). Untuk dampak tidak langsung sebagian besar disebabkan
oleh adanya dampak komitmen atau kewajiban melaksanakan mitigasi,
seperti tertuang dalam RAN-GRK, Perpres No. 61 tahun 2011, yang
berpengaruh  terhadap produktivitas/produksi, ketahanan pangan,
pengembangan bioenergi, dan sosial-ekonomi. Dalam konteks yang lebih
luas, perubahan iklim terkait dengan kebijakan nasional maupun
internasional, harga pangan, dan sebagainya (Badan Litbang, 2011).

Adapun berdasarkan sifatnya, dampak perubahan iklim global
terhadap sektor pertanian dapat kita kelompokkan menjadi: a) dampak
yang bersifat kontinu, berupa kenaikan suhu udara, perubahan hujan, dan
kenaikan salinitas air tanah untuk wilayah pertanian dekat pantai yang
akan menurunkan produktivitas tanaman dan perubahan panjang musim
yang mengubah pola tanam dan indeks penanaman; b) dampak yang
bersifat diskontinu seperti meningkatnya gagal panen akibat meningkatnya
frekuensi dan intensitas kejadian iklim ekstrim (banjir, kekeringan, angin
kencang) dan meningkatnya gagal panen akibat munculnya serangan atau
ledakan hama penyakit baru tanaman; dan c) dampak yang bersifat
permanen berupa berkurangnya luas kawasan pertanian di kawasan pantai
akibat kenaikan muka air laut (Rosenzweig et a/. 2001; Hall-Spencer et al.
2008; Boer, 2011; IPCC, 2012).

Dampak Kontinu dan Diskontinu

Berbagai variabel telah meningkat secara perlahan dan kontinu,
seperti suhu udara, perubahan curah hujan, dan salinitas air tanah di
wilayah pertanian sebagai akibat pemanasan global. Peningkatan variabel
terdampak tersebut menyebabkan penurunan produktivitas tanaman dan
perubahan panjang musim yang berakibat pada penurunan indeks
pertanaman (Badan Litbang, 2011).

a. Peningkatan Suhu Udara

Selama periode 1880-2000, tercatat suhu udara di Jakarta rata-rata
meningkat 1,4°C pada bulan Juli dan 1,04°C pada bulan Januari (Boer,
2007). Peningkatan suhu menyebabkan terjadinya peningkatan transpirasi
yang selanjutnya menurunkan produktivitas tanaman pangan (Las, 2007),
meningkatkan konsumsi air, mempercepat pematangan buah/biji,
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menurunkan mutu hasil, dan berkembangnya berbagai hama penyakit
tanaman. Penurunan hasil pertanian dapat mencapai lebih dari 20%
apabila suhu naik melebihi 4°C (Rosenzweig et al 2001; Tschirley, 2007).
Selanjutnya hasil suatu penelitian menunjukkan bahwa setiap kenaikan
suhu minimum 1°C akan menurunkan hasil tanaman padi sebesar 10%
(Peng et al. 2004). Telah dilaporkan pula terjadinya penurunan produksi
pangan akibat peningkatan suhu udara di berbagai daerah, terutama di
dataran rendahnya, seperti Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Barat, dan
wilayah lainnya. Diperkirakan bila tidak ada langkah-langkah antisipatif
yang mengarah kepada upaya adaptasi terhadap kenaikan temperatur
udara, maka hingga tahun 2050 penurunan produksi jagung akan
mencapai 10,5-19,9% (Handoko et a/. 2008).

b. Perubahan Pola Hujan

Pencatatan data curah hujan di berbagai wilayah di Indonesia
menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan hujan musiman Desember,
Januari, Februari (DJF) yang nyata untuk sebagian besar wilayah Jawa,
Bagian Timur Indonesia, dan Sulawesi. Sedangkan untuk sebagian besar
wilayah Jawa, Papua, Bagian Barat Sumatera, dan Bagian Timur
Kalimantan Selatan telah terjadi penurunan hujan musiman Juni, Juli,
Agustus (JJA) yang nyata. Perubahan iklim yang menyebabkan musim
hujan yang makin pendek dan curah hujan yang makin meningkat di
Bagian Selatan Jawa dan Bali tersebut telah mengakibatkan perubahan
awal dan durasi musim hujan. Dampak vyang terjadi tersebut
mengakibatkan terhambatnya program-program peningkatan indeks
penanaman (IP) oleh petani, bila tidak disertai oleh upaya-upaya
pengembangan varietas berumur genjah, rehabilitasi dan pengembangan
jaringan irigasi. Penurunan produksi padi telah dilaporkan terjadi di Jawa
Barat dan Jawa Tengah sebesar 6,5% dan di Bali sebesar 11% sebagai
akibat keterlambatan datangnya awal musim hujan selama 30 hari. Kondisi
yang sebaliknya terjadi di Bagian Utara Sumatera dan Kalimantan, dimana
terdapat kecenderunan perpanjangan musim hujan dengan intensitas yang
lebih rendah. Kondisi perubahan iklim tersebut mengakibatkan
pemanjangan musim tanam dan peningkatan IP. Pola curah hujan yang
berubah baik dari segi waktu dan intensitas di berbagai wilayah di
Indonesia tersebut telah tercatat mengakibatkan penurunan jumlah dan
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debit air dari waduk-waduk yang ada, khususnya yang ada di Pulau Jawa.
Hal ini dibuktikan dari catatan yang menunjukkan bahwa selama 10 tahun
rata-rata volume aliran air dari DAS Citarum yang masuk ke waduk
Jatiluhur menurun dari 5,7 menjadi 4,9 miliar m® per tahun (Boer et al.
2009; Bappenas, 2010). Akibatnya jumlah luasan sawah di berbagai
wilayah di Pulau Jawa yang dapat diari oleh waduk Jatiluhur, Gajah
Mungkur maupun Kedung Ombo menjadi berkurang (Badan Litbang 2011).

c. Peningkatan Salinitas Air Tanah

Perubahan iklim juga telah mengakibatkan kenaikan muka air laut,
sehingga juga mengakibatkan peningkatan salinitas air tanah dan atau
salinitas tanah (Clermont-Dauphin et &/ 2010; Badan Litbang, 2011).
Akibat peningkatan salinitas di lahan-lahan sawah sekitar Pantura, banyak
petani yang mengalihfungsikan lahannya ke usaha ladang garam atau
perikanan tambak bahkan memberakan lahannya karena usahanya yang
sudah tidak menguntungkan lagi (Sembiring dan Gani, 2007). Suatu hasil
penelitian telah melaporkan bahwa terjadinya peningkatan salinitas tanah
sebesar 3,9 dS dan 6,5 dS/m akan menurunkan hasil padi masing-masing
sebanyak 25% dan 55% (Zeng and Shannon, 2000). Hasil penelitian
lainnya melaporkan terjadinya penurunan juga menunjukkan hasil padi
secara linear sebagai akibat dari peningkatan salinitas tanah di atas 2,0
dS/m dengan laju penurunan sebesar 10% untuk setiap kenaikan salinitas
sebesar 1 dS/m (Grattan et a/ 2002). Banyak lokasi di Pantura seperti di
Kecamatan Indramayu, Sindang, Cantigi, dan Losarang, Jawa Barat saat ini
yang memiliki salinitas pada puncak musim kemarau (bulan Juli) sudah
mencapai lebih dari 6 dS/m. Pengamatan pada bulan Oktober dan
November menunjukkan bahwa walaupun salinitas sudah mengalami
penurunan menjadi sekitar 4 dan 5 dS/m, akan tetapi angka terrsebut
masih di atas ambang batas. Hal ini ditunjukkan oleh pengamatan yang
mencatat bahwa peningkatan salinitas lebih dari 4 dS/m akan
menghasilkan padi hanya sekitar 85% dari keadaan normal. Kondisi inilah
yang membuat petani di daerah tersebut mengalihfungsikan lahan
sawahnya menjadi ladang garam atau tambak.

Dampak diskontinu perubahan iklim akhir-akhir ini makin mudah
kita saksikan, yaitu dengan makin meningkatnya kejadian iklim ekstrim
berupa banjir dan kekeringan yang mengakibatkan kerusakan tanaman
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padi dalam areal yang luas. Pemanasan global cenderung meningkatkan
frekuensi EI-Nino dan La-Nina, karena terjadi peningkatan siklus ENSO (El
Nino Southern Oscillation) dari 3-7 tahun sekali menjadi 1-3 tahun sekali.
Catatan menunjukkan bahwa pada tahun El Nifio, luas tanaman padi yang
terkena kekeringan berkisar antara 300-850 ribu ha. Sedangkan pada
tahun La Nina, luas tanaman padi yang terkena banjir berkisar antara 200-
350 ribu ha. Dampak kekeringan umumnya mengakibatkan kerusakan
tanaman padi yang lebih parah, karena daerah yang terdampak biasanya
lebih luas dan jangka waktu kekeringan yang lebih lama. Sedangkan
dampak terjadinya banjir mempunyai karakterisik kejadian yang lebih lokal
dan waktu kejadian yang lebih pendek (Badan Litbang, 2011). Sebagai
gambaran, pada tahun El Nino periode 1989-2006, di berbagai kabupaten
di Pantai Utara Jawa Barat, terutama Kabupaten Indramayu, sebagian
Pantai Utara Nanggroe Aceh Darusalam, Lampung, Kalimantan Timur,
Sulawesi Barat, Kalimantan Selatan, dan Lombok, catatan menunjukkan
bahwa semua wilayah yang terkena kekeringan memiliki areal terdampak
yang lebih dari 2.000 ha. Secara umum dari berbagai kejadian iklim
ekstrim, dapat dicatat berbagai dampak kejadian, yaitu: (a) kegagalan
panen dan tanaman, penurunan IP yang berujung pada penurunan
produktivitas dan produksi; (b) kerusakan sumber daya lahan pertanian;
(c) peningkatan frekuensi, luas, dan intensitas kekeringan; (d) peningkatan
kelembaban; dan (e) peningkatan intensitas gangguan OPT (Las et al.
2008; Ministry of Environment, 2009).

Tidak hanya tanaman pangan yang terkena dampak kekeringan
sehingga menurun produktivitasnya, akan tetapi produktivitas dan kualitas
tanaman perkebunan seperti kelapa sawit, karet, kakao, tebu, dan kopi
juga menurun akibat dampak kekeringan. Pada tanaman kelapa sawit,
akibat kekeringan dengan defisit air 200-300 mm/tahun, maka produksi
tandan buah segar (TBS) akan menurun sebesar 21-32%. Apabila
kekeringan terus berlanjut sehingga defisit air lebih dari 500 mm/tahun,
maka penurunan produksi TBS dapat mencapai 60%. Tidak hanya
menyebakan penurunan produktvitas secara nyata, kekeringan juga dapat
menimbulkan kebakaran lahan yang dapat memusnahkan sebagian
tegakan kelapa sawit dan akhirnya mengakibatkan penurunan produksi di
wilayah tersebut (Badan Litbang, 2011).

Selanjutnya akibat kejadian ekstrim berupa banjir yang terjadi
dengan intensitas kejadian yang meningkat, maka pertanaman padi dapat
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mengalami penurunan produktivitas akibat serangan hama keong emas
(Wiyono, 2009). Selanjutnya pada lahan-lahan sawah yang terkena banjir
pada musim sebelumnya, berpeluang lebih besar mengalami ledakan hama
wereng coklat, seperti halnya yang terjadi setelah terjadinya La-Nina 1998
dan 2005 (Badan Litbang, 2011; Direktorat Perlindungan Tanaman, 2011).

Dampak Permanen

Perubahan iklim akibat pemanasan global yang menyebabkan
naiknya muka air laut yang akan berdampak pada menyusutnya luas
daratan dan meningkatnya masalah salinitas air dengan masuknya air laut
ke daratan. Di beberapa wilayah di Indonesia, garis pantai sudah semakin
masuk ke daratan. Pengamatan di beberapa wilayah Indonesia yang
memiliki garis pantai menunjukkan bahwa tinggi muka air lautnya
mengalami peningkatan dengan laju 0,1-0,8 cm per tahun (Hall-Spencer et
al. 2008; ADB, 2009). Pengukuran menggunakan altimeter menunjukkan
bahwa selama periode 1993-2008 tercatat laju kenaikan muka air laut
berkisar antara 0,2-0,6 cm per tahun. Berdasarkan laju kenaikan tersebut,
maka diperkirakan dalam waktu 100 tahun ke depan kenaikan muka air
laut bisa dapat mencapai 60-80 cm (Sofian, 2010) dan pada tahun 2100
kenaikan muka air laut berkisar antara 18-59 cm (IPCC, 2007). Kenaikan
muka air laut secara permanen tersebut akan mengakibatkan luas daratan
di kawasan pantai yang akan tergenang secara permanen pun akan
semakin meluas. Sehingga akan berakibat makin menyusutnya lahan-lahan
sawah yang produktif, kerusakan infrastruktur pertanian, dan peningkatan
salinitas tanah dan air yang dapat mengganggu pertumbuhan dan produksi
tanaman (Las, 2007). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Foerster et al.
(2011) melaporkan bahwa untuk kenaikan muka air laut setinggi 1 m,
diperkirakan akan menenggelamkan wilayah pertanianpantai secara
permanen seluas 56 ribu ha. Sedangkan untuk kenaikan muka air laut
setinggi 2 m akan menenggelamkan areal petanian pantai seluas 110 ribu
ha. Terbesar areal yang terdampak dialami oleh Jawa Barat (30%). Daerah
lainnya yang juga akan terkena dampak kenaikan muka air laut tersebut
adalah di Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Kalimantan Barat,
Lampung, Banten dan Sulawesi Selatan. Hasil penelitian mereka juga
menunjukkan bahwa wilayah pertanian yang paling besar terkena dampak
kenaikan muka air laut adalah yang berada di Jawa, sekitar 55% dari total
luas wilayah yang tenggelam. Selanjutnya Handoko et a/. (2008) hasil
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penelitiannya melaporkan bahwa potensi kehilangan luas lahan sawah
akibat kenaikan tinggi muka air laut berkisar antara 113.000-146.000 ha,
lahan kering tanaman pangan 16.600-32.000 ha, dan lahan kering
perkebunan 7.000-9.000 ha. Menjelang tahun 2050, tanpa upaya adaptasi
perubahan iklim secara nasional diperkirakan produksi padi akan menurun
20,3-27,1%; jagung 13,6%; kedelai 12,4%; dan tebu 7,6% dibandingkan
dengan tahun 2006.

Berdasarkan kebijakan pemerintah, sektor pertanian di Indonesia
saat ini diberi peran yang makin besar dalam upaya-upaya mitigasi dan
adaptasi terhadap perubahan iklim. Upaya mitigasi emisi GRK lebih
diarahkan terutama pada subsektor perkebunan dan subsektor pertanian di
lahan gambut. Sedangkan upaya adaptasi diarahkan untuk meningkatkan
selang toleransi (coping range) sektor pertanian terhadap dampak
perubahan iklim. Sejalan dengan visi dan misi pembangunan pertanian
dan dengan mempertimbangkan kondisi objektif di lapangan, maka
penanggulangan dampak perubahan iklim pada sektor pertanian
difokuskan pada: (a) Program antisipasi perubahan iklim dengan
meningkatkan kemampuan (capacity building) pemerintah dan masyarakat.
(b) Program aksi mitigasi pada sub-sektor perkebunan melalui
pengembangan teknologi ramah lingkungan dan penurunan emisi GRK. (c)
Program aksi adaptasi pada sub-sektor tanaman pangan dalam upaya
melestarikan dan memantapkan ketahanan pangan nasional (Badan
Litbang, 2011).

Tanaman pangan yang sebagian besar dari jenis serealia atau biji-
bijian adalah tanaman pangan paling rentan terhadap dampak perubahan
iklim, baik perubahan pola curah hujan ataupun temperatur udara selama
musim tanam (Battisti and Naylor, 2009; Badan Litbang, 2011; Selvaraju,
2012). Perubahan pola iklim tersebut mengharuskan kita untuk mencari
berbagai upaya adaptasi dampak perubahan iklim. Untuk tanaman pangan
di Indonesia, upaya-upaya tersebut mendapat prioritas utama.Tercapainya
target produksi pangan nasional adalah indikator keberhasilan aksi adaptasi
dimaksud. Dalam rangka meraih target produksi pangan nasional, periode
2012-2020 pemerintah menitik beratkan penelitian dan pengembangan
pertanian pada: (1) Analisis komprehensif tentang kerentanan dan dampak
perubahan iklim terhadap sektor pertanian, (2) Inventarisasi emisi GRK dan
penyerapan karbon sektor pertanian, (3) Pengembangan jaringan
informasi, sistem komunikasi dan advokasi iklim, modul, peta dan
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panduan/tools (kalender tanam, penanggulangan banjir, kekeringan dan
lain-lain), (4) Penelitian dan pengembangan varietas tanaman yang adaptif
terhadap perubahan iklim (kekeringan, kenaikan suhu udara, salinitas,
banjir/ genangan), (5) Penelitian dan pengembangan teknologi mitigasi
dan adaptasi dalam pengelolaan lahan, pupuk, air, tanaman dan ternak,
(6) Mengembangkan penelitian/kajian komprehensif tentang dampak
pemanfaatan lahan gambut, (7) Identifikasi dan pemetaan lahan gambut
potensial yang berisiko kecil, pengembangan teknologi adaptif/ramah
lingkungan, dan konservasi lahan gambut, (8) Penelitian dan
pengembangan kelembagaan untuk menunjang kemampuan mitigasi dan
adaptasi perubahan iklim, (9) Analisis kebijakan untuk adaptasi dan
mitigasi perubahan iklim, (10) Penelitian dan pengembangan dalam upaya
peningkatan kapasitas produksi pangan melalui perluasan dan
pengembangan areal pertanian baru berwawasan lingkungan dan berbasis
pengembangan wilayah yang berkonfigurasi spasial kepulauan, (11)
Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan untuk
mendukung MRV, (12) Peningkatan kemampuan penelitian dan
pengembangan pertanian (capacity building) dalam upaya peningkatan
kapasitas adaptif sektor pertanian terhadap perubahan iklim dan sinerginya
dengan kontribusi sektor pertanian dalam mitigasi perubahan iklim, dan
(13) Penelitian dan pengembangan sistem alih teknologi di tingkat petani,
melalui penataan kembali fokus dan prioritas penelitian dan sistem
diseminasi yang mampu menjawab permasalahan petani yang disertai
revitalisasi penyuluhan pertanian, pendampingan, pendidikan, dan
pelatihan bagi petani (Badan Litbang, 2011).

ADAPTASI PERTANIAN TERHADAP PERUBAHAN IKLIM

Hasil kajian melaporkan bahwa wilayah Asia Tenggara akan
terpengaruh sekali oleh dampak buruk perubahan iklim (IPPC, 2007). Hal
ini dapat terjadi karena di wilayah tersebut perekonomiannya sangat
tergantung pada sektor pertanian dan sumber daya alam merupakan
sumber pendapatan utama. Sehingga di wilayah ini perubahan iklim akan
terus menjadi faktor kritis yang mempengaruhi produktivitas. Selama kurun
waktu lima tahun terakhir terjadi peningkatan beberapa kejadian banjir dan
kekeringan dan angin siklone serta penurunan yang kontinu dari sumber
daya air, tanah dan lahan. Diperkirakan di wilayah-wilayah Indonesia,
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Filipina, Thailand dan Vietnam, pada tahun 2100 temperatur rata-rata
tahunannya akan meningkat sebesar 4,8°C dan pada periode yang sama
tinggi muka laut di dunia akan meningkat sebanyak 70 cm(ADB, 2009;
Redfern et al. 2012). Selanjutnya di wilayah Asia Tenggara sebagai akibat
perubahan iklim di abad ini, juga diprediksi akan terjadi penurunan
produksi beras sebanyak 3,8% akibat dari kelangkaan air, peningkatan
temperatur dan melimpahnya CO, (Murdiyarso, 2000). Tanpa upaya-upaya
adaptasi dan perbaikan teknik, maka diprediksi juga negara Indonesia,
Filipina, Thailand dan Vietham pada tahun 2100 akan terjadi penurunan
produksi padi sebesar 50%.

Berbagai inovasi teknologi dalam pengelolaan usahatani dalam
rangka upaya adaptasi terhadap dampak perubahan iklim telah banyak
dilaporkan, baik dari hasil kajian ilmiah oleh para ilmuwan maupun hasil
kearifan lokal daerah di belahan dunia. Beberapa contoh diuraikan berikut
ini. Dari Australia, Howden et al. (1999) telah melakukan penelitian untuk
menghitung dampak potensial dari perubahan iklim terhadap produksi
gandum dan mengungkap keuntungan penyemaian benih yang lebih awal
pada 9 (sembilan) area produksi gandum pada proyeksi tahun 2070
berdasarkan skenario perubahan iklim menurut CSIRO (1996) dengan CO,
atmosfer dibuat sebesar 700 ppm. Kajian tentang berbagai cara
pengelolaan, seperti cara aplikasi pupuk N, tingkat kematangan benih
berkaitan dengan risiko dampak perubahan iklim menunjukkan bahwa
aplikasi N meningkatkan hasil gandum untuk semua skenario dan bahwa
benih varietas yang berumur panjang dan berumur pendek umumnya hasil
yang lebih rendah daripada varietas standar (Luo et a/ 2005). Di
Switzerland, studi potensi dampak perubahan-perubahan iklim dan
variabilitas iklim terhadap hasil-hasil tanaman telah dilakukan dengan
mengevaluasi penggunaan benih kultivar berumur panjang dan penundaan
semai dalam rangka adaptasi terhadap dampak negatif perubahan iklim
(Torriani et al. 2007).

Menurut Redfern et al. (2012) beberapa pilihan dapat diambil dalam
upaya adaptasi terhadap pengaruh-pengaruh dari perubahan iklim, seperti
sebagai berikut:

a. Pemilihan waktu tanam yang sesuai: Waktu tanam dapat memiliki
pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman. Untuk itu
perlu dicoba dan dipilih waktu tanam yang tepat sesuai dengan variasi iklim
(FAO, 2004a).
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b. Gunakan varietas tradisional yang berketahanan tinggi dan pemuliaan
dari varietas baru dengan toleransi suhu yang lebih tinggi, tahan salinitas,
kekeringan dan banjir: Diperlukan infrastruktur yang sesuai di lokasi dan
diperlukan penelitian terhadap teknologi-teknologi produksi benih secara
hidropon untuk sistem produksi yang berlokasi di lahan kering dan tadah
hujan.

c. Pengelolaan hara spesifik lokasi: Pendekatan ini memungkinkan petani
padi menyesuaikan pengelolaan hara dengan kondisi yang spesifik dari
lahannya, dan menyediakan suatu kerangka kerja bagi praktek pengelolaan
hara yang terbaik untuk padi (FAO, 2011). Studi di Delta Mekong
menunjukkan bahwa dengan pengelolaan hara yang spesifik lokasi
meningkatkan hasil padi sekitar 0,5 t/ha (Hach dan Tan, 2007).

d. Perubahan praktek pengelolaan usahatani: Petani di Kamboja membagi
dua lahan sawahnya dengan pendekatan pengelolaan yang berbeda yang
ditujukan untuk mengatasi ketidakpastian curah hujan. Separuh lahan
sawahnya menggunakan teknik padi sawah konvensional (yang dapat
bertahan pada hujan yang lebat) dan separuh lahannya menggunakan
suatu teknik budidaya yang tahan kering, sedikit menggunakan air, yang
disebut system of rice intensification (SRI) (Resurreccion et al. 2008).

e. System of Rice Intensification (SRI): Sistem ini adalah suatu metodologi
agroekologi yang bertujuan pada peningkatan hasil padi yang ditanam di
sawah beririgasi dengan cara merubah pengelolaan tanaman, tanah, air
dan hara. Aplikasi SRI yang sukses menunjukkan bahwa petani dapat
meningkatkan hasil padinya 50-100% dengan menggunakan input yang
lebih rendah, khususnya air yang menurun kebutuhannya menjadi 25-50%
(Uphoff, 2007). Peningkatan dampak perubahan iklim, variabilitas curah
hujan dan persaingan terhadap air dan lahan, maka SRI menawarkan
suatu kesempatan baru bagi peningkatan nilai produksi per tetes air dan
pengurangan kebutuhan air untuk pertanian (The World Bank, 2008). SRI
menghasilkan tanaman padi dengan batang yang lebih kuat dan akar yang
lebih panjang, sehingga akan lebih tahan terhadap kekeringan, genangan,
badai dan taifun.

f. Rotasi tanaman: Rotasi untuk tanaman-tanaman yang memiliki fase
paling sensitif terhadap kekeringan dalam fase-fase yang berbeda pada
musim tanamnya, mungkin dapat menunjukkan adaptasi yang berarti
terhadap keterbatasan sumber daya air. Di Filipina, pada tahun-tahun

Memperkuat Kemampuan Wilayah Menghadapi Perubahan Iklim 319



belakangan ini, ikan atau bebek diusahakan secara terpadu dengan padi,
selain kacang-kacangan seperti kacang hijau, kacang tanah, dan kacang
kedelai setelah dua pertanaman padi (FAO, 2007a).

g. Pengelolaan hama terpadu: Agroekosistem padi yang tergenang telah
berkembang sejak lebih dari 5000 tahun atau lebih dari 50,0. Ketika
ekosistem tidak terganggu, insekta-insekta tersebut merupakan bagian dari
suatu jaring-jaring makanan yang kompleks yang mengubah matahari dan
bahan organik tanah menjadi energi yang mendukung banyak species
insekta dan laba-laba dalam setiap lahan sawah. Jaring-jaring makanan
tersebut mengisi fungsi ekosistem sebagai kontrol hama yang terjadi
secara alami yang terdapat dalam sistem-sistem tanaman setahun seperti
padi. Kemampuan mereka untuk menjaga sistem tersebut dalam keadaan
yang seimbang bervariasi tergantung perkembangbiakan predator atau
perpindahannya ke tempat lain untuk mencari makanan yang lebih banyak.
Menciptakan ekosistem lahan sawah yang lebih sehat berarti meningkatkan
fungsi ekosistem dengan cara melindungi peran musuh-musuh alami untuk
memangsa hama. Bila keseimbangan terganggu oleh penggunaan pestisida
yang tidak sesuai, hama bisa menang melawan musuh-musuh alami
menyebabkan ledakan hama (Allara et a/. 2012, Redfern 2012).

Praktek Petani Sebagai Adaptasi Terhadap Kekeringan

Risiko menunjukkan suatu kemungkinan yang bisa diprediksi dari
informasi sebelumnya, sedangkan ketidakpastian menggambarkan keadaan
dimana suatu kemungkinan yang tidak dapat diprediksi. Baik risiko maupun
ketidakpastian keduanya berperan dalam memilih praktek pengelolaan
yang sesuai oleh pengambil keputusan dalam suatu usahatani. Petani
sampai batas tertentu memahami risiko dan ketidakpastian iklim di
lokasinya dan mengoptimasi praktek pengelolaan berdasarkan pengalaman
yang bertahun-tahun (Selvaraju, 2012).

Dengan kondisi iklim yang lebih panas dan lebih kering, musim
tanam akan lebih singkat di masa mendatang. Akan tetapi pada waktu
yang bersamaan terdapat kesempatan untuk meningkatkan Ilaju
pertumbuhan tanaman karena suhu yang lebih tinggi dan peningkatan
konsentrasi CO,. Varietas-varietas gandum yang digunakan saat ini di
Australia memiliki vigor yang rendah dan tumbuh lambat selama masa awal
musim tanam (Botwright et a/ 2002). Perubahan-perubahan temperatur
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dan curah hujan juga bisa merubah kebutuhan pertumbuhan tanaman.
Sebagai contoh untuk menghindari kekeringan di akhir masa pertumbuhan,
berbunga lebih awal bisa merupakan suatu adaptasi terhadap iklim kering,
sedangkan iklim yang lebih panas mungkin akan membutuhkan tanaman
yang awal berbunga lebih lambat karena tanaman cenderung berbunga
jauh lebih awal pada cuaca yang lebih panas (Lawlor and Mithchell 2000,
Paper 4).

Pertanian sangat berkaitan dengan cuaca dan iklim, penentu utama
produksi pertanian, yang juga faktor dominan dalam keseluruhan produksi
pangan (Selvaraju et al 2011). Jumlah curah hujan dan distribusinya
adalah faktor kunci yang menentukan karateristik musim hujan, sistem
usahatani, produksi pertanian dan ternak. Intensitas tropikal siklon
(Knutson et al. 2010) dan frekuensi dari kejadian hujan lebat tampaknya
meningkat di banyak wilayah selama abad 21 ini (Bates et al 2008,
Silvaraju, 2012). Pada lahan tadah hujan, rata-rata penurunan hasil
berkisar dari 17 sampai 40% di tahun-tahun yang sangat kering,
mengakibatkan kehilangan hasil yang besar dan kelangkaan pangan yang
parah (Greenbio, 2011).

Uraian berikut berisi contoh adaptasi petani terhadap dampak
perubahan iklim yang ditemukan di Filipina. Padi adalah makanan pokok
bagi 89% rakyat Filipina dan merupakan sumber pendapatan dan lapangan
kerja bagi sekitar 12 juta petani dan anggota keluarga (FAO, 2007a) yang
umumnya adalah petani kecil dengan luas lahan rata-rata 1,7 ha (Estudillo
and Otsuka, 2006). Sejalan dengan makin meningkatnya kejadian-kejadian
anomali akibat dampak perubahan iklim, maka petani makin merasakan
sulitnya untuk mempertahankan tingkat hasil padi. Petani tidak lagi
tergantung pada curah hujan musiman untuk mengairi lahan sawahnya
dan oleh karena itu petani harus memompa air tanah ke atas lahan. Akan
tetapi, hal ini berdampak terhadap ekonomi petani dimana sekarang
mereka perlu membeli solar untuk menghidupkan pompa. Rata-rata untuk
memompa air ke sawah pompa digunakan selama 2 sampai 4 jam. Dalam
hal ini petani Filipina berarti mengadopsi strategi baru dalam rangka
mencoba mengatasi masalah. Mereka mengimplementasikan teknologi
pengairan dan pengeringan silih berganti yang dikembangkan oleh IRRI
yang menghemat air irigasi dan meningkatkan produktivitas. Teknologi ini
dapat mengurangi emisi CH, sebesar 50% bila dibandingkan dengan
produksi sawah yang digenangi terus menerus, yang berarti petani dapat
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meningkatkan pendapatan sambil mengurangi emisi gas rumah kaca
(IFPRI, 2009; Redfern et al 2012). Contoh lainnya adalah upaya yang
dilakukan oleh Lobell et al (2008) yang menganalisa risiko iklim bagi
beberapa jenis tanaman pada 12 daerah yang rawan untuk
mengidentifikasi prioritas-prioritas adaptasi berdasarkan model statistika
tanaman dan proyeksi-proyeksi iklim pada tahun 2030 dari model sirkulasi
umum. Hasilnya menunjukkan bahwa di Asia Selatan dan Afrika bagian
selatan tanpa cara-cara adaptasi yang secukupnya maka beberapa
tanaman pangan penting akan mengalami dampak negatif (Silvaraju,
2012).

Adaptasi terhadap perubahan iklim dalam sistem produksi padi
bersifat kompleks dan harus melibatkan sejumlah faktor-faktor lingkungan,
sosial dan ekonomi. Selain itu juga harus melibatkan pembiayaan yang
kreatif dan faktor-faktor teknis, seperti pemahaman yang lebih baik dan
aplikasi kearifan lokal dan strategi-strategi penanganan (Redfern et al.
2012). Namun demikian, petani sudah mengembangkan praktek-praktek
dan strategi untuk menghadapi ketidakpastian dan secara kontinu
menghasilkan sistem-sistem produksi yang lebih tahan dan lebih tangguh.
Contohnya adalah pengelolaan air dan irigasi yang baik, menggeser priode
tanam atau merubah rotasi tanaman (Redfern et a/. 2012).

Adaptasi Dengan Pola Tanam Tumpangsari

Multiple cropping (tumpang sari) bukanlah bentuk baru teknologi
pertanian, akan tetapi merupakan teknologi sejak zaman kuno dari
pertanian yang intensif. Teknologi ini sudah dipraktekkan di berbagai
bagian dunia sebagai cara untuk memaksimalkan produktivitas lahan pada
lokasi yang spesifik pada suatu musim tanam. Di daerah-daerah tropis
praktek penanaman dua atau lebih tanaman pada lahan yang sama
umumnya lebih lazim, dimana lebih banyak curah hujan, suhu yang lebih
tinggi dan musim tanam yang lebih panjang, yang merupakana kondisi
yang menguntungkan bagi produksi tanaman sepanjang tahun.
Penggunaan multiple cropping lebih sering terlihat digunakan petani seiring
bertambahnya populasi, meningkatnya kebutuhan akan produksi pertanian.
Meskipun sejarah multiple cropping sudah tua, konsep ini hanya mendapat
sedikit perhatian dari ilmuwan pertanian, dan akhir-akhir ini timbul minat
terbatas terhadap teknologi ini.
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Mengapa minat tersebut meningkat begitu dramatis dalam waktu
singkat?. Kekurangan pangan di banyak belahan dunia, dan juga ancaman
pasokan yang tidak mencukupi dalam waktu dekat, terus mendorong
penelitian pertanian untuk mencari teknologi alternatif yang lebih produktif.
Sudah saatnya pencarian varietas yang mampu beradaptasi secara lebih
spesifik dilingkungan tertentu. Kedua, sebagian besar peningkatan hasil
yang dramatik dalam beberapa dekade terakhir terjadi di lahan pertanian
terbaik dimana kontrol air mudah dilakukan. Oleh sebab itu, kenaikan
produksi di masa depan akan menuntut cara baru yang inovatif dalam
mengelola lahan yang produktif ini, dan juga mencari metode untuk
membuat lahan marjinal semakin produktif. Sebagai contoh, saat ini hanya
20% lahan padi di Asia yang beririgasi. Varietas-varietas baru padi dengan
hasil yang tinggi (memerlukan pupuk berdosis tinggi, penggunaan air, dan
pengendalian hama) belum menembus masuk ke batas wilayah ini.

Faktor ketiga adalah krisis minyak. Harga bahan bakar minyak,
yang diperlukan untuk biaya pupuk, pestisida terus melonjak. Sedangkan
bahan bakar sangat dibutuhkan untuk membangun dan menjalankan
peralatan pertanian dan memindahkan air irigasi. Upaya-upaya untuk
mendapatkan teknologi alternatif lain merupakan keharusan sehingga
memungkinkan kita mengganti praktek biologi dan agronomi yang inovatif
dan varietas-varietas yang ber-input mahal. Dalam kaitan ini, multiple
cropping menawarkan salah satu pilihan alternatif yang menjanjikan

Dalam multiple cropping, petani menanam dua atau lebih tanaman
secara bersamaan di lahan yang sama per tahun. Intensifikasi tanaman
ada dalam dimensi waktu dan ruang. Ada kompetisi antar tanaman selama
atau sebagian dari pertumbuhan tanaman. Dikenal beberapa istilah dalam
multiple cropping. Mixed intercropping, menumbuhkan dua atau lebih
tanaman secara bersamaan tanpa susunan baris yang berbeda. Row
intercropping, menumbuhkan dua atau lebih tanaman secara bersamaan
dengan satu atau lebih tanaman yang ditanam dalam barisan. Strijp
intercropping, menanam dua atau lebih tanaman secara bersamaan di
berbagai jalur yang cukup lebar untuk memungkinkan penanaman mandiri
namun cukup sempit untuk tanaman untuk berinteraksi secara agronomi.
Relay intercropping, menanam dua atau lebih tanaman secara bersamaan
selama bagian dari siklus hidup suatu jenis tanaman. Tanaman kedua
ditanam setelah tanaman pertama mencapai tahap pertumbuhan
reproduksinya, namun sebelum siap panen. Sequential Cropping, menanam
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dua atau lebih tanaman pada urutan yang sama setiap tahunnya. Tanaman
kedua ditanam setelah panen tanaman sebelumnya. Intensifikasi tanaman
hanya dalam dimensi waktu. Tidak ada kompetisi antar tanaman. Petani
hanya mengelola satu tanaman dalam suatu waktu. Double cropping,
menanam dua tanaman setahun secara berurutan. T7riple cropping,
menanam tiga tanaman setahun secara berurutan. Quadruple cropping,
menanam empat tanaman setahun secara berurutan. Ratoon cropping,
membudidayakan tanaman kembali setelah panen, meski tidak harus biji-
bijian.

Pola tanam tumpangsari merupakan salah satu langkah yang tepat
untuk meningkatkan produksi dengan luas lahan yang terbatas. Praktek
pola tumpangsari merupakan kebiasaan yang dilakukan para petani kecil di
berbagai belahan dunia terutama untuk meningkatkan pendapatan dan
hasil per satuan luas (Mukhala et a/ 1999; Santalla et a/. 2001) serta dan
mengurangi risiko kegagalan panen akibat gangguan lingkungan (Prasad
and Brook, 2005). Pemilihan species atau kultivar, kepadatan, dan
kemampuan berkompetisi sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan
tanaman yang digunakan dalam tumpangsari (Karadag and Buyukburc,
2004; Carr et al. 2004; Agegnehu et al. 2006; Dhima et a/. 2007). Menurut
Akunda (2001) dan Prasad and Brook (2005), pengaturan jarak tanam
pada pola tumpangsari jagung dan kacang tanah merupakan hal yang
penting diperhatikan untuk menghindari terjadinya kompetisi terhadap
unsur hara, air, ruang dan cahaya matahari. Selanjutnya menurut Suyamto
(1993), jarak tanam yang tidak sesuai akan berpengaruh terhadap aplikasi
bahan kimia, penyiangan dan panen, serta berdampak pada rendahnya
produktivitas. Tumpangsari (intercropping) adalah salah satu bentuk dari
Multiple Cropping, yang batasannya adalah penanaman dua atau lebih
tanaman secara serempak pada lahan yang sama dalam waktu tertentu.
Pilihan  tanaman untuk tumpangsari dengan jagung harus
mempertimbangkan berbagai faktor antara kompetisi terhadap input
lingkungan yang dibutuhkan kedua tanaman. Salah satu faktor input
lingkungan yang perlu dipertimbangkan adalah cahaya dan nutrisi. Dalam
hal ini, pilihan tanaman tumpangsari sedapat mungkin dapat
meminimalkan terjadinya kompetisi terhadap cahaya dan nutrisi, misalnya
jagung dengan kacang tanah (Carr et al 2004; Agegnehu et al 2006;
Dhima et al. 2007).
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Pilihan petani terhadap jenis tanaman pangan, sistem tanam dan
waktu semai benih yang tepat dapat menjadi strategi adaptasi penting
dalam menghadapi perubahan iklim dan pilihan pengelolaan ini harus
dipertimbangkan dalam studi dampak perubahan iklim terhadap pertanian,
karena pertanian sangat peka terhadap perubahan iklim, yang dapat
memberikan efek positif atau negatif (Qin, 2003; Lin et al. 2007; Zhou et
al. 2010; Tian et al. 2012). Perubahan iklim yang menyebabkan kenaikan
suhu termasuk di daratan China yang memungkinkan pergeseran batas
zona agro-iklim dan tanam, sehingga mengubah sistem tanam yang ada
(Piao et al. 2006; Yang et al. 2010). Setiap sistem tanam adalah adaptasi
praktik pertanian terhadap kondisi lokal (iklim, tanah, dan irigasi) (Van
Gestel et al. 1993).

Dalam beberapa sistem tanam, terutama dengan beberapa
tanaman dengan sistem perakaran yang berbeda, volume tanah yang lebih
besar biasanya dimanfaatkan akar dan dengan demikian efisiensi
penggunaan air lebih tinggi. Ini berguna, di satu sisi, di daerah di mana
persediaan air terbatas. Ini juga membantu penggunaan air irigasi yang
lebih lengkap. Telah diusulkan bahwa tanaman penutup di kebun buah
merangsang rooting pohon yang lebih dalam Periode puncak penggunaan
air yang berbeda dalam campuran tanaman akan menghindari. persaingan
dan meningkatkan efisiensi penggunaan air secara keseluruhan. Tanaman
seperti jagung yang menggunakan sedikit air pada tahap awal
pembangunannya dapat dicampur dengan tanaman yang panen lebih cepat
(yang dapat kelembaban yang tidak digunakan tanaman lain.

Tumpang Sisip (relay intercropping) Jagung-Ubi kayu

Berbagai penelitian untuk mendapatkan inovasi teknis pertanian
sangat diperlukan untuk mendukung kemajuan pembangunan secara
keseluruhan. Dengan kata lain, kita perlu terus berinovasi dengan
berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan terhadap berbagai sifat-
sifat tanaman guna meningkatkan toleransi tanaman terhadap suhu dan
ketahanannya terhadap kekeringan, sehingga mampu mengatasi
penurunan hasil panen pada berbagai zona agro-ekonomi yang berbeda.
(Gliessman, 1980). Salah satu bentuk multiple cropping adalah relay
intercropping. Cara tanam ini ditujukan untuk menghindari terjadinya
kompetisi dari dua jenis tanaman yang memiliki persyaratan tumbuh yang
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hampir sama relay intercropping. Tanaman kedua ditanam setelah yang
pertama telah melewati sebagian besar fase pertumbuhannya akan tetapi
belum dipanen. Informasi hasil penelitian tentang teknologi relay
intercropping di negara maju seperti Amerika Serikat masih relatif sedikit
sekali. Akan tetapi berbeda dengan di negara-negara lain seperti di
Meksiko atau di negara-negara Amerika Latin, sebaliknya yang mana
contoh teknik penanaman relay intercropping sudah tidak terhitung
banyaknya, yang disertai oleh informasi tentang keuntungan hasilnya,
terutama untuk jagung dan kacang-kacangan (35,39). Selanjutnya
menurut Francis (1986) dan Sullivan (2003), tumpang sari adalah kegiatan
penanaman dua jenis tanaman atau lebih di lahan dan waktu yang
bersamaan dengan alasan utama adalah untuk meningkatkan produktivitas
per satuan luas lahan Ketika dua atau lebih jenis tanaman tumbuh
bersamaan akan terjadi interaksi, masing-masing tanaman harus memiliki
ruang yang cukup untuk memaksimumkan sinergi dan meminimumkan
kompetisi. Sehingga perlu dikaji aspek-aspek sbb: (1) pengaturanjarak
tanam, (2) populasi tanaman, (3) umur panen tiap tanaman, dan (4)
arsitektur tanaman (Sullivan, 2003).

Dari berbagai pengalaman yang ada, dapat disimpulkan bahwa
yang menjadi kunci keberhasilan penanaman relay cropping adalah
pengaturan kombinasi waktu tanam dan varietas yang cocok, sehingga
terhindar dari naungan, kompetisi hara, atau hambatan yang disebabkan
oleh toksisitas yang dihasilkan oleh residu tanaman sebelumnya. Sifat
komplementer yang maksimum dapat dicapai dengan cara menanam dua
atau lebih tanaman secara bersamaan, baik dalam barisan, strip, atau
campuran, dengan memanfaatkan pengetahuan tentang penataan ruang
dari berbagai jenis tanaman dan pengetahuan tentang kebutuhan
pertumbuhan masing-masing. Salah satu contoh yang terdokumentasi
dengan baik adalah sistem jagung, kacang, dan labu tradisional di Tabasco,
Meksiko.

Pada umumnya dalam suatu usahatani pilihan komoditas yang
diusahakan sangat ditentukan oleh tingkat harga dan produktivitas yang
dapat dicapai. Provinsi Lampung dengan posisi sebagai menyumbang lebih
dari 33% produksi nasional ubi kayu, merupakan salah satu daerah
penghasil utama di Indonesia, dengan luas tanamnya pada tahun 2013
sebesar 324.749 ha. Kabupaten Lampung Tengah merupakan kabupaten
utama penghasil ubi kayu di Provinsi Lampung dengan luas areal 130.781

326 Memperkuat Kemampuan Wilayah Menghadapi Perubahan Iklim



ha, produksi 3,37 juta ton, dan produktivitas 25,78 t/ha (BPS Provinsi
Lampung 2013). Sudah sejak lama petani di Provinsi Lampung, khususnya
di Lampung Tengah mengusahakan ubi kayu di lahannya bahkan dapat
dikatakan bercocok tanam ubi kayu sudah dilakukan secara turun temurun
di lahan kering mereka. Banyak alasan yang membuat petani ubi kayu di
daerah ini sulit untuk beralih kepada komoditas lain, antara lain adalah
secara teknis budidayanya mudah dilakukan, dengan risiko kegagalan
usaha yang kecil, dan tanaman ini tergolong sangat toleran untuk ukuran
kekeringan yang pernah terjadi di wilayah agroklimat Lampung. Apalagi
sudah sejak lama pula banyak berdiri agroindustri pengolahan tapioka yang
membutuhkan bahan baku dalam jumlah besar. Adanya jaminan pasar
demikian, membuat harga ubi kayu relatif terjamin (stabil), di mana dalam
kurun waktu 5-7 tahun terakhir, harga ubi kayu di Lampung berkisar Rp
700-900 (Dinas PTPH Prov Lampung, 2013). Menurut Asnawi dan Mejaya
(2016) usahatani ubi kayu lebih menguntungkan dibandingkan dengan
usahatani jagung dan kedelai. Usahatani ubi kayu akan kompetitif terhadap
usahatani jagung dan kedelai pada tingkat produktivitas minimal 34.567
kg/ha dan dengan harga ubi kayu minimal Rp 654/kg. Selanjutnya juga
mereka laporkan bahwa petani di Lampung Tengah mengusahakan ubi
kayu dengan alasan harga jual tinggi, mudah diusahakan, produksi tinggi,
mudah dalam penjualan, dan memiliki risiko kegagalan panen lebih rendah
dibandingkan dengan usahatani jagung dan kedelai.

Jagung juga adalah salah satu komoditas pangan yang penting bagi
petani di Lampung, khususnya Lampung Tengah. Produktivitas rata-rata di
daerah ini masih tergolong rendah, yaitu sekitar 3,4 ton per hektar bila
dibandingkan dengan potensi hasil yang dapat diacapai sebesar 7 — 10
ton/ha. Rendahnya produktivitas ini terutama disebabkan oleh kesuburan
tanah yang rendah, serangan hama dan penyakit serta kurangnya
pengendalian gulma, serta penggunaan varietas dengan potensi hasil yang
rendah. (Swastika et al. 2004). Bagi petani di Lampung, menanam jagung
merupakan usahatani komersial untuk pakan ternak. Umumnya petani di
wilayah ini menanam jagung hanya pada lahan-lahan kering, namun ada
sebagian kecil petani juga menanam jagung di lahan sawah setelah padi
pada musim kemarau. Luas areal tanam di daerah ini setiap tahun hanya
320.008 - 399.827 ha, terutama dijumpai di Kabupaten Lampung Timur,
Lampung Tengah dan Lampung Selatan, walaupun sebenarnya potensi luas
arealnya adalah sekitar 674.238 ha (BPS Prov Lampung, 2006). Permintaan
jagung di Indonesia akan terus meningkat sejalan dengan tekad
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Pemerintah untuk Swasembada tahun 2017. Pada periode tahun 1990 —
2000, konsumsi jagung di Indonesia meningkat dengan laju rata-rata 7,21
persen per tahun, tetapi laju peningkatan produksi lebih rendah, rata-rata
4,0 persen per tahun. Akibatnya, sampai dengan tahun 2000 Indonesia
masih harus impor jagung lebih kurang 3,2 juta ton. Namun demikian,
impor jagung sejak tahun 2016 sudah berkurang sebanyak 60%.

Kesinambungan ketersediaan bahan baku baik ubi kayu maupun
jagung di Lampung juga menjadi faktor penting bagi agroindustri kedua
komoditas tersebut. Kesinambungan produksi bahan baku kedua komoditas
tersebut akan dapat dicapai antara lain dengan mengatur pola tanam
sesuai keadaan iklim di wilayah tersebut dan mengintensifkan penggunaan
lahan melalui sistem bertanam ganda (multiple cropping), diantaranya
dengan tumpang sari (/ntercropping). Indonesia memiliki wilayah dengan
tipe iklim yang luas, mulai dari iklim tropik basah hingga kering sehingga
memungkinkan penanaman ubikayu dan jagung yang berkesinambungan
sepanjang tahun (Subandi et a/. 1994).

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa bagi petani lahan
kering khususnya di Lampung Tengah, tanaman ubi kayu dan jagung
adalah dua tanaman pangan yang merupakan komoditas andalan petani
setempat. Berbagai faktor yang mendorong mereka untuk tetap
mempertahankan kedua komoditas tersebut pada usahataninya, walaupun
baru-baru harga ubi kayu jatuh sampai harganya di bawah Rp 250/kg dan
bahkan sampai saat ini harganya masih di bawah Rp 500/kg. Beberapa
tahun terakhir bahkan petani ubi kayu di Lampung, khususnya petani
Kecamatan Tegineneng, Lampung Tengah tetap bertahan dengan
mengusahakan ubi kayu di lahannya dengan pola relay intercropping
dengan jagung. Pola tanam ini mereka aplikasikan sebagai upaya adaptasi
pola tanam dalam menghadapi dampak perubahan iklim. Semula pola
tanam yang mereka praktekkan pada lahan keringnya adalah pola jagung-
jagung bera dan pola ubikayu-bera. Kedua pola tanam tersebut akhir-akhir
makin dirasakan tidak efisien. Terutama jagung yang ditanam pada MT 2,
di mana hujan sudah mulai berkurang, sehingga produktivitasnya kurang
optimal. Demikian juga ubikayu yang ditanam hanya satu kali dalam
setahun sehingga kurang efisien. Untuk meningkatkan efisiensi usaha tani
dilahan tersebut dilakukan pola tanam ganda, yaitu tanam sisip antara
jagung dengan ubikayu dengan tujuan mengantisipasi perubahan iklim
terutama berkurangnya curah hujan pada MT 2. Dengan pola tanam
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tersebut kedua tanaman tersebut dapat tumbuh dan berproduksi optimal
(Gambar 1). Kunci dari pola tanam ini adalah menanam jagung terlebih
dahulu pada awal musim hujan, lalu setelah jagung berumur kurang lebih
70 HST, ubi kayu di tanam pada barisan yang sama dengan jagung.
Kemudian jagung dipanen sekitar umur 120 HST, pada saat tersebut
ubikayu telah berumur 50-60 HST, dengan kodisi tersebut ubikayu sudah
toleran terhadap hujan yang semakin berkurang, dapat tumbuh dan
berproduksi normal.
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Gambar 1. Pola tanam relay intercropping jagung-ubikayu di Lampung Tengah

Adapun jarak tanam yang juga menjadi faktor penting dalam pola
yang banyak berkembang di Lampung Tengah ini adalah jagung ditanam
dengan jarak 70 cm x 20 cm. Selanjutnya jarak tanam ubikayu yang
ditanam pada saat tanaman jagung berumur 70 — 80 HST (setelah
penyerbukan jagung), dengan jarak 70 cm x 80 cm. Ubikayu ditanam pada
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barisan yang sama dengan tanaman jagung (untuk memudahkan panen
jagung dan tanaman ubikayu tidak terganggu pada saat panen jagung,
serta sisa unsur hara dari tanaman jagung bisa dimanfaatkan tanaman
ubikayu. Sedangkan panen jagung dilakukan sekitar umur 115 - 120 HST
(tanaman ubikayu telah bermur 45-50 HST). Setelah jagung dipanen,
tebon/jerami jagung segera dibabat dan diletakkan di antara barisan
tanaman ubikayu, yang digunakan sebagai mulsa. Kemudian segera
dilakukan pemupukan NPK (dosis pada Tabel 1) pada tanaman ubi kayu.
Pada saat tanaman ubikayu berumur 45-50 HST, maka tanaman sudah
toleran terhadap kekeringan, walaupun tidak ada hujan selama 1 bulan.
Panen ubikayu dapat dilakukan pada saat tanaman berumur 7 - 11 bulan,
sesuai varietas yang ditanam (BW 1 > 6 bulan, UJ 3 (Thailand) 6- 7 bulan,
U) 5 (Kasetsart) > 8 bulan). Adapun hasil analisis usahatani dari pola
tersebut disajikan pada Tabel 1 dan 2 di bawah.

Berkaitan dengan pola relay intercropping jagung-ubi kayu di atas,
Gliessman (1980) menyatakan bahwa keberhasilan pola ini tergantung
pada beberapa aspek kombinasi waktu dan varietas yang tepat untuk
menghindari naungan, kompetisi hara, atau penghambatan yang
disebabkan oleh toksisitas yang dihasilkan oleh residu tanaman
sebelumnya. Aspek-aspek tersebut masih sangat terbatas ketersediaan
informasinya. Selanjutnya, adanya perbedaan periode puncak penggunaan
air dalam pertanaman campuran juga dapat membantu menghindari
persaingan dan meningkatkan efisiensi penggunaan air. Tanaman seperti
jagung, yang menggunakan sedikit air pada tahap awal pertumbuhannya
dapat disisipkan dengan tanaman yang lebih cepat atau lebih awal proses
pemasakannya (dewasa) sehingga dapat memanfaatkan kelembaban yang
tidak digunakan oleh tanaman lainnya. Pada daerah-daerah di mana air
sangat terbatas, sangat disarankan untuk tidak memilih tanaman yang
memiliki kebutuhan air yang sama (tumpang tindih) karena pada saat-saat
kekeringan salah satu tanaman dapat mengalahkan tanaman lainnya.
Mengkombinasikan dua tanaman yang agak sama kebutuhan airnya (agak
tumpang tindih) dapat dilakukan pada daerah-daerah dengan rezim curah
hujan yang berfluktuasi secara luas (Gliessman, 1980).
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Tabel 1. Analisis usahatani pola tanam tumpang sisip (relay intercropping) jagung-
ubikayu Tahun 2015 - 2016 di Tegineneng, Lampung Tengah
No. Input/Output Volume Satuan Harga Satuan | Jumlah(Rp)
1 Biaya Saporodi:
A Jagung:
Benih 15 kg 68.000 1.020.000
Pestisida (Cruiser) 3 btl 25.000 75.000
Urea 300 kg 2.000 600.000
NPK Phonska 350 kg 2.600 910.000
Pukan 100 krg 12.000 1.200.000
Hebisida 1 1 kg 270.000 270.000
Herbisida 2 2 Itr 60.000 120.000
Jumilah I 4.195.000
B Ubi kayu 0
Bibit 100 ikat 13.000 1.300.000
Urea 150 kg 2.000 300.000
NPK Phonska 300 kg 2.600 780.000
Herbisida 3 Itr 60.000 180.000
Jumilah II 2.560.000
Total I 6.755.000
I Biaya Tenaga 0
Kerja:
A Jagung:
Bajak 1 ha 600.000 600.000
Garu 1 ha 150.000 150.000
Nglarik 1 ha 150.000 150.000
Tanam 1 ha 500.000 500.000
Aplikasi Pupuk 1 ha 300.000 300.000
Kandang
Pemupukan I 1 ha 200.000 200.000
Pemupukan II 1 ha 200.000 200.000
i\plikasi Herbisida 1 ha 200.000 200.000
Aplikasi Herbisida 1 ha 200.000 200.000
2
Panen 210 krg 4.000 840.000
Pemindahan ke 210 krg 2.000 420.000
penjemuran
Penjemuran 1 paket 100.000 100.000
Giling & angkut 7.200 kg 160 1.152.000
ke Pabrik
Jumilah I 5.012.000
B Ubi kayu (o]
Tanam 1 ha 400.000 400.000
Permupukan 1 1 ha 200.000 200.000
Babat Tebon 1 ha 150.000 150.000
Penyemprotan 1 ha 200.000 200.000
gulma
Pemupukan II 1 ha 150.000 150.000
Panen - Angkut 21.000 kg 130 2.730.000
ke Pabrik
Jumilah II 3.830.000
Total II 8.842.000
Total I + IT 15.597.000 |
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II1 Penerimaan:
A Jagung:
Produksi (KA. 22 7.200 Kg
%)
Harga/kg 2.950
Penerimaan I 21.240.000
B Ubi kayu 0
Produksi 21.000 kg 0
Harga/kg (Rp. 480
600,Pot Ka.20 %)
Penerimaan II 10.080.000
Jumlah 31.320.000
B/C ratio 1,008078477 |
Tabel 2. Analisis usahatani ubikayu monokultur Th 2015 — 2016 di Tegineneng, Lampung
Tengah
MNo. Input/Output Volume Satuan Harga Jumlah(Rp)
Satuan
A Biaya Saporodi:
Bibit 100 ikat 13.000 1.300.000
Urea 200 kg 2.000 400.000
NPK Phonska 350 kg 2.600 910.000
Pukan 100 krg 12.000 1.200.000
Herbisida Pra 1,5 kg 120.000 180.000
Tumbuh
Hebisida Pasca 9 Itr 60.000 540.000
Tumbuh
Jumlah I 4.530.000
B Biaya Tenaga 0
Kerja:
Bajak 1 ha 600.000 600.000
Garu 1 ha 150.000 150.000
Tanam 1 ha 400.000 400.000
Ngecer Pukan 1 ha 300.000 300.000
Mupuk I 1 ha 200.000 200.000
Mupuk I1 1 ha 200.000 200.000
Semprot 1 ha 200.000 200.000
Herbisida 1
Semprot 1 ha 200.000 200.000
Herbisida 2
Panen -angkut ke 30.000 kg 130 3.900.000
Pabrik
Jumlah II 6.150.000 |
C Penerimaan:
Produksi 30.000 kg
Harga/kg 480
(Rp.600, Pot
Ka.20 %)
Penerimaan 14.400.000
B/C ratio 0,348314607
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Hasil analisis usahatani pada Tabel 1 menunjukkan bahwa
pendapatan bersih dari pola relay intercropping jagung-ubikayu (Rp
15.733.000,-) jauh lebih tinggi daripada pendapatan bersih yang diberikan
oleh pola ubikayu monokultur (Rp 3.720.000,-). Hal inilah yang menjadi
daya tarik bagi petani ubikayu atau jagung di Kecamatan Tegineneng,
Lampung Tengah untuk mengadopsi pola tersebut. Bagi mereka untuk
beralih ke komoditas lain ataupun pola tanam lain tampaknya menghadapi
banyak kendala, karena usahatani tanaman ubikayu atau jagung memang
sesuai dengan kondisi agroekosistem (khususnya agroklimat) di Lampung
Tengah dan juga didukung oleh sudah terbentuknya pasar dan
kelembagaan lainnya. Berkaitan dengan usahatani dua komoditas tersebut,
Asnawi dan Mejaya (2016) dalam hasil studinya yang menganalisis
keunggulan kompetitif ubi kayu terhadap jagung dan kedelai di Kabupaten
Lampung Tengah melaporkan bahwa usahatani monokultur ubi kayu lebih
menguntungkan untuk diusahakan dengan pendapatan Rp 21.109.000/ha
dan R/C 2,91, dibandingkan dengan usahatani monokultur jagung dengan
pendapatan Rp 15.935.000 dan R/C 2,01. Namun demikian, sebagai salah
satu teknologi adaptasi terhadap perubahan iklim, pola yang sudah cukup
berkembang di Lampung Tengah ini tetap memerlukan kajian-kajian yang
lebih mendalam dalam rangka penyempurnaannya. Kajian perlu dilakukan
mulai dari waktu tanam yang paling tepat untuk masing-masing kedua
jenis tanaman (jagung dan ubikayu) di lokasi ini dan jarak tanam
(populasi) ataupun cara pemeliharaan lainnya (pemupukan) yang optimal
menurut varietas yang sesuai untuk digunakan serta dukungan kebijakan
yang diperlukan.

PENUTUP

Pada kondisi iklim akhir-akhir ini yang semakin nyata besarnya
dampak perubahan iklim terhadap produksi dan produktivitas khususnya
komoditas tanaman pangan, maka diperlukan alternatif-alternatif teknologi
adaptasi terhadap perubahan iklim, guna mendukung dan menjamin
tercapainya target-target program swasembada pangan nasional
berkelanjutan melalui peningkatan efisiensi penggunaan lahan. Perlu
dikembangkan inovasi-inovasi teknologi, seperti halnya inovasi teknologi
pola tanam yang banyak diadopsi dan berkembang di lahan petani ubi kayu
di Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, yaitu tanam sisip
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antara jagung dengan ubi kayu dengan tujuan mengantisipasi perubahan
iklim terutama berkurangnya curah hujan pada MT 2. Dengan pola tanam
tersebut kedua tanaman tersebut dapat tumbuh dan berproduksi optimal,
yang ditunjukkan oleh analisis usahatani yang memberikan pendapatan
bersih dari pola relay intercropping jagung-ubi kayu yang lebih tinggi (Rp
15.733.000,-) daripada yang diberikan oleh pola ubi kayu atau jagung
monokultur (Rp 3.720.000,-).

Untuk lebih memberikan kestabilan hasil yang tinggi, masih tetap
diperlukan kajian-kajian yang lebih mendalam terhadap pola ini dalam
rangka penyempurnaannya. Kajian perlu dilakukan mulai dari waktu tanam
yang paling tepat untuk masing-masing kedua jenis tanaman (jagung dan
ubikayu) di lokasi ini dan jarak tanam (populasi) ataupun cara
pemeliharaan lainnya (pemupukan) yang optimal menurut varietas yang
sesuai untuk digunakan serta dukungan kebijakan yang diperlukan.
Diperlukan juga kajian-kajian untuk mengadaptasikan pola ini di luar
agroekosistem Lampung Tengah, dalam rangka pemanfaatan pola relay
cropping sebagai salah satu teknologi adaptasi terhadap perubahan iklim di
luar Lampung.
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PEMANFAATAN INOVASI MENGHADAPI KERAGAMAN IKLIM DAN
IMPLIKASINYA TERHADAP SISTEM PEMBIAYAAN USAHA
PERTANIAN

Sahat M. Pasaribu dan Rizatus Shofiyati

PENDAHULUAN

Permintaan terhadap berbagai komoditas pertanian, khususnya
bahan pangan akan terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan
penduduk dan membaiknya pendapatan masyarakat. Ditengah berbagai
masalah tekait dengan upaya peningkatan produksi sejumlah komoditas
pertanian strategis, Kementerian Pertanian terus melakukan berbagai
perbaikan dan penyesuaian program mengantisipasi risiko yang mungkin
terjadi yang memengaruhi produksi dan produktivitas komoditas pertanian.
Padi, jagung, kedelai, tebu, sapi, cabai, dan bawang merah adalah
komoditas pangan utama yang produksinya terus ditingkatkan. Dalam
kaitan inilah, ketersediaan, keterjangkauan, stabilitas harga, dan keamanan
hasil pertanian menjadi sangat penting dan perlu dikendalikan.
Kementerian Pertanian telah dan akan terus berupaya meningkatkan
produksi komoditas pangan strategis tersebut melalui inovasi dan teknologi
dengan penerapan program percepatan usaha pertanian.

Visi Kementerian Pertanian adalah terwujudnya kedaulatan pangan
dan kesejahteraan petani dengan misi mewujudkan dan meningkatkan (a)
ketahanan pangan dan gizi, (b) nilai tambah dan daya saing komoditas
pertanian, (c) kesejahteraan petani, dan (d) kinerja Kementerian Pertanian
yang transparan, akuntabel, profesional serta berintegritas tinggi
(Kementerian Pertanian, 2015). Sasaran dari seluruh visi dan misi ini
adalah (a) terwujudnya swasembada padi, jagung, kedelai serta
meningkatnya produksi daging dan gula, (b) terpenuhinya akses
masyarakat terhadap pangan, (c) tergesernya budaya konsumsi pangan,
(d) meningkatnya stabilitas produksi dalam rangka stabilitas harga, (e)
berkembangnya komoditas pertanian bernilai ekonomi tinggi, (f)
terdorongnya kemajuan agrobioindustri, (g) meningkatnya kualitas dan
pendapatan petani, dan (h) terwujudnya reformasi birokrasi Kementerian
Pertanian.
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Kementerian Pertanian menghadapi banyak tantangan untuk
mewujudkan visi dan mencapai sasaran dan tujuan pembangunan
pertanian diatas. Perubahan iklim merupakan salah satu diantara
tantangan yang memberikan dampak negatif terhadap kinerja sektor
pertanian. Perubahan iklim global menyebabkan kondisi iklim yang tidak
lagi teratur dengan tanda-tanda seperti meningkatnya suhu udara,
perubahan pola curah hujan, meningkatnya permukaan air laut, dan
meningkatnya frekuensi kejadian ekstrim (La Nina dan El Nino).
Konsekuensi logis atas kondisi seperti ini menunjukkan berubahnya
kearifan lokal dengan tanda-tanda alam (pranata mangsa) yang sulit
bahkan tidak dapat lagi digunakan/tidak memberi manfaat bagi
masyarakat.

Iklim merupakan faktor yang sangat memengaruhi pertumbuhan
tanaman, pergeseran waktu tanam, luas tanam, dan produktivitas.
Diantara implikasi dari perubahan iklim yang langsung berakibat pada
budidaya pertanaman adalah perubahan masa/waktu tanam, perubahan
jenis dan periode serangan OPT, perubahan pengelolaan air, dan
penyediaan sarana produksi pertanian. Dalam kaitan inilah diperlukan
upaya Dberadaptasi melalui dukungan teknologi. Namun dalam
penerapannya, disamping persoalan teknis operasional, pengendalian
pelaksanaannya di lapangan juga membutuhkan kemampuan manajerial
pelaksana dengan dukungan sumber daya keuangan yang sangat besar.
Fakta menunjukkan bahwa adaptasi teknologi yang akrab terhadap
perubahan iklim membutuhkan ketrampilan sumber daya manusia yang
harus mampu menyesuaikan diri terhadap dinamika lingkungan usaha
pertanian yang dilakukannya. Teknologi pertanaman padi dengan model
jajar legowo, misalnya membutuhkan kemampuan beradaptasi terhadap
ketersediaan lahan, pemanfaatan benih unggul, dan dukungan pemberian
air irigasi yang memadai. Dalam kaitan ini, perencanaan pembangunan
nasional perlu mengandalkan upaya beradaptasi untuk menyiasati
perubahan iklim dalam bentuk penyesuaian strategi, kebijakan,
manajemen, teknologi, dan sikap untuk mengurangi dampak negatif
perubahan iklim (Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Bappenas, 2014).

Penggunaan alat dan mesin pertanian (alsintan) sebagai respon
terhadap semakin berkurangnya tenaga kerja manusia di perdesaan juga
membutuhkan keahlian sumber daya manusia dan memerlukan dukungan
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pembiayaan yang besar sesuai dengan kebutuhannya. Penggunaan
transplanter atau combined harvester pada pertanaman padi, misalnya
membutuhkan ketrampilan operator dengan ketersediaan ongkos
operasional. Pemanfaatan inovasi dan penggunaan teknologi selalu
membutuhkan  pembiayaan  yang besarnya  relatif  terhadap
penggunaannya. Strategi pengembangan alsintan dalam upaya
pemanfaatan inovasi dan teknologi mekanisasi telah berjalan melalui
pengembangan kelembagaan Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA).
Berpedoman pada Permentan No. 25/2008 tentang Pedoman Penumbuhan
dan Pengembangan UPJA, telah dilaksanakan berbagai kegiatan ekonomi
dalam bentuk pelayanan jasa alsintan untuk mendukung kegiatan budidaya
(jasa penyiapan dan pengolahan lahan, pemeliharaan, pemanenan, dan
pasca panen). Kegiatan ekonomi ini didorong oleh keinginan untuk
menghasilkan produk pertanian berkualitas yang mampu memberikan nilai
tambah dan meningkatkan daya saing produk tersebut di pasar
(Departemen Pertanian, 2008).

Inovasi untuk melindungi usaha pertanian yang dilakukan dengan
menerapkan asuransi pertanian juga membutuhkan pembiayaan untuk
menyelenggarakannya. Biaya operasional di daerah membutuhkan
pembiayaan yang perlu disediakan dan dimasukkan setiap tahun dalam
APBD, sementara biaya pengendalian dan monev serta biaya subsidi premi
telah tersedia dan perlu terus dialokasikan di tingkat pusat dan dimasukkan
dalam APBN (Pasaribu et al, 2009). Kementerian Pertanian perlu
menyediakan pembiayaan untuk mendukung program asuransi pertanian
yang dibutuhkan petani/peternak melalui skim pembiayaan/ pinjaman dari
lembaga keuangan (bank atau lembaga keuangan
perdesaan/Gapoktan/LKM-A).

Untuk mendukung pengembangan asuransi pertanian, pemanfaatan
teknologi penginderaan jauh (remote sensing) harus dapat diantisipasi
dengan menyediakan pembiayaan yang cukup. Pemanfaatan teknologi ini
dapat menjadi bagian yang penting dalam pelaksanaan asuransi tanaman
pangan, hortikultura, dan perkebunan. Dengan memerhatikan arah
pengembangan asuransi pertanian yang akan mencakup lebih banyak
komoditas, maka kebutuhan pemanfaatan teknologi ini dapat membuat
kegiatan industri perasuransian menjadi lebih efektif, namun harus
didukung oleh pembiayaan yang tepat sasaran.
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Ketersediaan 4 (empat) faktor produksi pertanian, yang meliputi
sumber daya alam (lahan), tenaga kerja (petani), modal kerja
(pembiayaan), dan manajemen (efisiensi) dapat meningkatkan kinerja
usahatani (Mosher, 1966). Petani dan lembaga usaha pertanian di
perdesaan membutuhkan penguatan kapasitas untuk meraih tingkat
pengelolaan usahatani yang lebih tinggi. Dalam konteks inilah upaya
memberdayakan petani secara umum menjadi relevan dengan tujuan
pembangunan pertanian. Kesulitan petani mendapatkan modal kerja
mengakibatkan tidak terpenuhinya empat faktor produksi tersebut diatas,
dan oleh karena itu, keberadaan unit khusus pertanian pada perbankan
atau lembaga pembiayaan lainnya sebagaimana diamanatkan UU No.
19/2013 sangat diperlukan untuk meningkatkan kinerja petani.

Ketersediaan modal kerja termasuk diantara elemen penting dalam
pembangunan pertanian. Dalam konteks ini, dukungan lembaga perbankan
tampaknya masih rendah dengan perkiraan rata-rata penyediaan untuk
membiayai sektor pertanian hanya sekitar 5% setiap tahun. Persoalan
mendasar yang dihadapi petani dalam mengakses permodalan pada
lembaga perbankan diduga karena perbankan sangat ketat menerapkan
azas prudential 5C (character, capital, condition, capacity dan collateral).
Prinsip 5C ini sulit dipenuhi petani, terutama petani subsisten yang
umumnya tidak memiliki lahan atau sebagian besar tidak memiliki aset
untuk diagunkan (seperti sertifikat lahan). Persoalan lainnya adalah bahwa
petani selalu dihadapkan pada berbagai risiko alami ditengah lemahnya
dukungan permodalan ini. Kerusakan infrastruktur pertanian menambah
risiko berusahatani yang harus ditanggulangi untuk mencapai keberhasilan
(Departemen Pengembangan UMKM, 2015).

Ditengah upaya meningkatkan produksi pertanian, kelembagaan
pertanian, khususnya lembaga keuangan yang ada di perdesaan belum
dapat memberikan kontribusi untuk membantu masyarakat tani.
Kelemahan lembaga pertanian terutama terletak pada kapasitas tenaga
penggerak dan kemampuan memanfaatkan potensi sumber daya yang
tersedia untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi petani. Di satu
pihak, kegiatan usahatani untuk meningkatkan produksi pertanian
(pangan) dipandang perlu di berbagai wilayah di Indonesia. Di lain pihak,
sumber daya lahan, jaringan irigasi, dan sarana lainnya telah dimanfaatkan
menurut kebiasaan usaha pertanian setempat, namun secara teknis dinilai
masih belum memberikan manfaat secara optimal.

344 Memperkuat Kemampuan Wilayah Menghadapi Perubahan Iklim



Ketersediaan sumber daya lokal (modal kerja/keuangan) diduga
belum dimanfaatkan dengan baik, khususnya karena kurangnya
penerangan/penjelasan, penyuluhan, dan upaya perbaikan mengikuti
dinamika pembangunan pertanian modern saat ini. Harus diakui bahwa
lemahnya pembiayaan di sektor pertanian oleh perbankan diantaranya
disebabkan oleh risiko pembiayaan yang tinggi, persyaratan yang ketat
dalam pengajuan kredit, lemahnya manajemen usaha pertanian yang
umumnya berskala mikro-kecil, serta terbatasnya kompetensi perbankan di
bidang pertanian (Ashari, 2009). Peran lembaga keuangan mikro cukup
signifikan mendukung pembiayaan kegiatan ekonomi di perdesaan
(Rahmawan dan Kurniawan, 2015). Rekayasa terhadap modal kerja
diharapkan dapat meningkatkan produksi komoditas pertanian. Kombinasi
adopsi teknologi dengan sumber daya alam, manusia dan kapital
diharapkan dapat meningkatkan peran kelembagaan keuangan
(pembiayaan usahatani) dan sekaligus mengangkat pendapatan dan
tingkat kesejahteraan petani. Dalam konteks inilah tulisan ini disiapkan
dengan tujuan agar setiap pemanfaatan inovasi dan teknologi pertanian
mendapat dukungan keuangan/pembiayaan yang memadai untuk
mencapai hasil yang optimal.

AKSES TERHADAP PEMBIAYAAN USAHA PERTANIAN

Dalam upaya mendorong percepatan pembangunan pertanian,
Kementerian Pertanian telah mencanangkan 4 (empat) target utama
pembangunan pertanian kedepan, yaitu (Kementerian Pertanian, 2015):
(1) pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan, (2)
peningkatan diversifikasi pangan, (3) peningkatan nilai tambah, daya saing
dan ekspor, dan (4) peningkatan kesejahteraan petani. Selanjutnya, untuk
mencapai target pembangunan pertanian, Kementerian Pertanian
menerapkan strategi 7 (tujuh) gema revitalisasi yang meliputi revitalisasi
(1) lahan, (2) perbenihan dan perbibitan, (3) infrastruktur dan sarana, (4)
sumber daya manusia, (5) pembiayaan pertanian, (6) kelembagaan petani,
serta (7) teknologi dan industri hilir.

Revitalisasi pembiayaan pertanian ditujukan untuk mendorong dan
menjamin  ketersediaan  kredit/pembiayaan untuk  pengembangan
usahatani. Menurut laporan Bank Indonesia, penyaluran kredit ke sektor
pertanian masih rendah (2,4 % per 29 Maret tahun 2017). Untuk
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memenuhi kebutuhan permodalan petani, pemerintah telah menyediakan
skim kredit program, yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang memberikan
keringanan suku bunga dan kemudahan petani untuk mengakses lembaga
perbankan melalui penjaminan kredit. Meskipun demikian, skim kredit KUR
masih belum dimanfaatkan secara optimal oleh petani. Salah satu
penyebab masih rendahnya penyaluran kredit untuk sektor pertanian
adalah keterbatasan dalam pendampingan usaha. Untuk itu, diperlukan
upaya pengawalan bagi petani, baik secara teknis kewirausahaan dan
manajemen, maupun pengelolaan cash flow untuk memudahkan dan
meningkatkan akses terhadap sumber-sumber pembiayaan.

Ditengah upaya meningkatkan produksi pertanian, lembaga
keuangan yang ada di perdesaan, seperti Gapoktan/LKM-A atau koperasi,
belum banyak memberikan kontribusi membantu petani dalam pembiayaan
usahatani. Kelemahan lembaga keuangan yang dikembangkan petani
terletak pada kapasitas tenaga penggerak dan kemampuan memanfaatkan
potensi sumber daya yang tersedia untuk menghasilkan sesuatu yang
berguna bagi petani. Di sisi lain, kegiatan usahatani untuk meningkatkan
produksi pertanian (pangan) dipandang perlu dikembangkan di berbagai
wilayah di Indonesia. Ketersediaan sumber daya lahan, jaringan irigasi, dan
sarana lainnya telah dimanfaatkan sesuai dengan kebiasaan aplikasi usaha
pertanian setempat, namun secara teknis dinilai belum memberikan
manfaat yang optimal (Pasaribu and Heriawan, 2016; Direktorat
Pembiayaan Pertanian, 2015).

Dalam pemanfaatan inovasi pertanian, sumber daya lokal (modal
kerja/keuangan) yang tersedia belum dimanfaatkan dengan baik, karena
kurangnya penerangan/penjelasan, penyuluhan, dan pengawalan kepada
petani. Kelembagaan keuangan di perdesaan yang berpotensi untuk
meningkatkan kapasitas pelayanan keuangan, seperti LKM-A perlu
didukung oleh kearifan lokal dan kapital sosial yang dimiliki petani dan
masyarakat setempat. LKM-A tidak hanya diorientasikan untuk
menjalankan bisnis simpan pinjam, tetapi juga menjadi lembaga keuangan
yang dapat menyimpan dana (tabungan) dan menjadi mitra yang dapat
menampung dana dengan perjanjian tertentu (Utami, 2015). Rekayasa
seluruh modal ini diharapkan dapat meningkatkan produksi pertanian,
terutama komoditas (pangan) padi. Kombinasi adopsi teknologi dengan
sumber daya alam, manusia dan kapital dapat meningkatkan kebutuhan
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pelayanan pembiayaan usahatani dan sekaligus meningkatkan pendapatan
petani.

Mengingat sebagian besar penduduk Indonesia terikat dalam usaha
di bidang pertanian, sementara Indonesia belum memiliki bank yang
khusus menangani kegiatan sektor pertanian, maka pemerintah berupaya
menerbitkan payung hukum untuk melindungi dan memberdayakan petani
melalui penerbitan Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 tentang
Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Pasal 87 sampai dengan pasal 91
UU tersebut mengamanatkan pentingnya ketersediaan modal usaha bagi
petani. Pada Undang-Undang No. 5 Tahun 1992 pasal 5 juncto Undang-
Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyebutkan bahwa bank
umum dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan suatu kegiatan atau
memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu. Sejalan
dengan amanat kedua Undang-Undang tersebut diatas, pemerintah perlu
menyiapkan perangkat peraturan sebagai dasar pelaksanaan secara
operasional. Dalam kaitan ini, penerbitan Peraturan Pemerintah untuk
mendukung Undang-Undang tersebut sangat penting sebagai dasar
hukum pemberdayaan petani dalam melaksanakan kegiatan usahataninya.

Kondisi Pembiayaan Pertanian

Ketersediaan modal kerja merupakan kendala utama yang dihadapi
oleh banyak petani, khususnya petani pangan atau hortikultura penggarap
lahan sempit (smallholding farmers). Petani masih kesulitan mengakses
permodalan dari lembaga keuangan/perbankan karena persyaratan yang
sulit dipenuhi dengan prosedur dan waktu yang dibutuhkan (Hermawan
dan Andrianyta, 2012). Selain itu, kurangnya informasi yang lengkap dan
terbatasnya sosialisasi program kredit/pembiayaan  bagi petani dari
lembaga perbankan, mengingat petani yang umumnya berpendidikan
rendah menjadi kelemahan dalam pelayanan kredit atau pemberian
bantuan permodalan (Sudaryanto dan Syukur, 2000). Keberadaan lembaga
pembiayaan non bank, baik milik pemerintah/pemerintah daerah maupun
milik petani masih terbatas di perdesaan. Lembaga keuangan non bank
(milik pemerintah dan petani) ini juga masih mengalami keterbatasan
dalam melayani kebutuhan petani. Sudah sejak lama kelemahan lembaga
keuangan petani ini diangkat ke permukaan sebagaimana diungkapkan
Syukur et al. (2003) dalam kajiannya yang menekankan bahwa kelemahan
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lembaga keuangan ini membawa konsekuensi keterbatasan akses petani
terhadap sumber-sumber permodalan. Keterbatasan bentuk pelayanan
bisnis lembaga ini pada umumnya hanya kegiatan simpan-pinjam, masih
lemah dalam manajemen keuangan, serta jumlah modal yang dimiliki juga
sangat terbatas. Hal ini menjadi factor-faktor yang menghambat
pengembangan pelayanan keuangan bagi petani.

Upaya membantu permodalan petani telah dilakukan oleh
pemerintah dengan menyediakan skema kredit dengan fasilitas subsidi
bunga dan/atau penjaminan, seperti KUR dengan beban suku bunga 9%
per tahun efektif, serta didukung dengan penjaminan risiko sebesar 70%.
Kredit ini seharusnya dapat dimanfaatkan dalam penyediaan modal kerja,
namun hanya sebagian petani dapat memperoleh modal kerja melalui
program KUR ini. Mayoritas petani saat ini masih sulit memperoleh kredit
ini, meskipun persyaratan memperoleh KUR mikro (hingga Rp. 25 juta)
semakin dipermudah. Petani sering memperoleh informasi tentang risiko
pengembalian yang berpotensi gagal bayar serta ketiadaan agunan,
meskipun menurut aturannya, lembaga penjaminan telah menjamin kredit
petani hingga 70%. Menghadapi situasi seperti ini, keamanan kredit
menjadi pilihan utama pihak perbankan (menghindari risiko potensi gagal
bayar) dengan mengalihkan pemberian kredit yang lebih besar kepada
debitur yang dianggap dapat memberikan kepastian pengembaliannya.

Data menunjukkan bahwa realisasi KUR sektor pertanian tahun
2015-2016 hanya berkisar 17 % dari realisasi penyaluran KUR semua
sektor yang berkisar Rp. 100 trilyun setiap tahunnya. Rendahnya dukungan
KUR dari perbankan ke sektor produksi antara lain disebabkan oleh: (1)
kebijakan KUR untuk semua sektor disamakan sehingga untuk sektor
produksi pertanian mempunyai karakteristik tersendiri, (2) risiko usaha
pertanian dianggap tinggi bagi bank karena faktor alam (iklim, bencana),
serangan OPT, harga berfluktuatif dan terbatasnya jaminan pembeli, dan
(3) persyaratan pengajuan kredit dianggap sulit bagi petani terkait agunan
tambahan.

Disamping sumber pembiayaan dari perbankan, juga tersedia
pembiayaan dari lembaga keuangan non bank seperti Permodalan Nasional
Madani (PMN), Corporate Social Responsibility (CSR) BUMN, Modal
Ventura, Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Badan Usaha Milik Desa
(BUMDes), Badan Usaha Milik Petani (BUMP), Lembaga Kuangan Mikro
(LKM) dan lembaga lainnya. Namun demikian, sumber pembiayaan inipun
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masih sulit diakses petani. Beberapa faktor yang perlu dikendalikan untuk
meningkatkan dukungan pembiayaan ke sektor pertanian adalah dengan
melakukan perubahan terhadap: (1) sistem dan prosedur penyaluran kredit
dari perbankan yang masih rumit, birokratis dan kurang memperhatikan
kondisi sosial budaya petani di perdesaan, (2) tidak adanya kemampuan
petani untuk memenuhi persyaratan perbankan yang menerapkan prinsip 5
C (character, capital, condition, capacity dan collateral), (3) usaha sektor
pertanian masih dianggap berisiko tinggi, dan (4) tidak adanya skema
kredit khusus sektor pertanian yang disediakan pihak perbankan.

Mengatasi kondisi tersebut diatas pemerintah hadir membantu dan
memberikan modal kerja kepada petani yang bersumber dari APBN (pada
tahun 2008-2015) melalui Program Pengembangan Usaha Agribisnis
Perdesaan (PUAP) yang telah didistribusikan kepada sekitar 52.000
Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani). Gapoktan penerima PUAP ini
diharapkan dapat mengembangkan usahatani dan tumbuh menjadi dan
membentuk Lembaga Keuangan Mikro-Agribisnis (LKM-A) yang berbadan
hukum (koperasi) yang mampu melayani pembiayaan usahatani
anggotannya. Selanjutnya, LKM-A ini diharapkan dapat berkembang
menjadi lembaga keuangan petani di perdesaan yang mampu
menjembatani petani dengan lembaga perbankan dan lembaga
pembiayaan formal lainnya serta mendekatkan petani pada pelayanan
pembiayaan usahatani (Saptana et al, 2013 dan Dinar, 2017). Lembaga
keuangan mikro juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana pendidikan bisnis
bagi petani karena kemampuannya menyediakan layanan keuangan
(Hadad, 2015).

Kegiatan sektor pertanian dihadapkan pada kondisi alam yang
membuat kegiatan usahatani mempunyai risiko tinggi. Risiko inilah yang
mendasari keengganan lembaga keuangan menyalurkan kreditnya karena
kekuatiran terhadap ketidakmampuan mengembalikan kredit. Salah satu
upaya yang dilakukan untuk mengatasi hal ini adalah dengan penerapan
asuransi pertanian (saat ini khusus untuk tanaman padi dan ternak sapi).
Skim asuransi pertanian dapat dipandang sebagai kesatuan sistem
pembiayaan pertanian karena adanya jaminan terhadap risiko.
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Identifikasi Permasalahan Pembiayaan Usahatani

Petani selalu berhadapan dengan berbagai permasalahan dalam
berusahatani dan hal ini seringkali berkaitan dengan ketersediaan
permodalan. Sebagian besar petani meminjam dana tunai dari pelepas
uang/pasar uang informal dengan bunga tinggi dan petani pada umumnya
mengalami kesulitan dalam pengembaliannya (Oktaviani, 2015). Beberapa
permasalahan dapat diidentifikasi dalam hubungannya dengan kondisi
petani, lembaga keuangan, dan kondisi kepemilikan lahan.

Identifikasi permasalahan terkait dengan kondisi petani:

Usaha petani masih skala kecil.

Modal usaha yang terbatas.

Penggunaan tehnologi yang masih sangat sederhana.
Keterbatasan akses petani terhadap pembiayaan.

Lemahnya peran kelompok tani dan kelembagaan petani lainnya.
Tingkat risiko pembiayaan pada sektor pertanian masih relatif
tinggi.

g. Tidak adanya jaminan hidup bagi kesejahteraan petani.

moo0 T

Identifikasi permasalahan  terkait  dengan kondisi lembaga
keuangan/perbankan:

a. Rendahnya penyaluran kredit dari perbankan untuk sektor
pertanian.

b. Lembaga perbankan/lembaga keuangan lainnya tidak mampu
menjangkau petani kecil yang tersebar.

c. Ketentuan perbankan yang belum berpihak kepada petani kecil.

d. Belum adanya bank khusus yang membiayai sektor pertanian.

Identifikasi permasalahan terkait dengan kepemilikan/penggarapan lahan:

a. Sempitnya kepemilikan lahan yang rata-rata sekitar < 0,5 ha.

b. Belum jelasnya pemberian lahan di pinggiran hutan untuk digarap
(termasuk lahan hutan produksi/industri yang dikuasai
perusahaan negara)

c. Belum tersedia atau belum terdiseminasi peraturan yang
memungkinkan pemberian perlindungan bagi petani yang
mengusahakan lahan sempit/usaha mikro (kurang dari atau sama
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dengan 2 ha) atau petani yang mengusahakan lahan yang lebih
luas (lebih dari 2 ha) yang perlu diberdayakan.

Pelayanan Pembiayaan Usahatani dan Tantangan Dalam
Penyediaannya

Pelayanan pembiayaan usahatani diharapkan dapat diwujudkan
sebagai bentuk kelembagaan yang berpihak pada kepentingan petani. UU
No. 19/2013 mengamanatkan pentingnya keberpihakan ini dan hal tersebut
dapat dilihat diantaranya pada Pasal 88 dan 89 yang menyatakan bahwa
pemerintah memfasilitasi lembaga pembiayaan pertanian yang dapat
membantu langsung usaha tani dengan persyaratan sederhana dan
prosedur cepat. UU No. 19/2013 juga mengamanatkan bahwa pemerintah
berkewajiban menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi petani yang
jika dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah No. 23/2005 tentang
Pengelolaan Keuangan-Badan Layanan Umum (PK-BLU), maka perwujudan
upaya membantu petani menjadi semakin lengkap. BLU adalah instansi di
lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan
kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual
tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan melakukan kegiatannya
berdasarkan prinsip efisiensi dan produktivitas.

Dalam konteks ini, tidak berlebihan bahkan sangat tepat apabila
diusulkan pembentukan lembaga BLU pada Kementerian Pertanian dan
berkedudukan langsung dibawah Menteri Pertanian untuk mengemban
tugas pelayanan pembiayaan pertanian, termasuk mengelola input usaha
pertanian, seperti alsintan, bibit/benih, dan berbagai kegiatan usaha
pertanian lainnya. Kementerian Pertanian diharapkan dapat segera
menyiapkan berbagai fasilitas untuk membentuk BLU Pembiayaan Usaha
Pertanian, melaksanakannya sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang
berlaku, dan menjadi malternatif sumber pembiayaan usaha pertanian.

Pembiayaan usahatani diharapkan dapat diperoleh dari berbagai
sumber resmi, baik lembaga keuangan bank maupun non bank dan diakses
menurut prosedur tertentu. Bantuan yang berasal dari berbagai program,
seperti PKBL/CSR juga merupakan sumber yang layak dipertimbangkan
sebagai sumber pembiayaan usahatani yang resmi dan bertanggungjawab.
Seluruh sumber pembiayaan yang tersedia diharapkan dapat diakses
secara inklusif dan mudah dengan persyaratan yang lunak serta tersedia
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secara cepat. Hal ini juga merupakan amanat dari UU No. 19/2013 terkait
dengan pemberdayaan petani (pembiayaan usahatani).

Pembentukan BLU Pembiayaan Pertanian diperkirakan akan
menghadapi berbagai tantangan untuk mewujudkannya, khususnya terkait
dengan kemampuan mengelola organisasi dan keuangan serta kekuatan
untuk bermitra dengan berbagai kalangan, disamping kemampuan petani
(poktan/gapoktan) mendukung program tersebut. Pada dasarnya, BLU
menjalankan kegiatan bisnis dan menjadi alat kementerian/lembaga untuk
mempercepat pencapaian tujuan. Namun, justru dalam menjalankan
praktek bisnis yang tidak mengutamakan keuntungan inilah tantangan itu
menjadi serius untuk dikendalikan. Menjadi perhatian adalah bahwa
sekiranya lembaga BLU dapat direalisasikan di tingkat pusat, maka mitra
lembaga BLU dalam tataran operasional di lapangan membutuhkan
kerjasama yang saling menguntungkan. Dalam kaitan ini, tantangan
berikutnya adalah bagaimana mengoperasikan kegiatan pembiayaan
usahatani yang dikelola BLU dan dilaksanakan oleh petani melalui LKM di
perdesaan. Membangun kemitraan yang saling menguntungkan antara
kedua pihak ini merupakan tantangan tersendiri yang secara optimistik
diharapkan dapat mendorong peningkatan kinerja usahatani kedepan
(Pasaribu, 2015; Ponnusamy, 2013).

Kelompok sasaran penerima manfaat dari skema pembiayaan ini
mencakup semua pemangku kepentingan di sektor pertanian, termasuk
petani, kelompok tani, pelaku usaha pertanian, instansi/lembaga
pemerintah, dan mitra usaha pertanian yang menggerakkan usaha
pertanian dari hulu (budidaya/produksi) hingga hilir (pasca panen/produk
komersial). Dengan kriteria sebagaimana dideskripsikan dalam berbagai
peraturan yang mengikat, seperti UU No. 19/2013 dan UU No. 20/2008,
maka upaya perlindungan dan pemberdayaan terhadap petani dengan
skala usaha kecil menjadi jelas dan terfokus.

ASAS PERATURAN PEMBIAYAAN USAHATANI

UU No. 19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
merupakan azas peraturan yang digunakan dalam penyediaan pembiayaan
usaha tani. Undang-Undang yang mengamanatkan penyediaan
pembiayaan usahatani oleh negara menunjukkan adanya kesadaran
terhadap permasalahan pembiayaan yang dihadapi petani dalam bekerja
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atau mengembangkan usahatani mereka. Dalam kaitan ini, sejumlah
materi (pasal dan ayat) dari Undang-Undang tersebut diambil secara
khusus untuk dijadikan materi muatan penyusunan skim pembiayaan
usahatani, sebagaimana ditampilkan dalam matriks berikut:

Pasal | Ayat Isi
7 (3) | Strategi Pemberdayaan Petani dilakukan melalui:
Pendidikan dan pelatihan
Penyuluhan dan pendampingan
Pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian
Konsolidasi dan jaminan luasan lahan Pertanian
Penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan
Kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi
g.  Penguatan kelembagaan petani
12 (1) Perlindungan petani dilakukan melalui strategi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (2)
(2) | Perlindungan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a,
huruf b, huruf ¢, huruf e, dan huruf g diberikan kepada:
a. Petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki lahan
usahatani dan menggarap paling luas 2 (dua) hektar
b. Petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budidaya tanaman
pangan pada lahan paling luas 2 (dua) hektar
C. Petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
(3) | Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d
dan huruf f diberikan kepada petani
66 (1) Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya
berkewajiban memfasilitasi pembiayaan dan permodalan usahatani
(2) Pemberian fasilitasi pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dengan:
a. Pinjaman modal untuk memiliki dan/atau memperluas kepemilikan
lahan pertanian
b. Pemberian bantuan penguatan modal bagi petani sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2)
C. Pemberian subsidi bunga kredit program dan/atau imbal jasa
penjaminan
d. Pemanfaatan dana tanggung jawab sosial serta dana program kemitraan
dan bina lingkungan dari badan usaha
82 (1) | Pembiayaan dan pendanaan untuk kegiatan perlindungan dan
pemberdayaan petani yang dilakukan oleh pemerintah bersumber dari
anggaran pendapatan dan belanja negara
(2) Pembiayaan dan pendanaan untuk kegiatan perlindungan dan
pemberdayaan petani yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersumber
dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
83 Pembiayaan dan pendanaan dalam kegiatan perlindungan dan
pemberdayaan petani dilakukan untuk mengembangkan usahatani melalui:
a. Lembaga perbankan
b. Lembaga pembiayaan

mPOo0 T
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Pasal

Ayat

Isi

84

€]

Dalam melaksanakan perlindungan dan pemberdayaan petani, pemerintah
menugdasi Badan Usaha Milik Negara bidang perbankan dan pemerintah
daerah menugasi Badan Usaha Milik Daerah bidang perbankan untuk
melayani kebutuhan pembiayaan usahatani dan badan usaha milik petani
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

(2)

Untuk melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Badan Usaha Milik Negara bidang perbankan dan Badan Usaha Milik Daerah
bidang perbankan membentuk unit khusus pertanian

3)

Pelayanan kebutuhan pembiayaan oleh unit khusus pertanian sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan prosedur mudah dan
persyaratan yang lunak

85

Selain melalui penugasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 84, pelayanan
kebutuhan pembiayaan usahatani dapat dilakukan oleh bank swasta sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

86

€]

Untuk melaksanakan penyaluran kredit dan/atau pembiayaan usahatani,
pihak bank berperan aktif membantu petani agar memenuhi persyaratan
memperoleh kredit dan/atau pembiayaan

()

Selain melaksanakan penyaluran kredit dan/atau pembiayaan, pihak bank
berperan aktif membantu dan memudahkan petani mengakses fasilitas
perbankan

3)

Bank dapat menyalurkan kredit dan/atau pembiayaan bersubsidi untuk
usahatani melalui lembaga keuangan bukan bank dan/atau jejaring lembaga
keuangan mikro di bidang agribisnis

87

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan unit khusus pertanian serta
prosedur penyaluran kredit dan pembiayaan usahatani diatur dengan
peraturan pemerintah

88

Dalam melaksanakan perlindungan dan pemberdayaan petani, pemerintah
dan pemerintah daerah berkewajiban menugasi lembaga pembiayaan
pemerintah atau pemerintah daerah untuk melayani petani dan/atau badan
usaha milik petani memperoleh pembiayaan usahatani sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan

89

Lembaga pembiayaan berkewajiban melaksanakan kegiatan pembiayaan
Usahatani dengan persyaratan sederhana dan prosedur cepat

90

1)

Untuk melaksanakan penyaluran kredit dan/atau pembiayaan bagi petani,
pihak lembaga pembiayaan berperan aktif membantu petani agar memenuhi
persyaratan memperoleh kredit dan/atau pembiayaan

2

Selain melaksanakan penyaluran kredit dan/atau pembiayaan, pihak lembaga
pembiayaan berperan aktif membantu dan memudahkan petani dalam
memperoleh fasilitas kredit dan/atau pembiayaan

3)

Lembaga pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 88 dapat
menyalurkan kredit dan/atau pembiayaan bersubsidi kepada petani melalui
lembaga keuangan bukan bank dan/atau jejaring lembaga keuangan mikro
di bidang agribisnis dan pelaku usaha untuk mengembangkan pertanian

91

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sederhana dan prosedur cepat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dan penyaluran kredit dan/atau
pembiayaan bagi petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 diatur oleh
pemerintah.
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PEMBIAYAAN USAHA PERTANIAN MENDUKUNG ADAPTASI
INOVASI

Pemanfaatan Inovasi Pertanian

Perubahan iklim telah terjadi. Kejadian-kejadian iklim ekstrem pun
meningkat. Data yang diperoleh dari Australia (Australian Bureau of
Meteorology, 2017) dan Amerika (NOAA National Weather Service (2017)
menunjukkan bahwa dari tahun 1900 sampai 2017 El-Nino telah terjadi
sebanyak 26 kali. La-Nina hanya 18 kali. Secara statistik periode 1980-
2016, kejadian El Nino dan La Nina cenderung muncul lebih kerap
dibandingkan periode 1950-1980. Fenomena El Nino dan La Nina berulang
setiap lima tahun sekali (1950-1980) menjadi 2-3 tahun sekali (1980-
2016).

Manusia tidak dapat mengendalikan perilaku iklim. Variabilitas iklim
yang semakin kerap terjadi, sangat berpengaruh terhadap produksi
pertanian, karena penurunan luas tanam, luas panen, dan hasil pada saat
terjadi anomali iklim (Las et a/, 2007). Oleh karena itu, diperlukan upaya
untuk mitigasi dan memperkuat kemampuan beradaptasi terhadap
perubahan iklim. Mitigasi merupakan usaha pengendalian untuk
mengurangi risiko akibat perubahan iklim melalui kegiatan dan inovasi
teknologi unggulan adaptif yang dapat mengurangi dampak perubahan
iklim tersebut. Upaya adaptasi dapat dilakukan melalui kegiatan untuk
memperkuat dan membangun strategi antisipasi dampak perubahan iklim
serta melaksanakannya sehingga mampu mengurangi dampak negatif dan
mengambil manfaat positifnya. Dalam jangka menengah-panjang,
diperlukan strategi adaptasi dan mitigasi secara sinergis (IPCC, 2001; IPCC,
2007). Beberapa teknologi untuk adaptasi perubahan iklim yang juga
memiliki manfaat mitigasi dengan beberapa kompromi telah banyak
dilakukan.

Inovasi di sektor pertanian kini terus dikembangkan untuk berbagai
kebutuhan dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Inovasi di
sektor pertanian ini dikembangkan untuk berbagai kebutuhan. Semuanya
diorientasikan untuk membantu upaya vyang dilakukan manusia
mewujudkan sesuatu menurut keperluannya. Kehadiran alsintan, misalnya
membuka peluang peningkatan kinerja berusahatani. Industri asuransi juga
dilengkapi dengan kebutuhan data dan informasi yang disediakan melalui
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pemanfaatan teknologi penginderaan jauh (remote sensing technology),
khususnya untuk menetapkan luas lahan sawah yang diasuransikan.

Inovasi di bidang budidaya, seperti benih unggul atau teknik
bercocok tanam yang efisien menurut lingkungannya, seperti SRI atau PTT
juga diorientasikan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas
komoditas padi. Dampak perubahan iklim global juga memengaruhi
teknologi yang digunakan, sehingga harus secara terus-menerus upaya
penyesuaian/adaptasi terhadap perubahan vyang terjadi. Penelitian-
penelitian dalam berbagai bidang di sektor pertanian terus dikembangkan
untuk menyediakan manfaat yang lebih besar bagi keberhasilan sektor
pertanian itu sendiri dan bidang ekonomi terkait. Semua upaya untuk
mendukung pemanfaatan inovasi/teknologi dan adaptasi terhadap
lingkungan membutuhkan biaya yang tidak sedikit dalam rentang waktu
yang panjang. Dalam konteks inilah suatu skim pembiayaan untuk sektor
pertanian menjadi sangat penting.

Mengetahui bahwa petani pada umumnya menghadapi kesulitan
dalam penyediaan modal kerja, suatu bentuk pembiayaan yang dapat
diakses, mudah diperoleh, dan dengan persyaratan yang sederhana, serta
tersedia dengan cepat menjadi sangat relevan untuk disiapkan. UU No.
19/2013 sejalan dengan kebutuhan penyediaan pembiayaan bagi petani
dan memungkinkan dibentuknya skim pembiayaan di sektor pertanian.
Penyediaan dana pada proses produksi, pengolahan, dan pemasaran hasil
pertanian seyogyanya dapat dibiayai oleh skim pembiayaan secara inklusif
yang dapat dikembangkan pada sektor pertanian.

Sistem Pembiayaan Pertanian Inklusif Mendukung Adaptasi
Inovasi Pertanian

Sistem pembiayaan pertanian inklusif memberi makna tersedianya
skim pembiayaan dengan sumber permodalan dari berbagai pihak secara
legal, mampu menyediakan biaya yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan
dalam proses produksi (budidaya), pengolahan (produk antara atau barang
jadi), dan pemasaran hasil (nilai tambah). Teknologi yang dimanfaatkan
petani/peternak untuk meningkatkan kinerja bisnisnya membutuhkan
pembiayaan dan perlu mendapat dukungan. Sistem pembiayaan yang
tersedia seperti KUR tampaknya tidak cukup untuk secara hoilistik (hulu
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hingga hilir) membiayai kegiatan di sektor pertanian. Dalam kaitan inilah
sistem pembiayaan pertanian inklusif ini dapat dikembangkan.

Sistem pembiayaan pertanian inklusif dapat dideskripsikan seperti
terlihat dalam tabel matriks berikut. Kegiatan yang tercakup dalam uraian
ini menunjukkan rancangan pelaksanaan untuk menguatkan lembaga
keuangan yang sudah ada dan beroperasi saat ini di perdesaan. Lembaga
keuangan yang ada di perdesaan direncanakan dapat melaksanakan
kegiatan bisnis pembiayaan pertanian secara inklusif dan menjadi lembaga
ekonomi petani yang dapat diakses petani dan bermanfaat meningkatkan
kinerja usaha pertanian (Pusat Penyuluhan Pertanian, 2016).

Deskripsi operasional sistem pembiayaan pertanian inklusif:

Uraian penguatan
kelembagaan

Deskripsi kegiatan penguatan

Catatan

Penguatan lembaga
keuangan mikro di
perdesaan

Mengidentifikasi lembaga keuangan yang ada
dan keberadaan atau operasi LKM-A (ex
bantuan tunai PUAP)

Mengevaluasi kapasitas sumber daya manusia
dan manajemen kegiatan bisnis yang
dilaksanakan saat ini

Menyiapkan LKM-A untuk berbadan hukum
(koperasi) dan memperkuat lembaga keuangan
mikro dengan struktur organisasi yang
operasional

Mendorong kinerja lembaga keuangan mikro
dalam kegiatan bisnis/agribisnis hingga mampu
membayai usahatani para anggota (yang
berasal dari poktan/petani) dan membeli hasil
panen (biaya usahatani dibiayai dan pasar
produksi petani terjamin)

Meningkatkan kinerja lembaga keuangan mikro
dengan memperluas cakupan kegiatan bisnis
(meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan
petani)

Evaluasi lembaga
keuangan dan
penguatan
kelembagaan
keuangan mikro
yang dikelola
Gapoktan/LKM-A
untuk meningkatkan
kinerja usaha
pertanian (kegiatan
agribisnis)

Aplikasi Teknologi

Penyuluhan dan teknik pertanaman padi,

Keterlibatan

Berusahatani diantaranya “jarwo” (jajar legowo) Gapoktan/poktan/

. Aplikasi usahatani yang baik, sesuai petani dan petugas
anjuran/rekomendasi setempat, dengan penyuluhan serta
memerhatikan kelestarian lingkungan dinas terkait
Memberikan kewenangan kepada
Gapoktan/poktan untuk melaksanakan kegiatan
usahatani secara terencana

Penyediaan Penyediaan benih secara lokal (diatur dan Melibatkan petani
benih/penangkaran dilaksanakan menurut kelompok) progresif dan
secara lokal Menyiapkan calon-calon penangkar (petani lembaga terkait,

setempat)

seperti BPSB, BB
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Uraian penguatan Deskripsi kegiatan penguatan Catatan
kelembagaan
Memberikan kesempatan kepada calon Padi, dIl.
penangkar untuk mengikuti pelatihan/magang Menyiapkan “desa
ke lembaga terkait (BPSB, BB Padi, dll) mandiri benih” di
Menyiapkan lokasi penangkaran dan komunitas | tingkat kabupaten
berbagi ilmu (dari kelompok tani setempat)
Mendorong pembentukan kelompok penangkar
dan penyediaan benih bersertifikat secara lokal
4. Penyediaan alsintan Menyiapkan informasi tentang seluruh alat-alat Pemetaan alsintan,
dan sumber daya yang dibutuhkan dalam usahatani dengan cara sistem irigasi, dan
pertanian lainnya mencatat alsintan yang dimiliki dan sumber daya
memperkirakan kebutuhan alsintan kedepan pertanian lainnya
Mengevaluasi ketersediaan sistem irigasi dan
kebutuhan perbaikan/pembangunan saluran,
termasuk sumber air dan jaringannya
Mengidentifikasi kebutuhan modal kerja
berusahatani
Menyiapkan informasi tentang modal
sosial/kearifan lokal dan langkah-langkah
pemanfaatannya untuk meningkatkan kinerja
berusahatani
5. Kepesertaan dalam Mengidentifikasi risiko kegagalan panen di Melindungi
asuransi pertanian wilayah setempat. kepentingan petani
Mengikutsertakan petani dalam program dengan mengambil
asuransi usahatani padi sebagai salah satu cara | alih risiko gagal
penanggulangan risiko gagal panen. panen dan
Memanfaatkan teknologi penginderaan jauh menyediakan modal
untuk menentukanluas lahan yang kerja untuk
diasuransikan digunakan dalam
Meningkakan kesadaran petani terhadap pertanaman
pentingnya berasuransi untuk melindungi berikutnya
usahatani dari risiko kerusakan tanaman karena
banjir, kekeringan, dan atau serangan OPT
6. Kemitraan untuk Membangun kerjasama yang kuat antar Kerjasama berbasis
mengembangkan kalangan/pemangku kepentingan pada sektor kemitraan untuk
usahatani yang pertanian. mendorong
menguntungkan Mendorong kerjasama dengan mengedepankan | peningkatan
kemitraan (partnership) yang saling kegiatan ekonomi
menguntungkan (pihak-pihak yang berbasis pertanian di
bekerjasama) dengan memanfaatkan kearifan perdesaan secara
lokal. berkesinambungan
Memberikan keleluasaan kepada Gapoktan
untuk mengembangkan usahatani dan
agribisnis secara berkesinambungan
(sustainability)
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KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

Kesimpulan

Pertanian modern saat ini akan terus menerapkan inovasi dan
teknologi pertanian menurut kebutuhannya. Mengantisipasi peningkatan
permintaan produksi pertanian yang cenderung meningkat sejalan dengan
pertumbuhan penduduk, dibutuhkan strategi pemanfaatan inovasi
pertanian ditengah pengaruh perubahan iklim global. Adaptasi terhadap
dampak perubahan iklim tidak dapat dihindari dan akan terus mengalami
transformasi sejalan dengan berbagai kondisi yang dihasilkan oleh
perubahan iklim global tersebut.

Pemanfaatan inovasi pertanian membutuhkan dukungan anggaran,
baik di tingkat pusat maupun di daerah, dan pembiayaan terhadap usaha
pertanian akan terus menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan sektor
pertanian. Akses terhadap modal kerja pada lembaga keuangan formal dan
informal akan bergerak sejalan dengan peningkatan kebutuhan
permodalan di sektor pertanian. Petani kecil akan terus berupaya
memperoleh kesempatan memanfaatkan setiap peluang pembiayaan yang
ada.

Meskipun inovasi pertanian dimanfaatkan untuk mendorong kinerja
usahatani, dinamika berusahatani akan terus dibayangi oleh kearifan lokal
dan kapital sosial yang ada ditengah masyarakat. Dalam konteks inilah
kebutuhan pembiayaan usaha pertanian perlu tersedia, dapat diperoleh
dengan mudah, cepat dan murah. Kelembagaan keuangan di perdesaan
saat ini pada umumnya hanya menyelenggarakan kegiatan simpan-pinjam
dan belum mampu bergerak memanfaatkan berbagai kesempatan ekonomi
melalui kebijakan pembiayaan yang ada. Kemampuan sumber daya
manusia juga masih rendah dengan bebagai keterbatasan dalam
pengelolaan keuangan.

UU No. 19/2013 tantang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
mengamanatkan perlunya pembiayaan terhadap usaha pertanian. Unit
khusus yang dibentuk pada perbankan untuk melayani kepentingan petani
dalam pembiayaan dinilai tidak wajar dan perlu segera diwujudkan.
Peraturan dan dokumen legal lain untuk mendukung ketersediaan
pembiayaan dalam rangka pemanfaatan inovasi pertanian belum
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seluruhnya dapat dilengkapi, termasuk UU No. 19/2013 dalam upaya
pemberdayaan petani (pembiayaan usaha pertanian).

Kredit formal yang tersedia seperti KUR saat ini diduga akan
semakin mudah diperoleh sejalan dengan perubahan-perubahan
persyaratan yang dilakukan otoritas keuangan untuk membantu para
petani. Namun, suatu sistem pembiayaan pertanian yang tersedia secara
inklusif sangat dibutuhkan sebagai opsi sumber pembiayaan yang mudah
diakses, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan petani kecil.

Implikasi Kebijakan

Skim pembiayaan di sektor pertanian (di perdesaan) perlu terus
diperbaiki dan dikembangkan untuk mencakup kebutuhan pembiayaan
usaha pertanian oleh para petani kecil. Sistem pembiayaan pertanian
inklusif diperkirakan dapat membantu ketersediaan dana yang dibutuhkan
petani secara tepat jumlah dan waktu untuk memperlancar pelaksanaan
usaha pertanian. Skim pembiayaan ini diharapkan dapat membantu
pemanfaatan inovasi dan adaptasi teknologi pertanian ditengah pengaruh
negatif perubahan iklim global.

Penguatan kelembagaan keuangan di perdesaan dinilai perlu
dilakukan agar lembaga ini dapat menyediakan kebutuhan modal bagi
petani, mudah diakses dengan persyaratan yang sederhana dan dengan
proses yang cepat. Kedepan, petani tidak lagi melihat perbankan atau
lembaga keuangan sebagai lembaga yang hanya menyediakan pembiayaan
usaha ekonomi secara eksklusif, tetapi petani harus dapat mengakses
dengan mudah yang dimanfaatkan untuk mendukung usaha pertanian.

Gapoktan dengan LKM-A sebagai unit usaha pembiayaan yang
sebelumnya hanya memiliki bidang bisnis terbatas, perlu ditingkatkan
dengan mentransformasi kemampuannya m,enjadi lembaga keuangan
yang berbadan hukum, mandiri dan mampu bergerak lincah
mengembangkan berbagai kegiatan ekonomi di sektor pertanian. Lembaga
ini akan membiayai seluruh kebutuhan dana bagi penyelenggaraan
usahatani dari hulu hingga hilir, termasuk menyediakan dana untuk
membayar premi asuransi, melakukan pengolahan hasil, bahkan
memasarkan hasil pertanian sesuai dengan kemampuannya.
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IMPLIKASI KEBIJAKAN DAN AGENDA KEDEPAN

Perubahan Iklim: Tantangan Yang Harus Dihadapi Sektor
Pertanian

Tantangan yang harus dihadapi sektor pertanian pada saat ini salah
satunya adalah perubahan iklim yang dicirikan oleh terjadinya perubahan
pola hujan, meningkatnya permukaan air laut, peningkatan iklim ekstrim
seperti banjir, keringan dan topan serta meningkatnya kejadian anomali
iklim seperti El Nino dan La Nina. Perubahan iklim tersebut disinyalir akibat
terjadinya pemanasan global yang dipicu oleh peningkatan emisi gas
rumah kaca (GRK) seperti gas karbon dioksida (CO,), metana (CH,4), dan
nitrogen oksida (N,O). Menurut pengkajian terakhir dari Intergovernental
Panel on Climate Change (IPCC) tingkat emisi GRK pada tahun 2014 adalah
yang tertinggi sepanjang sejarah. Produksi Pertanian dan pergeseran
tataguna lahan sebagai akibat pembangunan pertanian merupakan salah
satu penyebab utama terjadinya emisi GRK tersebut.

Indonesia dianggap sebagai salah satu penyumbang GRK terbesar
setelah Amerika, Cina dan Eropa. Lahan sawah merupakan penyumbang
gas metana yang cukup signifikan karena lahan sawah yang tergenang air
memudahkan terjadinya pembentukan gas metana. Menurut laporan World
Bank tahun 2007 sektor pertanian merupakan penyumbang utama emisi
metana yaitu sebanyak 59 persen dari total emisi metana nasional dan
lahan sawah dapat menghasilkan emisi 70 persen metana dan 86 persen
nitrogen oksida. Emisi yang bersumber dari lahan sawah dipengaruhi oleh
berbagai faktor antara lain pengelolaan hara, pengelolaan air, serta
pengelolaan tanaman pada usahatani sawah. Lebih lanjut FAO
menyebutkan bahwa emisi metana juga dipengaruhi oleh fermentasi dalam
proses pencernaan ternak ruminansia.

Perubahan iklim dapat menimbulkan dampak terhadap produksi
komoditas pertanian, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Dampak yang ditimbulkan dapat bersifat negatif atau positif tergantung
kepada karakteristik perubahan iklim yang terjadi dan karakteristik
tanaman pertanian yang diusahakan petani. Misalnya, musim hujan yang
semakin panjang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap
produktivitas dan produksi mangga tetapi dapat pula menimbulkan dampak
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positif terhadap luas panen dan produksi padi di lahan kering dan lahan
sawah tadah hujan. Peningkatan temperatur udara dapat memperpendek
fase generatif tanaman dan dapat pula memicu penyebaran hama dan
penyakit yang dapat berdampak pada penurunan produksi komoditas
pertanian. Demikian pula terjadinya banjr dan kekeringan yang semakin
meluas akan mengurangi produksi pertanian dan inundasi permukaan air
laut dimasa yang akan datang akan mempengaruhi ketersediaan lahan
pertanian produktif di daerah pesisir.

Pada sektor pertanian, dampak perubahan iklim relatif besar pada
komoditas pangan karena tanaman pangan umumnya berumur relatif
pendek dan peka terhadap faktor iklim terutama curah hujan. Karena itu
dampak negatif perubahan iklim yang sering diungkapkan dan yang paling
dikhawatirkan umumnya terkait dengan masalah ketersediaan dan
produksi pangan. Dampak perubahan iklim terhadap produksi pertanian
akan menjadi semakin buruk terutama pada negara-negara berpenghasilan
rendah  karena banyak penduduknya yang sangat tergantung pada
pertanian tanaman pangan. Karena itu Paris Agreement yang disponsori
oleh United Nations Framework Convention on Climate change (UNFCCC)
menetapkan bahwa prioritas utama dalam mengantisipasi ancaman
perubahan iklim adalah untuk menyelamatkan ketahanan pangan dan
mengurangi kelaparan. Hal tersebut sudah lama diperingatkan misalnya
oleh IPCC (2007) dan Stern ( 2007)seperti yang disoroti dalam buku ini
menekankan perlunya dilakukan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan
iklim baik secara global, nasional, maupun di tingkat lokal oleh elemen-
elemen masyarakat setempat, dalam rangka menyelamatkan ketahanan
pangan.

Upaya Mengantisipasi Perubahan Iklim

Dibandingkan dengan sektor ekonomi lainnya sektor pertanian
relatif rentan terhadap perubahan iklim karena kegiatan di sektor pertanian
banyak dipengaruhi oleh situasi iklim seperti curah hujan, temperatur,
kelembaban udara dan sebagainya. Pada sisi lain sektor pertanian juga
berkontribusi terhadap terjadinya perubahan iklim akibat dihasilkannya
emisi GRK pada kegiatan pertanian tertentu meskipun secara umum
aktivitas produksi pertanian dapat pula menyerap GRK. Oleh karena itu
dalam menghadapi perubahan iklim upaya yang perlu dilakukan di sektor
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pertanian adalah adaptasi dan sekaligus mitigasi perubahan iklim. Adaptasi
merupakan upaya untuk menekan dampak negatif perubahan iklim yang
dapat ditempuh dengan melakukan penyesuaian komoditas pertanian yang
dikembangkan, teknologi yang digunakan, manajemen dan kebijakan
pertanian, yang disesuaikan dengan situasi iklim yang dihadapi. Adapun
mitigasi adalah upaya untuk memperlambat laju pemanasan global melalui
penurunan emisi GRK dan peningkatan penyerapan GRK.

Upaya adaptasi dapat dilakukan mulai dari tahap perencanaan
hingga pelaksanaan kegiatan produksi pertanian. Pada tahap perencanaan
upaya adaptasi yang dapat dilakukan diantaranya adalah mengembangkan
teknologi prediksi iklim, pemetaan wilayah pengembangan komoditas
pertanian, dan perencanaan waktu tanam yang disesuaikan dengan situasi
iklim yang akan dihadapi. Pada tahap pelaksanaan dapat dilakukan rotasi
tanaman, pengaturan pola tanam, pengaturan penggunaan varietas,
penerapan teknologi irigasi berselang, penggunaan tanaman naungan,
pemupukan secara berimbang, penerapan teknologi panen air,
pengembangan pertanian organik, dan rehabilitasi hutan mangrove.
Seluruh upaya tersebut diperlukan untuk menekan potensi dampak negatif
akibat perubahan iklim terhadap produksi pertanian yang umumnya terkait
dengan masalah ketersediaan air, peningkatan salinitas tanah dan
gangguan hama dan penyakit.

Perubahan iklim tidak hanya dapat menyebabkan penurunan
produksi pertanian tetapi juga pendapatan petani. Akibat perubahan iklim
yang berdampak pada meningkatnya variabilitas iklim maka resiko
kegagalan panen akibat banjir, kekeringan dan gangguan hama dan
penyakit akan semakin besar dan semakin sulit diprediksi. Untuk
menyelamatkan pendapatan petani maka upaya adaptasi perubahan iklim
perlu dilengkapi dengan pengembangan kelembagaan yang mampu
memperkecil resiko petani seperti kelembagaan asuransi pertanian.
Kelembagaan asuransi pertanian berkembang pesat di hegara-negara maju
dan cukup efektif untuk melindungi petani dari kegagalan panen yang
dipicu oleh perubahan iklim. Pada lingkup Kementerian Pertanian
kelembagaan asuransi pertanian tersebut juga telah dikembangkan tetapi
masih dalam lingkup yang terbatas khususnya untuk usahatani padi dan
sapi. Dalam kaitan ini diperlukan dukungan teknologi penginderaan jauh
untuk mempercepat proses pemantauan tanaman dan pemetaan resiko
kegagalan panen yang mungkin terjadi akibat perubahan iklim.
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Upaya mitigasi perubahan iklim juga dapat ditempuh melalui
penerapan teknologi irigasi berselang yang dapat menekan emisi GRK.
Penurunan emisi GRK juga dapat ditempuh dengan menerapkan teknologi
pemupukan berimbang, penggunaan tanaman naungan, rehabilitasi hutan
mangrove dan penggunaan varietas rendah emisi. Disamping dapat
menekan emisi GRK penggunaan tanaman naungan dan rehabilitas hutan
mangrove juga dapat meningkatkan penyerapan gas karbondioksida yang
merupakan salah satu komponen GRK. Teknologi pertanian organik juga
dapat diterapkan untuk menekan emisi GRK akibat berkurangnya
penggunaan pupuk kimia dan pestisida yang dapat menimbulkan emisi N,O
dan CO,. Namun perlu dicatat bahwa produksi yang dicapai dalam sistem
pertanian organik umumnya relatif rendah dibanding capaian produksi
pada sistem pertanian konvensional dan oleh sebab itu upaya tersebut
perlu dilakukan secara selektif pada komoditas dan wilayah tertentu.

Pengembangan agroforestri juga dapat ditempuh sebagai upaya
adaptasi dan sekaligus upaya mitigasi perubahan iklim. Pada intinya
agroforestri adalah kegiatan pemanfaatan lahan di kawasan hutan yang
mengintegrasikan tanaman pertanian dan tanaman kehutanan.
Pengembangan tanaman pertanian seperti padi, jagung, ubi kayu dan
buah-buahan pada lahan kawasan hutan merupakan upaya adaptasi
terhadap perubahan iklim yang dapat menyebabkan penurunan produksi
pangan pada lahan pertanian. Pengembangan agroforestri yang sesuai
dengan kemampuan lahan juga dapat berkontribusi terhadap upaya
mitigasi perubahan iklim melalui peningkatan daya serap GRK dan
penurunan emisi GRK.

Pada sisi lain, terdapat banyak kearifan lokal yang terkait dengan
masalah iklim dan dapat diberdayakan dalam menghadapi perubahan iklim.
Kearifan lokal merupakan suatu sistem pengetahuan dan pengalaman
masyarakat setempat yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari
termasuk kegiatan bertani yang sudah turun-temurun dan diwariskan dari
sejumlah generasi ke generasi berikutnya. Kearifan lokal bersifat spesifik
lokasi dan menjadi panduan masyarakat setempat dalam melakukan
kegiatan bertani yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan di sekitarnya
termasuk kondisi iklim. Sebagai contoh, kearifan lokal pal/intangan di Jawa
Barat dapat menentukan pergerakan matahari pada waktu siang hari,
menunjukkan arah timur dan barat, dan pergerakan bulan pada malam hari
untuk menentukan hari dalam hitungan bulan dan rasi Orion. Kearifan lokal
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tersebut dapat dimanfaatkan sebagai panduan dalam menentukan musim
atau kalender kegiatan bercocok tanam yang sesuai dengan situasi iklim
yang akan dihadapi. Contoh lainnya adalah kearifan lokal pranata mangsa
yang banyak dipraktekan di berbagai wilayah seperti Bali, Sulwesi Selatan,
dan pulau Jawa. Pranata mangsa sangat terkait dengan pertanda-pertanda
iklim. Ada tanda-tanda yang mendahului perubahan alam yang dapat
dijadikan antisipasi seperti bentang alam, laut, maupun angkasa. Ada
pertanda yang dapat dijadikan respon terhadap perubahan cuaca dan
dapat dijadikan tolok ukur keberhasilan upaya antisipasi perubahan iklim.

Agenda Kedepan: Membangun Kemampuan Adaptif Dan Mitigatif
Perubahan Iklim Berbasis Kearifan Lokal

Kearifan lokal pada umumnya bersifat spesifik lokasi dan memiliki
nilai-nilai kebaikan dalam menjaga hubungan yang harmonis antara
manusia dan lingkungan di sekitarnya termasuk kondisi iklim. Oleh karena
itu kearifan lokal dapat dijadikan basis dalam merumuskan kebijakan
adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dengan sasaran akhir memperkuat
ketangguhan masyarakat dalam melakukan upaya adaptasi dan mitigasi
perubahan iklim. Disamping itu pengembangan inovasi adaptasi dan
mitigasi perubahan iklim seyogyanya bersifat spesifik lokasi dan
mempertimbangkan kearifan lokal yang berlaku pada masyarakat
setempat. Hal ini perlu ditempuh agar inovasi yang dikembangkan dalam
rangka menghadapi perubahan iklim dapat disinerjikan dengan kearifan
lokal yang berlaku pada masyarakat setempat.

Selama ini telah banyak inovasi teknologi yang dikembangkan
dalam menghadapi perubahan iklim di sektor pertanian, baik inovasi
teknologi yang bersifat adaptif maupun mitigatif. Inovasi teknologi tersebut
pada dasarnya dikembangkan untuk memperkuat kemampuan adaptif dan
mitigatif petani dalam menghadapi perubahan iklim. Sebagian inovasi
teknologi tersebut telah diterapkan petani tetapi banyak pula yang belum
diterapkan secara luas oleh petani. Hal ini antara lain dapat disebabkan
oleh kurangnya pengetahuan dan pemahaman petani tentang inovasi
teknologi tersebut. Salah satu faktor yang dapat menjadi penyebabnya
adalah sistem penyuluhan yang dilakukan pada saat ini belum cukup efektif
dalam menyampaikan informasi teknologi tersebut disamping akibat faktor
lainnya. Oleh karena itu perlu digali pendekatan lain yang mampu dan lebih
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efektif dalam menyampaikan informasi teknologi tersebut kepada petani
dan memotivasi petani untuk menerapkannya.

Salah satu pendekatan yang dapat ditempuh adalah melalui
penyelenggaraan Sekolah Lapangan perubahan iklim. Sekolah lapangan
adalah wahana belajar bagi masyarakat petani untuk membangun
kemampuan dan ketangguhan mereka secara berkelompok dalam
mengelola usahataninya secara ekologis dan berkelanjutan. Pola
pendidikan sekolah lapangan bukan sekedar /earning by doing atau belajar
dari lapangan, tetapi lebih merupakan suatu proses yang menuju kepada
discovery learning atau penemuan ilmu dan pengetahuan yang bersifat
dinamis dan dapat diterapkan dalam manajemen usahatani. Beberapa ciri
sekolah lapangan yang menunjukan perbedaan dengan sistem penyuluhan
yang dilaksanakan selama ini seperti training and visit adalah : (1) adanya
sarana belajar ciptaan sendiri atau self generated learning materials
disamping usahatani yang tersedia, dan (2) adanya fasilitator yang telah
mempunyai pengalaman dalam pelaksanaan sekolah lapangan yang
mengajak peserta untuk terlibat dalam proses pembelajaran.

Sekolah lapangan perubahan iklim dapat mempraktekan kajian-
kajian yang bersifat adaptif dan mitigatif terhadap perubahan iklim seperti :
pengaturan kalender tanam, penggantian tanaman berdasarkan
ketersedian air dengan tanaman hemat air atau tanaman yang tahan
terhadap banjir, penerapan mulsa sebagai instrumen manajemen
kelembaban air didaerah lahan kering dan penerapan bahan organik untuk
mengikat air dalam tanah, dan berbagai inovasi teknologi lainnya. Wilayah
pengkajian sekolah lapangan dapat dilakukan bersama-sama baik yang
bersifat adaptif maupun mitigatif dengan pendekatan yang bersifat
antisipatif maupun reaktif. Untuk maksud tersebut perlu dibangun materi
pembelajaran sekolah lapangan menghadapi keragaman iklim. Dalam
sekolah lapangan materi pembelajaran hendaknya disusun bersama petani
dan kelompoknya dengan sebanyak mungkin memanfaatkan potensi lokal.
Pembelajaran sedapat mungkin dilakukan di lapangan sehingga petani
dapat bersama sama menghayati proses yang terjadi dan merasakan
perkembangan yang selama ini kurang diperhatikan.

Proses pembelajaran dimulai dari : (i) melaksanakan,(ii) kemudian
mengungkapkan,(iii) menganalisis dan (iv) selanjutnya menyimpulkan.
Proses tersebut dapat dilaksanakan berulang ulang dalam menuju
kesimpulan yang mantap. Semua orang yang terlibat dalam proses
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pembelajaran adalah murid sekali gus guru yang sama-sama mencurahkan
perhatian pada obyek yang dituju. Konsekuensinya proses belajar
mengajar menjadi proses komunikasi dalam berbagai bentuk seperti diskusi
kelompok, diskusi pleno, dan bermain peran dengan media yang
memungkinkan terjadinya dialog kritis antar berbagai individu yang terlibat
dalam proses belajar.

Upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim tidak dapat
dilakukan sendiri-sendiri karena hanya akan menghasilkan kegiatan yang
sporadis dan tidak menghasilkan dampak yang besar dalam mengatasi
perubahan iklim. Oleh karena itu diperlukan suatu keterpaduan baik dalam
hal aturan kelembagaan ditingkat nasional maupun lokal, demikian pula
koherensi antara berbagai peraturan dengan langkah-langkah kebijakan
yang diterapkan. Untuk melaksanakan upaya keterpaduan yang dapat
menghasilkan suatu dampak yang luas diperlukan strategi jangka panjang
yang merujuk pada suatu kerangka dasar yang dapat diterima oleh
berbagai pihak dan berdasarkan prinsip-prinsip operasional yang secara
konsisten dilaksanakan oleh berbagai pihak.

Secara umum tujuan akhir dari strategi dan kebijakan yang
ditempuh adalah memperkuat ketangguhan masyarakat petani (society
resifience) dalam menangani kerusakan ekologi dan dampak perubahan
iklim secara terencana dalam jangka panjang. Ketangguhan masyarakat
direfleksikan dalam tiga hal yaitu : (i) kemampuan dalam menyangga
gangguan (disturbance), (ii) kemampuan dalam melakukan pengelolaan
mandiri (self-organizing), dan (iii) kemampuan belajar adaptasi dan
mitigasi. Kemampuan meredam gangguan pada hakekatnya adalah
kemampuan mengantisipasi gangguan dan melakukan tindakan untuk
mengatasi gangguan melalui penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan.
Untuk memperkuat kemampuan adaptif paling sedikit terdapat dua faktor
yang perlu diperhatikan, yaitu praktek-praktek adaptif dan mitigatif yang
baik (good adaptive practices) dan besarnya wilayah yang mempraktekkan
kemampuan adaptif tersebut. Sekolah lapangan adalah contoh dari praktek
adaptif dan mitigatif yang baik mulai dari tingkat kelompok usahatani
kemudian dikembangkan melalui jaringan kemitraan sekolah lapangan.

Implementasi strategi dan kebijakan tersebut diatas, pada tingkat
nasional memerlukan dukungan aturan aturan kelembagaan (enabling
Institutional environment) baik berupa undang-undang maupun peraturan
yang memungkinkan terbangunnya keterpaduan upaya antar sektor
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pemerintahan, dan terbangunnya kemitraan antar berbagai pihak seperti
pemerintah, swasta, masyarakat petani, dan lembaga swadaya
masyarakat. Keterpaduan antar berbagai pihak tersebut diperlukan untuk
memperkuat pelaksanaan di tingkat mikro yang terdiri atas dua komponen
yaitu : (1) memperkuat kemampuan masyarakat menfasilitasi dukungan
kelembagaan berupa pengetahuan dan inovasi lokal, dan (2) memperkuat
efektifitas sekolah lapangan. Hasil pelaksanaan ditingkat mikro yang
tangguh karena didukung secara nasional oleh kelembagaan dan strategi
yang memadai dan prinsip prinsip pelaksanan yang ditunjang oleh kearifan
lokal akan mempermudah pencapai tujuan akhir yaitu meningkatkan
ketangguhan masyarakat petani dalam meredam gangguan yang berasal
dari keragam iklim, membangun kemandirian pengelolaan, dan
membangun kemampuan belajar dalam adaptasi, mitigasi dan pemulihan
degradasi sumber daya alam. Secara ringkas kerangka dasar kebijakan
adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim berbasis kearifan lokal
diperlihatkan dalam Gambar 1.

DukunganKelembagaan StrategiKebijakan
Nasional: 4. Kebijakan yang bersifat pencegahan
4. Enforcement undang-undang, dan peraturan (Precautionary)
5. Membangun forum keterpaduan antar sektor 5. Kebijakan yang memperkuat
pemerintahan kemampuan prediksi dan antisipasi
6. Membangun forum kemitraan pemerintah, 6. Program adaptasi dan mitigasi
swasta, petani dan lembaga swadaya —
masvarakat

Pelaksanaan Ditingkat Mikro

4, Memperkuat kemampuan masyarakat menfasilitasi
dukungan kelembagaan berupa pengetahuan dan inovasi
lokal

5. Memperkuat efektifitas sekolah lapangan baik dilahan <
kering maupun sawah irigasi.

6. Memberdayakan kapital sosial

v

Prinsip yang digunakan

5. Keseimbangan dan keselarasan

6. Pemanfaatan ketrampilan individu dan
kemampuan kolektif

7. Ko-inovasi

8. Ko-manaiemen

h 4

Tujuan Akhir:

Meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam hal:

(1) Meredam gangguan

(2) Kemandirian Pengelolaan

(3) Kemampuan belajar dalam adaptasi, mitigasi, pemulihan degradasi SDA

Gambar 1. Kerangka Dasar Kebijakan Adaptasi Dan Mitigasi Terhadap Perubahan
Iklim Berbasis Kearifan Lokal.
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Diperlukan pemahaman menyeluruh tentang kerangka dasar
tersebut oleh berbagap pemangku kepentingan dan selanjutnya dituangkan
dalam berbagai program dan kegiatan yang dalam jangka panjang
diharapkan mendukug ketangguhan masyarakat dalam menghadapi dan
mengantisipasi perubahan iklim.
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